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RADIO REPUBLIK INDONESIA

bahwa dalam rangka tertib administrasi dilingkungan
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara
(BMN) diperlukan Pedoman yang mudah dipahami,
dimengerti oleh para Pengelola Barang Milik Negara
(BMN) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia;

bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia perlu
menerapkan Pedoman Peningkatan Pengelolaan dan
Penatausahaan Barang Milik Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu
disusun Buku Pedoman Peningkatan Pengelolaan dan
Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah RI Nomor : 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran LPP RRI (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 Tahun 2005 tentang
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah,;

Peraturan Menteri Keuangan No.69/PMK.06/2016 Tentang
Tatacara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat;

LPP RRI KANTOR PUSAT JI. Merdeka Barat 4-5 .Jakarta Pusat Telp. 3849091, 3511084, 3511086 Fax. 34835183, 3511084
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Peraturan Menteri Keuangan No.71 /PMK.06/2016 Tentang
Tatacara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak
Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi
Kementerian/Lembaga;

Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik
Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.06/2017 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
Peraturan Menteri Keuangan No.97/PMK.06/2019 Tentang
Pengasuransian BMN,;

Peraturan Menteri Keuangan No.115/PMK.06/2020 Tentang
Pemanfaatan BMN;

Peraturan Menteri Keuangan No.172/PMK.06/2020 Tentang
Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
Peraturan Menteri Keuangan No.207/PMK.06/2021 Tentang
Pengawasan dan Pengendaliaan Barang Milik Negara;
Keputusan Menteri Keuangan No0.21/KM.01/2012 Tentang
Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara Di Lingkungan
Kementerian Keuangan;

Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 015 Tahun 2021
tentang Pengangkatan Dewan Direksi Periode 2021 — 2026.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Penggunaan Barang
Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
549);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.01/2019 tentang
Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat
Kepada Pejabat Dilingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara;

Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia Nomor 2054 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan
Sebagian Wewenang Direktur Utama Kepada Direktur SDM dan
Umum dan Kepala Satuan Kerja Dilingkungan Lembaga Penyiaran
Publik Radio Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

: BUKU PEDOMAN PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DILINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

DITETAPKANDI: JAKARTA
PADA TANGGAL : 26 AGUSTUS 2022
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STUMBUTHN
PIRERTUR UTHAMA PP RRI

Puji Syukur Kami Panjatkan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan
perkenan-Nya penyusunan Reuvisi
Pertama buku ini tentang “Pedoman
Pengelolaan dan Penatausahaan
Barang Milik Negara Di Lingkungan
- O s LPP RRI” ini dapat diselesaikan.

Pengelolaan BMN adalah suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada
sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBN atau perolehan lainnya yang sah, dan
dimanfaatkan dalam kegiatan Pemerintah. BMN adalah sumber daya ekonomi yang dikuasasi
dan/atau dimiliki oleh Pemerintah maka pengelolaan BMN tersebut harus dilakukan secara baik.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) saat ini tidak hanya sekedar bersifat administratif
semata, tetapi lebih maju berpikir dalam mengelolanya, dengan cara meningkatkan efisiensi,
efektivitas dan menciptakan nilai tambah terhadap BMN yang dikelolanya. Besarnya cakupan dan
ruang lingkup kegiatan pengelolaan BMN menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya
dimulai dari perencanaan kebutuhan, perolehan, penatausahaan, pengelolaannya sampai pada
pengawasan dan pengendalian BMN itu sendiri. Pengelolaan BMN harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada negara dengan adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam
penyusunan Neraca Pemerintah.

Pedoman ini sekiranya dapat menjawab seluruh kebutuhan stakeholders terhadap
pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara. “Small steps can lead to big
changes”, harapan kami semoga langkah kecil ini dapat menjadi penggerak perubahan yang lebih
besar dan lebih baik tentunya, tidak lepas dari kontribusi para pembaca di tingkat satuan kerja sebagai
stakeholders.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan
buku “Pedoman Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Di Lingkungan LPP RRI” ini.
Buku pedoman ini adalah salah satu bentuk pelayanan kami kepada semua stakeholders hasil
bersinergi LPP RRI dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI,
sehingga terwujudlah buku pedoman ini yang sekiranya dapat bermanfaat bagi seluruh satuan kerja
di lingkungan LPP RRI, khususnya bagi Kasatker dan Operator Aset Tetap juga Operator Komitmen

pada umumnya dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Jakarta, 30 Agustus 2024.
Direktur Utama LPP RRI

I Hendrasmo /-
e



JPENGANTAR TIM PENYUSUN

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-
Nya revisi pertama buku “Pedoman Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara
Di Lingkungan LPP RRI” dapat diselesaikan dengan baik oleh Tim sesuai dengan waktu yang
telah direncanakan. Penyusunan revisi pertama buku pedoman ini merupakan sinergi antara
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dengan LPP RRI. Buku
pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh Satker LPP RRI.

Revisi pertama buku pedoman ini berisi tahapan-tahapan dalam pengelolaan BMN
meliputi: 1) Perencanaan kebutuhan; 2) penganggaran; 3) Pengadaan; 4) Penggunaan; 5)
Pemanfaatan; 6) Penilaian; 7) Pengamanan dan pemeliharaan; 8) Pemindahtanganan; 9)
Penghapusan dan Pemusnahan; 10) Penatausahaan (penambahan SOP solar untuk
genset); 11) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Tuntutan Ganti Rugi; dan
Penambahan Petunjuk Teknis dalam penggunaan menu transaksi dalam Aplikasi. Yang
mana diharapkan, para pembaca buku pedoman ini menjadi lebih mengetahui dan
memahami tentang Pengelolaan dan Penatausahaan BMN sesuai peraturan, dan juga dapat
menguasai serta terampil dalam mengoperasikan Aplikasi SAKTI, sehingga diharapkan
mengurangi/menghapus kesalahan yang sama, dalam rangka menuju Laporan Keuangan
LPP RRI yang baik dan akuntabel (Good Governance).

Revisi pertama buku pedoman ini berisi dua materi, yaitu Pengelolaan dan
Penatausahaan BMN yang dibuat per/bab dan sub bab, agar sistematika penyajian dalam
buku ini dapat mudah dipahami oleh pembacanya karena berisi uraian penjelasan, gambar,
tabel dan juknis. Tim Penyusun menyadari bahwa sistematika penyajian dalam buku
pedoman ini kemungkinan masih terdapat beberapa kekurangan, untuk itu Tim Penyusun
akan berusaha menyempurnakan buku pedoman ini kedepannya untuk dilakukan update
terus seiring dengan perkembangan kebijakan dan juga perkembangan Aplikasi Laporan
BMN dan Keuangan, oleh karena itu Tim Penyusun butuh masukan/saran/kritik dari para
pembaca dan stakeholders.

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan
dukungan dan sinergi yang baik dari Ditjen Kekayaan Negara (Bp. Dwi Kurniawan Saputro
dan Mas Wahyu Arimbi), Pejabat RRI, teman — teman RRI dan banyak lagi lainnya yang telah
memberikan masukan, arahan dan atau hal — hal lainnya sehingga dapat terbitnya Revisi
pertama buku ini dengan judul “Pedoman Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik
Negara Di Lingkungan LPP RRI”.



Buku pedoman ini tentunya masih jauh dari sempurna. Untuk itu kontribusi dan
konstruktif dari pembaca selalu kami harapkan demi perbaikan kualitas materi dan

sistematika penyajian buku ini. Apapun saran, komentar dan kritik dapat diajukan ke e-mail

yabina.69@gmail.com.
Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan

Keuangan dan Laporan BMN serta menjadi kontribusi bagi peningkatan nilai RB LPP RRI.

Jakarta, 26 Agustus 2024

Tim Penyusun


mailto:yabina.69@gmail.com

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, berkat kerjasama seluruh jajaran Pejabat di LPP RRI, stakeholders,
tim penyusun dan Ditjen, Kekayaan Negara maka terbitlah Buku “Pedoman Pengelolaan

dan Penatausahaan Barang Milik Negara Di Lingkungan LPP RRI”.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK Rl atas Laporan Keuangan LPP RRI Tahun
2023 dan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan LPP RRI, serta seiring dengan
perkembangan dan perubahan peraturan di bidang keuangan negara khususnya penerapan
Tata Kelola Aset sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dirasa perlu untuk
menerbitkan Revisi Pertama Buku Pedoman.

Buku Pedoman ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan, sekaligus menjadi langkah
pembenahan yang berkesinambungan sebagai panduan dalam pelaksanaan Pengelolaan
dan Penatausahaan Barang Milik Negara mulai dari Unit Kerja di Daerah sampai pada Unit
Kerja di Pusat, sehingga hasil dari Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara
yang tersaji dalam Laporan BMN dilingkup LPP RRI menjadi lebih baik, memadai serta
informatif. Hal ini merupakan kontribusi positif dalam pengambilan kebijakan terhadap

pengelolaan BMN lainnya yang memang merupakan siklus dalam pelaksanaannya.

Kami menyadari, bahwa Buku Pedoman ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, saran
perbaikan dan penyempurnaan dari semua pihak sangat kami harapkan. Akhir kata kami
ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah telah berpartisipasi dalam
penyusunan Buku Pedoman ini. Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi seluruh
pengelola BMN yang selalu bersinergi dalam mewujudkan tertib Pengelolaan dan
Penatausahaan Barang Milik Negara dalam upaya peningkatan Laporan Keuangan LPP RRI

yang bersih dan akuntabel (Good Governance).
Jakarta, 28 Agustus 2024.
TTD

Direktur SDM dan Umum LPP RRI

VI



DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI TENTANG BUKU PEDOMAN
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN LPP RRI ..
SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI ...
PENGANTAR TIM PENYUSUN ...
KATA PENGAN T T AR e
DA T AR Sl et
DAFTAR GAMBAR oo e
DAFTAR TABEL e

BAB |

BAB Il

PENDAHULUAN .
A. LATAR BELAKANG et e
B. MAKSUD DAN TUJUAN e
C. DASAR HUKUM oo

KEBIJAKAN UMUM DAN RUANG LINGKUP DALAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA .....oveeieeeeeeeeeeeeeeeeeeees e
A. PENGERTIAN BARANG MILIK NEGARA ..o,
B. STRUKTUR, TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK NEGARA ...ttt e,
- URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
PRESIDEN ...t e,
- URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
PENGELOLA BARANG (MENTERI KEUANGAN).........occoueeennnn..
- URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
PENGGUNA BARANG (DIREKTUR UTAMA LPP RRI) .................
- URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB KUASA
PENGGUNA BARANG (KA. SATKER) .....oveeueeeioeeeeeeeeeeeeeeees
C. RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
(MANAJEMEN ASET) ..ottt e,
1. PERENCANAAN KEBUTUHAN BMN ..o,
PENGANGGARAN ..ottt
PENGADAAN ...ttt e,
PENGGUNAAN ..ottt
PEMANFAATAN: ..o,
BENTUK PEMANFAATAN BMN: .....ooiiiiieeiiee e,

o bk~ 0N

VIl

V-V
Vi
VIl - XV
XVI-XVII
XVII

9-10

10
11
11
12
12 -13
13
14



L SE W A 14

A. KETENTUAN POKOK SEWABMN ...........cccoiiiiiiiiinn, 14 -15
B. PIHAK YANG DAPAT MENYEWABMN ............cocoiiiin, 15
C.DOKUMEN PENDUKUNG ........ccoioiiiiiiiiee 15-16
D. TANGGUNGJAWAB PENYEWA/CALON PENYEWA .......... 16
E. PROSEDUR PENGAJUAN SEWABMN ............coocoiiiinnne, 16 - 25
F. INFORMASI TAMBAHAN BERHUBUNG DENGAN
PENERAPAN FAKTOR PENYESUAIAN SEWA .................. 25-28
2. PINJAM PAKAL ... 28
A. KETENTUAN PINJAM PAKAI .......cooiiiiiiiiiice, 29
B. TATA CARA PELAKSANAAN PINJAM PAKAI ................c..e. 30-36
3. KERJA SAMA PEMANFAATAN (KSP) ......cccooviiiiiie, 36-37
A. KETENTUAN POKOK DALAM PELAKSANAAN KSP.......... 37 -38
B. TATA CARA PELAKSANAAN KSP ATAS BARANG MILIK
NEGARA ... 38-51
4. BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA (BGS/BSG)
A. PENGERTIAN BGS/BSG ........cccoiiviiiiiiicccce e, 51
B. RUANG LINGKUP BGS /BSG ........c.ccoiiiiiiiiiiieccie, 51-53
5. KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (KSPI) ......... 53 —54
RUANG LINGKUP KSPI ..., 54 - 56
6. KERJA SAMA TERBATAS UNTUK PEMBIAYAAN INFRA -
STRUKTUR (KETUPI) ..., 56
RUANG LINGKUP KETUPI ........cooiiii 57
B. PENILAIAN ..ottt ettt 57 - 58
7. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN: ..o 58
1. Pengamanan Administrasi...............c.coooviiiiiiiiii, 58 - 59
2. Pengamanan FisiK ............oooii 59 - 61
3. Pengamanan Hukum ... 62
4. Pengamanan BMN Dalam Bentuk Asuransi: ........................... 62 - 63
a. Kewenangan Dan Tanggungjawab Pengasuransian BMN ....... 62
b. Tujuan Pengasuransian ...............cccooeeiiiiiiiiieiceee, 63
Cc. Subyek Asuransi BMN ... 63
d. Obyek Asuransi BMN ... 64
e. Proses Pengasuransian BMN ... 64 - 65
f. Penganggaran Dan Pengadaan Asuransi BMN ...................... 65 - 66

VIl



8. PEMINDAHTANGANAN .......
1. KETENTUAN DALAM PEMINDAHTANGAN ......ccoooiiiiiiinns
2. BENTUK PEMINDAHTANGAN BARANG MILIK NEGARA: .........

1)

3)

A. PENGHAPUSAN
1.

PENJUALAN ................

a. Ketentuan Pokok Penjualan BMN ...,

b. Bentuk Pelaksanaan Penjualan ......................ooooni.

2) TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) ...viiiiieeieieeeeeee e,
1. Mitra Tukar Menukar BMN ...
2. Ketentuan Pokok Dalam Tukar-Menukar BMN ..................

HIBAH ...,

A. RUANG LINGKUP HIBAH ...,

1. Cakupan Hibah ......

2. Konsultasi Rencana Penerimaan Hibah ........................

3. Tata Cara Pengesahan Hibah ............................
B. KETENTUAN DALAM PENERIMAAN HIBAH ...................
1. Penerima Hibah BMN ...,
2. Ketentuan Pokok Hibah BMN ...,
3. Kelengkapan Administrasi Hibah .................................

4. Prosedur Hibah Tanah/Bangunan ...............................
C. PROSEDUR PENERBITAN NOMOR REGISTER DAN

PENCATATAN BMN HIBAH DALAM LAPORAN ................
4) PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PUSAT (PMPP) .........

A. KETENTUAN PMPP:

1. Ketentuan POKOK PMPP ...,
2. Pihak Penerima PMPP ...,
3. Tahapan Pelaksanaan PMPP ...,
9. PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN ..ot

Bangunan ..................

Ketentuan Yang Berlaku Untuk Penghapusan Tanah dan/atau

. Sebab-sebab Lain Yang Secara Normal Dapat Diperkirakan

Wajar Menjadi Penyebab Penghapusan ...........................

3. Ketentuan Umum Penghapusan ............c.coovieiiiiiienennn.

4. Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN Yang Berada

Pada Pengguna Barang

66
66
67
67
67
67- 68
68
69
69
70
70
70-71
71-72
72 -74
74
74
74 - 75
75 - 76
76

76-78
78 -79
80
80
80
80
81
81



B. PEMUSNAHAN

............................................................... 83
A. KETENTUAN UMUM DALAM PELAKSANAAN
PEMUSNAHAN ... 84
B. TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BMN YANG
BERADA PADA PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA
BARANG (PB/KPB) ..uiiiiiiiieee e 84
1. Persiapan ... 84
2. Permohonan Pemusnahan BMN ...l 84 -85
BAB Ill. PENATAUSAHAAN BARANG MILIKNEGARA ... ..o, 86
A. PENGERTIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA ....... 36
B. TUJUAN L e 86
C. RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENATAUSAHAAN BMN .......... 86
1. Ruang Lingkup Kegiatan Penatausahaan BMN ........................... 86
2. Sasaran Penatausahaan BMN ... g7
D. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM
S A P P e 87- 88
E. PELAKSANA PENATAUSAHAAN ... 87- 88
1. Pelaksana Penatausahaan ... 88
2. Kewajiban Pelaksana Penatausahaan BMN Di Tingkat UAKPB: .... 88
a. Membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang (DBKPB) ....... 88
b. Melakukan Pembukuan ... 88
c. Melakukan Kegiatan Penatausahaan BMN .............................. 89
F. PELAKSANAAN INVENTARISASI ..., 89
1. Prosedur Pelaksanaan Inventarisasi Pada Tingkat UAKPB ............ 89 -91
2. Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Pada Tingkat UAPPB-W ....... 91
G. PELAKSANAAN PELAPORAN ... e 92
1. Prosedur Pelaporan Tingkat UAKPB ..., 92 -93
2. Prosedur Pelaporan Tingkat UAPB-W ... 93-94
BAB IV. KEBIJAKAN DI BIDANG AKUTANSIBMN ... 95
DESKRIPSI .o, 95
A. SISTIM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG
MILIK NEGARA (SIMAK - BMN) ......ovviiiiiiieeieieiiiiiieeeee e 95 - 96
B. SISTIM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) .......... 96
1. Ruang Lingkup SAKTL. ... e 97



2. Perbedaan SAKTI Dengan Aplikasi-Aplikasi Sebelumnya...............
3. Hubungan SAKTI dengan SPAN (Sistim Perbendaharaan dan

ANGQaran NEQAra) .......oveueine i
C.STRUKTUR ORGANISASI AKUNTANSI ..o,
1. PERSEDIAAN ...
A. Mekanisme Penatausahaan Persediaan ...............cccocvevenennne.

B. Kebijakan Akuntansi Persediaan .................cccooiiiiiiiiiinnannns

C. Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Pada Persediaan

% Penggunaan Menu-menu Yang Ada Pada Aplikasi Persediaan

a. llustrasi Penginputan Barang Persediaan Pada Transaksi

Persediaan MasuK ..o,
. Saldo Awal (Kode Transaksi MO1) ..........coooviiiiiiiinnnes
. Pembelian (Kode Transaksi M02) ............cccoiiiiiiinnnes
. Transfer Masuk (Kode Transaksi MO3) .........................
. Hibah Masuk (Kode TransaksiM04) ..............ccccoeevenn...
. Rampasan (Kode Transaksi MO5) ...........cccooeieiiiiennn.
. Perolehan Lainnya (Kode Transaksi MO6) .....................
. Reklasifikasi Masuk (Kode Transaksi MO7) ...................

b. llustrasi Penginputan Barang Persediaan Pada Transaksi

~N o o b~ WDN P

Persediaan Keluar ..o,
1. Pemakaian (Kode Transaksi KOT) .......cccooiiiiiiiiiinnnnnn.
2. Transfer Keluar (Kode Transaksi KO2) ...............cc.oo....e.
. Hibah Keluar (Kode Transaksi KO3) ............ccccovivinnni.
. Usang (Kode Transaksi KO4) ........ccooviiiiiiiiiiiiens
. Rusak (Kode Transaksi MOS) ...........cccooiiiiiiiiiiiiiiii,
. Penghapusan Lainnya (Kode Transaksi KO6) .................

. Penyerahan Dari Belanja Bansos (Kode Transaksi KO7)...

o N oo 01 b~ W

. Pemakaian Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga (Kode
Transaksi KO8) ......ouiuiiiiii e
9. Penyerahan/Dijual Kepada Masyarakat/Pemda (Kode
Transaksi KO9) ...
10. Reklasifikasi Keluar (Kode Transaksi K10) ....................
c. llustrasi Penginputan Barang Persediaan Pada Transaksi
KOFEKSI . e
1. Koreksi Tambah (Kode Transaksi M9O9) ........................

Xl

98 -100
100 -101
101
102 -107
108 -115
115
115
116
116
116
116 -117
117-118
118 -119
119 -121
121 -122
122

123
123
123 -124
124
125
125
126
126 -127

127 -128

128
128 -129



2.

2. Koreksi Kurang (Kode Transaksi K99) ............ccccooeiennn.
d. llustrasi Penginputan Barang Persediaan Pada Transaksi
Hasil Opname PhisiK ...
Jenis Transaksi Opname Fisik Pada Aplikasi Persediaan ....
a. Kode Jenis Transaksi PO1 ...,
b. Kode Jenis Transaksi PO2 ...........cccooiviiiiiiiiiiiiiie
e. llustrasi Penginputan Barang Persediaan Pada Transaksi
Penghapusan Usang/Rusak ..............ccoooiiiiiiiiin.
1) Transaksi Hapus Usang (Kode Transaksi HO1) ..............
2) Transaksi Hapus Rusak (Kode Transaksi HO2) ..............
f. llustrasi Transaksi Persediaan Perolehan Tahun 2019 .......
g. llustrasi Persediaan Perolehan Baru yang Terlanjur Direkam
Menggunakan Kodefikasi Lama ...............ccoiiiiiiiiiiiiininee.
h. llustrasi Penyesuaian Jurnal terkait Pemakaian Persediaan
Berupa Pita Cukai, Materai, Leges .................coviiiiinni.
I. llustrasi Peralatan dan Mesin sebagai Barang untuk Dijual/
Diserahkan kepada Masyarakat .................coooiiiiin.
D. Tata Cara Mengatasi Penginputan Persediaan Yang Menimbulkan
Nilai Desimal (Terdapat Koma) dan Penentuan Satuan Unit
1. Mengatasi Penginputan Persediaan Yang Menimbulkan Nilai
Desimal (Terdapat Koma) ...........ccoooiiiiiiiiiiiiiieee
2. Tata Cara Penentuan Satuan Unit Pada Aplikasi Persediaan...
ASET TET AP e e
2.1. ASET TETAP TANAH (131111) .ccoieiiiiiiie e
- Tanah Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah ..........
- Tindak Lanjut Permasalahan Tanah ...............................
= Jenis—JenisSurat Tanah ...............ccooiiiiiiiic i,
2.2. ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN (132111) ...............

- Peralatan dan Mesin Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah...

— Wujud Fisik Peralatan dan Mesin ...............cccooiiiiiiinnn..
2.3. ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN (133111) ..........
- Gedung Dan Bangunan Dalam Sistim Akutansi Pemerintah
- Klasifikasi Bangunan Kantor Pemerintah: ......................
a. Bangunan Gedung .........ccoiiiiiiiii i

130

130
130
130 -131
131 -132

132
132
132 -133
133 -134

134 -135

135 -136

136 -137

137

137 -138
138
138 -139
139
139
140
141 -142
142
142 -144
144 -145
146
146 -147
147
147



b. Bangunan Gedung Negara ...........cccooviiiiiiiiieiainnnnnn..
- Klasifikasi Bangunan Gedung Negara Berdasarkan

Tingkat Kompleksitas: .......cccoiiiiiiiii e
1.Bangunan Sederhana .............coooiiiiiiiiiiiii
2.Bangunan Tidak Sederhana ..............c.ccoiiiiiinnnnn.
3.Bangunan KNUSUS ..o
4.Bangunan Rumah Negara: .............cccooiiiiiiiiniieinnnnn.
a. Peruntukan Rumah Negara ..............c.oooiiiiiiinnnn.

b. Standar Tipe Dan Klas Rumah Negara Bagi Pejabat
Dan Pegawai Negeri ........cccooviiiiiiiiiieiieeeeen e,
c. Kewajiban Dan Larangan Penghuni Rumah Negara ...

d. Mekanisme Pengadaan, Pengalihan Status dan Hak
atas Rumah Negara ...........cooviiiiiiiiie,

e. Pengelolaan Rumah Negara ...................c.ocoeienii

2.4. ASET TETAP JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN (134xxXx).....

- Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Sistem Akuntansi

P M I N AN ..

2.5. ASET TETAP LAINNYA (L35XXX) «.eueuenenenienaneeneenenenenenenns

- Aset Tetap Lainnya Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah....

2.6. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP) ((136111) ........

KDP Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah ........................
Ruang LIngKUp KDP ...,
Output Penatausahaan KDP ................coooiiiiiiiiiiiiien.

- Penyusunan Laporan KDP Tingkat UAKPB ......................

2.7. ASET TAK BERWUJUD (L162XXX) .euvuviueiiniieieanaeanaeaannnns

— Aset Tak Berwujud Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah .....

2.8. ASET LAIN — LAIN (L66XXX) +.ueuetnineinaneeaeaeeaeeeaeaaeeenes

- Aset Lain-lain Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah ............

2.9. ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSET) ..ovviiiiiiiiiieee,
D. MAPPING KODE BARANG KE KODE BUKU BESAR .........coiuiiiiiiiiiieen,

BAB V. PEMBINAAN / PENGAWASAN / PENGENDALIAN ...,

1. BMN

Dalam Kondisi Rusak Berat Namun Masih Tercatat Dalam Daftar

Xl

147

147
147 -148
148
148 -149
149
149 -150

150
151

151 -152
153 -155
155

156 -157
157
157 -158
159
159 -160
160 -161
161 -162
162
162 -163
163
163 -164
164
164 -165
165 -170

171

172



. BMN Berupa Tanah Yang Berada Dalam Penguasaan Kementerian/

Lembaga, Namun Belum Bersertifikat Semua Atas Nama Pemerintah RI
Cq. LPP RRI ....ccvvveeenne

. BMN Berupa Tanah Yang Berada Dalam Penguasaan Kementerian/

Lembaga, Namun Tidak Didukung Semuanya Dengan Dokumen

(=] 1= 0 71 1 o USROS

. BMN Dikuasai Oleh Pihak Lain, PB/KPB Wajib Melakukan Upaya Untuk

Dapat Menguasai BMN Tersebut ..........cccccceiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e

5. BMN Dalam SeNgKETaA ........ccuuuuriiuiiiiiiiieeeeieeeee ettt e e e e aeeeeneeaeeens
6. BMN Dimanfaatkan Pihak Lain Dengan Kompensasi Tetapi Tidak

SESUATN KEIENTUAN ....ceeee e e

7. BMN Dimanfaatkan Pihak Lain Tanpa Kompensasi Pemanfaatan BMN ..
. Gedung Berdiri Diatas Tanah Pihak Lain Atas Dasar Kontrak Dan Masa

Kontrak Telah HabisS ...ouieeieeeee e e

. Gedung Sudah Dibongkar Tanpa Terlebih Dahulu Mendapat

Persetujuan Menteri KEUANGAN .........ooooiiiiiiiiiiiiiiiiie e

BAB VI. PENUTUPR ... e

A KESIMPULAN
B. TINDAK LANIUT e
. SINGK AT AN
D. DAFTAR PUST AKA Lo

LA M P IR AN e e,
1. Mekanisme Sewa ASEt LPP RRI ...
2. SOP SeWa BMN ..o e

3.

© © N o o &

SOP Penatausahaan Barang Persediaan ..............cccoiviiiiiiiiiiiii e,
Lembar Opname Phisik Barang ...........ccooiiiiiiiii e
Format Buku MasuKk Barang ..........c.cooeiuiuiiiieiii e
Format Buku Keluar Barang ............oooo i
Format Buku Stock Barang .........ccooviiiiii
Format BA Pemeriksaan Barang Persediaan / Inventaris ...............c.cooeenenn...

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Persediaan atau Inventaris ........

10.Format Surat ljin Penggunaan Barang Inventaris Kantor ..............................
11.SOP Penghunian Rumah Negara Dilingkungan LPP RRI ...,

12.Format Surat Permohonan Menempati Rumah Negara ................ccccoevveneen..

XV

172

172

172 -173
173 -174

174
174

174

174 -175

176
176
176
177
177

178
179 -180
181
182 -183
184
185
186
187
188
189
190
191 -193
194



13.Format Surat Izin Kepala LPP RRI Penghunian Rumah Negara ...................

14.Format SK Penetapan Status Golongan Rumah Negara ..................cceeeeeee.

15.Format Surat Pernyataan Penggunaan Kendaraan Dinas ............................

16.Format Surat ljin Penggunaan Kendaraan Dinas .................coeiiiiciiinineeeeennn.

17.Format BAST Kendaraan Dinas . ....

18.Format Surat Pencabutan ljin Penggunaan Kendaraan Dinas ......................

19.Format Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) .............coviiiiiiiiiii e,

20.Format Permohonan Register Hibah Barang atau Uang .................ccuuvvvvieeeeen.
21.KEP DIRUT NO.2054_TAHUN_2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan ......

22.Panduan Perangkat Teknik ............
23.SOP Solar Genset .............c.ceevene.

24.Penjelasan Penggunaan Kode Akun

XV

195 -197
198 -204
205
206
207
208
209 - 221
222 - 228
229 - 234
235 - 241
242 - 245
246 - 255



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. Pendelegasian Kewenangan Pengelola ke Pengguna dan Kuasa

GAMBAR 2. Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara

GAMBAR 3.
GAMBAR 4.
GAMBAR 5.
GAMBAR 6.
GAMBAR 7.
GAMBAR 8.
GAMBAR 9.

GAMBAR 10.
GAMBAR 11.
GAMBAR 12.
GAMBAR 13.
GAMBAR 14.
GAMBAR 15.
GAMBAR 16.
GAMBAR 17.
GAMBAR 18.
GAMBAR 109.
GAMBAR 20.
GAMBAR 21.
GAMBAR 22.
GAMBAR 23.
GAMBAR 24.
GAMBAR 25.
GAMBAR 26.
GAMBAR 27.

Pengguna Barang

Alur Rencana Kebutuhan BMN dan Penganggarannya
Pemanfaatan BMN

Keputusan Sewa Kementerian Keuangan

Prosedur Sewa Tanah/Bangunan dan Selain Tanah/Bangunan .........

Subyek dan Obyek Pinjam Pakai BMN
Prosedur Pinjam Pakai oleh PB/KPB
Skema Berakhirnya Pinjam Pakai
Subyek dan Obyek Kerja Sama Pemanfaatan BMN
Prosedur KSP Tanah/Bangunan Pada PB/KPB
Prosedur KSP Selain Tanah/Bangunan Pada PB/KPB

Subyek dan Obyek Kerja sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) .......
oY (0] Q=11 (0] o PRSP

Papan Nama

Konstruksi Papan Nama

Prosedur Penjualan BMN

Subyek dan Obyek Tukar-Menukar BMN

Prosedur Tukar-Menukar BMN
Subyek dan Obyek Hibah BMN
Prosedur Pengesahan Hibah BMN
Mekanisme Pengesahan Hibah Uang
Pertimbangan PMPP
Subyek dan Obyek PMPP
Prosedur Penghapusan dan atau Pemusnahan BMN
Face Aplikasi SIMAK BMN
Face Modul Aplikasi SPAN yang ada di SAKTI

XVI

10
11
13
18
20
28
29
36
37
39
40
54
59
60
61
68
68
69
70
78
78
79
79
85
96
97



GAMBAR 28. User ID Pengguna Sakti Web Modul ...
GAMBAR 29. Mekanisme Pelaporan Sistim Akuntansi INStansi ..........ccccoceveeveeeeeeeee.
GAMBAR 30. Mekanisme Penatausahaan Persediaan ...........ccccccoceiiiiniiiniiiiiiinnnns
GAMBAR 31. Pembinaan Barang Milik Negara ............cccccoeviiiiiiiiiiiiiiiceeee e
GAMBAR 32. Pengawasan Barang Milik Negara ..............ccccoiiiiiiiiiiieeee e,
DAFTAR TABEL

TABEL 1. FOrm BuUKU PerSeai@n ..........cccoiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiesee e
TABEL 2. Form Laporan Persedidan .........ccccoeiiiiiiiiiiiiiiiiieeee et
TABEL 3. FOrm Hasil MAPPING ......cuuiiiiiiiiiiiiiiiiiee e
TABEL 4. Mapping Kodefikasi Barang Persediaan ...........cccccovvviiiiiiiiiiiiiineeeeeee
TABEL 5. Jurnal Persedidan ..........ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciee e
TABEL 6. Akun Persediaan Dalam Neraca ..........ccccccceeieiiiiiiieeieeieeeeeeeeeeeeiinnne e
TABEL 7. Jenjang Pelaporan Persediaan Dalam Neraca ............ccccccvvvvvviiiiieennnnn.
TABEL 8. Tipe Rumah Negara Berdasarkan Kelas Jabatan ................................

TABEL 9. Kartu Lembar AnaliSiS-SPM/SP2D ........ccuuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeee
TABEL 10. Kartu Konstruksi Dalam Pengerjaan ..........ccccoooiiiiiiiiiiiiieiiieceeeeeeeeeeen
TABEL 11. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan ............cccccovviiiiiiiiiiiiinneeenneenn.

XVII

101
102
171
171

105
106
107
111-113
113
114
115
150
161
161
162



BAB |
PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG.

Tata kelola Kementerian/Lembaga yang baik ini tidak lepas dari tata kelola aset atau Barang
Milik Negara -nya, dimana proses Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
yang baik adalah salah satu kunci menuju laporan keuangan yang akuntabel. Bukanlah
suatu hal yang mudah untuk mengelola BMN di suatu Instansi Pemerintah. Beberapa
permasalahan diantaranya adalah titik lokasi BMN yang tersebar di Satuan Kerja di seluruh
Indonesia, sehingga pencatatan BMN tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, karena
hampir sebagian besar BMN ada yang tidak ditemukan/tidak tercatat.

Penatausahaan BMN dilakukan agar data barang yang disajikan menjadi akurat, memadai,
lengkap dan informatif serta dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat sifat barang yang
selalu dinamis, dalam arti selalu mengalami perubahan baik dari kondisi, nilai, maupun
kuantitas, maka Penatausahaan BMN wajib dilaksanakan secara berkesinambungan yang
didukung dengan kebijakan yang dinamis sejalan dengan perkembangan sistem akuntansi
BMN.

Keberadaan dan pengelolaan aset negara saat ini masih dalam kondisi yang membutuhkan
perhatian. Banyak Satker yang belum mengetahui dan memahami tentang Pengelolaan dan
Penatausahaan BMN yang baik dan benar. Salah satu bentuk dampak dari ketidaktahuan
dan ketidakpahaman terdapat pada aset negara yang berpindah tangan secara tidak wajar,
dibiarkan mangkrak, di okupasi oleh pihak lain, belum didukung dengan bukti kepemilikan,

dan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN.

Dalam rangka meningkatkan tata Kelola aset/BMN, LPP RRI menyusun buku pedoman
“Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Di Lingkungan LPP
RRYI”. Buku ini dimaksudkan untuk optimalisasi BMN pada Pengguna Barang (PB) dan pada
Kuasa Penggunan Barang (KPB) sesuai dengan kaidah dan prinsip tata kelola
Pemerintahan yang baik serta taat asas (Asas Fungsional, Asas Kepastian Hukum, Asas
Transparansi, Asas Keterbukaan, Asas Efisiensi, Asas Akuntabilitas dan Asas Kepastian
Nilai) dan diharapkan menjadi pedoman dalam pengelolaan BMN yang semakin baik dan
tertib.



B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1) Maksud:

a. Memberikan arah / pedoman pelaksanaan di bidang pengelolaan dan penatausahaan

BMN.

. Memberi gambaran yang jelas bagi Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang,

terhadap aturan kebijakan pengelolaan dan penatausahaan BMN dan juga kebijakan

pengelolaan keuangan negara yang mengikatnya, antara lain:

(1) Kebijakan Pengelompokan Barang Milik Negara yang diatur dalam Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP);

(2) Kebijakan Kodefikasi Barang Milik Negara yang diatur dalam SAP;

(3) Kebijakan di Bidang Kapitalisasi yang diatur dalam SAP;

(4) Kebijakan Buku Besar (kode akun) yang diatur dalam Bagan Akun Standar (BAS);

(5) Kebijakan Manajemen Aset yang diatur dalam beberapa peraturan yang ada.

2) Tujuan:

1.

N o o b~ w D

Memberikan pemahaman tentang pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab
antara Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang (Kepala Satuan
Kerja/Kasatker);

Melaksanakan Pengelolaan BMN secara optimal sesuai peraturan yang berlaku;
Menyeragamkan penginputan BMN oleh seluruh Satuan Kerja;

Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pengelolaan BMN;
Meningkatkan nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA);

Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB);

Menindaklanjuti temuan BPK dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan LPP RRI.

C. DASAR HUKUM.

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Undang — Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa
Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan PP No.40 Th 1994;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 Tentang LPP RRI;



7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan,
Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara,;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintah;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara / Daerah;

11) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Penjualan Barang Milik
Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;

12) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada LPP RRI;

13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No0.22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis
Pengadaan Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan
Pengalihan Hak atas Rumah Negara;

14) Peraturan Menteri Keuangan No.186/PMK.06/2009 dan KEP.BPN No0.24 Tahun 2009
Tentang Pensertifikatan BMN BerupaTanah;

15) Peraturan Menteri Keuangan No0.29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan
Kodefikasi BMN, berikut dengan perubahannya;

16) Peraturan Menteri Keuangan No.138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan BMN Berupa
Rumah Negara;

17) Peraturan Menteri Keuangan No0.230/PMK.05/2011 jo Nomor 271/PMK.05/2014
Tentang Sistim Akutansi dan Pelaporan Hibabh;

18) Peraturan Menteri Keuangan No0.248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang Standar
Kebutuhan BMN Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan, Jo PMK Nomor 7/PMK.06/2016;

19) Peraturan Menteri Keuangan No0.191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan
Hibah;

20) Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan BMN Berupa
Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat jo Peraturan Menteri Keuangan
No0.247/PMK.06/2014 Tentang Perubahan Kedua;

21) Peraturan Menteri Keuangan No0.87/PMK.06/2016 Perubahan Atas PMK
N0.246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN;



22) Peraturan Menteri Keuangan No0.04/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian
Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada
Pengguna Barang berikut dengan perubahannya;

23) Peraturan Menteri Keuangan No.218/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Penyimpanan
Dokumen Kepemilikan BMN;

24) Peraturan Menteri Keuangan No0.251/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Amortisasi
BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

25) Peraturan Menteri Keuangan No.14/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Penjualan BMN
Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara,
Anggota TNI, Atau Anggota Kepolisian Rl Tanpa Melalui Lelang;

26) Peraturan Menteri Keuangan No.69/PMK.06/2016 Tentang Tatacara Rekonsiliasi BMN
Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

27) Peraturan Menteri Keuangan No.71 /PMK.06/2016 Tentang Tatacara Pengelolaan
Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan
Fungsi Kementerian/Lembaga,

28) Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;

29) Peraturan Menteri Keuangan No0.181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan BMN;

30) Peraturan Menteri Keuangan N0.99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan
Hibah;

31) Peraturan Menteri Keuangan No0.118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kembali BMN;

32) Peraturan Menteri Keuangan No.97/PMK.06/2019 Tentang Pengasuransian BMN;

33) Peraturan Menteri Keuangan No0.280/PMK.06/2019 Tentang Tahapan Pelaksanaan
Pengadaan Jasa Asuransian Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga,;

34) Peraturan Menteri Keuangan No0.115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan BMN;

35) Peraturan Menteri Keuangan No0.172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang Dan
Standar Kebutuhan BMN;

36) Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan
BMN;

37) Peraturan Menteri Keuangan No.165/PMK.06/2021 Tentang Perubahan Atas PMK
N0.111/Pmk.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN;

38) Peraturan Menteri Keuangan No0.207/PMK.06/2021 Tentang Pengawasan dan
Pengendaliaan BMN;



39) Peraturan Menteri Keuangan No0.232/PMK.05/2022 Tentang Sistim Akuntansi Dan
Pelaporan Keuangan Instansi;

40) Peraturan Menteri Keuangan No.118 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara

41) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-40/PB/2006 Tentang Pedoman
Akutansi Persediaan;

42) Peraturan Menteri Keuangan No.18 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian
Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan BMN;

43) Keputusan Menteri Keuangan No0.21/KM.01/2012 Tentang Pedoman Pengamanan
Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

44) Keputusan Menteri Keuangan No0.267/KM.6/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam
Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas
Pemerintah Pusat;

45) Keputusan Menteri Keuangan No0.118/KM.06/2020 Tentang Tahapan Pelaksanaan

Pengasuransian Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga;

46) Keputusan Menteri Keuangan No0.213/KM.6/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan BMN;

47) Keputusan Menteri Keuangan No0.105/KM.6/2022 Tentang Tahapan Pelaksanaan
Penyusunan Dan Penelahaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara pada KI/L;

48) Keputusan Menteri Keuangan No0.128/KM.6/2022 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN;

49) Keputusan Menteri Keuangan No. N0.265/KM.6/2023 Tentang Perubahan Ketiga
Belas Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang
Penggolongan dan Kodefikasi BMN;

50) Keputusan Menteri Keuangan No.266/KM.6/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam
Rangka Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat

51) Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara N0.378/KN/2017 Tentang Petunjuk
Teknis Penilaian Bangunan Menara Telekomunikasi Dan/Atau Penyiaran;

52) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No0.331/PB/2021 Tentang Kodefikasi
Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;

53) Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2054 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan
Sebagian Wewenang Direktur Utama Kepada Direktur SDM dan Umum dan Kepala
Satuan Kerja di Lingkungan LPP RRI.



BAB I
KEBIJAKAN UMUM DAN RUANG LINGKUP DALAM
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

A. PENGERTIAN BARANG MILIK NEGARA.
Barang Milik Negara adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, atau
barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah
meliputi barang:
a. Hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. Pelaksanaan perjanjian/kontrak;
c. Berdasarkan ketentuan undang-undang; dan
d. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
BMN meliputi unsur — unsur aset tetap dan persediaan. Aset tetap memenuhi masa

manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Kementerian/Lembaga.

B. STRUKTUR, TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA.

Undang-Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab VII pasal 42
mengatur:
1) Menteri Keuangan Mengatur Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,;

2) Menteri/ Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Barang; dan

3) Kepala Kantor dalam lingkungan Kementerian Negara / Lembaga adalah Kuasa
Pengguna Barang dilingkungan kantor yang bersangkutan.

Struktur Pendelegasian Pengelolaan BMN dari Pengelola BMN kepada Pengguna BMN

dan Kuasa Pengguna BMN dalam gambar dibawabh ini:

Gambar 1. Pendelegasian Kewenangan Pengelola ke Pengguna dan Kuasa
Pengguna Barang

PRESIDEN:
PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA
I
v N
DIKUASAKAN DISERAHKAN
' +
GUB/BUPT/WALKOTA
MENTERI/PIMP LBG PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLA BARANG PENGGUNA BARANG PENGELOLAAN BMD
' |
v ¥ ¥
KEPALA KANTOR SEKRETARIS DAERAH KEPALA SKPD
KUASA PENGGUNA BMN PENGELOLA BMD PENGGUNA BMD



URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PRESIDEN.

Undang-Undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 6, menyebutkan

bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan

keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, mempunyai tugas
sebagai berikut:

1) Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah
dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

2) Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya,;

3) Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala Pemerintahan Daerah
untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan
kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan

dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLA BARANG

(MENTERI KEUANGAN).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 pasal 4, menyebutkan bahwa Menteri

Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara,

mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman Pengelolaan Barang
Milik Negara;

2) Meneliti dan menyetujui Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN);

3) Menetapkan Status Penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara;

4) Mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau
bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

5) Memberikan keputusan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang
berada pada Pengelola Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;

6) Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul Pemindahtanganan Barang Milik
Negara yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada
Presiden;



7) Memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang
berada pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan,;

8) Menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik
Negara yang berada pada Pengelola Barang;

9) Memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada
pada Pengguna Barang;

10) Memberikan persetujuan atas usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik
Negara,

11) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara dan
menghimpun hasil Inventarisasi;

12) Menyusun laporan Barang Milik Negara,

13) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik
Negara; dan

14) Menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi Barang Milik Negara/Daerah

kepada Presiden, jika diperlukan.

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNA BARANG

(DIREKTUR UTAMA LPP RRI).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 pasal 6, Pimpinan Lembaga selaku

Pengguna Barang (PB) mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1) Merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang
Milik Negara yang berada dalam penguasaannya dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara,;

2) Menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan
menyimpan Barang Milik Negara;

3) Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Negara untuk
Kementerian/ Lembaga yang dipimpinnya

4) Melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

5) Mengajukan permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP-
BMN) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;

6) Menggunakan BMN untuk menyelenggarakan tupoksi;

7) Mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya;



8) mengajukan wusul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada dalam
penguasaannya kepada Pengelola Barang;

9) Mengajukan usul pemindahtangan dengan tindak lanjut tukar menukar berupa Tanah
dan Bangunan yang masih digunakan penyelenggaraan tupoksi namun tidak sesuai
dengan tata ruang wilayah/kota;

10) Mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut penyertaan modal
pemerintah pusat/daerah atau hibah;

11) Menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan

12) tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya dan tidak dimanfaatkan oleh
Pihak Lain kepada Pengelola Barang;

13) Mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada
dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;

14) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang
Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;

15) Melakukan Pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam
penguasaannya; dan

16) Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya

kepada Pengelola Barang.

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB KUASA PENGGUNA

BARANG (KA. SATKER)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pasal 7, Kepala Kantor dalam lingkungan

Kementerian/Lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang (KPB) memiliki tugas dan

tanggung jawab antara lain:

1) Mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk lingkungan
kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang;

2) Mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara yang
berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;

3) Melakukan Pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam
penguasaannya;

4) Menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya;



5) Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam
penguasaannya;

6) Mengajukan usul Pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang
berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;

7) Menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak
dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Pengguna Barang;

8) Mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada
dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;

9) Melakukan Pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara
yang berada dalam penguasaannya; dan

10) Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran
(LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) kepada Pengguna

Barang.

C. RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (MANAJEMEN ASET).
Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:
Gambar 2. Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara

Alih Status Penggunaan
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Ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara (Manajemen Aset) dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, meliputi:
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1. PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (BMN).

Perencanaan Kebutuhan BMN adalah Kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang

Milik Negara beserta anggaran untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu

dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang

akan datang.

Perencanaan Kebutuhan BMN, meliputi:

a. Kegiatan merumuskan kebutuhan BMN;

b. Kegiatan tersebut harus ada hubungan dengan tahun yang lalu;

c. Kebutuhan dijabarkan dalam Usulan Program Tahunan;

d. Disusun dalam RKA-KL setelah memperhatikan ketersediaan BMN yang ada;

e. Berpedoman kepada Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga yang
ditetapkan oleh Pengelola; dan

f. Pengguna Barang (PB) menghimpun usul rencana kebutuhan barang dari para Kuasa
Pengguna Barang (KPB).

*) Petunjuk Teknis Tata Cara Pengadaan BMN ada di Peraturan RKBMN.

2. PENGANGGARAN.
Perencanaan anggaran meliputi pengusulan penyediaan anggaran dan penyusunan
rencana kerja dan anggaran.
Adapun Alur Rencana Kebutuhan BMN dan Penganggarannya dapat dilihat pada gambar
di bawah ini:

Gambar 3. Alur Rencana Kebutuhan BMN dan Penganggarannya

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

RENCANA KEBUTUHAN BMN

Kebutuhan BMN FRELL ‘ B EEL - PEMANFAATAN
Review Exist. BMN
Analisa Kesepualan PENGHAPUSAN - PEMELIHARAAN « PEMINDAHTANGANAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Solusi Aset | Standar Barang |
Belanja Modal NEW INISIATIVE
| Standar Kebutuhan |
Solusi Non Aset e BASELINE

(Hibah, Sewa, Pemanfaatan BMN ldle) | Standar Biava.

11



3. PENGADAAN.
Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja yang
dibutuhkannya yang dibiayai dengan APBN, baik yang dilaksanakan secara swakelola
maupun oleh Penyedia Barang/Jasa.
Pengadaan BMN harus memenubhi prinsip-prinsip dalam pengadaan, antara lain:
a) Efisiensi;
b) Efektivitas;
c) Transparan dan terbuka;
d) Bersaing;
e) Adil/tak diskriminatif; dan
f) Akuntabel.

4. PENGGUNAAN.
Penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang (PB/KPB) dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai
dengan tugas dan fungsi instansi.
1. Ketentuan Yang Berlaku Dalam Penggunaan, adalah sebagai berikut:

a) Tanah dan/atau bangunan dan BMN yang memiliki bukti kepemilikan ditetapkan
status penggunanya oleh Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang;

b) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai per unit lebih besar dari Rp100 juta,
ditetapkan oleh Pengelola Barang (DJKN);

c) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai < Rp 100juta, per unitnya ditetapkan
oleh pengguna barang (PB) dalam hal ini Direktur Utama LPP RRI;

d) Pengguna wajib menyerahkan BMN Tanah dan Bangunan yang tidak digunakan;

e) Pengguna barang (PB) / Kuasa Pengguna Barang (KPB) dapat mengalihkan BMN
ke pengguna lainnya.

Pelaksanaan Penetapan Status Penggqunaan Barang Milik Negara (PSP-BMN) pada
saat:
1) Adanya Pembelian Barang Milik Negara;

2) Penerimaan Hibah Barang disertai dengan BAST/Dokumen pendukung lainnya,;

3) Transfer Masuk dari Satker LPP RRI ataupun dari Kementerian/Lembaga lain;

4) Penerimaan BMN dari perolehan lain yang syah, seperti hasil putusan
pengadilan/hasil rampasan, dll.
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2. Tujuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara.
a. Kepastian Hukum dalam hal kepemilikan/penguasaan Aset Negara/BMN;
b. Salah satu syarat dalam pengusulan penghapusan BMN;
c. Terciptanya BMN tertib administrasi, tertib hukum dalam pengelolaan BMN.
3. Objek Yang Dikecualikan Untuk Tidak Dilakukan Penetapan Status Penggunaan.
a. Barang Persediaan;
b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
c. Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
d. Barang yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas
pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan;
e. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
f. Aset Tetap Renovasi (ATR).
*) Petunjuk Teknis Tata Cara PSP BMN ada di PMK No0.246/PMK.06/2014.

5. PEMANFAATAN (PMK No0.115/PMK.06/2020 dan KMK No0.213/KM.6/2021).
Pemanfaatan adalah pendayagunaan terhadap sebagian BMN yang tidak digunakan
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi, dengan tidak mengubah status
kepemilikan.

Tujuan Pemanfaatan Barang Milik Negara:
1. Mengoptimalkan BMN yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tupoksi
penyelenggaraan Pemerintahan Negara,
2. Mencegah penggunaan oleh pihak lain secara tidak sah.
Berikut adalah gambar yang menunjukkan bentuk pemanfaatan BMN:
Gambar 4. Pemanfaatan BMN

PEMANFAATAN
KERJA KERJASAMA % %i:q'rism
SEWA S SAMA BGS/BSG | |PENYEDAAN | | TERBA
PAKAI PEMAM - INFRASTRUK- PEMEBIAY AAN
FAATAN TUR (KSPI) LT

Keterangan:

» Semua pelaksanaan pemanfaatan BMN harus melalui Persetujuan dari Pengelola
Barang.

» Objek sewa dapat ditawarkan melalui media pemasaran oleh Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang.
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BENTUK PEMANFAATAN BMN, antara lain :

1) SEWA.
Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu

tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Objek Sewa meliputi BMN berupa:

a. Sebagian/keseluruhan tanah dan/atau bangunan;

b. Selain tanah dan/atau bangunan,

A.KETENTUAN POKOK SEWA BMN, terdiri atas:

a.

BMN yang belum atau tidak digunakan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang;

. BMN yang menjadi objek sewa sudah ditetapkan Status Penggunaan-nya (PSP);

Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta biaya — biaya lainnya

dibebankan pada mitra/klien;

. Jangka waktu sewa paling lama 5 (tahun) dan dapat diperpanjang;
. Pembayaran uang sewa dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja

sebelum penandatanganan perjanjian;

Penghitungan Nilai Sewa BMN:

1. Nilai Tanah dan/atau Bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan Pengelola;
2. Nilai selain Tanah dan/atau Bangunan, dilakukan oleh tim yang ditetapkan

Pengguna Barang (Dirut) / Kuasa Pengguna Barang (Ka. Satker);

. Besaran sewa ditetapkan oleh LPP RRI dengan persetujuan dari Pengelola

Barang atas BMN yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang;

. Pelaksaan sewa dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa (MOU);

Penyewa dapat melakukan penerusan sewa kepada Pihak Lain dengan
persetujuan LPP RRI dan Pengelola Barang (DJKN/KPKNL);

. Selama masa sewa, objek sewa dapat diubah bentuknya dengan ketentuan:

a. Tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan;

b. Perubahan tersebut diatur dalam perjanjian sewa; dan

c. Pada saat sewa berakhir, objek sewa wajib dikembalikan dalam kondisi baik
dan layak;

Seluruh biaya, termasuk biaya tim atau penilai independen dibebankan pada

APBN;
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|. Selain tanah/bangunan (Bangunan Menara/Tower RRI) Formulasi tarif sewa
BMN dapat ditetapkan oleh Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang dengan
berkoordinasi kepada instansi teknis terkait (DJKN/KPKNL).

B.PIHAK YANG DAPAT MENYEWA BMN, terdiri atas :
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
3. Badan hukum lainnya (Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan,

Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Persekutuan Perdata, Persekutuan

Firma, Persekutuan Komanditer); dan

4. Perorangan.

C. DOKUMEN PENDUKUNG.

Data/Dokumen Pendukung Permohonan Penyewaan BMN, meliputi:

1) Sebagian Tanah Dan Bangunan, terdiri atas:

a.

o Q

- ®o Q 0 T

Pertimbangan penyewaan;

. Bukti kepemilikan;

Foto atau gambar lokasi BMN;

. Alamat BMN;
. Luas atau kuantitas yang akan disewakan;

Nilai perolehan dan NJOP tanah dan atau bangunan;

. Data transaksi sebanding dan sejenis;

. Nilai sewa;

Jangka waktu penyewaan;

Data calon penyewa, sekurang-kurangnya memuat:
1. Nama;

. Alamat;

. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

. Bentuk kelembagaan, Jenis kegiatan usaha;

o A W N

. Fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, bagi calon
penyewa yang berbentuk badan hukum/badan usaha; dan
6. Surat pernyataan kesediaan calon penyewa untuk menjaga dan memelihara

BMN serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka Sewa.
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2) Selain Tanah Dan Bangunan, terdiri atas:
a. Pertimbangan penyewaan;
b. Hasil penelitian mengenai kelayakan kemungkinan penyewaan barang milik
negara selain tanah dan/atau bangunan dimaksud,
Jumlah unit yang akan disewakan;
. Data calon penyewa;

. Nilai sewa; dan

- 0 a o

Jangka waktu penyewaan.

D. TANGGUNGJAWAB PENYEWA/CALON PENYEWA:

a) Melakukan pembayaran uang sewa sekaligus sebelum ditanda tanganinya
perjanjian;

b) Melakukan pembayaran biaya lainnya, jika ada, sesuai dengan perjanjian dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c) Melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN yang disewa selama jangka
waktu sewa;

d) Mengembalikan BMN yang disewa kepada LPP RRI sesuai kondisi yg
diperjanjikan;

e) Memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang diatur dalam

perjanjian sewa.

E. PROSEDUR PENGAJUAN SEWA BMN:
1. Tata Cara Pelaksanaan Sewa Atas Permohonan Calon Penyewa.
a. Permohonan:
Calon penyewa mengajukan permohonan sewa kepada LPP RRI dengan
disertai:
(1) Identitas diri (NIK dan/atau NPWP);
(2) Usulan peruntukan sewa mengacu kepada jenis kegiatan usaha (bisnis,
non bisnis, sosial);
(3) Jangka waktu sewa;
(4) Periodesitas sewa, dalam hal usulan sewa dengan periodesitas;
(5) Rencana penerusan sewa (jika ada);
(6) Informasi BMN yang dimohonkan menjadi objek sewa;

(7) Usulan faktor penyesuaian sewa dalam kondisi tertentu (jika ada);
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(8) Hall/informasi lain yang dipandang perlu oleh calon penyewa untuk
disampaikan kepada LPP RRI; dan

(9) Dokumen/keterangan pendukung lain yang diperlukan.

. Penelitian dan Penilaian.

(1) LPP RRI selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (PB/KPB)
melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari
calon penyewa;

(2) Apabila dalam permohonan awal tidak mengajukan pemberlakuan faktor
kondisi tertentu, LPP RRI dapat melakukan konfirmasi terlebih dahulu
kepada pemohon sebelum melakukan proses lebih lanjut;

(3) Pimpinan LPP RRI menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian objek
sewa guna memperoleh nilai wajar atas sewa sebagai tarif pokok sewa
untuk sewa BMN;

(4) Dalam hal BMN yang diusulkan telah masuk dalam daftar tarif pokok sewa
yang ditetapkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, maka
besaran sewa ditetapkan oleh LPP RRI namun disarankan untuk tetap
berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pengelola Barang (DJKN/KPKNL)
untuk sewa BMN berupa Bangunan Tower RRI (PP No. 68 Tahun 2020
tentang PNBP LPP RRI);

(5) Dalam pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka (3),
termasuk pembiayaan yang diperlukan, dilakukan dengan berpedoman
pada Standar Penilaian dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(6) Hasil pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka (3)
digunakan oleh Pengelola Barang (DJKN/KPKNL) dalam melakukan kajian
kelayakan penyewaan dan perhitungan besaran sewa.

. Persetujuan

(1) Pengelola Barang (DJKN/KPKNL) memberikan persetujuan atau
penolakan atas permohonan sewa yang diajukan dengan
mempertimbangkan hasil penelitian dan penilaian;

(2) Dalam hal berdasarkan penelitian yang dilakukan permohonan tidak dapat
disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada LPP RRI (selaku
PB/KPB) sebagai pihak pemohon sewa dengan disertai alasannya;

(3) Dalam hal berdasarkan penelitian yang dilakukan permohonan dapat

disetujui, Pengelola Barang menerbitkan Keputusan sewa,
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(4) Keputusan sewa paling sedikit memuat:

a) Data BMN yang akan disewakan;

b) Data penyewa,;

c) Data sewa, antara lain:
1. Besaran sewa sesuai dengan kelompok jenis kegiatan usaha dan

periodesitas sewa;

2. Jangka waktu, termasuk periode sewa; dan
3. Persetujuan penerusan sewa, jika ada.

(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam Keputusan sewa merupakan nilai
hasil perhitungan tarif pokok sewa dikalikan faktor penyesuaian sewa;

(6) Dalam hal terdapat usulan besaran sewa dari calon penyewa yang lebih
besar dari hasil penilaian, maka besaran sewa yang ditetapkan oleh
Pengelola Barang adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon
penyewa.

Contoh Keputusan Sewa dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5. Keputusan Sewa Kementerian Keuangan

LAMPIRAN SURAT PERSETUJUAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR S- 04 IMK B/WKN 10/KNL.06/2017

% TANGGAL
QA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH
YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN PADA LPP RRI MADIUN

No.| Kode Barang |NUP| Jenis BMN Lokasi Luas yang Jangka

Disewa (m?) | Waktu Periode | Nilai BMN yang Disewa Nilai Sewa Penyewa /

Peruntukan

@) [€) @) [6) ®) [U) ®) ® (10) [§H0)

2010104999 1 Tapah Bangunan Tempat Kerja  [Ds. Jerukgulung, Kec
Lainnya Balerejo, Kab. Madiun

18535 | 1 (satu) | Tehunan | Rp 3021.205.000 | Rp  14.450.000 [ Séudara Saroso
Hidayat / Pertanian

Tanah Bangunan Tempat Kerja  |Ds. Sumberbening, Kec
Lainnya Balerejo, Kab. Madiun

N

2010104999 | 3 5250 | 1(satu) | Tehunan | Rp 855.750.000  Rp 3250000 |  Seudara Saroso

Hidayat / Pertanian

Nilai Total Barang Milik Negara Rp 3.876.955.000 | Rp  17.700.000

2.Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN yang Berada Pada Pengguna Barang/
Kuasa Penguna Barang (PB/KPB).
Sebelum mengajukan permohonan persetujuan sewa BMN kepada Pengelola
Barang (DJKN/KPKNL), LPP RRI telah memiliki perencanaan atas BMN yang

akan disewakan antara lain tetapi tidak terbatas pada :

a) Jangka waktu sewa BMN;
b) Penentuan jenis kegiatan usaha yang akan dilakukan pada BMN yang
disewakan;

c) Pihak yang dapat menyewa BMN.

18




BMN yang sedang dalam masa sewa tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan
tugas dan fungsi di LPP RRI. Apabila LPP RRI memiliki rencana akan
menggunakan BMN pada masa mendatang, maka jangka waktu sewa BMN
disesuaikan dengan waktu akan digunakannya BMN dimaksud.

Sebagai _contoh, Satker A memiliki sebagian bangunan yang tidak digunakan

untuk pelaksanaan tugas dan fungsi seluas 50 m2. Bagian bangunan tersebut
direncanakan baru akan digunakan 3 tahun mendatang karena sesuai dengan
rencana strategis organisasi, terdapat penambahan jumlah pegawai yang
menyebabkan kebutuhan akan ruang. Dalam rangka utilisasi dan optimalisasi,
maka bagian bangunan seluas 50 m2 sebagaimana dimaksud direncanakan

untuk disewakan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Selain hal tersebut di atas, LPP RRI juga harus memiliki perencanaan serta
menentukan jenis kegiatan usaha yang berkaitan erat dengan pihak yang dapat
menyewa BMN. LPP RRI dapat menentukan batasan tertentu atas jenis kegiatan
usaha maupun pihak yang dapat menyewa sesuai dengan kebutuhan LPP RRI.

Sebagai_contoh, Satker A memiliki bagian tanah seluas 20 m2 yang dapat

diutilisasi dalam bentuk sewa BMN. Untuk menunjang kebutuhan pegawali,
direncanakan untuk disewakan sebagai kantin makanan. Selain itu, A juga ingin
memberdayakan masyarakat sekitar sehingga ditentukan batasan bahwa yang
dapat mengajukan sewa BMN adalah perorangan pelaku usaha perorangan ultra
mikro, mikro, dan kecil. Oleh karena itu, pengajuan persetujuan sewa BMN
kepada Pengelola Barang atas bagian tanah seluas 20 m2 adalah untuk jenis
kegiatan usaha bisnis dengan menentukan calon penyewa merupakan pelaku
usaha perorangan ultra mikro, mikro, dan kecil.
. Tahapan Pelaksanaan Sewa Atas BMN Yang Berada Pada LPP RRI (Selaku
Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang), Meliputi:
1. Permohonan:
a. LPP RRI mengajukan permohonan persetujuan sewa kepada Pengelola
Barang (DJKN/KPKNL) dengan disertai:
1) Usulan peruntukan sewa mengacu kepada jenis kegiatan usaha (bisnis,
non bisnis, sosial);
2) Kajian rencana sewa yang paling sedikit berisi proyeksi usaha yang akan
menjadi target pemanfaatan BMN yang akan disewakan dan proyeksi

keuangan, untuk sewa dengan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun;
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3) Penjelasan tambahan untuk sewa yang peruntukannya diinisiasi oleh
LPP RRI untuk mendukung tugas dan fungsi;
4) Informasi BMN berupa:
(8) Luas tanah dan/atau bangunan keseluruhan dan yang akan
disewakan, untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan; atau
(b) Jumlah atau kapasitas, untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan.
5) Informasi periodesitas, dalam hal usulan sewa dengan periodesitas:
(a) Usulan sewa dengan periodesitas per jam, per hari, dan per/bulan
dapat diusulkan untuk jangka waktu sewa paling lama 1 (satu) tahun;
(b) Usulan sewa dengan periodesitas per tahun diusulkan untuk jangka
waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun;
6) Usulan besaran sewa (apabila LPP RRI memiliki usulan besaran sewa);
7) Usulan faktor penyesuaian sewa dalam kondisi tertentu (jika ada);
8) Hal/Informasi lain yang dipandang perlu oleh LPP RRI untuk disampaikan
kepada Pengelola Barang (DJKN/KPKNL); dan.
9) Dokumen/keterangan pendukung lain yang diperlukan.

. LPP RRI selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat

membentuk tim dalam rangka mempersiapkan Permohonan Sewa.

Untuk prosedur sewa sebagian tanah/bangunan dan selain tanah/bangunan

pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat dilihat pada

gambar berikut:

Gambar 6. Prosedur Sewa Tanah/Bangunan dan Selain Tanah/Bangunan
pada PB/KPB

PENGGUNA BARANG / KUASA

PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG PIHAK KETIGA
+
_..‘ PENGA.JUAN USULAN ‘ - | TR TEITOO | Y ETORAN SEVA
KEPUTUSAN
‘ PELAKSANAAN SEWA | [ PERSETU.JUAN J

‘ IR Lo ‘.._ U AT e

- l

PERPANJANGAN

!

PENYERAHAN BMN m
KEMBALI -
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2. Penelitian dan Penilaian:

a) Pengelola Barang (DJKN/KPKNL) melakukan penelitian atas kelayakan
penyewaan terkait permohonan dari LPP RRI;

b) Dalam melakukan penelitian, Pengelola Barang dapat meminta keterangan
dan informasi tambahan kepada LPP RRI yang mengajukan Permohonan
Sewa;

c) Apabila dalam permohonan awal tidak mengajukan pemberlakuan faktor
kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan konfirmasi terlebih
dahulu kepada pemohon sebelum melakukan proses lebih lanjut;

d) Terhadap BMN yang diusulkan oleh LPP RRI, Pengelola Barang
menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian objek sewa guna
memperoleh nilai wajar atas sewa sebagai tarif pokok sewa;

e) Dalam hal BMN yang diusulkan telah masuk dalam daftar tarif pokok sewa
yang ditetapkan pada awal tahun oleh Pengelola Barang, besaran sewa
ditetapkan oleh Pengelola Barang mempertimbangkan daftar tarif pokok
sewa;

f) Pelaksanaan Penilaian dilakukan dengan berpedoman pada standar
Penilaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g) Hasil pelaksanaan Penilaian digunakan oleh Pengelola Barang dalam
melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan dan perhitungan besaran
sewa;

3. Persetujuan:

a) Pengelola Barang (DJKN/KPKNL) memberikan persetujuan atau penolakan
atas permohonan sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil
penelitian dan penilaian;

b) Dalam hal berdasarkan penelitian yang dilakukan permohonan tidak dapat
disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada LPP RRI dengan
disertai alasannya,

c) Dalam hal berdasarkan penelitian yang dilakukan permohonan dapat
disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan sewa;

d) Surat persetujuan sedikit memuat:

1) Informasi BMN yang akan disewakan; dan
2) Data sewa, antara lain:
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a. Besaran sewa sesuai kondisi dengan kelompok jenis kegiatan usaha
dan periodesitas Sewa; dan
b. Jangka waktu, termasuk periode sewa,;

e) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan merupakan nilai
hasil perhitungan tarif pokok Sewa dikalikan faktor penyesuaian sewa;

f) Dalam hal terdapat usulan besaran sewa dari LPP RRI yang lebih besar dari
hasil penilaian, maka besaran sewa yang ditetapkan oleh Pengelola Barang
adalah sebesar usulan besaran sewa dari LPP RRI,

g) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Pengelola
Barang menyampaikan surat pemberitahuan kepada LPP RRI untuk
menindaklanjuti surat persetujuan sewa yang telah ditetapkan.

. Pemilihan Penyewa:

1) LPP RRI dapat melakukan pemilihan penyewa secara langsung atau
melalui mekanisme lelang hak menikmati;

2) Dalam hal melakukan pemilihan penyewa secara langsung, LPP RRI
meminta identitas diri (NIK dan/atau NPWP) calon penyewa, dan calon
penyewa wajib menyerahkannya;

3) Mekanisme pemilihan penyewa secara langsung oleh LPP RRI dapat diatur
dan ditetapkan oleh LPP RRI itu sendiri;

4) Pelaksanaan pemilihan penyewa melalui mekanisme lelang hak menikmati
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) Besaran sewa yang ditetapkan Pengelola Barang (DJKN/KPKNL) dalam
surat Persetujuan sewa dapat digunakan sebagai nilai limit terendah pada
pelaksanaan lelang hak menikmati dalam rangka pemilihan penyewa,;

6) LPP RRI dapat menetapkan besaran sewa lebih tinggi dari besaran sewa
yang tercantum dalam surat persetujuan Pengelola Barang.

. Penerapan Faktor Penyesuaian dan Penambahan Jangka Waktu Karena

Kondisi Tertentu.

a. Penerapan besaran faktor penyesuaian sewa dengan persentase tertentu
berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Terhadap faktor penyesuaian dalam bentuk besaran persentase,
diberlakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan oleh Pengelola
Barang (DJKN/KPKNL) dan diterapkan pada permohonan sewa untuk

pertama kali atau yang dipersamakan dengan itu.
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2) Terhadap faktor penyesuaian dalam bentuk penambahan jangka waktu,
diberikan penambahan jangka waktu sewa paling lama 2 (dua) tahun
setelah berakhirnya jangka waktu sewa yang telah ditetapkan
sebelumnya.

. Penerapan faktor penyesuaian pada sewa dengan periodesitas yang telah

mendapatkan persetujuan Pengelola Barang:

1) LPP RRI mengajukan permohonan penyesuaian faktor penyesuaian
karena kondisi tertentu kepada Pengelola Barang dengan disertai usulan
besaran persentase tertentu dan alasannya;

2) Pengelola Barang (DJKN/KPKNL) melakukan penelitian terhadap
permohonan LPP RRI, termasuk meminta data, dokumen, informasi dan
penjelasan yang diperlukan ke LPP RRI.

3) Dalam hal berdasarkan penelitian yang dilakukan permohonan dapat
disetujui, Pengelola Barang menetapkan besaran faktor penyesuaian
sewa dengan persentase tertentu.

4) Dalam hal berdasarkan penelitian yang dilakukan permohonan tidak
dapat disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada LPP RRI
dengan disertai alasannya.

5) Persetujuan atau penolakan dari Pengelola Barang bersifat final dan
mengikat.

. Penerapan penambahan jangka waktu pada sewa yang telah dibayar

keseluruhan di muka:

1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penambahan jangka waktu
sewa karena kondisi tertentu kepada Pengelola Barang dengan disertai
usulan jangka waktu sewa dan alasan diperlukannya penambahan
jangka waktu sewa.

2) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap usulan penambahan
jangka waktu sewa yang diajukan oleh LPP RRI, termasuk meminta data
kepada LPP RRI, seperti dokumen, informasi, dan penjelasan yang
diperlukan.

3) Dalam hal berdasarkan penelitian yang dilakukan permohonan dapat
disetujui, Pengelola Barang menetapkan penambahan jangka waktu

sewa.
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4) Selama masa penambahan jangka waktu sewa, Penyewa tidak
dikenakan kewajiban pembayaran sewa.

5) Penambahan jangka waktu sewa yang diberikan tidak berlaku untuk
pelaksanaan penerusan sewa dan/atau perubahan pihak penyewa.

6) Terhadap penambahan jangka waktu sewa, dituangkan dalam
perubahan perjanjian sewa antara LPP RRI dengan penyewa.

7) Dalam hal berdasarkan penelitian yang dilakukan permohonan tidak
dapat disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada LPP RRI
disertai dengan alasannya.

8) Persetujuan atau penolakan dari Pengelola Barang bersifat final dan

mengikat.

. Faktor penyesuaian sewa dalam kondisi tertentu dapat diterapkan bersama

dengan faktor penyesuaian sewa jenis kegiatan usaha penyewa dan

periodesitas sewa.

. Untuk dapat diberikan faktor penyesuaian nilai sewa, LPP RRI

menyampaikan surat pernyataan dari Penyewa yang menyatakan bahwa
kegiatan usaha yang dilakukan terdampak atas kondisi tertentu yang
sedang terjadi dengan melampirkan laporan keuangan dalam bentuk

sederhana yang menggambarkan dampak atas kondisi tertentu tersebut.

. Perjanjian Sewa:

a.

Perjanjian sewa ditandatangani oleh LPP RRI dan penyewa dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan sewa
oleh Pengelola Barang (DJKN/KPKNL);

. Perjanjian sewa untuk pelaksanaan sewa periode hari dan periode jam

dapat berupa bukti pembayaran, kwitansi, dan bentuk lain yang

dipersamakan dengan itu;

. Dalam hal perjanjian sewa tidak ditandatangani sampai dengan berakhirnya

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, persetujuan
sewa/perpanjangan jangka waktu sewa dari Pengelola Barang menjadi

batal demi hukum;

. Perjanjian sewa paling sedikit memuat:

1) Dasar perjanjian;
2) Para pihak yang terikat dalam perjanjian; jenis, luas atau jumlah barang

yang disewakan;
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3) Jenis, luas atau jumlah barang yang disewakan;

4) Besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa;

5) Peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha penyewa;

6) Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu penyewaan;

7) Hak dan kewajiban para pihak;

8) Klausul penerusan sewa, jika ada;

9) Klausul berakhirnya sewa;

10) Klausul objek sewa wajib dikembalikan ke dalam kondisi baik dan layak
fungsi termasuk apabila terdapat aset tambahan yang menyertai pada
saat sewa berakhir;

11) Klausul perubahan perjanjian (addendum) sewa;

12) Hal lain yang diatur dalam persetujuan Pengelola Barang dan
keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (Dirut / Ka.
Satker LPP RRI);

13) Sanksi.

e. Penandatanganan perjanjian sewa dilakukan di kertas bermeterai cukup
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bea meterai;

f. Dalam hal terdapat penerapan faktor penyesuai atau penambahan jangka
waktu karena kondisi tertentu, ditindaklanjuti dengan perubahan perjanjian
sewa antara LPP RRI dengan penyewa,

g. Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu sewa, perjanjian
perpanjangan jangka waktu sewa ditandatangani oleh LPP RRI dengan
penyewa paling lambat pada hari terakhir periode sewa yang sedang
berlangsung;

h. Dalam hal perjanjian sewa perpanjangan tidak ditandatangani sampai
dengan berakhirnya periode sewa yang sedang berlangsung sebagaimana
dimaksud pada huruf f, persetujuan sewa perpanjangan menjadi batal demi

hukum.

F. INFORMASI TAMBAHAN BERHUBUNG DENGAN PENERAPAN FAKTOR
PENYESUAIAN SEWA.
a. Perpanjangan Jangka Waktu Sewa.

1) Penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa paling

lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
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2) Permohonan perpanjangan jangka waktu sewa disampaikan oleh penyewa
kepada LPP RRI secara tertulis untuk disampaikan kembali kepada Pengelola
Barang (DJKN/KPKNL) dan dilakukan dengan mencantumkan paling sedikit
data mengenai jangka waktu perpanjangan sewanya,

3) Perpanjangan jangka waktu sewa tidak dapat dilakukan untu perubahan
peruntukan sewa. Dalam hal terdapat perubahan peruntukan sewa terkait
kegiatan usaha dan data BMN berupa luasan atau jumlah kapasitas, maka
permohonan perpanjangan sewa dilakukan sebagaimana pengajuan
permohonan sewa pertama kali.

b. Penerapan Sanksi Dan Denda Pada Pemanfaatan Sewa BMN:

1) LPP RRI (untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang) mengenakan sanksi berupa surat teguran kepada penyewa (atau eks
Penyewa) dalam hal yang bersangkutan belum melakukan perbaikan dan/atau
penggantian dalam rangka pengembalian ke dalam kondisi baik dan layak
fungsi BMN yang disewa, dan/atau belum menyerahkan BMN yang disewa
kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ketika pelaksanaan sewa
berakhir.

2) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran
sebagaimana angka 1 belum dilakukan tindak lanjut oleh Penyewa (eks
Penyewa), maka Pengelola Barang (untuk BMN yang berada pada LPP RRI
mengenakan sanksi berupa surat peringatan kepada penyewa (atau eks
Penyewa).

3) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan
sebagaimana angka 2 belum dilakukan tindak lanjut oleh Penyewa (eks
Penyewa), maka LPP RRI (untuk BMN yang berada pada Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang) mengenakan sanksi administratif berupa
denda, dengan ketentuan:

a. Sebesar 2% (dua persen) per hari dari nilai perbaikan dan/atau penggantian
yang masih terutang; atau

b. Sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari besaran sewa sesuai
ketentuan yang berlaku yang dihitung dengan menggunakan periode sewa

harian sesuai keterlambatan penyerahan BMN.
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c. llustrasi.
llustrasi kasus untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan, menggunakan
beberapa terminologi yang digunakan berulang sebagai berikut:
1. Tarif pokok sewa, merupakan nilai wajar sewa yang dihasilkan oleh Penilai.
2. Faktor penyesuaian sewa, meliputi:
1) Jenis kegiatan usaha penyewa;
2) Periodesitas sewa; dan
3) Besaran sewa, merupakan hasil perkalian dari tarif pokok sewa dengan
faktor penyesuaian sewa.

llustrasi Sewa Dengan Beberapa Model Sebagai Berikut:

1. llustrasi Sewa dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun tanpa periodesitas.

Contoh Kasus:

Satker A melakukan kajian perencanaan pemanfaatan BMN berupa tanah
dengan lahan yang akan dimanfaatkan seluas 10 m2 untuk jangka waktu 3
(tiga) tahun. Hasil kajian pemanfaatan BMN pada lahan tersebut adalah BMN
tersebut diusulkan persetujuan dengan mekanisme sewa untuk kegiatan bisnis
tanpa periodesitas. Selanjutnya, Satker A mengajukan permohonan
persetujuan pemanfaatan BMN dengan mekanisme sewa tersebut kepada
Pengelola Barang.

Asumsi-asumsi:

1) Tarif pokok sewa sebesar Rp10.000.000,00 per tahun;

2) Target Penyewa adalah Swasta (PT., CV., Perorangan non skala ultra

mikro, mikro, dan kecil, dan lainnya yang sejenis).
Simulasi Penghitungan:
Tarif pokok sewa = Rp10.000.000,00.

Faktor penyesuaian sewa berupa kegiatan bisnis adalah sebesar 100%.

Besaran sewa yang harus dibayarkan oleh Penyewa untuk jangka waktu 3
(tiga) tahun adalah sebagai berikut:

Besaran sewa per tahun = tarif pokok sewa x faktor penyesuaian sewa

= Rp10.000.000,00 x (100%) = Rp10.000.000,00

Besaran sewa untuk 3 tahun = Rp 10.000.000,00 x 3 = Rp 30.000.000,00
Penyewa wajib menyetor ke kas negara sebelum penandatanganan perjanjian

sewa dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar Rp30.000.000,00.
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2. llustrasi sewa dengan jangka waktu 5 tahun dengan priodesitas sewa tahunan.

Contoh Kasus:

Setelah melalui pengkajian internal, Satker A merencanakan untuk
memanfaatkan BMN yang berada pada pengelolaannya. Kemudian, Satker A
mengajukan permohonan persetujuan sewa kepada Pengelola Barang untuk
BMN tersebut dengan luas lahan yang akan dimanfaatkan seluas 10 m2, untuk
kegiatan bisnis berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan periodesitas per tahun.
Asumsi-asumsi:

1) Tarif pokok sewa sebesar Rp10.000.000,00 per tahun;

2) Target Penyewa adalah Swasta (PT., CV., Perorangan non skala ultra

mikro/mikro/kecil, dan lainnya yang sejenis).
Simulasi Penghitungan:
Tarif pokok sewa = Rp10.000.000,00.

Faktor penyesuai sewa berupa kegiatan bisnis adalah sebesar 100%.

Faktor penyesuai sewa berupa periodesitas per tahun dengan jangka waktu
sewa 5 (lima) tahun sebesar 135%.

Besaran sewa yg harus dibayarkan oleh Penyewa adalah sebagai berikut:
Besaran sewa per tahun = tarif pokok sewa x faktor penyesuaian sewa =
Rp10.000.000,00 x (100% x 135%) = Rp13.500.000,00.

Penyewa wajib menyetor ke kas negara sebelum penandatanganan perjanjian
sewa dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp67.500.000,00.

2. PINJAM PAKAL.
Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan BMN antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali
kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
Subyek dan obyek dari pinjam pakai BMN dapat dilihat pada gambar di bawabh ini:

Gambar 7. Subyek dan Obyek Pinjam Pakai BMN
> ©

PENGGUNA BARAMNC PENGELOLA BARANG

. Sebagion tanch/
bongunan yang status
oenggunaornya ada berada pada Pengelola

L Barang

Tanah/bangunan yang

©poda Pengguna Barang:
2. Seloin fanoh/bangunan.
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A.KETENTUAN PINJAM PAKAI, adalah sebagai berikut:

1) Pihak peminjam yaitu Pemerintah Daerah;

2) BMN dalam kondisi belum atau tidak digunakan Pengguna Barang atau Kuasa
Pengguna Barang untuk tugas pokok dan fungsi;

3) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
satu kali, (Dalam hal akan diperpanjang, permintaan perpanjangan diajukan
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir);

4) Tanah dan/atau bangunan yang dipinjam pakaikan, harus dipergunakan sesuai
perjanjian dan tidak diperkenankan untuk diubah bentuk bangunan;

5) Pemeliharaan dan biaya yang timbul selama masa pinjam pakai menjadi
tanggung jawab peminjam; dan

6) Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam harus mengembalikan Barang

Milik Negara yang dipinjam dalam kondisi sesuai dengan perjanjian.

Pinjam Pakai Berdasarkan Surat Perjanjian.

Pelaksanaan Pinjam Pakai berdasarkan Surat Perjanjian sekurang-kurangnya
memuat:
1) Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

2) Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
3) Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama
jangka waktu peminjaman; serta
4) Data/dokumen pendukung dalam pinjam pakai BMN untuk sebagian tanah dan
atau bangunan.
Adapun prosedur pinjam pakai oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 8. Prosedur Pinjam Pakai oleh PB/KPB

[ penckAanAN | «<—— |  PErMOHONAN |
[ persevusuan | —{  PersannAN | < > persamsan |
4
[_PE.Al(sANMN PINJAM
=3 =
y
PINJAM
PAKAI

BERAKHIR

PENYERAHAN BMN I
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B. TATA CARA PELAKSANAAN PINJAM PAKAL:

Tahapan pelaksanaan Pinjam Pakai atas BMN yang berada pada Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang (PB/KPB), meliputi:

1. Permohonan.
Pelaksanaan Pinjam Pakai atas BMN yang berada pada LPP RRI selaku
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (PB/KPB) dilakukan berdasarkan
permohonan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa. Permohonan yang
disampaikan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa tersebut ke LPP

RRI, dilakukan penelitian atas permohonan dimaksud.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian BMN yang dapat dilakukan Pinjam Pakali,
LPP RRI mengajukan permohonan persetujuan Pinjam Pakai kepada Pengelola
Barang dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Permohonan persetujuan Pinjam Pakai paling sedikit memuat:

1) Pertimbangan yang mendasari permohonan Pinjam Pakai;

2) ldentitas peminjam pakai;

3) Tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai;

4) Rincian data BMN yang dijadikan sebagai objek Pinjam Pakai yang
dibutuhkan, termasuk luas tanah dan lokasi tanah dan/atau bangunan dalam
hal objek Pinjam Pakai adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan; dan

5) Jangka waktu.

b. Pengajuan permohonan persetujuan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud
pada huruf a dilampiri dengan:

1) Surat permohonan Pinjam Pakai dari calon peminjam pakai, paling sedikit
memuat:

a) Pertimbangan yang mendasari permohonan Pinjam Pakai;
b) Identitas peminjam pakai;

¢) Tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai; dan

d) Jangka waktu.

2) Surat Pernyataan.

Pimpinan LPP RRI mengeluarkan Surat Pernyataan bahwa pelaksanaan
Pinjam Pakai atas objek dimaksud tidak mengganggu pelaksanaan tugas

dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara;
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3) Data BMN.
Objek BMN yang dijadikan sebagai Pinjam Pakai, paling sedikit berupa:
a. Kode barang, nama barang, nomor urut pendaftaran BMN (NUP), tahun
perolehan, harga perolehan, nilai buku;
b. Kartu Identitas Barang (KIB), jika BMN didukung dengan KIB;
c. Foto atas objek Pinjam Pakai; dan
d. Rincian data objek Pinjam Pakai yang dibutuhkan.
2. Penelitian Administrasi.

Pada tahap ini, Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas

permohonan persetujuan Pinjam Pakai yang diajukan oleh LPP RRI. Penelitian

atas BMN yang akan dilakukan Pinjam Pakai dilakukan paling sedikit atas:

a. Kepastian belum digunakannya atau tidak adanya penggunaan BMN;

b. Tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai;

c. Jangka waktu Pinjam Pakai;

d. Dokumen objek Pinjam Pakai, yang meliputi:

1. Bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan;

2. Dokumen pengelolaan BMN;

3. Dokumen penatausahaan BMN.

e. Keputusan mengenai penetapan status penggunaan atas BMN yang akan
menjadi objek Pinjam Pakai. Pengelola Barang juga melakukan penelitian
menyangkut kelayakan peminjaman tanah dan/atau bangunan yang diusulkan.
Penetapan persetujuan atas permohonan Pinjam Pakai didasarkan pula pada
pertimbangan:

a. BMN yang dimohon dalam kondisi belum digunakan atau tidak sedang
digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di LPP RRI;

b. BMN yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah atau Pemerintah
Desa; dan

c. Jangka waktu Pinjam Pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak
ditandatanganinya perjanjian Pinjam Pakai.

3. Penerbitan Keputusan.
Dalam hal berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan permohonan Pinjam
Pakai dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan

pelaksanaan Pinjam Pakai, yang paling sedikit memuat:

31



a. ldentitas peminjam pakai;
b. Data objek Pinjam Pakai;
c. Jangka waktu Pinjam Pakai; dan
d. Kewajiban peminjam pakai.
Dalam hal berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, permohonan Pinjam
Pakai tidak dapat disetujui, Pengelola Barang memberitahukan secara tertulis
kepada LPP RRI dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah
Desa yang mengajukan permohonan persetujuan Pinjam Pakai, disertai dengan
alasannya.
. Penandatanganan Perjanjian.
Berdasarkan surat persetujuan pelaksanaan Pinjam Pakai yang dikeluarkan oleh
Pengelola Barang (DJKN/KPKNL), Pimpinan LPP RRI menerbitkan keputusan
pelaksanaan Pinjam Pakai. Berdasarkan keputusan pelaksanaan Pinjam Pakai
tersebut, LPP RRI dan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa selaku
peminjam pakai menandatangani perjanjian Pinjam Pakai, paling sedikit memuat:
. Dasar Perjanjian;
. Identitas Para Pihak Yang Terikat Dalam Perjanjian;

a

b

c. Objek Pinjam Pakai;

d. Jangka Waktu Pinjam Pakai;

e. Hak Dan Kewajiban Para Pihak;

f. Berakhirnya Pinjam Pakai; Dan

g. Penyelesaian perselisihan.

. Pelaksanaan.

a. Pada tahap ini, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa selaku peminjam
pakai dapat menggunakan objek BMN Pinjam Pakai sebagaimana ditentukan
dalam perjanjian Pinjam Pakai.

b. Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan
mengamankan objek Pinjam Pakai dengan biaya yang dibebankan pada
peminjam pakai.

c. Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai dapat mengubah BMN
sepanjang untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah atau
pemerintahan desa, dengan tidak melakukan perubahan yang mengakibatkan
perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai BMN.
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. Perubahan BMN sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, dalam hal disertai

dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar BMN, wajib mendapat

persetujuan dari LPP RRI selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

. Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai wajib menyampaikan

laporan tahunan pelaksanaan Pinjam Pakai kepada LPP RRI.

Untuk Pinjam Pakai dengan jangka kurang dari 1 tahun, peminjam pakai wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan Pinjam Pakai diakhir periode Pinjam
Pakai kepada LPP RRI.

. Laporan pelaksanaan Pinjam Pakai, paling sedikit memuat:

1) Kesesuaian penggunaan objek BMN Pinjam Pakai sebagaimana ditentukan
dalam Perjanjian Pinjam Pakai;

2) Pelaksanaan pemeliharaan atas objek Pinjam Pakai;

3) Kondisi objek BMN Pinjam Pakai;

4) Perubahan yang dilakukan terhadap objek BMN Pinjam Pakai, jika ada.

. Dalam hal Pinjam Pakai akan diakhiri oleh peminjam, sebelum jangka waktu

Pinjam Pakai berakhir, peminjam harus memberitahukan kepada LPP RRI,
akan mengakhiri atau memperpanjang Pinjam Pakai. Dalam hal Pinjam Pakai
berakhir, peminjam menyerahkan objek BMN Pinjam Pakai kepada LPP RRI
yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

. Perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai.

Perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai dilakukan melalui tahapan:

a.

Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa selaku peminjam mengajukan
permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai kepada
Pengelola Barang melalui LPP RRI yang diterima paling lambat 2 (dua) bulan
sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir.

. Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai

sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:

1) Surat persetujuan Pinjam Pakai sebelumnya dari Pengelola Barang; dan

2) Surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek Pinjam Pakai masih
digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

. Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas permohonan

persetujuan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai yang diajukan

Pemerintah Daerah / Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
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d. Dalam hal berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, permohonan
Pinjam Pakai dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan
perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai, yang paling sedikit memuat:

1) Dasar Perjanjian;

2) ldentitas Para Pihak Yang Terikat Dalam Perjanjian;

3) Objek Pinjam Pakai;

4) Jangka Waktu Pinjam Pakai;

5) Hak Dan Kewajiban Para Pihak; Dan

6) Penyelesaian perselisihan.

Dalam hal berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, permohonan
Pinjam Pakai tidak dapat disetujui, Pengelola Barang memberitahukan secara
tertulis melalui LPP RRI kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa
yang mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu
Pinjam Pakai, disertai dengan alasannya.

e. Persetujuan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud
pada huruf d ditindaklanjuti dengan perubahan perjanjian Pinjam pakai antara
LPP RRI dengan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

f. Perpanjangan jangka waktu untuk Pinjam Pakai, diajukan sebagaimana
permohonan baru dengan jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan,
sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir, dengan dilampiri:

1) Keputusan Pinjam Pakai sebelumnya dari LPP RRI;
2) Surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek Pinjam Pakai masih
digunakan untuk menunjang pelaksanaan.
7. Berakhirnya Pinjam Pakai

Tahapan berakhirnya Pinjam Pakai BMN antara Pemerintah Daerah atau

Pemerintah Desa dengan LPP RRI pelaksanaannya dilakukan sebagaimana

tahapan berakhirnya Pinjam Pakai yang berada pada LPP RRI, antara lain:

1) LPP RRI menerbitkan peringatan/pemberitahuan tertulis pertama kepada
peminjam pakai;

2) Dalam hal peminjam pakai tidak melaksanakan peringatan/pemberitahuan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
peringatan/pemberitahuan tertulis pertama, LPP RRI menerbitkan
peringatan/pemberitahuan tertulis kedua,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Dalam hal peminjam pakai tidak melaksanakan peringatan/pemberitahuan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
peringatan/pemberitahuan tertulis kedua, LPP RRI menerbitkan peringatan
/pemberitahuantertulis ketiga yang merupakan peringatan/pemberitahuan
terakhir;
Dalam hal peminjam pakai tidak melaksanakan peringatan/pemberitahuan
ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
peringatan/pemberitahuan tertulis ketiga, Pengelola Barang menerbitkan
surat pengakhiran Pinjam Pakai;
Setelah menerima surat pengakhiran Pinjam Pakai, dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, peminjam pakai wajib menyerahkan
objek Pinjam Pakai dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam hal ini LPP RRI
melakukan pemeriksaan atau dapat berkoordinasi dengan APIP untuk
melakukan reviu atas objek Pinjam Pakai yang akan dan/atau telah
diserahkan oleh peminjam pakai. Pemeriksaan/reviu oleh APIP meliputi
namun tidak terbatas pada:
a. Kesesuaian jumlah dan kondisi objek Pinjam Pakai dengan yang tertuang
dalam perjanjian Pinjam Pakai;
b. Laporan pelaksanaan Pinjam Pakai dan perubahan BMN dalam hal
peminjam pakai mengubah objek Pinjam Pakai.
Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan
(BAP);
APIP menyampaikan hasil reviu kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang (Dirut/Ka-Satker), dalam hal telah dilakukan reviu oleh APIP, dengan
tembusan kepada Pengelola Barang;
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan/reviu APIP kepada peminjam dan meminta peminjam pakai
menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksan/reviu APIP dengan tembusan
kepada APIP;

10)Peminjam pakai menyampaikan laporan tindak lanjut hasil pemeriksan/reviu

APIP kepada LPP RRI dengan tembusan kepada APIP;

11)Peminjam pakai tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan/reviu

APIP dalam hal terdapat hasil pemeriksaan/reviu APIP yang belum selesai
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ditindaklanjuti oleh peminjam pakai setelah ditandatanganinya berita acara
serah terima;

12)Pengakhiran perjanjian Pinjam Pakai secara sepihak tidak menghilangkan
kewajiban peminjam pakai untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana

tertuang dalam perjanjian Pinjam Pakai.

Berikut adalah gambar skema berakhirnya Pinjam Pakai.
Gambar 9. Skema Berakhirnya Pinjam Pakai

(2) Berakhimya Jangka | [(b) Pengakhiran Kerjasama | () Ketentuan Lain
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Barang
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memenuhi kewajiban

Apabila menyangkutnegara lain atau
organisaiinternasial, meminta pertimbangan
Pengelocla Barang

Laporan kepada Pengelola
(Psl 29) Barang

Pengembalian Kepada

PENGGUNA BARANG - Paling lama 1 bulan

disertai BAST

sejak BAST
- Dilampiri BAST

3. KERJA SAMA PEMANFAATAN (KSP).
Kerja sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) dan sumber pembiayaan lainnya.
Pertimbangan dalam Kerja sama pemanfaatan BMN, meliputi:

1) Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan,
dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMN;

2) Optimalisasi  (optimalisasi BMN yang belum/tidak dipergunakan dalam
pelaksanaan);

3) PNBP (meningkatkan penerimaan Negara); dan

4) Pengamanan (mencegah penggunaan tanpa didasarkan pada ketentuan yang
berlaku).

Adapun subyek dan obyek Kerja sama pemanfaatan BMN dapat dilihat pada gambar

di bawabh ini:
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Gambar 10. Subyek dan Obyek Kerja Sama Pemanfaatan BMN
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2. Selain tanah/bangunan.

N

A. KETENTUAN POKOK DALAM PELAKSANAAN KSP.
1. Pihak Yang Dapat Menjadi Mitra Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

Adapun yang menjadi mitra dalam Kerja sama pemanfaataan BMN terdiri atas:

a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

b) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan

c) Swasta kecuali perorangan.

2. Ketentuan Pokok KSP.

Ketentuan pokok Kerja sama Pemanfaatan BMN terdiri atas:

a) KSP tidak mengubah status BMN;

b) Sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan KSP adalah
BMN sejak pengadaannya;

c) Jangka waktu KSP paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang;

d) Penerimaan Negara yang wajib disetorkan mitra terdiri:

1) Kontribusi tetap; dan
2) Pembagian keuntungan hasil pendapatan KSP.

e) Penghitungan nilai BMN dilakukan oleh penilai yang ditugaskan Pengelola
Barang;

f) Mitra KSP ditentukan melalui tender, kecuali BMN yang bersifat khusus;

g) Seluruh biaya yang timbul dalam tahap persiapan KSP yang dikeluarkan oleh
LPP RRI sampai dengan penunjukan Mitra KSP dibebankan pada APBN dan
Biaya persiapan KSP yang telah terjadi setelah ditetapkannya Mitra KSP
dibebankan pada Mitra KSP;

h) IMB harus atas nama Pemerintah RI.

3. Data/Dokumen Pendukung Permohonan KSP BMN.

a. Untuk sebagian tanah dan bangunan:

* Bukti kepemilikan;
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* Gambar lokasi;
* Luas yang akan di KSP kan;
* Nilai perolehan dan NJOP tanah dan atau bangunan;
* Pertimabangan yang mendasari usulan Kerja sama pemanfaatan; dan
» Jangka waktu Kerja sama pemanfaatan;
b. Untuk selain tanah dan bangunan:
* Pertimbangan Kerja sama pemanfaatan;
* Nilai perolehan;
* Fotokopi dokumen kepemilikan;
« Kartu identitas barang; dan

» Jangka waktu Kerja sama pemanfaatan.

B. TATA CARA PELAKSANAAN KSP ATAS BARANG MILIK NEGARA
1. Permohonan.
Permohonan KSP dapat berasal dari:
a. Inisiatif Pengguna Barang; atau
b. Permohonan Pihak Lain yang diajukan kepada LPP RRI.
Dalam hal pelaksanaan KSP berasal dari permohonan Pihak Lain yang
disampaikan kepada LPP RRI. Permohonan dari Pihak Lain tersebut harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Pengguna Barang yang
paling sedikit memuat:

1) Latar belakang permohonan;

2) Rencana peruntukan KSP;

3) Jangka waktu KSP;

4) Usulan besaran kontribusi tetap; dan

5) Usulan persentase pembagian keuntungan.

b. Permohonan tersebut dilengkapi paling sedikit dengan:

1) Data BMN yang diajukan untuk dilakukan KSP;

2) Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP melalui
mekanisme penunjukan langsung atau permohonan berasal dari Pihak
Lain, maka harus dilengkapi dengan data pemohon KSP, antara lain:

a. Nama,
b. Alamat;
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c. NPWP; dan

d. Bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin
Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis untuk calon mitra KSP yang
berbentuk badan hukum/badan usaha.

3) Proposal rencana usaha KSP yang paling sedikit berisi:

a. Gambaran usaha secara umum;

b. Rencana operasional;

c. Perencanaan keuangan;

d. Rencana desain dan layout bangunan yang akan didirikan; dan
e. Detail struktur dan konstruksi bangunan.

4) Surat pernyataan dari Pimpinan LPP RRI yang memuat bahwa:

a. BMN yang akan dilakukan KSP tidak sedang digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; dan

b. Pelaksanaan KSP BMN tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas
dan fungsi Kementerian/Lembaga.

5) Informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP, antara lain informasi
mengenai Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota pada
lokasi objek KSP berada.

Terhadap pelaksanaan KSP dalam rangka mengoperasionalkan BMN,
dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak diperlukan.

Untuk prosedur KSP tanah/bangunan pada pengguna Barang dapat dilihat pada
gambar di bawah ini:
Gambar 11. Prosedur KSP Tanah/Bangunan Pada PB/KPB

PENGGUNA BARANG/KUASA

PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG PIHAK KETIGA |
: I
| rmrfnm | [ = ]
$
e L resevwan |
rmmﬁnmu
MITRA
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Untuk prosedur KSP selain tanah/bangunan dapat dilihat pada gambar di bawah
ini:
Gambar 12. Prosedur KSP Selain Tanah/Bangunan Pada PB/KPB

PENGGUNA BARANG/KUASA
PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG PIHAK KETIGA
[ BISANMN oI J 2 [ PENGKARAN I | PERJANJAN |
—>| PELAKSANAAN KSP
e !
KONTRIBUS! TETAP DAN
PERPANJANGAN
nmu:n’Ir rener 4
APAN
= qul KSP SELESAI
J
| roevmanan san ce mma |
' - [ovom ]

. Pembentukan Tim Persiapan KSP pada Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang (Dirut/Ka. Satker).

Dalam hal KSP berdasarkan inisiatif Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang maka, Dirut / Ka. Satker LPP RRI dapat membentuk tim persiapan KSP.

Dalam pelaksanaan tugasnya, tim persiapan KSP LPP RRI dapat meminta

bantuan dan dukungan kepada Pengelola Barang.

Tugas tim persiapan KSP, antara lain:

a. Menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang dibutuhkan dan
akan ditenderkan;

b. Melakukan penelitian indikasi biaya yang diperlukan untuk penyediaan
bangunan dan fasilitasnya;

c. Melakukan studi kelayakan atas usulan/inisiatif KSP;

d. Menghitung estimasi besaran kontribusi tetap dan estimasi persentase
pembagian keuntungan dari KSP BMN;

e. Menyiapkan tender;

f. Menyiapkan perjanjian KSP;

g. Menyiapkan berita acara penyerahan objek KSP dari LPP RRI kepada mitra
KSP;

h. Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pimpinan LPP RRI.
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3. Penelitian Administrasi.
Pada tahap ini, Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas BMN
yang akan dilakukan KSP pada LPP RRI, paling sedikit terhadap:
a. Pertimbangan dilaksanakannya KSP;
b. Latar belakang permohonan;
c. Rencana peruntukan KSP;
d. Jangka waktu KSP; dan
e. Dokumen objek KSP, yang meliputi:

1) Bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan;

2) Dokumen pengelolaan BMN;

3) Dokumen penatausahaan BMN; dan

4) Penetapan status penggunaan.

4. Pembentukan Tim KSP dan Penilaian.
Pada tahap ini, apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi yang telah
dilakukan, Pengelola Barang memutuskan bahwa rencana KSP dapat
dilanjutkan, maka Pengelola Barang membentuk tim KSP dan menugaskan
Penilai untuk melakukan Penilaian BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang
akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar atas BMN bersangkutan.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi yang telah dilakukan,
Pengelola Barang memutuskan bahwa KSP tidak dapat dilakukan, maka
Pengelola Barang memberitahukan kepada LPP RRI beserta alasannya.
Hal-hal terkait pada tahap ini, antara lain:
a. Pembentukan Tim KSP dapat mengikutsertakan LPP RRI dan

instansi/lembaga teknis yang berkompeten;

b. Tugas tim KSP pada Pengelola Barang, antara lain:

1) Melakukan studi kelayakan atas usulan KSP;

2) Menghitung besaran penerimaan negara (besaran kontribusi tetap dan
persentase pembagian keuntungan) dari KSP BMN berdasarkan dan/atau
mempertimbangkan hasil Penilaian; dan

3) Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola Barang.

c. Untuk menentukan kelayakan bisnis dalam pelaksanaan KSP, Pengelola
Barang dapat menugaskan Penilai untuk:

1) Melakukan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik atas BMN yang akan

dijadikan objek KSP; dan/atau
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2) Melakukan analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP.

. Untuk menghitung besaran penerimaan negara, Pengelola barang dapat

menugaskan Penilai untuk melakukan analisis perhitungan manfaat ekonomi

dan/atau sosial;

. Menyampaikan laporan penilaian dan laporan analisis sebagaimana

dimaksud di atas kepada Pengelola Barang. Selanjutnya, Pengelola Barang
memberikan laporan tersebut kepada tim KSP sebagai bahan dalam
menentukan pelaksanaan KSP;

Masa tugas tim KSP berakhir pada saat penandatanganan berita acara

penyerahan objek KSP.

. Perhitungan Besaran Penerimaan Negara.

Pada tahap ini, tim KSP melakukan perhitungan besaran kontribusi tetap dan

pembagian keuntungan atas pelaksanaan KSP BMN dan melaporkan hasilnya

kepada Pengelola Barang sebagai bahan bagi Pengelola Barang dalam

menetapkan besaran nilai BMN, besaran kontribusi tetap, dan persentase

pembagian keuntungan atas pelaksanaan KSP. Hal-hal yang perlu diperhatikan

pada tahap ini antara lain:

a.

Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan
mempertimbangkan hasil penilaian nilai wajar BMN dan laporan hasil analisis

yang disampaikan oleh Penilai;

. Penghitungan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian

keuntungan atas pelaksanaan KSP BMN dilakukan sebagaimana peraturan

perundang-undangan di bidang BMN;

. Dalam hal terdapat usulan besaran kontribusi tetap dan persentase

pembagian keuntungan atas pelaksanaan KSP BMN yang diajukan oleh
Pihak Lain lebih besar dari hasil perhitungan tim KSP, besaran kontribusi
tetap dan persentase pembagian keuntungan yang ditetapkan dalam
persetujuan KSP adalah sebesar usulan besaran kontribusi tetap dan
persentase pembagian keuntungan dari Pihak Lain;

. Besaran kontribusi tetap pelaksanaan KSP yang telah ditetapkan, meningkat

setiap tahun dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan

memperhatikan tingkat inflasi;

. Dalam hal KSP berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah

dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian
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keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya atau barang
lainnya;

f. Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya atau barang lainnya sebagai
bagian dari kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud pada huruf e) Paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total
penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama jangka
waktu KSP; dan

g. Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang
disampaikan oleh tim KSP kepada Pengelola Barang merupakan nilai limit
terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra KSP.

6. Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat menetapkan besaran
faktor penyesuai untuk kontribusi tetap dengan persentase tertentu.

a. Kondisi tertentu dimaksud meliputi:

1) Penugasan pemerintah sebagaimana tertuang dalam peraturan atau
keputusan yang ditetapkan presiden;

2) Bencana alam;

3) Bencana non alam; dan

4) Bencana sosial.

b. Besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap dengan persentase tertentu
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Mitra KSP mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang melalui
Pengguna Barang dengan melampirkan paling sedikit:
a. Alasan dan pertimbangan pengajuan;
b. Usulan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap dengan
persentase tertentu;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari mitra KSP terkait kondisi
tertentu; dan
d. Laporan keuangan proyek KSP yang diaudit oleh auditor independen 3
(tiga) tahun terakhir atau sejak pelaksanaan KSP.
2) Laporan keuangan proyek KSP yang diaudit oleh auditor independen 3
(tiga) tahun terakhir atau sejak pelaksanaan KSP.
3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap usulan besaran faktor
penyesuai untuk kontribusi tetap dengan persentase tertentu, alasan dan

dokumen pendukung.
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4) Apabila Pengelola Barang menyetujui usulan mitra KSP, Pengelola Barang
menetapkan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap dengan
persentase tertentu.

5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 3) ditindaklanjuti dengan
perubahan perjanjian KSP oleh Pengguna Barang.

6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
angka 2), usulan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap dengan
persentase tertentu tidak dapat disetujui, Pengelola Barang
menyampaikan surat pemberitahuan penolakan melalui Pengguna Barang
kepada mitra KSP disertai dengan alasannya.

7) Dalam hal kondisi bencana, besaran faktor penyesuai untukkontribusi
tetap dengan persentase tertentu berlaku sejak ditetapkannya status
bencana yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan paling lama 2 (dua)
tahun sejak status bencana dinyatakan berakhir.

8) Terhadap kontribusi yang telah Ilunas pembayarannya, besaran

persentase tertentu diterapkan pada pembayaran kontribusi berikutnya.

7. Persetujuan.

Pada tahap ini, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan atas

pelaksanaan KSP yang diusulkan oleh LPP RRI berdasarkan laporan tim KSP

dengan mempertimbangkan hasil penilaian.

Surat persetujuan tersebut paling sedikit memuat:

a.
b.

C.

Objek KSP;
Peruntukan KSP;
Nilai BMN yang menjadi objek KSP sebagai besaran nilai investasi

pemerintah;

. Besaran penerimaan negara dari KSP, yang terdiri atas kontribusi tetap dan

pembagian keuntungan;

. Jangka waktu KSP;

Identitas pemrakarsa sebagai calon mitra dan bentuk kompensasi yang
diberikan dalam pelaksanaan Tender, dalam hal permohonan persetujuan
yang disampaikan oleh LPP RRI yang diprakarsai/dimohonkan oleh calon

mitra; dan

. Dalam hal KSP berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah

dan/atau bangunan, yang sebagian kontribusi tetap dan pembagian
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10.

keuntungannya berupa bangunan beserta fasilitasnya atau barang lainnya,

dalam persetujuan pelaksanaan KSP memuat:

1) Besaran nilai;

2) Kontribusi tetap & pembagian keuntungan setelah dikurangi besaran nilai.
Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan KSP tersebut,
Pengelola Barang memberitahukan kepada LPP RRI disertai dengan
alasannya. Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang batal demi hukum
apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti
dengan penandatanganan surat perjanjian KSP antara LPP RRI dengan Mitra
KSP.

. Pemilihan Mitra.

Pengguna Barang menindaklanjuti surat persetujuan KSP dari Pengelola
Barang dengan membentuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Mitra KSP untuk

melakukan Tender guna mendapatkan calon mitra KSP.

. Penerbitan Keputusan.

Pengguna Barang menerbitkan keputusan atas pelaksanaan KSP berdasarkan

hasil pemilihan mitra yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan KSP ditetapkan oleh Pengguna Barang dalam suatu keputusan

pelaksanaan KSP, yang paling sedikit meliputi:

a. Objek KSP;

b. Peruntukan KSP;

c. Besaran penerimaan negara dari KSP, yang terdiri atas kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan;

d. Identitas mitra KSP; dan

e. Jangka waktu KSP.

Penandatanganan Perjanjian.

Pelaksanaan KSP dituangkan dalam suatu Perjanjian KSP yang ditandatangani

antara Pengguna Barang dengan mitra KSP dan paling sedikit memuat:

a. Dasar perjanjian;

b. Identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;

c. Objek KSP;

d. Hasil KSP;

e. Peruntukan KSP;

f. Jangka waktu KSP;
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11.

. Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme

pembayarannya;

. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;

Jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan;

Larangan pengalihan subyek perjanjian KSP;

. Jaminan berupa deposit, bilyet giro atau yang sejenis selama perjanjian

berlangsung;

Asuransi;

m.Ketentuan mengenai berakhirnya KSP;

n.

0.

p.

Sanksi;

Penyelesaian perselisihan; dan

Addendum perjanjian mengenai klausul penyerahan hasil KSP menjadi BMN
pada saat periode KSP yang sedang berlangsung berakhir, dalam hal

dilakukan perpanjangan jangka waktu KSP.

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait Perjanjian KSP antara lain:

a.

Penandatanganan perjanjian pelaksanaan KSP dilakukan paling lambat |
(satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan

pelaksanaan KSP oleh Pengelola Barang;

. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat

persetujuan pelaksanaan KSP tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan
perjanjian pelaksanaan KSP, persetujuan pelaksanaan KSP batal demi

hukum;

. Perjanjian antara Pengguna Barang dengan mitra KSP menjadi dasar bagi

LPP RRI untuk menyerahkan BMN objek KSP kepada mitra KSP;

. Penyerahan BMN oleh LPP RRI kepada mitra KSP dalam rangka

pelaksanaan KSP dilakukan dengan berita acara.

Perpanjangan Jangka Waktu KSP.

a.

Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan KSP dilaksanakan dengan

pertimbangan:

1) Sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan Negara;

2) Selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi peraturan dan
perjanjian KSP; dan

3) Terdapat usulan investasi baru dari mitra;
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4) Didasarkan pada laporan hasil pelaksanaan tugas tim KSP; dan

5) Dilakukan addendum perjanjian mengenai klausul penyerahan hasil KSP
menjadi BMN pada saat akhir periode KSP yang sedang berlangsung.

. Berdasarkan addendum perjanjian sebagaimana dimaksud angka 11 huruf a

4, hasil pelaksanaan KSP diserahkan oleh mitra kepada Pengelola Barang di

akhir periode KSP yang sedang berlangsung dan dituangkan dalam BAST.

. Berdasarkan BAST, Pengelola Barang menetapkan status hasil pelaksanaan

KSP menjadi BMN pada Pengelola Barang.

. Perhitungan investasi Pemerintah dalam hal dilakukan perpanjangan jangka

waktu KSP dengan memperhitungkan asset yang berasal dari hasil

pelaksanaan KSP sebelumnya.

. Perpanjangan atas pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada huruf a

dilakukan tanpa melalui mekanisme pemilihan mitra.

. Apabila perpanjangan kerja sama pemanfaatan terjadi sebelum jangka waktu

kerja sama dengan mitra belum berakhir, maka LPP RRI harus memberikan

persyaratan tambahan kepada mitra bahwa perpanjangan kerja sama dapat
dibatalkan, apabila mitra melakukan pelanggaran perjanjian Kkerja
sama/wanprestasi di sisa jangka waktu kerja sama terdahulu.

. Perpanjangan jangka waktu KSP BMN yang berada pada LPP RRI dilakukan

dengan mekanisme sebagai berikut:

1)LPP RRI melakukan penelitian administrasi atas permohonan
perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan oleh mitra KSP.

2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi, LPP RRI mengajukan
permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP kepada
Pengelola Barang.

3) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP diajukan oleh LPP RRI
kepada Pengelola Barang paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya
jangka waktu KSP, dengan melampirkan:

a. Surat permohonan perpanjangan KSP;

b. Proposal perpanjangan KSP;

c. Data dan kondisi objek KSP;

d. Data dan kondisi objek hasil KSP; dan

e. Bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5

(lima) tahun terakhir.
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4)

5)

6)

7

8)

9)

Pengelola Barang meneliti permohonan, termasuk melakukan evaluasi
kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP yang telah berlangsung.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, permohonan perpanjangan jangka
waktu KSP dapat disetujui, Pengelola Barang:

a) Membentuk tim KSP; dan

b) Menugaskan Penilai untuk melakukan penghitungan nilai BMN yang
akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap, dan persentase
pembagian keuntungan KSP.

Dikecualikan dari ketentuan angka 4), dalam hal BMN yang akan menjadi

objek KSP berupa selain tanah dan/atau bangunan, pembentukan tim KSP

dilakukan oleh LPP RRI, dan dapat melibatkan Pengelola Barang.

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu

pelaksanaan KSP, Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk

melakukan analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP.

Tugas tim KSP sebagaimana dimaksud pada angka 5), antara lain:

a. Menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;

b. Menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan
hasil Penilaian (paling rendah 10% dan paling tinggi 70%);

c. Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola Barang.

Penilai menyampaikan laporan Penilaian yang merupakan hasil

pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.

10)Tim KSP menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pengelola

Barang.

11)Dalam hal berdasarkan laporan hasil pelaksanaan tugas tim KSP,

permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat disetujui,
Pengelola Barang menyampaikan surat pemberitahuan penolakan
perpanjangan jangka waktu pelaksanaan KSP kepada Pengguna Barang

disertai dengan alasannya.

12)Dalam hal berdasarkan laporan hasil pelaksanaan tugas tim KSP,

permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat disetujui, Pengelola
Barang menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP
kepada Pengguna Barang.
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13)Berdasarkan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP, tim KSP pada
Pengguna Barang menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu KSP
sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan.

14)Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan

perjanjian KSP antara Pengguna Barang dengan mitra KSP dilakukan
diperlukan.
12. Berakhirnya KSP.
Pelaksanaan KSP berakhir dalam hal:
a. Jangka waktu.

Sebagaimana tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak

berakhir, maka:

1) Pengguna Barang melakukan pemeriksaan atau dapat berkoordinasi
dengan APIP untuk melakukan reviu atas objek KSP yang akan dan/atau
telah diserahkan oleh mitra KSP.

Pemeriksaan/reviu APIP dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada:
a) Kesesuaian jumlah dan kondisi objek KSP dengan perjanjian KSP;

b) Kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil KSP dengan perjanjian KSP;
c) Laporan pelaksanaan KSP.

2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan;

3) APIP menyampaikan hasil reviu kepada Pengguna Barang dengan
tembusan kepada Pengelola Barang, dalam hal dilakukan reviu oleh APIP;

4) Pengguna Barang meminta mitra KSP menindaklanjuti seluruh hasil
pemeriksaan/reviu APIP dan mitra KSP melaporkannya kepada Pengguna
Barang dengan tembusan kepada Pengelola Barang;

5) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya
jangka waktu KSP dan dituangkan dalam berita acara serah terima;

6) Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan/reviu APIP
dalam hal terdapat hasil pemeriksaan/reviu APIP yang belum selesai
ditindaklanjuti oleh mitra setelah dilakukannya serah terima.

b. Pengakhiran KSP, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP:

1) Tidak membayar kontribusi tetap dan/ atau pembagian keuntungan selama

3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP;
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2) Tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam
perjanjian KSP sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak
penandatanganan perjanjian, dan/ atau

3) Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.
Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Pengguna Barang/Kuasa
Penggunan Barang (LPP RRI) dapat dilakukan secara tertulis tanpa melalui
pengadilan.Tahapan pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh RRI:
1) LPP RRI menerbitkan peringatan/pemberitahuan tertulis pertama

kepada mitra KSP;

2) Dalam hal mitra KSP tidak melaksanakan peringatan/pemberitahuan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
peringatan/pemberitahuan tertulis pertama, LPP RRI menerbitkan
peringatan/pemberitahuan tertulis kedua;

3) Dalam hal mitra KSP tidak melaksanakan peringatan/pemberitahuan
kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
peringatan/pemberitahuan tertulis kedua, LPP RRI menerbitkan
peringatan/pemberitahuan  tertulis ketiga  yang merupakan
peringatan/pemberitahuan terakhir;

4) Dalam hal mitra KSP tidak melaksanakan peringatan/pemberitahuan
ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
peringatan/pemberitahuan tertulis ketiga, LPP RRI menerbitkan surat
pengakhiran KSP;

5) Setelah menerima surat pengakhiran KSP, dalam jangka waktu paling
lama 30 (tigap uluh) hari, mitra KSP wajib menyerahkan objek KSP
kepada LPP RRI;

6) Pengguna Barang/Kuasa Penggunan Barang meminta APIP dengan
tembusan kepada Pengelola Barang untuk melakukan reviu atas objek
KSP yang akan dan/atau telah diserahkan oleh mitra KSP.

Reviu APIP tidak terbatas pada:

a. Kesesuaian jumlah dan kondisi objek KSP antara yang akan
diserahkan dengan perjanjian KSP;

b. Kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil KSP antara yang akan
diserahkan dengan perjanjian KSP; dan

c. Laporan pelaksanaan KSP.
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7) APIP menyampaikan hasil reviu kepada Pengguna Barang/Kuasa
Penggunan Barang dengan tembusan kepada Pengelola Barang;

8) Pengguna barang meminta mitra KSP menindaklanjuti seluruh hasil
reviu yang disampaikan oleh APIP, dan mitra KSP melaporkannya
kepada Pengguna Barang/Kuasa Penggunan Barang LPP RRI;

9) Serah terima objek KSP dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;

10)Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil reviu dalam hal terdapat
hasil reviu yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra setelah
dilakukannya serah terima;

11)Pengakhiran sepihak KSP tidak menghilangkan kewajiban mitra KSP
untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian
KSP, yaitu seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh mitra KSP sampai
dengan dilakukannya pengakhiran KSP sepenuhnya menjadi beban
mitra KSP.

4. BANGUN GUNA SERAH / BANGUN SERAH GUNA (BGS/BSG)
A. PENGERTIAN BGS/BSG.

Bangun Guna Serah (BGS):
Adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana Dberikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
Bangun Serah Guna (BSG):
Adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam
jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian bentuk Akta Notaris.

B. RUANG LINGKUP BGS /BSG.
1. Ketentuan Pokok Dalam Pelaksanaan BGS / BSG:
a. Selama masa pengoperasian BGS/BSG, Pengguna barang/Kuasa Pengguna
Barang harus dapat menggunakan langsung objek BGS/BSG untuk
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya paling sedikit 10% dari luas

objek BGS/BSG;
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b. Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 tahun;

c. Kewajiban mitra BGS/BSG:
1) Membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Negara,
2) Tidak menjaminkan, memindahtangankan dan/atau menggadaikan objek

BGS/BSG;

3) Memelihara objek BGS/BSG;

d. Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui tender dengan peserta sekurang-
kurangnya 5 (lima) peserta; dan

e. IMB harus atas nama Pemerintah RI.

. Mitra Dalam BGS / BSG, terdiri atas:

» Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

+ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

» Swasta, kecuali perorangan; atau

« Badan hukum lainnya.

. Data/Dokumen Pendukung.

Data/dokumen pendukung BGS dan BSG meliputi:

. Usulan BGS/BSG;

. Dokumen pendukung lokasi dan alamat;

. Status dan bukti kepemilikan;

. Luas;

. Harga perolehan/NJOP; dan

o 01 A W DN PP

. Rencana pembangunan gedung yang diinginkan penyediaan bangunan dan
fasilitasnya.

. Pengakhiran BGS / BSG.
1. BGS / BSG berakhir dalam hal:

a. Berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam
perjanjian;

b. Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Pengelola
Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

c. Berakhirnya perjanjian BGS/BSG; atau

d. Ketentuan lain sesuai peraturan perundangundangan.

2. Pengakhiran BGS/BSG dapat dilakukan dalam hal mitra BGS/BSG:
a. Tidak membayar kontribusi tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut

sesuai perjanjian BGS/BSG;
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b. Tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam perjanjian
BGS/BSG sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan
perjanjian; dan/ atau

c. Tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dalam perjanjian
BGS/BSG.

3. Pengakhiran BGS/BSG dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, secara tertulis tanpa melalui
pengadilan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan/pemberitahuan tertulis
kepada mitra.

4. Dalam pengakhiran perjanjian BGS/BSG oleh Pengelola Barang dan/atau
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membentuk tim untuk melakukan
evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra.

5. Evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra dilakukan setelah Pengelola
Barang dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang memperoleh
hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

6. Dalam hal terjadi pengakhiran BGS/BSG:

a. Seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh mitra sampai dengan
dilakukannya pengakhiran BGS/BSG sepenuhnya menjadi beban mitra
BGS/BSG; dan/atau;

b. Berdasarkan evaluasi, investasi dan kewajiban mitra lama dapat beralih
kepada mitra baru.

7. Mitra baru dipilih sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

5. KERJA-SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (KSPI).
KSPI adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara melalui kerjasama antara pemerintah
dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan KSPI terdapat hasil berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang
dibangun oleh mitra KSPI dan pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh
saat perjanjian dimulai (clawback), jika ada.

Adapun subyek dan obyek kerjasama pemanfaatan BMN dapat dilihat pada gambar

di bawah ini:
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Gambar 13. Subyek dan Obyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)
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RUANG LINGKUP KSPI.
1) KSPI Dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. Kepentingan Negara dan kepentingan umum;

b. Kebutuhan Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan;

c. Keterbatasan dana APBN untuk penyediaan infrastruktur; dan

d. Daftar prioritas proyek program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan
pemerintah untuk penyediaan infrastruktur.

2) Adapun Mitra Dalam KSPI, adalah:

» Badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas;

* Badan Hukum Asing;

* Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

* Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

* Anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan

badan usaha milik negara;

» Koperasi.

3) Jangka Waktu KSPI:

- Jangka waktu KSPI paling lama 50 (Lima puluh) tahun sejak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang.

- Perpanjanganjangka waktu KSPI hanya dapat dilakukan apabila terjadi
government force majeure, seperti dampak kebijakan pemerintah yang
disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.

— Perpanjanganjangka waktu KSPI diajukan permohonannya paling lama 6 (enam)

bulan setelah government force majeure nyata-nyata terjadi.
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- Perpanjangan jangka waktu ditetapkan oleh PJPB, setelah mendapat persetujuan
Pengelola Barang dan dituangkan dalam perjanjian KSPI.
4) Clawback dan Hasil KSPI:

Hasil dari KSPI terdiri atas:
a. Barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh

mitra KSPI; dan

b. Pembagian atas kelebihan keuntungan (clawback) yang diperoleh dari yang

ditentukan sesual perjanjian KSPI, jika ada.

5) Perhitungan Pembagian Kelebihan Keuntungan (Clawback), dilakukan dengan
mempertimbangkan:

a. Karakteristik infrastruktur;

b. Nilai investasi pemerintah

c. Nilai investasi mitra KSPI,

d. Risiko yang ditanggung mitra KSPI;

e. Dukungan pemerintah; dan

f. Jaminan Pemerintah atas Proyek Kerja Sama.

6) Pembagian atas kelebihan keuntungan merupakan Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang harus disetorkan ke rekening Kas Umum Negara paling lambat setiap
tanggal 30 April tahun berikutnya.

7) Pembagian atas kelebihan keuntungan (clawback) dapat ditiadakan atas
permohonan dari PJPK. Peniadaan pembagian atas kelebihan keuntungan
(clawback) dilakukan dengan ketentuan merupakan proyek yang tercantum dalam:
- Daftar rencana Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha;

- Peraturan Presiden mengenai percepatan proyek strategis nasional; dan/ atau

- Dokumen Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

8) Pemilihan Mitra:

(1) PIJPB menetapkan mitra KSPI berdasarkan hasill pengadaan badan usaha
pelaksana Proyek Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan
infrastruktur.

(2) Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPB kepada Pengelola Barang paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penetapan tersebut.
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9) Perjanjian KSPI.

- PJPB menandatangani perjanjian KSPI dengan mitra KSPI yang ditetapkan dari
hasil pengadaan badan usaha pelaksana;

- Perjanjian KSPI dituangkan dalam bentuk Akta Notaris;

- Dalam hal proyek Kerja Sama merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis
infrastruktur yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang, PJPB menandatangani Mitra KSPI dengan disaksikan
koordinator PJPB.

10) Pengakhiran KSPI.
% KSPI berakhir dalarn hal:
a) Berakhirnya jangka waktu KSPI;
b) Pengakhiran perjanjian KSPI secara sepihak oleh Pengelola Barang dan/
atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
c) Berakhirnya perjanjian KSPI; atau
d) Ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
+ Pengakhiran secara sepihak oleh Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang
dapat dilakukan dalarn hal mitra KSPI:
a) Tidak rnernbayar pernbagian kelebihan keuntungan (clawback) selarna 3
(tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSPI; dan/ atau
b) Tidak rnernenuhi kewajiban selain tidak rnernbayar pernbagian kelebihan
keuntungan (clawback) sebagairnana tertuang dalarn perjanjian KSPI.

6. KERJA SAMA TERBATAS UNTUK PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR (KETUPI).
KETUPI adalah optimalisasi Barang Milik Negara untuk meningkatkan fungsi
operasional Barang Milik Negara guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan

penyediaan infrastruktur lainnya.

Objek KETUPI pengelolaannya diserahkan oleh Pengelola Barang kepada Badan
Layanan Umum (BLU), sehingga penerimaan negara atas KETUPI merupakan
pendapatan BLU yang akan digunakan untuk meningkatkan fungsi operasional
infrastruktur sejenis atau pembiayaan penyediaan infrastruktur jenis lainnya yang
terdapat dalam daftar Proyek Infrastruktur Prioritas dan/atau Proyek Strategis
Nasional.

% Objek KETUPI meliputi BMN berupa tanah dan/atau bangunan beserta fasilitasnya

pada Pengguna Barang.
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RUANG LINGKUP KETUPI.
1. Mitra KETUPI.
Pihak yang dapat menjadi mitra KETUPI meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara,;
b. Badan Usaha Milik Daerabh;
c. Swasta berbentuk Perseroan Terbatas;
d. Badan hukum asing; atau
e. Koperasi.
2. Barang Milik Negara Yang Menjadi KETUPI.
KETUPI dapat dilakukan terhadap BMN:
a. Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan, Bandar udara, perkeretaapian, dan
terminal bus;
Infrastruktur jalan tol;
Infrastruktur sumber daya air;
Infrastruktur air minum;

Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah;

- 0o 2 o T

Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;

Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;

= «Q

Infrastruktur ketenagalistrikan; dan

Infrastruktur minyak, gas bumi, dan energ terbarukan.

6. PENILAIAN.

Penilaian adalah kegiatan yang dilakukan penilai untuk memberikan suatu opini atas BMN

pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan BMN. Penilaian digunakan untuk menyusun

neraca pemerintah pusat/daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP), pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN/D. Penilaian BMN dilaksanakan untuk

mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP. Ketentuan yang

berlaku dalam penilaian adalah:

a) Penilaian berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam angka pemanfaatan dan pemindah
tanganan dilakukan oleh tim Internal atau Penilai Independen yang ditetapkan oleh
Pengelola Barang (KPKNL);

b) Hasil penilaian untuk Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan oleh Pengelola Barang;
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c) Penilaian selain Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pemindah
tanganan dilakukan oleh tim Internal dan dapat melibatkan Penilai Independen yang
ditetapkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

d) Hasil penilaian selain Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan oleh Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang;

e) Penilaian dilaksanakan oleh Ka. Satker mengetahui kondisi dan penetapan nilai barang;

f) Penetapan nilai barang persediaan disajikan berdasarkan:

* Biaya perolehan — dengan cara pembelian;
* Biaya Standar — diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan

* Nilai Wajar — diperoleh dengan cara lainnya.

. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN.
Dalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2020 pasal 42 disebutkan bahwa Pengelola
Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan
BMN yang berada dalam penguasaannya, meliputi:
1. Pengamanan Administrasi.
Pengamanan administrasi merupakan kegiatan menghimpun, mencatat, dan menyimpan
bukti-bukti administrasi tanah yang dapat menunjukkan hubungan hukum antara data dan
informasi yang ada didalam dokumen tersebut dengan hak penguasaan. Selain itu, dalam
Peraturan Pemerintah No0.28 tahun 2020 pasal 43, disebutkan bahwa Barang Milik
Negara berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia
yang bersangkutan.
Dokumen administrasi meliputi:
a) Kartu Identitas Barang (KIB);
b) Sertifikat untuk BMN berupa Tanah;
c) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
d) Dokumen Kepemilikan Kendaraan Bermotor (STNK dan BPKB);
e) Laporan BMN Semesteran dan Tahunan;
f) Dokumen Pengadaan (SK PPT, Berita Acara Serah Terima, SPH, Daftar Nominatif,
Daftar Ganti Rugi, kwitansi pembayaran, dan lain-lain);
g) Dokumen Pelaksanaan Penggunaan BMN berupa SK Penetapan Status Penggunaan,
Surat Izin Penggunaan BMN (Rumah Negara dan Peralatan dan Mesin);
h) Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan BMN berupa Persetujuan, SK Penetapan, Bukti

Setor, Perjanjian (jika ada);
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i) Dokumen Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN berupa Persetujuan, Berita Acara

Serah Terima, bukti setor (jika ada);

j) Dokumen Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN berupa Persetujuan,

Berita Acara Pemusnahan, SK Penghapusan;

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas penyimpanan

dokumen administrasi sebagaimana dimaksud.

. Pengamanan Fisik.

Yang dimaksud dengan "Pengamanan Fisik" antara lain melakukan pengamanan atas

fisik terhadap Barang Milik Negara.

Bentuk Pengamanan Fisik BMN, antara lain:

1) Untuk BMN berupa Tanah:

a) Membuat Plang Aset atau Tanda Kepemilikan;

b) Pemasangan pagar;

c) Pemasangan patok beton batas tanah;

d) Pembuatan talud.

2) Untuk BMN berupa Bangunan:

a) Membuat Plang Aset atau Tanda Kepemilikan;

b) Pemasangan pagar;

¢) Untuk Bangunan Rumah Negara, dibuatkan SIP.

3) Untuk BMN berupa Peralatan dan Mesin:

a) Pelabelan dan/atau Penomoran BMN;

b) Pembuatan SIP.

Berikut adalah gambar-gambar yang menunjukkan bentuk pengamanan fisik:
Gambar 14. Patok Beton
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Gambar 15. Papan Nama

Wama Dasar Putih

/

TANAH MILIK NEGARA
DILARANG MASUK/MEMANFAATKAN
ANCAMAN PIDANA
Pasal 167 (1) KUHP dihukum 9 bulan penjara
Pasal 389 KUHP dihukum 2 tahun 8 bulan penjara
Pasal 551 KUHP dihukum denda

-y -
AW

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

RADIO REPUBLIK INDONESIA
(nama satker)
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Gambar 16. Konstruksi Papan Nama

——»Papan Plat Besi
Plat Strip
3x90x60mm

104

Keterangan:

v Tebal tiang besi 2 mm/disesuaikan

v Panjang/tinggi besi dari dasar tanah ke atas 254 cm

v’ Panjang/tinggi besi dari dasar tanah ke dalam tanah 30 cm
v’ Lebar sisi besi satu dengan sisi satunyal40 cm

v Panjang plat besi 81 cm

v’ Lebar plat besi 122 cm

v" Plat strip 3x90x60 mm

v Tinggi sisi besi untuk tempat menempel plat besi 49 cm
v’ Lebar sisi besi untuk tempat menempel plat besi 93 cm
v Besi angkur 0,5 — 15 cm di las

v’ Lebar beton untuk tancapan besi ditanah 30 cm

v Tinggi beton untuk tancapan besi ditanah 50 cm

v Tebal beton untuk tancapan besi ditanah 1,25 cm
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3. Pengamanan Hukum.
Yang dimaksud dengan "Pengamanan Hukum" antara lain melaksanakan penanganan
perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas
Barang Milik Negara.
Pengamanan hukum antara lain:
1. Jika BMN berupa tanah belum bersertipikat an Pemerintah Republik Indonesia cq. LPP
RRI:
a. Jika ada dokumen awal (sertipikat, letter c, girik, berita acara serah terima, dll),
segera mengajukan proses sertipikasi;
b. Jika belum ada dokumen, upayakan untuk mencari dokumen awal (seperti dalam

(3] ”

poin “a”) dan melakukan proses pendaftaran ke BPN;
c. Melakukan pengamanan fisik, dan titip aparat pemerintah setempat.
2. Jika BMN dikuasai pihak lain:

a. Melakukan pendekatan persuasif, melakukan musyawarah dan mediasi;

b. Melakukan upaya hukum, pemblokiran, pengosongan, gugatan perdata, dan lapor
kepada aparat penegak hukum.

3. Jika BMN dalam sengketa:

a. Menyiapkan bukti-bukti yang kuat;

b. Jika posisi sebagai pihak, koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah/Aparat Penegak Hukum, melakukan upaya hukum sampai Peninjauan
Kembali;

c. Jika posisi bukan sebagai pihak, melakukan intervensi.

4. Pengamanan BMN Dalam Bentuk Asuransi.
Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu Perusahaan Asuransi dan pemegang
polis yang menjadi dasar bagi penerimaan Premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai
imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis
karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang
polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Polis adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta
perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat

perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.

62



Perusahaan Reasuransi adalah Perusahaan yang menyelenggarakan usaha Jasa
pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi,
perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
a. Kewenangan Dan Tanggungjawab Pengasuransian BMN:
1. Menteri Keuangan:
v" Merumuskan kebijakan pengasuransian BMN; dan
v" Menentukan produk asuransi yang dapat digunakan dalam pengasuransian
BMN.
2. Pengguna Barang:
v' Menetapkan rencana pengasuransian BMN;
v' Memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang diatur
dalam Polis; dan
v/ menyusun laporan pengasuransian BMN tingkat Pengguna Barang.
3. Kuasa Pengguna Barang:
v' Menyusun rencana pengasuransian BMN;
v' Memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang diatur
dalam Polis; dan

v" Menyusun laporan pengasuransian BMN tingkat Kuasa Pengguna Barang.

b. Tujuan Pengasuransian:
1) Pengamanan BMN;
2) Kepastian Keberlangsungan Pelayanan Umum,;
3) Kelancaran Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan;

4) Mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Negara.

c. Subyek Asuransi BMN:

2. Konsorsium Asuransi BMN.
Konsorsium membuat perjanjian (kontrak payung) dengan Dirjen KN sebagai
pedoman pembuatan polis antara Pengguna Barang dan Konsorsium Asuransi
BMN.

3. Pengguna Barang.
Pengguna Barang menunjuk 1 (satu) satuan kerja pada Kementerian/Lembaga
bersangkutan untuk melakukan pengadaan jasa asuransi BMN berdasarkan

kontrak payung.
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d. Obyek Asuransi BMN:
1. Gedung dan Bangunan, dengan Kkriteria:
v Mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang;
dan/atau
v" Menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
2. Dapat Mengikutsertakan Sarana dan Prasarana, antara lain:

v' Komponen struktural, mekanikal, elektrikal, dan tata ruang luar.

e. Proses Pengasuransian BMN:
1) Perencanaan Asuransi BMN Di Pengguna Barang.

1. Pengguna Barang melakukan penelitian atas rencana pengasuransian BMN
yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang

2. Berdasarkan penelitian tersebut Pengguna Barang menetapkan rencana
pengasuransian BMN.

3. Berdasarkan penetapan rencana pengasuransian BMN, Pengguna Barang
menyusun anggaran untuk pembayaran biaya Premi untuk setiap satuan kerja
dan biaya lain-lain dalam pengasuransian BMN.

2) Perencanaan Asuransi BMN Di Kuasa Pengguna Barang:

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun rencana pengasuransian BMN;

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan rencana pengasuransian BMN secara

berjenjang kepada Pengguna Barang;

(3) Penyampaian rencana pengasuransian BMN dilakukan paling lambat Bulan

Desember, 2 (dua) tahun sebelum ditandatanganinya Polis.
3) Data Yang Dibutuhkan:

(1) Data BMN sesuai dengan Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang meliputi kode

barang, nama barang, Nomor Urut Pendaftaran, luas dan lokasi;

(2) Risiko atas BMN;

(3) Penjelasan penggunaan dan fungsi BMN;

(4) Pertimbangan pengasuransian BMN;

(5) Besaran premi; dan

(6) Jangka waktu pengasuransian BMN.

Data BMN Harus Dilengkapi Di SIMAN, antara lain:
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Data BMN tersebut dilengkapi pula dengan informasi termasuk detail atas ruangan,
konstruksi gedung dan bangunan, foto dan sarana dan prasarana, yang terdapat

pada BMN yang akan diasuransikan.

f. Penganggaran Dan Pengadaan Asuransi BMN:
e Anggaran pengasuransian BMN dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan

e Pengadaan jasa asuransi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam perjanjian kontrak payung antara Pengelola Barang dan Konsorsium

e Pengasuransian BMN berupa sarana dan prasarana yang tercatat secara terpisah
dari gedung dan bangunan menjadi penambah nilai gedung dan bangunan yang
dipertanggungkan dan dicantumkan dalam Polis.

1) Proses Klaim:

(1) Satuan kerja melaporkan kepada Pengguna Barang,
Laporan kondisi BMN setelah terjadinya risiko yang dipertanggungkan, disertai
dengan penjelasan tertulis dan foto terkini BMN tersebut.

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan klaim kepada Konsorsium
Asuransi BMN.

(3) Penyelesaian klaim oleh Konsorsium Asuransi BMN atas BMN diberikan dalam
bentuk uang tunai dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara sebagai
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

2) Revisi Anggaran Dan Pengadaan:

(1) Penyetoran uang tunai dilakukan dalam rangka revisi anggaran untuk
pengadaan atas BMN yang dipertanggungkan sesuai dengan ketentuan
mengenai tata cara revisi anggaran.

(2) Pengadaan atas BMN yang dipertanggungkan dilakukan setelah Konsorsium
Asuransi BMN menyelesaikan klaim.

3) Pelaporan:

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMN
yang menjadi bagian dari Laporan Barang Kuasa Pengguna.

(2) Pengguna Barang menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMN
berdasarkan laporan pelaksanaan pengasuransian BMN dari Kuasa Pengguna
Barang, Laporan tersebut menjadi bagian dari Laporan Barang Pengguna.

(3) Laporan Pengasuransian BMN berisi:
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v' Data BMN yang diasuransikan termasuk lokasi BMN;
v" Jenis risiko BMN yang dipertanggungkan;

v Jangka waktu pengasuransian BMN;

v |dentitas penyedia pertanggungan;

v Nilai Pertanggungan;

v Besaran Premi yang dibayarkan; dan

v Data pengajuan dan penyelesaian klaim.

8. PEMINDAHTANGANAN
Pemindahtanganan BMN merupakan pengalihan kepemilikan BMN. Pemindahtanganan
BMN meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, atau Penyertaan Modal Pemerintah Pusat
(PMPP).
1) KETENTUAN DALAM PEMINDAHTANGAN, terdiri atas:

a.BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dapat
dipindahtangankan;

b.Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan setelah
mendapat persetujuan DPR, dengan beberapa pengecualian;

c. Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengguna Barang berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memiliki Bukti Kepemilikan dengan nilai < Rp 100 juta/unit/satuan
memerlukan persetujuan Presiden/DPR,;

d.Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 pasal 55, ayat (3) huruf a — e,
dijelaskan bahwa pemindahtangan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:

a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan
dalam dokumen penganggaran;

c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;

d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau

e. Dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika
status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
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2) BENTUK PEMINDAHTANGAN BARANG MILIK NEGARA, antara lain:
1. PENJUALAN.
Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima
penggantian dalam bentuk uang. Pertimbangan dalam penjualan terdiri atas:
a) Optimalisasi (optimalisasi BMN yang berlebih atau idle);
b) Ekonomis (secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara); dan

c) Legalitas (sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

a. Ketentuan Pokok Penjualan BMN, meliputi:

1) Tidak mengganggu tupoksi penyelenggaraan pemerintahan;

2) Tidak sesuai dengan RUTR disebabkan perubahan tata ruang kota;

3) Lokasi dan/atau luas tanah/bangunan tidak memungkinkan untuk digunakan
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

4) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis
apabila diperbaiki;

5) Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;

6) Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti
terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau

7) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dijual, karena
biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang
diperoleh.

b. Bentuk Pelaksanaan Penjualan.

Penjualan Barang Milik Negara dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu:

1. Penjualan BMN yang bersifat khusus, yaitu:
a. Rumah negara golongan Ill yang dijual kepada penghuninya; dan
b. Kendaraan dinas operasional yang dijual kepada Pejabat Negara/ASN:

v’ Telah berusia 4 tahun untuk Pejabat Negara dan = 5 tahun untuk ASN;
v/ Hilang, atau rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan
kondisi paling tinggi 30%.

2. Penjualan BMN lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang.
Berdasarkan pertimbangan pengguna barang & instansi teknis terkait, yaitu:
v Tanah/bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum yang jika

dilelang akan merusak tata niaga; dan
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v’ Tanah kavling yang dari awal pengadaan digunakan untuk pembangunan
perumahan pegawai negeri.
3. Penjualan Barang Milik Negara, apabila tidak laku dilelang, maka:
v" Dilakukan pemindahtanganan bentuk lain; dan
v’ Apabila tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk lain, maka dimusnahkan
setelah mendapatkan persetujuan Pengelola Barang.
Untuk prosedur penjualan BMN dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 17. Prosedur Penjualan BMN

Uraian Pengguna Pengelola Tim Penilai Pembeli
1. Pengguna Barang
membentuk Tim Internal 1
2. Teliti data administrarif 4>
3. Hasll penelitian, F d:,
4. Usulan kepada Pengeloa

Barane AR L_/—'—‘L_‘/—‘

5. Penilaian

Penelitian/proses. % . é

5.
6. Persetujuan Penjualan
7.

SK Penghapusan.,
dilanjutkan dengan lelang
8. BA Serah terima, ?

9. Laporan
10. SK Hapus (DBMN)

2. TUKAR MENUKAR (RUILSLAG):
Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau dengan pihak lain, dengan
menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai
seimbang. Pertimbangan dalam tukar-menukar meliputi:
a) Kebutuhan, memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
b) Optimalisasi, optimalisasi penggunaan BMN; dan
c) Tidak tersedia anggaran, tidak tersedia dana dalam APBN.
Adapun subjek dan objek tukar-menukar BMN dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 18. Subyek dan Obyek Tukar-Menukar BMN

PENGGUNA BARANG : T PENGELOLA BARANG
1. Tanah/Bangunanyg ‘ Tanah/bangunan
berada pada Pengguna B8 yang berada pada

Barang namun tidak L Pengelola Barang.

sesuai dengan tata

ruang wilayah/kota;

|
|
|
| 2. Selain tanah/bangunan. |
/

68



1. Mitra Tukar-Menukar BMN, terdiri atas:

a) BUMN;
b) BUMD;

c) Pemerintah daerah;

d) Badan hukum pemerintah lainnya; dan

e) Swasta:

* Badan hukum; dan

* Perorangan.

2. Ketentuan Pokok Dalam Tukar-Menukar BMN, meliputi:

a) Tukar-menukar BMN dilakukan dalam hal:

v’ Tidak sesuai tata ruang wilayah/kota;

v Belum dimanfaatkan secara optimal;

v Penyatuan BMN yang lokasinya terpencar;

v Pelaksanaan renstra pemerintah/negara; atau

v' BMN selain tanah/bangunan yang ketinggalan teknologi.

b) Penggantian utama: tanah atau tanah dan bangunan;

c¢) Nilai barang pengganti = BMN, catatan: Apabila nilai barang pengganti < BMN,

mitra wajib menyetor selisihnya ke KUN (Kas Umum Negara);

d) Mitra ditentukan melalui tender dengan minimal 5 (lima) peminat, kecuali:

v Tukar-menukar dengan pemda; atau

v Tukar-menukar dengan pihak yang mendapat penugasan pemerintah.

Untuk prosedur tukar-menukar BMN dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 19. Prosedur Tukar-Menukar BMN

PENGGLUMNA BARAMNG

PEMNIGAFIANUSINLAN

FEMBEENTUICAMN TLAM

1

FEMGAJUAN LITM
FELAKS A MAARN

FERJANILAN

PENGELOLA BARANG

PEMELITLAM

4

LI PELAKS &M AAN

i

SERAH TERIM A

+

PENGHAFLUSAN DAM
FEMCATATAMN

PENGHAPUSAM AN
PFENC ATATAMN

PIHAK KETIGA

PERJAMLIIAN

PEMBAMNCGLINAMN
ASET PENGGAMTI

SERAH TERBAA
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3. HIBAH (PMK No0.191/PMK.05/2011 dan PMK No0.99/PMK.05/2017).
Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
Pertimbangan Dalam Pelaksanaan Hibah BMN, terdiri atas:
Adapun subyek dan obyek dalam hibah BMN dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 20. Subyek dan Obyek Hibah BMN

PENGELOLA BARANG
1. Tanah/Bangunan yg dari awal
pengadaannya utk dihibahkan; B Tanah/bangunan.
2. Tanah/Bangunan dari
Dekon/TP: ‘

3. Sebagian tanah pada ‘
Pengguna Barang;

| 4. Seldin tanah/bangunan.

A. RUANG LINGKUP HIBAH (PMK N0.99/PMK.05/2017).
1. Cakupan Hibah:
a. Kriteria Hibah:

e Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;

e Tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat
mengganggu stabilitas keamanan negara;

e Uang/barang/jasa/surat berharga yang diterima dari pemberi hibah
digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan
kerja penerima hibah, atau digunakan untuk penanggulangan keadaan
darurat.

b. Penggunaan Hibah:

e Untuk mendukung program pembangunan nasional; dan atau

¢ Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.
c. Klasifikasi Hibah Menurut Bentuknya, meliputi:

a. Hibah Uang;

b. Hibah Barang;

c. Hibah Surat Berharga (Saham, Obligasi, Danareksa, dll).

d. Hibah Berdasarkan Jenisnya, terdiri dari:

1) Hibah Terencana / DRKH:
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Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dituangkan
dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH).
2) Hibah Langsung / Non DRKH:
Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.
e. Hibah Berdasarkan Sumbernya, terdiri dari:
1) Hibah Dalam Negeri:
Hibah dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri, Lembaga Non Keuangan
Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Perusahaan Asing yang berdomisili dan
melakukan kegiatan di wilayah NKRI, Lembaga Lainnya dan Perorangan.
2) Hibah Luar Negeri:
Hibah dari Negara Asing, Lembaga dibawah PBB, Lembaga Multilateral,
Lembaga Keuangan Asing, Lembaga Non Keuangan Asing, Lembaga
Keuangan Nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha diluar
wilayah NKRI, Perorangan.
f. Hibah Berdasarkan Mekanisme Pencairannya, terdiri dari:
a. Hibah Melalui KPPN:
Hibah yang proses penarikan dananya dilaksanakan di BUN/KPPN.
b. Hibah Tanpa Melalui KPPN:
Hibah yang proses penarikan dananya tidak dilaksanakan di BUN/KPPN,
proses penarikannya dilaksanakan melalui K/L.
2. Konsultasi Rencana Penerimaan Hibah.
Setiap Hibah langsung yang akan diterima oleh K/L atau satuan kerja
dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan c.q. DJPPR atau
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
» Konsultasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal:
a. Penerimaan Hibah untuk pertama kalinya dan/ atau tidak berulang; dan
b. Tidak sama dengan penerimaan Hibah sebelumnya.
» Konsultasi sebagaimana dimaksud paling sedikit mencakup:
a. Penentuan jenis Hibah;
b. Bentuk Hibah; dan
c. Penarikan Hibah.
» Konsultasi dapat dilakukan melalui:
a. Tatap muka,;

b. Surat menyurat;
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c. Rapat; dan/ atau
d. Komunikasi melalui sarana elektronik.
3. Tata Cara Pengesahan Hibah (PMK No0.191/PMK.05/2011, Pasal 3 ayat (1) atau

PMK No0.99 Tahun 2017, Pasal 17 ayat (3) atau ayat (4)).

1. Tahapan Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang:
PA/Kuasa PA mengajukan Permohonan penerbitan nomor register atas
seluruh pendapatan Hibah Langsung Luar Negeri/Dalam Negeri Bentuk Uang
sebesar yang telah diterima atau belanja yang bersumber dari Hibah Langsung
Luar Negeri/Dalam Negeri, sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun
anggaran berjalan kepada KPPN, dengan dilampiri dokumen:

a. Perjanjian Hibah (BAST dan atau NPHD), paling sedikit memuat:

1. Identifikasi pemberi hibah dan penerima hibah;

2. Tanggal perjanjian hibah/penandatanganan perjanjian hibah;

3. Jumlah hibah;

4. Peruntukan hibah;

5. Ketentuan dan persyaratan.
. Ringkasan Hibah; dan
Surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian;
. SPTJM (diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yg ditunjuk);
. SP2HL/SP4HL (diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yg ditunjuk);
SPTMHL (diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yg ditunjuk), dan

. Rekening Koran atas Rekening Hibah (untuk menampung uang dari Hibah).

- o o 0 T

«

v Dokumen pengajuan permohonan penerbitan nomor register yang
disampaikan ke DJPPR/Kanwil Perbendaharaan merupakan dokumen
asli / salinan yang dilegalisir.

Pihak Penerbit Nomor Register Hibah:

v' Nomor register Hibah dari luar negeri ditetapkan oleh DJPPR.

v Nomor register Hibah langsung dari dalam negeri ditetapkan oleh
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2) PA/Kuasa PA mengajukan Permohonan Pengajuan Persetujuan Pembukaan
Rekening Hibah, dengan dilampiri dokumen:
a. Surat pernyataan penggunaan rekening sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik K/L/kantor/Satker;

b. Perjanjian hibah;
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c. Ringkasan hibah;
d. Surat Kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian
hibah.

v Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran
Satker berkenaan, yang dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

v' Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan
pembukaannya wajib ditutup oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala
kantor/Satker dan saldonya disetor ke Rekening Kas Umum Negara
(RKUN).

3) Penyesuaian Pagu Hibah Dalam DIPA:
Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud dilakukan melalui revisi
DIPA yang diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor
Wilayah (Kanwil) DJPB untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan

mengenai tata cara revisi anggaran.

PA/Kuasa PA melakukan revisi terhadap surat keputusan penunjukan petugas
pengantar SPM dengan menambahkan tugas untuk mengantar SP2HL/
SP4HL dan MPHL-BJS dan disampaikan kepada Kepala KPPN.

v Pejabat Penandatangan SP2HL dan SP4HL adalah PP-SPM.

v Pejabat Penandatangan MPHL-BJS adalah Kuasa Pengguna Anggaran.

4) Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Dan Belanja

Yang Bersumber Dari Hibah Langsung, antara lain:

a. PA/KPA mengajukan SP2HL atas seluruh Pendapatan Hibah Langsung
yang bersumber dari luar negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah
diterima dan belanja yang bersumber dari hibah langsung yang bersumber
dari luar negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran
berjalan kepada KPPN.

b. PA/Kuasa PA membuat dan menyampaikan SP2HL ke KPPN dengan
dilampiri:
1. Copy Rekening Koran Terakhir atas Rekening Hibah;

2. SPTMHL;
3. SPTIM,;

4. Copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL
pertama kali.

73



c. KPPN menerbitkan SPHL dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:

a. Lembar ke-1, untuk PA/Kuasa PA;

b. Lembar ke-2, untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.qg. Direktorat
Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dengan dilampiri copy SP2HL (untuk
penerimaan hibah dari luar negeri);

c. Lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.

2.Tahapan Pengesahan dan Pencatatan Pendapatan Hibah dan Belanja
yang Bersumber dari Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat

Berharga:

1) PA/Kuasa PA mengajukan MPHL-BJS atas seluruh pendapatan hibah
langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk
Pencatatan Persediaan dan Jasa dari Hibah/Belanja Modal untuk
Pencatatan Aset Tetap atau Aset Lainnya,

2) Permohonan penerbitan nhomor register atas Hibah langsung dalam bentuk
barang jasa surat berharga, dilampiri:

a. Perjanjian Hibah (BAST dan atau NPHD);
b. Ringkasan Hibah;
c. Surat/Berita Acara Hasil Rapat Konsultasi;
d. Dokumen surat kuasa pendelegasian kewenangan  untuk
menandatangani perjanjian Hibah;
SPTJM;
f. SPTMHL (diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yg ditunjuk,
dalam 3 rangkap);
g. SP3HL-BJS (diterbitkan oleh KPPN dalam 3 rangkap).

®

% Dokumen pengajuan permohonan penerbitan nomor register yang
disampaikan ke DJPPR/Kanwil Perbendaharaan merupakan dokumen asli /
salinan yang dilegalisir.

% Contoh Format surat permohonan dan surat kuasa, (terlampir).

B. KETENTUAN DALAM PENERIMAAN HIBAH.
1. Penerima Hibah BMN, terdiri atas:
a. Lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan lembaga kemanusiaan; serta
b. Pemerintah daerah.
2. Ketentuan Pokok Hibah BMN, meliputi:
a. BMN yang dapat dihibahkan:
v’ Dari awal pengadaan untuk dihibahkan (dokumen penganggaran);

v Bukan barang rahasia negara,;
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v/ Bukan barang sengketa
v/ Bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
v/ Barang idle;
v/ Berdasarkan keputusan pengadilan atau ketentuan perundangundangan
ditentukan untuk dihibahkan;
v Untuk pembangunan fasilitas umum sesuai ketentuan perundangundangan,
fasilitas sosial dan keagamaan.
b. BMN harus digunakan sebagaimana fungsinya pada saat dihibahkan, dan
tidak boleh dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
3. Kelengkapan Administrasi Hibah, meliputi:
a) Penjelasan /pertimbangan dilakukannya hibah;
b) SK pembentukan tim internal pengguna barang;
c) Berita acara / laporan hasil penelitian administrasi dan fisik oleh tim internal,
d) Calon penerima hibah;
e) Nilai dan tahun perolehan;
f) Rincian peruntukan;
g) Status dan bukti kepemilikan;
h) Surat permintaan hibah/pernyataan bersedia menerima hibah dari calon
penerima hibah;
i) Hasil audit Satuan Pengawasan Intern / APIP;
J) Jenis spesifikasi/ identifikasi teknis;
k) Dokumen penganggaran yang menunjukkan bahwa BMN tersebut untuk
dihibahkan;
[) Lokasi dan luas;
m)Nilai tanah dan atau bangunan;
n) Tahun pembuatan dan konstruksi bangunan;
0) Foto BMN/ gambar situasi;
p) NJOP;
q) Soft copy daftar BMN yang dihibahkan; dan
r) Hal lain yang dianggap perlu:
1) Apabila nilai barang/jasa/surat berharga dalam mata uang asing, dikonversi
ke mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada
tanggal BAST.
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2) Apabila dalam BAST atau dokumen pendukung hibah lainnya tidak terdapat
nilai barang/jasa/surat berharga, pimpinan lembaga/kepala kantor/Satker
selaku PA/KPA penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar atas
barang/jasa/surat berharga yang diterima (estimasi dapat berdasarkan
harga pasaran/meminta bantuan KPKNL).

4. Prosedur Hibah Tanah/Bangunan.
> Lebih besar dari 10 miliar, Pengguna Barang — Pengelola Barang —
Persetujuan Presiden
» 2,5 miliar sd 10 miliar - Pengelola Barang — Menteri Keuangan
» 1 miliar sd Rp.2,5 miliar -» Pengguna Barang E-1 — Kanwil DJKN
» 1 milyar —» Satker ke KPKNL.

C.PROSEDUR PENERBITAN NOMOR REGISTER DAN PENCATATAN BMN HIBAH

DALAM LAPORAN.

1. DJPPR/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan
verifikasi Atas permohonan nomor register untuk dapat diterbitkan surat
penetapan nomor register Hibah.

Surat penetapan nomor register Hibah paling sedikit memuat informasi:

a. Nomor register;

b. Pemberi dan penerima Hibah;

c. Nilai perjanjian Hibah; dan

d. Batas waktu penarikan Hibah

2. Setelah nomor register terbit/diterima, PA/KPA menerbitkan Memo Pencatatan
Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) dan SP3HL-
BJS secara bersamaan ke KPPN mitra kerjanya.

% SP3HL-BJS dan MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
mencatat/membukukan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk
barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan
dari hibah atau belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari
hibah atau pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari
hibah.

% Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS oleh PA/KPA ke KPPN mitra

kerjanya dilampiri:
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a. Surat Penetapan Nomor Register Hibah;
b. BAST; dan
c. SPTMHL.

% KPPN melakukan pengujian SP3HL-BJS dan MPHL-BJS sebelum menyatakan
persetujuan, namun bila dirasakan tidak valid SP3HL-BJS dan MPHL-BJS
beserta dokumen pendukungnya, KPPN mengembalikan SP3HL-BJS dan
MPHL-BJS beserta dokumen pendukung kepada PA/KPA penerima Hibah
secara tertulis dan penerima Hibah tidak dapat membukukan pendapatan
Hibah.

% Bila KPPN menyatakan persetujuan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS yang
dihasilkan dari sistern aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, maka PA/KPA membukukan:

a. Beban jasa dari Hibah;
b. Persediaan, aset tetap dan / atau aset lainnya dari Hibah; dan
c. Setara kas dan / atau investasi.

3. Sanksi:

1) Apabila K/L tidak melaporkan Hibah yang diterimanya / tidak diajukan
pengesahan (Register) kepada Menteri Keuangan sesuai dengan laporan hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut,
K/L tersebut dikenakan sanksi, tidak diperkenankan menerima Hibah yang
penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada point (1) dapat dicabut apabila K/L telah
melakukan perbaikan pengelolaan Hibah yang dibuktikan dengan telah
diselesaikannya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana
tertuang dalam laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan.

Untuk Mekanisme Hibah Uang dan Prosedur Hibah BMN, dapat dilihat pada

gambar di bawah ini:
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Gambar 21. Prosedur Pengesahan Hibah BMN
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Gambar 22. Mekanisme Pengesahan Hibah Uang
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4. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PUSAT (PMPP)

PMPP adalah pengalihan kepemilikan BMN dari semula kekayaan negara yang tidak

dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai

modal/saham negara pada BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lain yang dimiliki

Negara/Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan:

a. Barang Milik Negara/Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen
penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan

pemerintah; atau
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b. Barang Milik Negara/Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara,
baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pertimbangan dilakukannya PMPP dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 23. Pertimbangan PMPP

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas Barang Milik Negara dilaksanakan oleh:
a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang
Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang.
Adapun subyek dan obyek PMPP dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 24. Subyek dan Obyek PMPP

PENGGUNA BARANG PENGELOLABARANG
Vi
1. Tanch/Bangunanyg dari Tanah/bangunan
awal pengadaannya utk yang berada pada
PMPP [dokumen Pengelola barang

penganggaran}:

2. Selain tanah/bangunan.

. .
dengan persefujuan
Pengelola Barang
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A.KETENTUAN PMPP.
1. Ketentuan Pokok PMPP, terdiri atas:

a) BMN yang dari awal pengadaan untuk PMPP, diajukan kepada Pengelola Barang

maksimal 6 (enam) bulan setelah penetapan status penggunaan, dan apabila

terlambat akan dikenakan sewa;

b) PMPP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

c) Pengajuan RPP PMPP kepada Presiden dilakukan Pengelola Barang; dan

d) Semua biaya pelaksanaan PMPP dibebankan pada penerima PMPP.

2. Pihak penerima PMPP, terdiri atas:

a.
b.

C.

BUMN;
BUMD; dan

Badan hukum lainnya milik negara/daerah.

3. Tahapan Pelaksanaan PMPP.
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas Barang Milik Negara dilaksanakan dengan
tata cara:

a.

Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada
Pengelola Barang disertai dengan pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil
pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;

. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah

Pusat yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan dan

syarat;

. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian dinyatakan usulan

memenuhi syarat dan pertimbangan Pengelola Barang menyetujui usulan

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang diajukan oleh Pengguna Barang;

. Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan

berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2020, Pasal 55
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 57 ayat (1) huruf b dan huruf d dan ayat (3), serta
Pasal 58 ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf f dan ayat (2);

. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan melibatkan instansi terkait;
Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah kepada

Presiden untuk ditetapkan; dan

. Pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik

negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara
yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan
Pemerintah ditetapkan.
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9. PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN.
A.PENGHAPUSAN:

Adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari

pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisikk barang yang berada dalam

penguasaannya.

Penghapusan dilakukan dalam hal BMN tidak dapat digunakan/tidak dimanfaatkan lagi.

Penghapusan BMN meliputi:

a. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola;

b. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa

Pengguna, disebabkan karena:

1.

5.
6.
7.

Penyerahan kepada Pengelola Barang;

2. Pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain;
3.
4

. Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan

Pemindahtanganan;

sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pemusnahan; atau

Sebab — sebab lain.

1. Ketentuan Yang Berlaku Untuk Penghapusan Tanah dan/atau Bangunan, adalah:

a) Tanah/Bangunan:

* Rusak berat karena bencana alam/force majure;
* Tidak sesuai RUTR;

 Tidak memenuhi kebutuhan organisasi;

* Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi;

* Rencana strategis pertahanan; dan

* Mengalami perubahan dalam spesifikasi (aus dan terkikis).

b) Selain Tanah/Bangunan:

* Rusak, tidak ekonomis, jadul, kadaluarsa;

* Perubahan dalam spesifikasi;

* Lebih menguntungkan bila dihapus;

* Biaya operasional melebihi manfaat yang diberikan; dan

» Barang hilang/kekurangan.
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2. Sebab-sebab Lain Yang Secara Normal Dapat Diperkirakan Wajar Menjadi
Penyebab Penghapusan, antara lain:

a.
b.

C.

h.
. Ketentuan Umum Penghapusan, terdiri atas:

a.

Hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;

Mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;

Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri diatas tanah Pihak Lain atau
Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;

. Harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik Pihak Lain

karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;

. Harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/ atau

membahayakan lingkungan sekitar;

Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri diatas tanah yang menjadi objek
pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun
Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut

diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;

. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan

dalam dokumen penganggaran;

Sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

Kepala Satker mengajukan usul penghapusan ke KPKNL setempat, dengan
melampirkan:
1. SK Pendelegasian wewenang Direktur Utama LPP RRI dan Surat Persetujuan

Penghapusan dari Direktur Utama LPP RRI;

2. Surat Pernyataan Ka. Satker yang menerangkan bahwa BMN masih ada dan
dalam kondisi rusak, susut, kadaluarsa, hilang atas dasar laporan petugas BMN;

3. Surat Pernyataan bahwa penghapusan tidak menganggu tugas dan fungsi
instansi;

4. Surat keterangan dari kepolisian/instansi berwenang/hasil audit sesuai dengan
penyebab dari usulan penghapusan untuk BMN yang hilang;

5. Surat Pernyataan SPTJM, yang menerangkan kebenaran dan bertanggungjawab
penuh atas BMN yang diusulkan penghapusan ataupun pemusnahan, baik materil

maupun formil.

. Permohonan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya

dilengkapi dengan:
(1) Salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh

pejabat berwenang (untuk BMN sengketa);
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(2) Fotokopi dokumen kepemilikan (Sertifikat untuk tanah, IMB untuk Gedung
bangunan (bila ada IMB));
(3) Kartu Identitas Barang (KIB);
(4) Fotocopy SK. Penetapan Status Penggunaan yang dikeluarkan Dirut/KPKNL,;
(5) Print out Laporan kondisi Barang Rusak Berat;
(6) Print out Daftar BMN yang dihentikan penggunaannya;
(7) Foto terkini BMN yang mau dihapus.
4. Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN Yang Berada Pada Pengguna Barang.

Penghapusan BMN Karena Penyerahan Kepada Pengelola Barang, Berdasarkan:

(1) Berita Acara Serah Terima Penyerahan BMN kepada Pengelola Barang, Pengguna
Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak
tanggal Berita Acara Serah Terima.

(2) Keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada point (1), Pengguna
Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau
Daftar Barang Kuasa Pengguna.

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola
Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN
ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita
Acara Serah Terima.

(4) Laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada point (3), Pengelola
Barang melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

v Untuk barang persediaan kondisi usang/rusak atau bekas pakai tidak dilaporkan

dalam neraca, hanya dituangkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

B.PEMUSNAHAN:
Adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah.
Pemusnahan yang berada pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang, yang berasal dari:
a. Eks kepabeanan dan cukai;
b. Barang gratifikasi;
c. Barang rampasan negara;
d. Aset bekas milik asing / Tionghoa;
e. Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
f. Aset eks Pertamina;
g. Perjanjian Kerjasama / karya, pengusahaan pertambangan batubara;

h. Aset lain-lain,
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A. KETENTUAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PEMUSNAHAN
1. Pemusnahan Dapat Dilakukan Terhadap BMN, berupa:
a. Bangunan;
b. Selain tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang.
2. Pemusnahan BMN Dilakukan Dalam Hal:
a. BMN tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan, dan/ atau tidak dapat
dipindahtangankan;
b. Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemusnahan BMN dilakukan dengan:
1. Dibakar;
2. Dihancurkan;
3. Ditimbun;
4. Ditenggelamkan;
5. Dirobohkan; atau
6. Cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemusnahan BMN dituangkan dalam:
1. Berita Acara Pemusnahan; dan
2. Dilaporkan kepada Pengelola Barang, untuk Pemusnahan BMN yang berada

pada Pengguna Barang.

B. TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BMN YANG BERADA PADA
PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG (PB/KPB).
1. Persiapan:
PB/KPB melakukan persiapan pengajuan permohonan Pemusnahan BMN meliputi:
a. Melakukan penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMN;
b. Melakukan penelitian fisik, untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan
dimusnahkan dengan data administratif,
(Semuanya dituangkan dalam laporan hasil penelitian);
c. Membentuk tim internal.
2. Permohonan Pemusnahan BMN:
(1) PB/KPB mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepada Pengelola
Barang yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Pertimbangan dan alasan Pemusnahan BMN; dan
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b. Data BMN yang akan dimusnahkan, sekurang-kurangnya memuat tahun
perolehan, identitas barang, nilai perolehan dan/ atau nilai buku.
(2) Permohonan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada point (1) harus
disertai dokumen sebagai berikut:
a. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang yang
sekurang-kurangnya memuat:
(1) Identitas Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang;
(2) Pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran
permohonan yang diajukan, baik materil maupun formil; dan
(3) Pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, dan/
atau dipindahtangankan atau BMN harus dilakukan Pemusnahan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan
dokumen kepemilikan;
c. Kartu ldentitas Barang (KIB), untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu
identitas barang;
d. Laporan kondisi barang; dan
e. Foto terkini BMN.
Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada point (2) huruf b tidak
ada, maka dapat digantikan dengan:
a. Dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan
dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
b. Surat Pernyataan bermeterai cukup ditandatangani oleh pejabat struktural
berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa
BMN vyang akan dimusnahkan tersebut merupakan BMN pada
Kementerian/Lembaga bersangkutan.

Adapun Prosedur Penghapusan dan atau Pemusnahan dapat dilihat pada gambar di
bawah ini:
Gambar 25. Prosedur Penghapusan dan atau Pemusnahan BMN

o Permohonan dan Data Pendukung
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BAB Il
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A.PENGERTIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi,
dan pelaporan BMN dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan. Sedangkan
penyimpanan yang dalam implementasinya dilakukan melalui penggolongan dan kodefikasi
terhadap BMN sesuai Bagan Akun Standar dengan ketentuan yang berlaku. (Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan KEP-331/PB/2021).

Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Peraturan Menteri Keungan Nomor
181/PMK.06/2016, dalam upaya mewujudkan tertib administrasi untuk mendukung
terwujudnya tertib pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengguna/Kuasa Pengguna
Barang. Pengelolaan BMN harus dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kapastian
hukum, transparansi/keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, untuk menuju

laporan keuangan yang akuntabel dalam Penyusunan Neraca Pemerintah Pusat.

B. TUJUAN.
Penatausahaan BMN bertujuan untuk rnewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib
pengelolaan BMN, termasuk didalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi BMN

dalam menyusun Laporan BMN dan Keuangan Kementerian/Lembaga.

C.RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENATAUSAHAAN BMN.
1. Ruang Lingkup Kegiatan Penatausahaan BMN, meliputi:

a. Pembukuan, adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar
Barang yang ada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menurut
penggolongan dan kodefikasi barang;

b. Inventarisasi, adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan BMN;

c. Pelaporan, adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan
informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN
pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

d. Penyimpanan, merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengamanan
dan pemeliharaan barang dan dokumen penting dalam upaya menjamin keamanan dari
kecurian, kebakaran dan memudahkan dalam pencarian dan pengawasan aset negara

dan dokumen kepemilikannya.
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2. Sasaran Penatausahaan BMN, adalah:
a. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN.
b. Semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah:
1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya,;
2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
3) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang, atau
4) Barang yang diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

D.KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM SAPP.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi akuntansi BMN dan mengacu kepada Standar
Akuntasi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2005. Dalam SAP, BMN terbagi atas Persediaan pada Pos Aset Lancar, Aset Tetap
pada Pos Aset Tetap, Aset Barang Bersejarah pada Pos Aset Barang Bersejarah, Aset
Tak Berwujud (ATB) pada Pos Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain pada Pos Aset
Lainnya. Aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar

maupun aset tetap.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur manual maupun
yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan sampai dengan pelaporan
posisi keuangan dan operasional keuangan Pemerintah Pusat. SAPP memiliki 2 (dua) sub
sistem, yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi
Instansi (SAI). SA-BUN dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara. Selanjutnya, SA-BUN memiliki 8 (delapan) sub sistem, yaitu SIAP (Sistem Akuntansi
Pusat) yang terdiri Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
(SAKUN), SA-UP&H (Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah), SA-IP (Sistem
Akuntansi Investasi Pemerintah), SA-PP (Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman), SA-TD
(Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah), SA-BL (Sistem Akuntansi Badan Lainnya), SA-
BSBL (Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain) dan SA-TK (Sistem
Akuntansi Transaksi Khusus). SA-BUN dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara (Chief Financial Officer [CFO]). SAl memiliki 2 (dua) sub sistem,
yaitu Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen
dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dilaksanakan oleh Menteri/Ketua
Lembaga Teknis selaku Chief Operational Officer (COO). Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN
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dan SAIBA tidak digunakan lagi dan diganti dengan Aplikasi SAKTI (Sistim Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi) yang launching tanggal 27 Januari 2022.

E. PELAKSANA PENATAUSAHAAN
1. Pelaksana Penatausahaan, terdiri atas:
a. UAKPB;
b. UAPPB-W,
c. UAPPB-E1; dan
d. UAPB
2. Kewajiban Pelaksana Penatausahaan BMN Di Tingkat UAKPB:

a. Membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang (DBKPB), antara lain:
1) Persediaan;

2) Tanah;

3) Gedung dan Bangunan;

4) Peralatan dan Mesin;

5) Jalan, irigasi dan jaringan;

6) Aset tetap lainnya;

7) Konstruksi dalam pengerjaan;

8) Barang bersejarah;

9) Aset lainnya (Aset Tak Berwujud dan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan).

b. Melakukan Pembukuan:
Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang
yang ada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, dengan maksud agar
semua barang tercatat dengan baik menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
Kegiatan Pembukuan, antara lain:
1) Buku Barang Intrakomptable;
2) Buku Barang Extrakomptable;
3) Buku Barang Bersejarah;
4) Buku Barang Persediaan;
5) Buku Barang Konstruksi dalam pengerjaan;
6) Kartu Inventaris Barang;
7) Daftar Barang Ruangan;

8) Daftar Barang Lainnya.
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c. Melakukan Kegiatan Penatausahaan BMN:

1) Mencatat dan membukuan semua BMN yang telah ada ke dalam buku barang
dan/atau Kartu Identifikasi Barang (KIB);

2) Membuat dan mencatat setiap mutasi BMN;

3) Membukukan dan mencatat hasil inventarisasi serta menyusun daftar barang
sebagaimana nomor (1);

4) Mencatat semua barang dan perubahan atas adanya perpindahan;

5) Mencatat perubahan kondisi barang;

6) Mencatat PNBP dari pengelolaan BMN.

F. PELAKSANAAN INVENTARISASI
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN sekurang —
kurangnya satu kali dalam lima tahun, kecuali untuk barang persediaan dan konstruksi dalam
pengerjaan dilakukan setiap tahun. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui jumlah dan
nilai serta kondisi BMN sehingga terdata dengan baik.
1. Prosedur Pelaksanaan Inventarisasi Pada Tingkat UAKPB:
a. Tahap Persiapan:

1) Dalam pelaksanaan inventarisasi, dapat dibentuk tim inventarisasi di bawah
koordinasi Kasatker, dan dapat dibantu oleh Unit Kerja lain pada Pengguna Barang
dan Pengelola Barang (KPKNL);

2) Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;

3) Mengumpulkan dokumen sumber;

4) Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi, antara lain:

a. Menyiapkan NUP sementara (dari kertas) yang akan ditempelkan pada BMN yang
bersangkutan;

b. Menyiapkan data awal;

c. Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi beserta tata cara pengisiannya:

v Inventarisasi BMN atas Tanah dan/atau Bangunan idle, PB/KPB yang
sebelumnya menyerahkan Tanah dan/atau Bangunan dimaksud tetap
berkewajiban membantu pelaksanaan hasil inventarisasi BMN atas Tanah
dan/atau Bangunan idle;

v' Inventarisasi BMN yang bukan berada dalam penguasaan unit penatausahaan
pada Pengguna/Pengelola, maka dapat dibuat BA Inventarisasi antara unit

penatausahaan dengan pihak yang menguasai BMN dimaksud;
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v Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan inventarisasi harus
menyertakan penjelasan atas setiap perbedaan antara data BMN dalam daftar
barang dan hasil inventarisasi.

b. Tahap Pelaksanaan.
1. Tahap Pendataan:

a) Menghitung jumlah barang:

b) Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan atau rusak berat);

c) Menempelkan tabel registrasi sementara pada BMN yang telah dihitung;

d) Mencatat hasil inventarisasi tersebut pada Kertas Kerja Inventarisasi.

2. Tahap ldentifikasi:

a) Pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;

b) Mengelompokkan Barang dan memberikan kode barang sesuai penggolongan
dan kodetifikasi barang;

c) Pemisahan barang-barang berdasarkan katagori kondisi (Baik, Rusak Ringan dan
Rusak Berat);

d) Meneliti kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan data hasil
inventarisasi dan data awal/dokumen sumber (barang yang tidak ditemukan/hilang
dan barang yang berlebih).

c. Tahap Pelaporan:
1) Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) yang telah diinventarisasi
berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi, dengan kriteria:

a) Barang baik dan rusak ringan;

b) Barang rusak berat/tidak dapat dipakai lagi;

c) Barang yang tidak ditemukan/hilang;

d) Barang yang berlebih.

2) Membuat Berita Acara/Surat Pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan;

3) Menyusun laporan hasil inventarisasi;

4) Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMN beserta DBHI dan surat
pernyataan kepada penanggung jawab UPKPB,;

5) Menyampaikan laporan hasil inventarisasi beserta kelengkapannya kepada UAPPB

-W, UAPPB-E1 atau UAPB dengan tembusan kepada KPKNL.

d. Tahap Tindak Lanjut:
1) Membukukan dan mendaftarkan data hasil inventarisasi pada Buku Barang Kartu

Identitas Barang (KIB) dan Daftar Barang Kuasa Pengguna,;
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2) Memperbaharui DBR dan DBL, sesuai dengan hasil inventarisasi yang telah
ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Pejabat yang dikuasakan;

3) Menempelkan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) secara permanen pada masing —
masing barang yang diinventarisasi sesuai hasil inventarisasi;

4) Jika diperlukan, UAKPB dapat melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data hasil
inventarisasi dengan UAPPB-W, UAPPB-E1, UAPB dan KPKNL;

5) Untuk barang yang hilang/tidak ditemukan agar ditindaklanjuti sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

2. Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Pada Tingkat UAPPB-W

Prosedur pelaksanaan Inventarisasi BMN pada tingkat UAPPB-W terdiri dari 4 (empat)

tahap, meliputi:

a.

Tahap persiapan:

1) Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan inventarisasi BMN dengan UAKPB di
wilayah kerjanya,;

2) Mengumpulkan dokumen sumber.

. Tahap pelaksanaan:

Melakukan bimbingan dan memberikan arahan kepada UAKPB di wilayah kerjanya

dalam melakukan inventarisasi BMN.

. Tahap pelaporan;

1) Menyusun laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan Inventarisasi BMN yang datanya
berasal dari himpunan laporan hasil Inventarisasi BMN dari UAKPB di wilayah
kerjanya;

2) Meminta pengesahan atas laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN
kepada pejabat penanggung jawab UAPPB-W;

3) Menyampaikan laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN beserta

kelengkapannya kepada UAPPB-E1.

. Tahap tindak lanjut:

1) Mencatat dan mendaftarkan hasil pelaksanaan inventarisasi yang telah ditetapkan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang dikuasakan pada DBP-W,

2) Jika diperlukan UAPPB-W dapat melakukan inventarisasi.
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G. PELAKSANAAN PELAPORAN
1. Prosedur Pelaporan Tingkat UAKPB.
a. Proses Pertama Kali:

Menyampaikan DBKP yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB yang berisi

semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan ini

beserta ADK-nya diterbitkan untuk pertama kali kepada UAPPB-W, UAPPB-E1 atau

UPPB dan KPKNL.

b. Proses Semesteran:

1) Menyusun laporan mutasi BMN pada DBKP berdasarkan data transaksi BMN.

2) Meminta pengesahan mutasi BMN pada pejabat penanggung jawab UAKPB,;

3) Menyampaikan laporan mutasi BMN pada DBKP yang telah diserahkan oleh
penanggung jawab UAKPB beserta ADK-nya kepada UAPPB-W, UAPPB-E1, atau
UAPB dan KPKNL.

4) Menyusun laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) yang datanya
berasal dari Buku Barang KIB, dan DBKP;

5) Meminta pengesahan LBKPS kepada pejabat penanggung jawab UPKPB;

6) Menyampaikan LBKPS yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPKPB beserta
ADK-nya secara periodik kepada UAPPB-W, UAPPB-E1 atau UAPB dan KPKNL,;

7) Menyusun laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN.

8) Meminta pengesahan laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada
pejabat penanggung jawab UAKPB;

9) Menyampaikan laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah
disahkan oleh penanggung jawab UAKPB secara semesteran kepada UAPPB-W,
UAPPB-E1, atau UAPB.

c. Proses Akhir Pembukuan:

1) Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang datanya
berasal dari buku barang, KIB, dan Daftar Barang;

2) Meminta pengesahan LBKPT kepada pejabat penanggung jawab UAKPB;

3) Menyampaikan LBKPT yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPKPB
beserta ADK-nya secara periodik kepada UAPPB-W, UAPPB-E1 atau UAPB dan
KPKNL;

4) Menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB);

5) Meminta pengesahan LKB kepada pejabat penanggung jawab UAKPB;
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6) Menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB secara
tahunan kepada UAPPB-W, UAPPB-E1 atau UAPB dengan tembusan kepada
KPKNL.

d. Proses Lainnya:

1. Menyusun Laporan Hasil Inventaris (LHI) BMN;

2. Meminta pengesahan LHI BMN kepada pejabat penanggung jawab UAKPB,;

3. Menyampaikan LHI BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB
kepada UAPPB-W, UAPPB-E1, atau UAPB dan KPKNL.

2. Prosedur Pelaporan Tingkat UAPB-W.
a. Proses Penyampaian Pelaporan:

UAPPB-W menyampaikan DBP-W yang telah disahkan oleh penanggung jawab

UAPPB-W yang berisi semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan

Menteri Keuangan ini beserta ADK-nya diterbitkan untuk pertama kali kepada, UAPPB-

E1l atau UAPB dan Kanwil KPKNL.

b. Proses Semesteran:

1) Menyusun laporan mutasi BMN pada DBP-W yang datanya berasal dari himpunan
laporan mutasi BMN dari UAKPB.

2) Meminta pengesahan mutasi BMN pada DBP-W kepada pejabat penanggung jawab
UAPPB-W,

3) Menyampaikan laporan mutasi BMN pada DBP-W yang telah diserahkan oleh
penanggung jawab UPPB beserta ADK-nya kepada, UAPPB-E1, atau UAPB dengan
tembusan Kanwil DJKN.

4) Menyusun laporan Barang Pengguna Wilayah Semesteran (LBPWS) yang datanya
berasal dari LBKPS dan UAKPB;

5) Meminta pengesahan LBPWS kepada pejabat penanggung jawab UAPPB-W;

6) Menyampaikan LBPWS yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W
beserta ADK-nya secara periodik kepada UAPPB-E1 atau UAPB dengan tembusan
kepada Kanwil DJKN;

7) Menyusun laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN, yang datanya
berasal dari himpunan Laporan PNBP dari UAKPB;

8) Meminta pengesahan laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN,

kepada pejabat penanggung jawab UAPPB-W;
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9) Meminta pengesahan laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN,

kepada pejabat penanggung jawab UAPPB-W;

10) Menyampaikan laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah

disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W yang datanya berasal dari UAKPB
secara semesteran kepada UAPPB-E1, atau UAPB.

c. Proses Akhir Pembukuan:

1.

Menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah Tahunan (LBPWT) yang datanya
berasal dari himpunan LBKPT dari UAKPB;

. Meminta pengesahan LBPWT kepada pejabat penanggung jawab UAPPB-W;
. Menyampaikan LBPWT yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W

beserta ADK-nya secara periodik kepada UAPPB-E1, atau UAPB dengan tembusan
kepada Kanwil DJKN;

. Menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB) yang datanya berasal dari himpunan LKB

dari UPKPB;

. Meminta pengesahan LKB kepada pejabat penanggung jawab UAPPB-W;
. Menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W yang

datanya berasal dari UPKPB secara tahunan kepada, UAPPB-E1 atau UPPB

dengan tembusan kepada Kanwil DJKN.

d. Proses Lainnya:

1.

2.
3.

Menyusun Laporan Hasil Inventaris (LHI) BMN yang datanya berasal dari himpunan
LHI BMN dari UPKPB;

Meminta pengesahan LHI BMN kepada pejabat penanggung jawab UAPPB-W;
Menyampaikan LHI BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W
kepada, UAPPB-E1, atau UPPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN.
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BAB IV
KEBIJAKAN DI BIDANG AKUTANSI BMN

DESKRIPSI.

Kebijakan akuntansi Barang Milik Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor: 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan prinsip-prinsip dasar
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah yang

berlaku umum dalam Laporan Keuangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Barang
Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang
merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai tidak

termasuk uang dan surat berharga.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya
maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada
BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Pengkategorian
BMN ini dilakukan dalam menyajikan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera
dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari

12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna

Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi

kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan,

Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

A. SISTIM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK
- BMN)
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) merupakan
subsitim dari Sistem Akutansi Instansi (SAI). SIMAK-BMN dilakukan untuk menghasilkan
informsi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Selain
itu SIMAK-BMN juga menghasilkan informasi — informasi untuk memenuhi kebutuhan
pertanggunggjawaban pengelolaan BMN dan kebutuhan - kebutuhan manajerial

Kementerian Negara/Lembaga.
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SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi akutansi BMN harus memegang prinsip

— prinsip antara lain:

1) Ketaatan, yaitu prinsip akutansi BMN dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan
dan prinsip akutansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akutansi bertentangan dengan
peraturan perundang — undangan maka yang diikuti adalah ketentuan perundang —
undangan.

2) Konsisten, yaitu akutansi BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

3) Kemampuanbanding, yaitu akutansi BMN mengggunakan klasifikasi standar sehingga
menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akutansi.

4) Materialitas, yaitu akutansi BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga
seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.

5) Obyektif, yaitu akutansi BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

6) Kelengkapan, yaitu akutansi BMN mencakup seluruh transaksi BMN.

Tampilan/Face Aplikasi SIMAK BMN dan SAKTI, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 26. Face Aplikasi SIMAK BMN
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. SISTIM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

SAKTI merupakan integrasi dari berbagai aplikasi yang telah digunakan oleh Satuan Kerja
(Satker). Selain integrasi aplikasi SAKTI juga dirancang berdasarkan proses bisnis SPAN
yang baru. Proses Bisnis tersebut dituangkan dalam beberapa modul.
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1. Ruang Lingkup SAKTI.
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses
pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran,
Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan
diperankan oleh modul-modul aplikasi SPAN yang ada di SAKTI sebagai berikut:
1) Modul Penganggaran;
2) Modul Komitmen;
3) Modul Pembayaran;
4) Modul Bendahara;
5) Modul Persediaan;
6) Modul Aset Tetap;
7) Modul Pelaporan;
8) Modul Administrator.
Adapun modul-modul aplikasi SPAN yang ada di SAKTI dapat dilihat pada gambar di
bawabh ini:
Gambar 27. Face Modul Aplikasi SPAN yang ada di SAKTI

Modul
Pembayaran
- E . SILABI
PERSEDIAAN SAKTI ' o —m

Modul Modul z = &

Persediaan Pelaporan == L&
Modul - dan Piutang

Administrasi
i APLIKASI EKSISTING

2. Perbedaan SAKTI dengan Aplikasi-Aplikasi sebelumnya.
Terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yaitu:
a. Menggunakan satu database yang terpusat dan sama (single database);
b. Tingkat keamanan tinggi dengan proses enkripsi/dekripsi ADK;
c. Dapat diinstal di beberapa sistem operasi komputer (Windows, Linux);
d. Lebih mudah digunakan;
e. Dapat dijalankan dalam spesifikasi komputer yang murah dan sederhana;

f. Kinerja aplikasi yang konsisten/minim permasalahan.
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Aplikasi-aplikasi yang diintegrasikan di SAKTI antara lain, aplikasi RKAKL DIPA menjadi
modul anggaran, aplikasi Sistim Aplikasi Satker (SAS) menjadi modul komitmen dan
pembayaran, aplikasi Sistim Laporan Bendahara Instansi (SILABI) menjadi modul
bendahara, aplikasi SIMAK BMN menjadi modul aset tetap, aplikasi persediaan menjadi

modul persediaan, dan aplikasi SAIBA menjadi modul piutang dan pelaporan.

. Hubungan SAKTI dengan SPAN (Sistim Perbendaharaan dan Anggaran Negara).
Interkoneksi antara SPAN dengan SAKTI akan terjadi secara intensif, karena akan terjadi
pertukaran/komunikasi data secara berkala antara SAKTI dan SPAN. Interkoneksi
difasilitasi dengan beberapa jembatan komunikasi antara Satker dan KPPN untuk
menerima dan mengirim data dari SPAN, sehingga terjadi pertukaran data secara
berkala yang tidak memberatkan dan merepotkan satker.

SAKTI hanya dapat diakses oleh penerima Hak Akses yang memiliki user ID dan
password. Hak Akses SAKTI hanya diberikan kepada Pengguna sesuai kewenangannya.
Proses validasi dan approval elektronik pada SAKTI dilakukan secara berjenjang sesuai
dengan otoritas yang dimiliki oleh pengguna. Setiap perubahan data pada SAKTI akan
tercatat dalam histori transaksi meliputi perubahan pengguna, perubahan waktu, dan
perubahan data.

Adapun User ID aplikasi SPAN yg ada di SAKTI dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 28. User ID Pengguna Sakti Web Modul

- LEVEL | KEWENANGAN | PENDAFTARAN

Kemenkeu BUN TIP
2 Kementerian - Validator hai.djpb@kemenkeu.go.id
3 Unit Eselon 1 KL - Approver hai.djpb@kemenkeu.go.id
- Operator
4 Satker - Admin Lokal KPPN
Satker
- KPA/Approver
- Operator

Keterangan:
a. Operator Anggaran bertanggungjawab dalam kegiatan operasional modul

anggaran Sakti Web.
b. Operator Persediaan dan Aset Tetap bertanggungjawab dalam kegiatan
operasional modul persediaan dan aset tetap Sakti Web.
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c. KPA selaku Approval Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pd satker tersebut.

d. Admin Satker selaku pengelola user yang sudah terdaftar.
» SAKTI terdiri atas:

e SAKTI Online; dan

e SAKTI Offiine.
» SAKTI menggunakan sistem:

e Single entry point;

e Single Database;

e Akuntansi ber-Basis Akrual.
» Fitur Unggulan SAKTI:

1. Integrasi Database

2. Single Entry Point

Single Entry Point menjelaskan bahwa suatu transaksi cukup sekali diinput dan

apabila dibutuhkan oleh modul terkait data tersebut akan di panggil tanpa harus

dilakukan penginputan ulang oleh modul yang membutuhkan.

3. Konsep MCS (Maker, Checker, Signer/Approver):

a.

Konsep MCS dilakukan dengan pemberian user ID dan password pada masing-
masing pemegang sesuai user level. Transaksi pada rekening bendahara
pengeluaran akan diverifikasi terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang.
Tindakan ini menjadikan akurasi transaksi keuangan dan monitoring pendebitan
rekening pada bendahara pengeluaran dieksekusi secara transparan dan
kredibel.

. Maker adalah operator komitmen satker untuk menggunakan sistem transaksi

elektronik ini yang memprakarsai terjadinya transaksi.

. Checker adalah pejabat yang berwenang (KTU/KASUBAG/KAUR) vyang

bertangggung jawab dalam memeriksa kebenaran, kelengkapan & keabsahan

dokumen sumber yang melandasi transaksi tersebut.

. Signer/Approver adalah pejabat KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang

memiliki wewenang untuk mengesahkan transaksi tersebut.
Checker dan Signer/Approver boleh dirangkap oleh pejabat yang sama, tetapi
Maker dan Checker tidak boleh dirangkap, namun dalam kasus yang khusus,

antara Maker dan Signer/Approver boleh dirangkap oleh pejabat yang sama.
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4. Tracing Jurnal:
Tracing Jurnal adalah Proses penelusuran dari jurnal ke sumber transaksi dengan
double click jurnal terkait sehingga akan masuk dalam traksaksinya. (Contoh Proses
Pembelian Aset)

5. Penerapan ACL.:
Access Control List (ACL) adalah Pengelompokan Paket Menu berdasarkan
kategori sehingga Administrator bisa menentukan menu transaksi ataupun izin
akses menu transaksi tersebut apakah boleh rekam/ubah/hapus

6. Penerapan Closing Periode:
Closing Periode merupakan proses tutup buku saat periode transaksi dinyatakan
berakhir. Pada saat Modul Akuntansi dan Pelaporan melakukan closing periode
maka modul lainnya secara otomatis melakukan tutup buku pada periode
berkenaan.

7. Penerapan 14 Periode:

Terdiri dari 12 periode normal, periode unaudited dan periode audited

C. STRUKTUR ORGANISASI AKUNTANSI.
Secara umum, struktur organisasi akutansi Barang Milik Negara (BMN) ditetapkan sebagai
berikut:

1)

2)

3)

Unit Akutansi Pengguna Barang (UAPB):

UAPB merupakan unit akutansi BMN pada tingkat kementerian Negara/lembaga
(pengelola barang), penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga. UAPB
membawahi UAPPB-EL1.

Unit Akutansi Pembantu Penguasa Barang Eselon 1 (UAPPB-E1):

UAPPB-E1 merupakan unit akutansi BMN pada tingkat eselon 1 (pengguna barang),
penanggungjawabnya adalah pejabat eselon 1. UAPB membawahi UAPPB-W atau
UAKPB.

Unit Akutansi Pembantu Penguasa Barang Wilayah (UAPPB-W):

UAPB merupakan unit akutansi BMN pada tingkat kantor wilayah atau unit kerja lain,
diwilayah yang ditetapkan sebagai UAPPB-W, penanggungjawabnya adalah kepala
kantor wilayah atau kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. UAPPB-W
membawahi UAKPB.
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4) Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB):
UAPB merupakan unit akutansi BMN pada tingkat satuan kerja (kuasa pengguna
barang) yang memiliki wewenang mengurus dan menggunakan BMN serta menguasai
anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanggungjawab UAKPB adalah

kepala kantor/kepala satuan kerja.

Mekanisme Pelaporan Sistim Akutansi Instansi, dijelaskan pada gambar dibawah ini.
Gambar 29. Mekanisme Pelaporan Sistim Akuntansi Instansi
'MEKANISME PELAPORAN SAI

opsional
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Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah

pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan, antara lain meliputi:

1. PERSEDIAAN.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan
untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan
merupakan aset yang berwujud barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam
rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan (supplies) yang
digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
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A. Mekanisme Penatausahaan Persediaan.

Penatausahaan persediaan dilaksanakan berdasarkan Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam menatausahakan persediaan, UAKPB
harus mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

Persediaan dicatat dalam Buku Persediaan (dalam bentuk kartu) untuk setiap jenis
barang. Berdasarkan saldo per jenis persediaan pada Buku Persediaan disusun Laporan

Persediaan. Laporan Persediaan disusun menurut Sub kelompok Barang dan
dilaporkan setiap semester. Laporan Persediaan dibuat didasarkan pada saldo pada
akhir periode pelaporan berdasarkan hasil opname fisik.

Laporan Persediaan pada tingkat UAKPB dikirimkan ke UAPPB-W, Laporan
Persediaan pada tingkat UAPPB-W sampai dengan UAPB dibuat berdasarkan
penggabungan Laporan Persediaan organisasi BMN di bawahnya dan disajikan dalam
Bidang Barang.

Mekanisme Penatausahaan Persediaan secara umum dapat dilihat dalam flow chart
sebagai berikut:
Gambar 30. Mekanisme Penatausahaan Persediaan

. Unit
Pariode—_ UAKPB UAPFB-W s.d. UAPB

Bulanan

Samesteran
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Penjelasan Mekanisme Penatausahaan Persediaan:

1. Persediaan dicatat dalam Buku Persediaan (dalam bentuk kartu) untuk setiap jenis
barang. Berdasarkan saldo per jenis persediaan pada Buku Persediaan disusun
Laporan Persediaan.

2. Laporan Persediaan disusun menurut Sub kelompok Barang dan dilaporkan setiap
semester. Laporan Persediaan dibuat didasarkan pada saldo pada akhir periode
pelaporan berdasarkan hasil opname fisik. Laporan Persediaan dari UAKPB dikirimkan
ke UAPPB-W.

3. Laporan Persediaan pada tingkat UAPPB-W sampai dengan UAPB dibuat
berdasarkan penggabungan Laporan Persediaan organisasi BMN di bawahnya dan
disajikan dalam Bidang Barang. Sebagai pengganti Buku Persediaan pada tingkat
UAPPB-W/UAPPBE1/UAPB adalah arsip Laporan Persediaan dari seluruh organisasi
BMN di bawahnya.

4. UAKPB membuat mapping data persediaan berdasarkan Laporan Persediaan dan
harga pembelian terakhir yang diperoleh dari UAKPA.

5. Penyajian perkiraan persediaan dalam Neraca didasarkan pada hasil proses mapping
klasifikasi BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/KMK.06/2010 dengan

perkiraan buku besar neraca.

®,

% Formulir dan Pelaporan.
1) Formulir/Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan pencatatan persediaan
adalah sebagai berikut:

a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan
dokumen pendukung lainnya (Faktur, Kuitansi, Kontrak/SPK, Berita Acara Serah
Terima);

b. Buku Persediaan.

2) Laporan yang dihasilkan:

a. Laporan Persediaan;

b. Laporan Hasil Mapping.

% Petunjuk Pengisian Buku Persediaan, Laporan Persediaan, dan Laporan Hasil
Mapping, meliputi:
1. Buku Persediaan:
a) Buku Persediaan dibuat dalam bentuk kartu untuk setiap jenis (item) barang.

Pada setiap buku persediaan dicantumkan kode dan uraian sub-sub kelompok
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barang untuk barang yang dapat diklasifikasikan sesuai SK Menkeu nomor
29/KMK.06/2010 tentang kodefikasi dan penggolongan BMN;

b) Buku persediaan diisi setiap ada mutasi barang persediaan, seperti pembelian,
hibah dan mutasi penggunaan barang persediaan;

c) Setiap akhir tahun perlu diadakan inventarisasi persediaan untuk menentukan
kuantitas dari setiap item persediaan dan selanjutnya buku persediaan
disesuaikan berdasarkan hasil inventarisasi tersebut;

d) Buku Persediaan dikelola oleh petugas yang menangani persediaan.

2. Laporan Persediaan:

a) Laporan Persediaan dibuat setiap akhir semester pada suatu periode akuntansi
untuk melaporkan nilai persediaan pada akhir semester;

b) Laporan Persediaan dibuat oleh Petugas yang menangani persediaan dan
diketahui oleh penanggung jawab UAKPB;

c) Laporan Persediaan harus memberikan informasi jumlah persediaan yang rusak
atau usang. Persediaan yang telah usang adalah persediaan yang tidak dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional bukan hanya karena usianya tapi juga
karena sudah ketinggalan teknologi atau ketidaksesuaian spesifikasi.

d) Penyajian Dalam Neraca.

Contoh penyajian akun Persediaan dalam Neraca seperti gambar dibawabh ini:

Meraca per 30 Juni 2006
Aset Lancar
Persediaan 35,734 250
Asai Tetap
Tamah 5. \Oe0e_ 00000100
Peralatan dan Mes=an 250 W=D 000
Gedung & Bangunan 3.477 500000
Jumlah Aset Tetap B.T63.234. 250
Ekuitas Dana
Cadangan Persediaan 3m. 734 250
DiEnvestasikan dalam B. 727 50000
Aset Tetap
Jumlah Ekuitas Dana B.T63.234.250

3. Laporan Hasil Mapping (PMK nomor 13/PMK.06/2005):
a. Laporan Hasil Mapping dibuat setiap akhir semester pada suatu periode

akuntansi serta setelah membuat Laporan Persediaan.
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b. Laporan Hasil Mapping memberikan informasi jumlah nilai serta kuantitas

persediaan berdasarkan Laporan Persediaan yang disesuaikan menjadi nilai

serta kuantitas persediaan berdasarkan Bagan Perkiraan Standar.

c. Laporan Persediaan dibuat oleh Petugas yang menangani persediaan dan

diketahui oleh penanggung jawab UAKPB.

Bentuk Form Buku Persediaan, Laporan Persediaan, dan Laporan Hasil Mapping

serta petunjuk pengisiannya dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 1. Form Buku Persediaan

UAPB MNomor Kartu RS - T
UAPPB-E1 Halaman RS -1 T
UAPPB-W
BUKU PERSEDIAAN
UAKPB T..(B)... Kode Sub-Sub Kelompok - .._(B.a)....
KODE UAKPE : . .(7)... Jenis Barang SN - X - ) T
Satuan A9
LTr?.l;: Tel. Uraian Masuk | Harga Beli/Perolehan Keluar Saldo Paraf
Jumlah | Nilai
1 & 3 4 5 ] 7 8 g
(10) | (11) (12) (13) [14) (15) (18) (17) (18)
PETUNJUK PENGISIAN BEUKU PERSEDIAAN
NO. URAIAN PENGISIAN
1 UAFB Diisi dengan nama UAPB
2. UAPPB-E1 Diisi dengan nama UAPPB-EL
3. UAPPB-W Diiisi dengan nama UAPPEB-W
4. Momor Kartu Diiisi dengan nomor kartu
5. Halaman Diisi dengan nomor halaman
% UAKPB Diisi dengan nama UAKPB
7. KODE UAKPB Diiisi dengan kode UAKPE
Diisi dengan kode barang [sd.3ub Kelompok])
82 Keode Sub-Sub Barang Diiisi berdasarkan buku persedizan
8.b lenis Barang Diisi dengan jenis (item) persediaan
9. Satuan Diisi dengan satuan barang
10. Momor Urut Diisi dengan nomor urut pencatatan
11. Tangga Diiisi dengan tanggal transaksi
12. Uraian Diisi dengan nama pemasck atau unit pemakai
13. Masuk Diiisi dengan jumlah satuan barang persediaan yang masuk
14. Harga Beli/Peroclehana Diisi dengan harga barang persatuan yang masuk
15. Eeluar Diiisi dengan jumlah satuan barang persediaan yang keluar
16. Saldo Jumlah Diisi dengan jumlah saldo barang persediaan
. Diisi dengan nilai barang persediaan yaitu saldo persediaan
17. Saldo Mil
=loe = dikalikan dengan harga belifperclehan terakhir
15, Paraf Driisi de.ngan paraf dan nama petugas yang mengelola barang
persediaan
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Tabel 2. Form Laporan Persediaan

UAPEB U § I
UAPPB-E1 Tf2)..
UAPPB-W T3
LAPORAN PERSEDIAAN
Semester: (4] .
Tahun Anggaran: ... (3)...
UAKPEB Y | -7
KODE UAKPE : (7).
Sub KE‘|D[‘I’IPO|{ Barang Milai
Kode Nama Per ......(8)
1 2 3
(9) (10) (11)
Jumilah L 12)
Keterangan :
1. Persediaan senilai Rp. ..._..... {(13)....... dalam kondigi rusak
2. Persediaan senilai Rp. ......... (14)....... dalam kondisi usang
(15, ...
Mengetahui, Petugas Pengelola Persediaan (17)
Penanggungjawab UAKPB
Kepala ...(16)...
Mama : ...{16}... Mama - ...(17)...
MIP : _..{16)... MIP : _..{17)..
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PERSEDIAAN
NO. LRAIAN PENGISIAN
1 UAFB Diisi dengan nama dan kode UAPE
2 UAPPB-E1 Diisi dengan nama dan kode UAFPB-E1
3 UAPPB-W Diisi dengan nama dan kode UAPPB-W
4. Semester Diisi dengan semester yang dilaporkan
L. Tahun Anggaran Diisi dengan tahun anggran yang dilaporkan
B UAKPB Diisi dengan nama UAKPB
7. KODE UAKFPB Diisi dengan kode UAKPB
B Milai Per ftangga Diisi dengan tanggal akhir dari suatu semester
9. Eode Sub KEelompok Barang Diisi dengan sub kelompok barang
10. MNama Sub Kelompok Barang Diisi dengan wraian bidang barang
11. Nilai Diisi dengan nilai persediaan
12, Jumlah Diisi dengan jumlah pada kolom 3
13. Persediaan Dalam Kondisi rusak Diisi dengan total nilai persediaan yang kondisinya rusak
14. Persediaan Dalam Kondisi usang Diisi dengan total nilai persediaan yang kondisinga usang
15. Tempat dan Tanggal Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan
16. Fenanggungjawab UAKFB Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pengelola persediaan
Diisi dengan jabat MIP dan tanda t
17. | Petugas Pengelola Persedizan s1 ETEAN JARIEEN, N3, an tanda tangan

penanggungjawab UAKPB
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Tabel 3. Form Hasil Mapping

UAPE N |
UAPPB-E1 T f2)
UAPPB-W T3]
HASIL MAPPING
Semester : .. [4)..
Tahun Anggaran: ..{5)..
UAKPE - .(8).-.
KODE UAKPB : _.(7)...
SK Menkeu No.29/KME.0&/2010 Bagan Perkiraan Standar SIMAE BMN
Kode Uraian Jumilah Kode Na.ma Jumilah
Barang Perkiraan
(8] i3] (10 (11} (12] [13)
Jumilah (14) Jumlzah [14)
(15)..... .
Mengetahui : Petugas Pengelola Persadiaan
Penanggungjawab UAKPB
Kepala ... [16).. ...
Nama ....[156).._.. MNama ..{17).....
NIP ... [18].... MIP . {17)._..

PETUMJUK PENGISIAN LAPORAN HASIL MAPPING

NO. URAIAN PENGISIAN

1 UAPB Diisi dengan nama UAPB

2 UAPPB-E1 Diisi dengan nama UAPPB-E1

3. UAPPB-W Diisi dengan nama UAPPB-W

4. Semester Diisi dengan semester yang dilaporkan

L. Tahun Anggaran Diisi dengan tahun anggran yang dilaporkan
. UAEPB Diisi dengan nama UAKPB

7. KODE UAKPB Diisi dengan kode UAKPB

Diisi dengan kode barang (sd.5ub Kelompok)

8. Eode B
pe Barang Diisi berdasarkan buku persediaan

9 Uraian Barang Diisi dengan uraian barang

Diisi berdasarkan jumlah dari buku persediaan sesuai dengan

10. Jumiak klasifikasi sub-sub kelompok

11. Kode Barang Diisi dengan kode barang

12. Uraian Barang Diisi dengan uraian barang

13. Jumlah Diisi dengan jumlah barang

14. Jumlah Diisi dengan jumlah pada kolom 10 dan kolom 13

15. Tempat dan Tanggal Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan

16. Penanggungjawab UAKPBE Diisi dengan nama, MIF dan tanda tangan pengelola persediaan
17, Petugas Pengelola Persediaan Diisi dengan jabatan, nama, NIP dan tanda tangan

penanggungjawab UAKPB
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B. Kebijakan Akuntansi Persediaan.
Kebijakan akuntansi mencakup pengertian, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan
pos persediaan dalam Laporan Keuangan.
1. Pengertian Persediaan.
Secara umum Persediaan adalah merupakan aset yang berwujud yang meliputi:
a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan
operasional pemerintah;
b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat;
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam
rangka kegiatan pemerintahan.
« Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan
untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak
habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti

komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi:

a. Barang konsumsi;

b. Amunisi;

c. Bahan untuk pemeliharaan;

d. Suku cadang;

e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga,

f. Pita cukai dan leges;

g. Bahan baku;

h. Barang dalam proses/setengah jadi;

i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

+ Persediaan untuk tujuan strategis seperti cadangan (misalnya minyak) atau untuk
tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang
dimaksud diakui sebagai persediaan. Hewan dan tanaman untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan

bibit tanaman.
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2. Prinsip Dasar Persediaan.
1) Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau

kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat

berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang
dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan
secara swakelola, dimasukkan sebagai perkiraan aset untuk kontruksi dalam
pengerjaan, dan tidak dimasukkan sebagai persediaan.

2) Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada
perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa
mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya
perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan
yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara
sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban
antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan serta persediaan yang
diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan dinilai dengan
menggunakan nilai wajar.

3) Pengungkapan:

Persediaan disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas

Barang (CRB) harus diungkapkan pula:

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

b) Penjelasan lebih lanjut persediaan, seperti:

v’ Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat;
v’ Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi;

v Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
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v/ Barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat.
c) Kondisi persediaan:
Dalam penyusunan laporan keuangan, Persediaan dengan kondisi rusak atau
usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan (CalLK).
+ Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya

persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.

3. Siklus Akuntansi Persediaan.

Akuntansi persediaan oleh UAKPB dapat dilakukan secara manual atau menggunakan

Modul Persediaan di Aplikasi SAKTI, maksudnya:

1) Apabila akuntansi persediaan sudah dilakukan dengan menggunakan Modul
Persediaan di Aplikasi SAKTI, maka jurnal penyesuaian persediaan akan terbentuk
secara otomatis dari aplikasi tersebut. UAKPB mengirimkan file data jurnal
penyesuaian kepada UAKPA.

2) Apabila akuntansi persediaan belum menggunakan Modul Persediaan, maka jurnal
penyesuaian persediaan dibuat dengan menggunakan Formulir Jurnal Aset (FJA)
oleh UAKPA. Selanjutnya UAKPA merekam data persediaan menggunakan aplikasi
tingkat Satuan Kerja.

Untuk UAKPA yang belum menggunakan Modul Persediaan di Aplikasi SAKTI, pada
setiap akhir semester harus membuat jurnal untuk mencatat nilai persediaan
berdasarkan Laporan Persediaaan dan Laporan Hasil Mapping yang diterima dari
UAKPB. Nilai rupiah yang dicantumkan dalam jurnal adalah nilai rupiah persediaan
hasil mapping. Jurnal tersebut direkam melalui Aplikasi SAKTI untuk menyusun
Laporan Keuangan berupa Neraca. Hasil mapping disajikan dalam CalLK. Setiap
semester neraca beserta CalLK dikirimkan kepada unit akuntansi keuangan level

atasnya.

4. Proses Akuntansi Persediaan, dapat dilihat sebagai berikut:
1. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Persediaan:
Kode barang persediaan dimulai dengan kode golongan, kode bidang, kode
kelompok, kode sub kelompok, sub-sub kelompok. Kode barang persediaan dimulai

dengan kode golongan 1 (satu).
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2. Mapping Kode Barang Persediaan:
Mapping Kode Barang Persediaan digunakan sebagai dasar penyajian nilai
perkiraan persediaan dalam neraca.
Mapping Kodefikasi Barang Persediaan tercantum pada tabel dibawah ini:
Tabel. 4
MAPPING KODEFIKASI BARANG PERSEDIAAN

Klasifikasi Menurut Bagan Perkiraan
SK Menkeu No0.29/KMK.06/2010 Standar SAKTI
Kode Uraian Kode Nama
Barang Akun Perkiraan
1.01 Persediaan Barang Pakai Habis 5218 | Belanja Barang
Persediaan
1.01.01.01 BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI /) untuk Bahan
1.01.01.01.001 | Aspal Operasional

1.01.01.01.002 | Semen
1.01.01.01.003 | Kaca
1.01.01.01.004 | Pasir
1.01.01.01.005 | Batu
1.01.01.01.006 | Cat
1.01.01.01.007 | Seng
1.01.01.01.008 | Baja
1.01.01.01.009 | Elektro Dalas
1.01.01.01.010 | Patok Beton
1.01.01.01.011 | Tiang Beton — 521811 | Barang )
1.01.01.01.012 | Besi Beton Konsumsi
1.01.01.01.013 | Tegel
1.01.01.01.014 | Genteng
1.01.01.01.015 | Bis Beton
1.01.01.01.016 | Plat

1.01.01.01.017 | Steel Sheet Pile
1.01.01.01.018 | Concrete Sheet Pile
1.01.01.01.019 | Kawat Bronjong
1.01.01.01.020 | Karung
1.01.01.01.021 | Minyak Cat/Thinner
1.01.01.01.999 | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya —

5231 Belanja
1.01.01.04 BAHAN BAKAR DAN PELUMAS Persediaan
1.01.01.04.001 | Bahan Bakar Minyak 523123 | pemeliharaan
1.01.01.04.002 | Minyak Pelumas Peralatan dan

Mesin
1.01.02.00 SUKU CADANG I
1.01.02.01 Suku Cadang Alat Angkutan
1.01.02.01.001 | Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor
1.01.02.01.002 | Suku Cadang Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1.01.02.05 SUKU CADANG ALAT PEMANCAR
1.01.02.05.001 | Suku Cadang Alat Pemancar MF/MW
1.01.02.05.002 | Suku Cadang Alat Pemancar HF/SW
1.01.02.05.003 | Suku Cadang Alat Pemancar FHF/MF
1.01.02.05.004 | Suku Cadang Alat Pemancar UHF Barang

1.01.02.05.005 | Suku Cadang Alat Pemancar SHF L 521811 | Konsumsi
1.01.02.05.999 | Suku Cadang Alat Pemancar Lainnya

1.01.02.06. SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI
1.01.02.06.001 | Suku Cadang Alat Studio
1.01.02.06.002 | Suku Cadang Alat Komunikasi
1.01.02.06.999 | Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi Lainnya

1.01.03.00 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR
1.01.03.01 Alat Tulis Kantor

1.01.03.01.001 | Alat Tulis

1.01.03.01.002 | Tinta Tulis, Tinta Stempel _J
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1.01.03.01.003
1.01.03.01.004
1.01.03.01.005
1.01.03.01.006
1.01.03.01.007
1.01.03.01.008
1.01.03.01.009
1.01.03.01.010
1.01.03.01.011
1.01.03.01.012
1.01.03.01.013
1.01.03.01.014
1.01.03.01.015
1.01.03.01.999

1.01.03.02
1.01.03.02.001
1.01.03.02.002
1.01.03.02.003
1.01.03.02.004
1.01.03.02.005
1.01.03.02.999

1.01.03.03
1.01.03.03.001
1.01.03.03.002
1.01.03.03.003
1.01.03.03.004
1.01.03.03.005
1.01.03.03.006
1.01.03.03.999

1.01.03.04
1.01.03.04.003
1.01.03.04.004
1.01.03.04.006
1.01.03.04.007
1.01.03.04.008
1.01.03.04.009
1.01.03.04.010

1.01.03.05
1.01.03.05.001
1.01.03.05.002
1.01.03.05.003
1.01.03.05.004
1.01.03.05.005
1.01.03.05.006
1.01.03.05.007
1.01.03.05.008
1.01.03.05.009
1.01.03.05.012
1.01.03.05.999

1.01.03.06
1.01.03.06.001
1.01.03.06.002
1.01.03.06.003
1.01.03.06.004
1.01.03.06.005
1.01.03.06.006
1.01.03.06.007
1.01.03.06.008
1.01.03.06.009
1.01.03.06.010
1.01.03.06.011
1.01.03.06.999

1.01.03.07
1.01.03.07.001
1.01.03.07.002

Penjepit Kertas
Penghapus/Korektor
Buku Tulis. Buku agenda
Ordner dan Map
Penggaris

Cutter

Pita Mesin Tik

Alat Perekat/Lem

Stadler HD

Staples

Isi Staples

Barang Cetakan (materai, kartu nama, kartu pos, dll)
Seminar Kit

Alat Tulis Kantor Lainnya

KERTAS DAN COVER
Kertas HVS

Berbagai Kertas

Kertas Cover

Amplop

Kop Surat

Kertas Dan Cover Lainnya

BAHAN CETAK
Transparant Sheet

Tinta Cetak

Plat Cetak

Stensil Sheet
Chenical/Bahan Kimia Cetak
Film Cetak

Bahan Cetak Lainnya

BAHAN KOMPUTER
Pita Printer
Tinta/Toner Printer
USB/Flash Disk

kartu Memori
CD/DVD Drive
Harddisk Internal
Mouse

PERABOT KANTOR

Sapu Dan Sikat

Alat-Alat Pel Dan Lap

Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya
Keset Dan Tempat Sampah

Kunci, Kran Dan Semprotan

Alat Pengikat

Peralatan Ledeng

Bahan Kimia Untuk Pembersih (pembersih lantai/piring, dlf) -
Alat Untuk Makan Dan Minum (piring/gelas/mug/tumbler)
Pengharum Ruangan

Perabot Kantor Lainnya (plakat/gantungan kunci/piala, dll)

ALAT LISTRIK
Kabel Listrik
Lampu Listrik
Stop Kontak
Saklar

Stacker

Balast

Starter

Vitting

Accu

Batu Baterai
Stavol

Alat Listrik Lainnya

PERLENGKAPAN DINAS
Bahan Baku Pakaian

Penutup Kepala

521811

523112

521811

Barang
Konsumsi

Pemeliharaan
Kantor

Barang
Konsumsi
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1.01.03.07.003 | Penutup Badan 7

1.01.03.07.004 | Penutup Tangan

1.01.03.07.005 | Penutup Kaki

1.01.03.07.006 | Atribut (papan nama/pin/id card, dll)

1.01.03.07.007 | Perlengkapan Lapangan

1.01.03.07.999 | Perlengkapan Dinas Lainnya

KMK Nomor

231/KM.06/2018

Tentang

Perubahan

Kedelapan Atas

Lampiran PMK

No/29/PMK.06/

2010 521811 | g ang

1.01.03.09.000 | Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Konsumsi

1.01.03.09.001 | Meterai

1.01.03.09.001 | Perangko

1.01.03.09.001 | Stempel

1.01.03.10.003 | Persediaan Berupa Alat Penunjang Studio dan Komunikasi

1.01.03.13.001 | Bahan Bakar Minyak (Barang Konsumsi)

1.01.03.13.002 | Minyak Pelumas (Barang Konsumsi)

1.01.03.14.001 | Obat Cair (Barang Konsumsi)

1.01.03.14.002 | Obat Padat (Barang Konsumsi)

1.01.03.14.003 | Obat Gas (Barang Konsumsi)

1.01.03.14.004 | Obat Serbuk/Tepung (Obat Kapsul) (Barang Konsumsi)

1.01.03.14.005 | Obat Gel/Salep (Barang Konsumsi) ]
Belanja Barang

1.01.03.11.999 | Pengadaan masker, handsanitizer, APD, Rapit Test, } 521841 | Persediaan

dan sejenisnya. Penanganan

Pandemi
Covid-19

Keterangan:

+ Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) digunakan untuk mencatat belanja
barang yang menghasilkan persediaan berupa barang konsumsi, seperti:
- ATK;
- Bahan cetakan;
- Alat-alat rumah tangga; dan lain -lain.
« Barang promosi (Brandet RRI) bukan sebagai barang yg diserahkan kepada masyarakat
melainkan sebagai Barang Konsumsi.
+ Konsumsi untuk jamu tamu (makanan/minuman) tidak menggunakan akun belanja 521811,
melainkan akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran).
« ATK Kegiatan menggunakan akun Belanja Bahan (521211), namun bila ATK kegiatan masih
tersisa diakhir tahun berjalan, maka sisanya diinput dalam laporan barang persediaan.

3. Jurnal Persediaan.
Jurnal adalah pencatatan transaksi pertama kali dimana satu transaksi akan
mempengaruhi dua atau lebih perkiraan, satu sisi sebagai debet dan sisi lainnya
sebagai kredit. Satuan kerja membuat jurnal persediaan agar dapat menyajikan nilai
persediaan dalam neraca.
Bentuk jurnal persediaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Jurnal Persediaan

No Uraian Debet Kredit

1. Mencatat MNilai awal persediaan
Jenis Persediaan
Cadangan Persediaan

XKoo

2 Mencatat penambahan nilai persediaan
Jenis Persediaan
Cadangan Persediaan

XKoo
Hox

3 Mencatat pengurangan nilai persediaan
Cadangan Persediaan HHX

Jenis Persediaan
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5. Pelaporan persediaan.
1. Penyajian Persediaan dalam Neraca.

Setiap semester UAKPB membuat Laporan Persediaan beserta data transaksi untuk
kemudian menyerahkan laporan beserta data transaksi tersebut kepada unit vertikal
di atasnya untuk dikompilasi. UAKPB juga menyerahkan laporan beserta data
transaksi tersebut kepada UAKPA. Untuk selanjutnya UAKPA membuat jurnal
penambahan/pengurangan nilai persediaan. Berdasarkan jurnal tersebut, akun
persediaan disajikan neraca.

Contoh penyajian akun persediaan dalam neraca pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Akun Persediaan Dalam Neraca

ASET LANCAR ! KEWAJIBAN LANCAR

" Kas di Bendaharawan Pengeluaran | Uang Muka dari KFPN |
Kas di Bendaharawan Penerimaan | Hutamg kepada KUMN
Piutang |

__Persediaan i

TUTTEKOITAS LANCAR |
i Cadangan Fiutang
Cadangan Persediaan

ASET TETAP | EKUITAS DIINVESTASIKAN |

- ...ﬁg.r:a.lgié.n..éga.i:fé.s.I.r:..... P .?... -I-I-.ﬁﬁlr'-"\:%;‘.l;;iigrl'“c-ém.-l'll: I.;..ET-II?-’.TéTaTE:.

2. Pengungkapan Persediaan Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai moneternya dan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), berupa:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi
yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

c. Kondisi persediaan;

d. Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya
persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.

Sedangkan untuk persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek

swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam

pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
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3. Jenjang Pelaporan Persediaan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005, jenjang
pelaporan persediaan neraca seperti pada tabel dibawah ini:
Tabel 7. Jenjang Pelaporan Persediaan Dalam Neraca

No Unit Akuntansi Keuangan Unit Akuntansi Barang

1. | Unit Akuntansi Kuasa Pengguna LUinit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran Barang

2. | Unit Akuntansi Pembaniu pengguna Uit Akuntansi Pembantu pengguna
Anggaran Wilayah Barang Wilayah

3. | Unit Akuntansi Pembaniu Pengguna Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Eselon | Barang Eselon |

4_ | Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Unit Akuntansi Pengguna Barang

C. Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Pada Persediaan.
Penggunaan Menu-menu Yang Ada Pada Aplikasi Persediaan, terdiri dari:
1) Persediaan Masuk.

Menu Persediaan Masuk, terbagi lagi menjadi menu-menu sebagai berikut:

Saldo Awal (M01)

Pembelian (M02)

Transfer Masuk (M03)

Hibah Masuk (M04)

Rampasan (M05)

Perolehan Lainnya (M0G6)

Reklasifikasi masuk (M07)

2) Persediaan Keluar.

N o g M wDd R

Menu Persediaan Keluar, terbagi lagi menjadi menu-menu sebagai berikut:
1. Pemakaian (K01)

2. Transfer keluar (K02)

3. Hibah Keluar (K03)

4. Usang (K04)

5. Rusak (K05)

6. Penghapusan Lainnya (K06)

7. Penyerahan dari Belanja Bansos (K07)

8. Pemakaian untuk Tujuan Strategis/berjaga-jaga (K08)
9. Penyerahan/Dijual Kepada Masyarakat/Pemda (K09)
10. Reklasifikasi Keluar (K10)
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a. llustrasi Penginputan Barang Persediaan Pada Transaksi Persediaan Masuk,
antara lain:
1. Saldo Awal (Kode Transaksi M01).

Menu ini digunakan untuk menginput persediaan yang diperoleh sebelum Tahun
Anggaran Berjalan, yang belum dibukukan pada Aplikasi Persediaan, baik diperoleh
dengan pembelian, transfer masuk, rampasan, perolehan lainnya ataupun
reklasifikasi masuk. Pencatatan transaksi ini dibuktikan dengan dokumen sumber
persediaan masuk dengan tanggal tahun anggaran yang Lalu.

llustrasi:

Terdapat Pembelian ATK berupa Stabillo pada tanggal 10 Desember 2016 sebanyak
100 buah senilai Rp1.500.000.00 yang belum dibukukan di tahun 2016 pada aplikasi
persediaan. Transaksi tersebut baru dibukukan pada tanggal 13 Mei 2017 dengan
BAST nomor 01/KW/12/16.

Pada Aplikasi Persediaan, pembelian ATK tersebut diinput pada menu Saldo Awal
dengan tanggal dokumen sesuai tanggal pada Dokumen (10-12-2016), sedangkan
tanggal buku diisi dengan tanggal, bulan dan tahun ketika barang itu diinput.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah:

Akun Uraian Debet Kredit
117111 Barang Konsumsi 1.500.000
391113 Koreksi Nilai Persediaan 1.500.000

2. Pembelian (Kode Transaksi M02).

Menu ini digunakan untuk menginput persediaan yang diperoleh dengan belanja

yang melalui APBN (DIPA Satker) pada tahun anggaran berjalan. Belanja

persediaan melalui APBN tersebut selain dengan dokumen SPM/SP2D, juga SP3B-

BLU/SP2B-BLU, SP3, termasuk dari SP2HL/SPHL (Hibah Langsung berupa uang).

Beberapa kriteria yang wajib diperhatikan dalam pencatatan pada menu persediaan

sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa barang persediaan benar-benar berasal dari akun BAS yang
merupakan lingkup akun khusus belanja barang persediaan (akun 5218XX,
523XXX, 52512X, 526XXX dan 527XXX) yang sesuai Kepdirjen Bagan Akun
Standar yang terbaru.

2. Metode pencatatan persediaan bersifat perpetual (selalu dicatat setiap barang
persediaan masuk/keluar) sehingga setiap ada persediaan masuk maka wajib
diinput dan berdasarkan dokumen penyerahan barang (misalnya: BAST).
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3. Nilai persediaan yang diinput adalah harga pembelian persediaan tersebut
ditambah PPN ditambah biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh
persediaan tersebut (biaya penanganan dan biaya pengangkutan) dikurangi
potongan harga dan rabat.

4. Jenis kodefikasi barang yang digunakan/dibuat harus mengacu pada fisik barang
dan jenis belanja akun persediaan yang digunakan.

5. Selalu menginput kode asal akun belanja pembelian atas persediaan.

llustrasi:

Pada bulan Nopember satker xxx memperoleh pengiriman pembelian barang berupa

Alat Tulis Kantor untuk keperluan operasional satker xxx dari rekanan PT. Maju

Terus senilai Rp15.000.000.00 yang akan dibayarkan dengan SP2D-LS pada akhir

November 2017. Atas transaksi tersebut, Satker melakukan penginputan perolehan

persediaan pada menu Pembelian.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah:

Akun Uraian Debet Kredit
117111 Barang Konsumsi 15.000.000
117911 Persediaan vang Belum Diregister 15.000.000

Berdasarkan jurnal diatas, penggunaan menu Pembelian akan menghasilkan akun
“‘Persediaan yang Belum Diregister’. Akun ini akan diterima oleh Aplikasi
SAIBA/SAKTI dan akan tereliminasi secara otomatis pada saat Aplikasi
SAIBA/SAKTI merekam SP2D-LS pembayaran pembelian persediaan tersebut.
pada akhir November 2017.

Apabila pembelian persediaan tersebut hingga akhir tahun tidak dilakukan
pembayaran, maka Aplikasi SAIBA/SAKTI dalam mengeliminasi akun “Persediaan

yang Belum Diregister” menggunakan input Jurnal secara manual sebagai berikut:

Akun Uraian Debet Kredit
117911 Persediaan yang Belum Diregister 15.000.000
212112/ Belanja Barang vang Masih Harus
212191 Dibavar/Utang Kepada Pihak Ketiga
Lainnya 15.000.000

. Transfer Masuk (Kode Transaksi M03).
Menu ini digunakan untuk merekam data persediaan dari hasil kiriman (transfer)
satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat. Pencatatan transaksi ini dilakukan

berdasarkan BAST satker pemberi dan satker penerima persediaan.
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Satker penerima menginput harga satuan barang persediaan berdasarkan informasi
dari satker pengirim. Jika informasi harga satuan barang persediaan tidak ada, satker
penerima meminta informasi tersebut ke satker pengirim (dalam hal ini, satker

penerima dapat meminta Daftar Transaksi Transfer Keluar dari satker pemberi).

Satker berkewajiban mengisi kolom Kode Organisasi Pengirim dalam rangka

pengawasan monitoring data Transfer Masuk dan Transfer Keluar pada Aplikasi

e Rekon-LK. Setelah diinput, satker penerima menginformasikan kepada Satker

pengirim bahwa persediaan telah diinput beserta harganya.

Hal di atas bertujuan untuk memastikan:

+ Nilai transfer masuk pada satker penerima dengan nilai transfer keluar pada satker
pengirim sama;

» Jenis persediaan pada satker penerima dengan jenis persediaan pada satker
pengirim sama,;

* Periode pencatatan transfer masuk pada satker penerima dengan periode
pencatatan transfer keluar pada satker pengirim sama;

* Menghindari adanya selisih antara akun transfer keluar dengan akun transfer
masuk.

llustrasi:

Satker XXX menerima persediaan (barang konsumsi) sejumlah 100 buah dengan

harga masing-masingnya Rp10.000.00 (tertulis dalam BAST dengan satker

pengirim). Jurnal yang dihasilkan:

Akun Uraian Debet Kredit
117111 Barang Konsumsi 1.000.000
313221 Transfer Masuk 1.000.000

. Hibah Masuk (Kode Transaksi M04).

Menu ini digunakan untuk mencatat/menginput persediaan yang diperoleh dari
entitas lain di luar pemerintah pusat yang diberikan sebagai hibah langsung bentuk
barang kepada pemerintah pusat pada tahun anggaran berjalan. Hibah dapat
berasal dari masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga sosial atau lembaga
kemasyarakatan lainnya dan pemerintah daerah, baik dari dalam negeri maupun luar

negeri.
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Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST hibah langsung. Apabila
dalam BAST Hibah Langsung tidak mencantumkan harga, maka Kuasa Pengguna

Barang melakukan estimasi nilai wajar dari persediaan tersebut.

Apabila dalam BAST Hibah Langsung terdapat persediaan dengan harga dalam
valuta asing, maka harganya dijabarkan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah
Bl pada tanggal BAST. Pencatatatan (input) pada Aplikasi Persediaan, tidak perlu
menunggu terbitnya Register Hibah dan Pengesahan Hibah (MPHL-BJS). Tanggal
Buku yang diisi pada Aplikasi Persediaan adalah tanggal BAST.

llustrasi:

Satker KPU Provinsi DKI Jakarta memperoleh hibah langsung bentuk barang berupa
kertas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp15.000.000.00, berdasarkan
BAST.

Maka jurnal yang terbentuk otomatis dari Aplikasi adalah:

Akun Uraian Debet Kredit
117111 Barang Konsumsi 15.000.000
117911 Persediaan Belum Diregister 15.000.000

. Rampasan (Kode Transaksi M05).

Menu ini digunakan untuk menginput perolehan persediaan dari hasil rampasan.

Pengelolaan Barang Rampasan Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor.03/PMK.06/2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana yang menyatakan bahwa perampasan akan diikuti dengan perintah

tindakan lebih lanjut sesuai keputusan pengadilan terhadap barang rampasan al:

» Dirampas untuk kemudian dilelang, dan disetorkan kepada kas negara;

» Dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

» Dirampas untuk diserahkan kepada instansi yang ditetapkan guna dimanfaatkan,

» Dirampas untuk digunakan sebagai bukti terhadap perkara pidana yang lain.

Barang Rampasan dalam persediaan yang dimaksud memenuhi dengan kriteria sbb:

1. Perolehan barang/perlengkapan dari hasil rampasan yang telah ditetapkan
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan
mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara,
Jaksa Agung RI, KPK dan Menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI dan
Menteri Keuangan RI No.160 Tahun 2012 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan

Sistem Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
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2. Memenuhi kriteria definisi pengakuan persediaan yang dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah dan memiliki masa manfaat satu
tahun atau 12 (dua belas) bulan atau direncanakan akan dijual/diserahkan kepada
masyarakat/melalui proses lelang;

3. Telah memiliki pengukuran nilai yang handal baik melalui nilai harga
perolehan/nilai harga pasar atau pun melalui penilaian sendiri (tidak bernilai Rp.1).

Dokumen Sumber:

1) Foto copy petikan putusan pengadilan (petikan putusan merupakan kutipan isi dari
putusan yang memuat amar putusan majelis hakim) yang telah dilegalisasi untuk
perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

2) Lampiran daftar barang rampasan berupa kuantitas, kualitas dan harganya.

Catatan Khusus:

1. Untuk kepentingan penyajian LK, Benda Sitaan tersebut dapat di input
sementara pada Aplikasi SIMAK/SAKTI pada menu Transaksi BMN — Barang
Pihak Ketiga - Perolehan BMN Pihak Ketiga;

2. Apabila telah terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Benda
Sitaan dihapuskan dari Aplikasi SIMAK/SAKTI menu Transaksi BMN — Barang
Pihak Ketiga - Penghapusan BMN Pihak Ketiga;

3. Biasanya hanya Satker-Satker tertentu yang diberi kewenangan melaksanakan
(merampas) Benda Sitaan tersebut.

llustrasi Transaksi 1

Pada tanggal 12 Februari 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan
bahwa jaksa bidang penuntutan pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sdr.
Samuiji, sebagai tersangka. Sdr. Samuiji disangka telah menerima suap dari terdakwa
kasus korupsi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Jakarta, atas kasus
tersebut, KPK telah menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp.333.333, dan
benda sitaan berupa Laptop merek Dell yang telah ditaksir menurut harga pasar
sebesar Rp20.000.000.00, dan diserahkan pengelolaanya kepada RUPBASAN.
Perlakuan Transaksi 1

* Uang Sitaan tidak menghasilkan jurnal pada aplikasi persediaan, ditampung dalam
rekening dan belum disetor ke kas negara.

» Benda Sitaan laptop tidak menghasilkan jurnal pada aplikasi persediaan.

+ Seluruhnya diadministrasikan secara tertib kepada unit kerja penanggung jawab.
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llustrasi Transaksi 2

Pada tanggal 20 Desember 2016, perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum
tetap berdasarkan petikan putusan pengadilan sehingga secara administratif
mengubah status Laptop sebagai Basan (Barang Sitaan) yang disimpan menjadi
Baran (Barang Rampasan), dan kemudian oleh KPK berencana melakukan lelang
eksekusi barang sitaan/rampasan tersebut di muka umum.

Perlakuan Transaksi 2

1. Barang rampasan diinput menggunakan menu Rampasan dengan kode 05-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada digit 4 dan 5 dan Kode 01-Persediaan
Untuk Dijual/Diserahkan pada digit 6 dan 7 pada Menu Referensi Tabel Barang
dan diberikan identitas khusus tambahan kata “Rampasan” pada kolom nama
barang;

2. Pastikan transaksi perolehan atas barang rampasan diinput pada menu transaksi
Persediaan masuk — rampasan.

Informasi Jurnal yang terbentuk:

Akun Uraian Debet Kredit
117111 Barang Konsumsi 20.000.000
491421 Pendapatan Sitaan/Rampasan 20.000.000

. Perolehan Lainnya (Kode Transaksi M06).

Menu ini digunakan untuk merekam data persediaan tahun anggaran berjalan yang
tidak berasal dari Saldo Awal, Pembelian APBN, Transfer Masuk, Hibah, Rampasan,
dan Reklasifikasi Masuk.

Contoh pemakaian menu ini antara lain:

a. Pencatatan hewan, ikan, dan tanaman untuk dijual/diserahkan ke
masyarakat/Pemda hasil pengembangbiakan;

b. Barang-barang hasil gratifikasi yang sudah dilaporkan/diserahkan ke Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan akan dijual;

c. Perolehan barang persediaan dari hadiah/undian berhadiah.

llustrasi:

Satker x melakukan pengembangbiakan sapi dan menghasilkan anakan sapi

sebanyak 5 ekor yang ditujukan untuk dijual (umur 6 bulan - 1 tahun, berdasarkan

PP yang dikeluarkan KL yang bersangkutan, dihargai Rp1.000.000/ekor). Satker
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mencatat perolehan persediaan tersebut kedalam Aplikasi Persediaan dengan
menggunakan menu Perolehan Lainnya.

Jurnal yang terbentuk:

Akun Uraian Debet Kredit
117111 | Persediaan Lainnya 5.000.000
491429 Pendapatan Perolehan Aset Lainnya 5.000.000

. Reklasifikasi Masuk (Kode Transaksi MQ7).

Menu ini khusus digunakan untuk mencatat transaksi pengakuan/perolehan
persediaan secara definitif (kelompok barang 1.01.05.01.xxx.xX) sesuai dengan jenis
masing-masing persediaan, dimana sebelumnya perolehan persediaan tersebut
berasal dari beberapa termin pembayaran selama tahun anggaran berjalan/lintas
tahun, yang sebelumnya dicatat sebagai persediaan dalam proses (kelompok
barang 1.01.09.XX.XXX.XX).

Dokumen sumber:

1. BAST uang/barang.

2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

3. SP2D termin pembayaran atas belanja akun 526.

Catatan Khusus:

1. Pada dasarnya kodifikasi barang persediaan berupa persediaan dalam proses
harus disesuaikan dengan akun belanja pembentuknya misalnya akun 521822
(barang dalam proses produksi), yaitu yang masih memerlukan pengerjaan lebih
lanjut sebelum barang itu dijual/diserahkan (misalnya: bantuan sarana/prasarana)
kepada pihak lain;

2. Reklasifikasi masuk dan keluar antara sub-sub kelompok barang tidak bisa
dilakukan, kecuali apabila sebelumnya dicatat sebagai sub-sub kelompok barang
“barang dalam proses” atau “barang dalam proses lainnya”;

3. Untuk perubahan kode barang dapat dilakukan dengan cara reklasifikasi/koreksi,
dengan lakukan koreksi nihil untuk kode lama, dan inputkan nilai yang telah
dikoreksi sesuai kode yang benatr;

4. Proses reklasifikasi masuk atas transaksi bantuan sarana/prasarana (akun
belanja 526) harus dilakukan dalam tahun berjalan, tidak diperkenan untuk lintas

tahun.
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b. llustrasi Penginputan Barang Persediaan Pada Transaksi Persediaan Keluar,
antara lain:

1. Pemakaian (Kode Transaksi KO1).
Menu ini untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan yang dipakai oleh
satker dari kelompok persediaan berupa bahan, suku cadang, alat/bahan untuk
kegiatan kantor, obat-obatan, natura dan pakan, persediaan penelitian, komponen,
pipa, rambu-rambu, serta komponen bekas dan pipa bekas.
llustrasi:
Bagian Keuangan mengajukan permintaan dengan Nota Dinas ke Bagian Umum Cq.
Persediaan berupa kertas A4 sebanyak 4 rim dan kertas F4 sebanyak 4 rim. Harga
1 rim kertas A4 terakhir adalah Rp35.000.00 dan F4 Rp40.000.00.
Maka Jurnal yang terbentuk:

Akun Uraian Debet Kredit
203111 Beban Persediaan Konsumsi 300.000
117111 Barang Konsumsi 300.000

2. Transfer keluar (Kode Transaksi K02)
Menu ini digunakan untuk merekam data persediaan yang dikirimkan (transfer
keluar) ke satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat. Pencatatan transaksi ini
dilakukan berdasarkan BAST.
llustrasi:
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (BKKBN)
melakukan transfer keluar berupa 5 buah flashdisk 16 GB merk sandisk @Rp
150.000.00 ke Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh.

Maka jurnal yang dihasilkan oleh satker pemberi:

Aloun Uraian Debet Kredit
313211 Transfer Keluar 720.000
117128 Barang Persediaan Lainnya
Dijual /Diserahkan ke Masyvarakat 720.000

BAST yang dikirim agar mencantumkan informasi mengenai harga satuan barang
yang dikirim, hal ini dilakukan untuk menghindari perbedaan harga satuan yang
diinput di Aplikasi Persediaan satker pemberi dan satker penerima. Selain itu, satker
pemberi agar meminta konfirmasi ke satker penerima apakah barang tersebut sudah
diinput atau belum.

Konfirmasi ini dilakukan untuk menghindari:
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» Satker penerima tidak menginput barang tersebut.

» Satker penerima menginput barang tersebut namun dengan harga yang salah.

» Satker penerima salah memilih menu input.

* Pada akhirnya menghindari adanya selisih antara akun transfer keluar dengan

akun transfer masuk.

Satker Pemberi agar memastikan Satker Penerima telah menerima dan mencatat
barang yang dikirim sesuai jumlah (kuantitas) dan nilainya.
Apabila barang yang dikirim masih dalam perjalanan (belum diterima oleh Satker
Penerima sampai dengan tanggal pelaporan) maka barang dalam perjalanan masih
tercatat dalam persediaan Satker Pengirim (karena masih tanggung jawab Satker
Pengirim). Apabila telah diinput sebagai transfer keluar, maka dilakukan pembatalan,
dan lakukan lagi transfer keluar pada periode pelaporan berikutnya.
Dengan adanya selisih antara transfer masuk dengan Transfer keluar yang menjadi
slah satu temuan signifikan BPK pada pemeriksaan LKKL/LKPP Tahun 2015, agar

masing-masing KL membuat pengawasan atas transfer masuk dan transfer keluar.

. Hibah Keluar (Kode Transaksi K03)

Menu ini digunakan untuk mencatat pengeluaran persediaan kepada
masyarakat/pemda yang pada awal perolehannya tidak diniatkan untuk diserahkan
kepada pihak lain (diniatkan untuk digunakan sendiri) dan dilakukan pada tahun
anggaran berjalan. Pihak lain adalah pihak di luar lingkup Pemerintah Pusat,
misalnya masyarakat atau Pemerintah Daerah. Pencatatan transaksi ini dilakukan
berdasarkan BAST.

llustrasi:

Pada bulan Agustus satker xxx menghibahkan persediaan kertas HVS dan Toner
Printer kepada Pemda ABC senilai Rp20.000.000.00. Kertas HVS dan Toner tsb.
Pada saat perolehannya diniatkan untuk digunakan oleh Satker xxx. BAST dibuat
pada saat Kertas HVS dan Toner tersebut diserahkan ke Pemda ABC.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah:

Aloun Uraian Debet Kredit
526311 Beban barang lainnya untuk
. 2
dijual/diserahkan kpd masy/pemda 20.000.000
117111 Barang Konsumsi 20.000.000
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4. Usang (Kode Transaksi K04)
Menu ini digunakan untuk merekam barang persediaan yang sudah usang
berdasarkan hasil opname fisik yang dilakukan pada akhir semester | dan semester
Il berdasarkan keputusan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang (sesuai
dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku).
Persediaan usang adalah persediaan yang secara fisik masih bagus, namun tidak
bisa dipakai atau tidak cocok lagi dengan kondisi/teknologi terbaru.
Contoh atas transaksi ini adalah obat-obatan yang sudah kadaluarsa, disket, amplop
coklat besar dengan cetakan nama Kementerian yang sudah berubah karena
reorganisasi, dll.
Dengan memasukkan ke menu ini, maka persediaan dikeluarkan dari Neraca dan
diperlukan penjelasan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Jurnal yang terbentuk:

Alun Uraian Debet Kredit
—~ - - -
296121 | Beban Kerugian Persediaan 3.750.000
Rusak/Usang
117111 Barang Konsumsi 3.750.000

5. Rusak (Kode Transaksi K05)
Menu ini digunakan untuk merekam barang persediaan yang rusak berdasarkan
hasil opname fisik yang dilakukan pada akhir semester | dan semester Il berdasarkan
keputusan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang (sesuai dengan
pendelegasian kewenangan yang berlaku).
Persediaan rusak adalah persediaan yang secara fisik rusak yang mengakibatkan
tidak bisa dipakai sama sekali.
Contoh atas transaksi ini adalah tinta printer yang mengalami kerusakan pada salah
satu sisinya sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Jurnal yang terbentuk:

Akun Uraian Debet Kredit
296121 Kerugian Persediaan Rusak/Usang XX
117300 Persediaan XX
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6. Penghapusan Lainnya (Kode Transaksi K06)
Menu ini disediakan untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan dari hal-
hal yang tidak biasa terjadi sehingga tidak sesuai jika di-input di menu persediaan
keluar yang lain, antara lain:
a. barang persediaan berkurang/keluar karena kehilangan (pencurian);
b. barang persediaan berupa hewan/ikan/tanaman yang mati.
llustrasi:
Bagian pemeliharaan sapi menginformasikan bahwa dari 10 anak sapi yang lahir di
bulan Januari, pada bulan Mei ada 1 anak sapi yang mati. Harga anak sapi tersebut
dalam catatan persediaan adalah Rp1.000.000.00

Maka Jurnal yang terbentuk:

Aluan Uraian Debet Kredit
296111 Beban kerugian pelepasan aset 1.000.000
117123 Hewan dan tanaman untuk
dijual/ diserahkan ke masyarakat 1.000.000

7. Penyerahan dari Belanja Bansos (Kode Transaksi KO7)
Menu ini disediakan untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan dari
kelompok Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada
penerima bantuan sosial. Pemakaian menu ini akan dibandingkan dengan realisasi
belanja Bantuan Sosial.
Apabila pada saat perolehan tidak menggunakan kode kelompok barang 10
(Bantuan Sosial), maka pada saat penyerahan tidak dapat melalui menu
“Penyerahan dari belanja Bansos”.
llustrasi:
Sebuah satuan kerja XLY akan menyerahkan bantuan sosial kepada desa Suka
Makmur berupa pembelian selimut senilai Rp10juta buat masyarakat yang terkena
dampak banijir. Atas transaksi tersebut, operator persediaan satker XLY melakukan
input data pada aplikasi persediaan menu transaksi — menu
persediaan masuk — menu pembelian (kode kelompok barang 10).

Jurnal yang dihasilkan adalah:

Aloun Uraian Debet Kredit
117141 | Persediaan dalam rangka bantuan sosial 10.000.000
117911 Persediaan vang belum diregister 10.000.000
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Setelah barang bantuan sosial tersebut diserahkan kepada masyarakat, operator
persediaan melakukan input data di aplikasi persediaan menu transaksi — menu
persediaan keluar — menu penyerahan dari belanja bansos.

Jurnal yang dihasilkan adalah:

Akun Uraian Debet Kredit
57xxxx | Beban bantuan sosial untuk .......... 10.000.000
117141 Persediaan dalam rangka bantuan

sosial 10,000,000

. Pemakaian Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga (Kode Transaksi K08)

Menu ini disediakan untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan dari
kelompok Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga. Berdasarkan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen
Akun pada Bagan Akun Standar, persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
merupakan bagian dari Persediaan Bahan Lainnya, yaitu persediaan selain dari
bahan untuk operasional, bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, dan
bahan untuk proses produksi.

Apabila pada saat perolehan tidak menggunakan kode kelompok barang 06
(Strategis/Berjaga-jaga), maka pada saat penyerahan tidak dapat melalui menu
“Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga”. Kelompok persediaan ini hanya
dimiliki oleh satker-satker tertentu yang karena tugas dan fungsinya harus
mempunyai persediaan strategis/berjaga-jaga untuk lingkup nasional (bukan hanya
untuk lingkup satker tsb.), misalnya Badan SAR Nasional dan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana. Apabila suatu K/L/satker yang diperkirakan tidak
memiliki tusi tersebut memiliki persediaan jenis ini, kemungkinan salah pemilihan
kode barang persediaan. Tiap-tiap K/L perlu mengatur ada tidaknya persediaan jenis
ini pada satkernya.

llustrasi:

Bagian cepat tanggap darurat bencana mengajukan permintaan bahan makanan
untuk pengungsi musibah banjir berupa: Mie Instan 100 dus, beras 5 kwintal, ikan
asin 25 kg. Dalam catatan harga terakhir persediaan Mie Instan Rp85.000/dus, beras
Rp8.500/kg, dan ikan asin Rp40.000/kg.

Maka Jurnal yang terbentuk:
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Aloun Uraian Debet Kredit
593141 Beban Fersed!aan 1I.mtul{ fujuan 13.750.000
strategis/ berjaga-jaga
117191 Persediaan untuk tujuan
strategis/ berjaga 13.750.000

9. Penyerahan/Dijual Kepada Masyarakat/Pemda (Kode Transaksi K09)

Menu ini disediakan untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan yang dari
awal direncanakan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda dari
kelompok persediaan berupa persediaan untuk dijual/diserahkan (kode kelompok
barang 05).

Apabila pada saat perolehan tidak menggunakan kode kelompok barang 05, maka
pada saat penyerahan tidak dapat melalui menu “Penyerahan/Dijual Kepada
masyarakat/Pemda”. Pemakaian menu ini akan dibandingkan dengan realisasi
belanja untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda (526xxx).

llustrasi:

Satker ABC melaksanakan pengadaan 1 traktor yang akan diserahkan ke kelompok
tani. Harga traktor adalah Rp5 juta. Atas transaksi tersebut operator persediaan
melakukan input data di aplikasi persediaan menu transaksi persediaan masuk —
pilih menu pembelian (kode kelompok barang 05)

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun Uraian Debet Kredit
117129 | Persediaan Lainnya untuk diserahkan 2.000.000
117911 Persediaan Belum Diregister 2.000.000

10.Reklasifikasi Keluar (Kode Transaksi K10)

Menu ini digunakan:

a. Untuk mencatat transaksi pengurangan persediaan dalam proses yang dicatat dari
beberapa termin pembayaran selama tahun anggaran berjalan/lintas tahun yang
dicatat sebagai persediaan dalam proses (kelompok barang 1.01.09.xx.xxx.xx dan
1.01.05.xx.xxx.xx) untuk kemudian dijadikan persediaan definitif dengan input
pada menu reklasifikasi masuk persediaan.

b. Untuk mencatat persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang
tidak jadi diserahkan oleh satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan setelah lewat
masa 6 (enam) bulan, kemudian dicatat menjadi aset tetap Barang Milik Negara
dalam menu reklasifikasi masuk Aplikasi SIMAK BMN.
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Catatan:

* Nilai Total Rupiah antara Reklasifikasi Keluar dengan Reklasifikasi Masuk harus
sama.

llustrasi:

Satker Kementerian P melakukan pengadaan barang persediaan berupa Gedung

untuk diserahkan kepada pemerintah daerah dengan termin pembayaran sebanyak

3 kali: termin 1= Rp400 juta, termin 2= Rp800 juta, dan termin 3=Rp400 juta.

Pada saat persediaan berupa gedung tersebut telah selesai dan akan dicatat

sebagai persediaan definitive (Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan), lakukan

reklasifikasi keluar tanah dan bangunan dalam proses (gedung XXX termin 1,

gedung XXX termin 2, dan gedung XXX termin 3) melalui menu Transaksi >>

Persediaan Keluar >> Reklasifikasi Keluar;

Jurnal yang terbentuk dari transaksi reklas keluar (K10) dari 3 termin tersebut adalah:

Aloun Uraian Debet Kredit
391117 Penyesuaian Nilai Persediaan 1.6 Milyar
117129 Persediaan Lainnya Diserahkan 1.6 Milvar
Kemasvarakat/Pemda ) Hyar

c. llustrasi Penginputan Barang Persediaan Pada Transaksi Koreksi

Transaksi Koreksi terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Koreksi Tambah (Kode Transaksi M99)
Menu ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap transaksi Persediaan yang
sudah terkirim ke Aplikasi SIMAK BMN periode sebelumnya yang salah/kurang
catat, yang akan menambah jumlah dan/atau nilai Persediaan pada periode
sekarang.
llustrasi:
Pembelian Kertas HVS 80gram tanggal 6 Maret 2016 sebanyak 10 Rim dengan
harga satuan per Rim senilai Rp40.000.00. Pada tanggal 2 Agustus diketahui
salah/kurang catat (seharusnya 12 Rim). Maka diinput pada menu Koreksi dan
memilih Transaksi Persediaan “masuk” sebanyak 2 Rim.
Jurnal yang dikirim ke SAIBA adalah sebagai berikut:
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d.

2. Koreksi Kurang (Kode Transaksi K99)
Menu ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap transaksi Persediaan yang
sudah terkirim ke Aplikasi SIMAK BMN periode sebelumnya yang salah/lebih catat,
yang akan mengurangi jumlah dan/atau nilai Persediaan pada periode sekarang.

Contoh kasus:

Pembelian Kertas HVS 80gram tanggal 6 Maret 2016 sebanyak 10Rim dengan
harga satuan per Rim senilai Rp40.000.00 Pada tanggal 2 Agustus

diketahui salah catat seharusnya 8 Rim. Maka diinput pada menu Koreksi dan
memilih Transaksi Persediaan “keluar”, jumlah yang dikeluarkan 2 Rim maka
secara otomatis pada tampilan terlihat Saldo Barang 8 Rim.

Jurnal yang dikirim ke SAIBA/SAKTI adalah sebagai berikut:

llustrasi Penginputan Barang Persediaan Pada Transaksi Hasil Opname Fisik
Hasil Opname Fisik adalah menu yang digunakan untuk menginput Hasil Opname
Fisik dalam hal terdapat perbedaan kuantitas persediaan antara hasil pemeriksaan
fisik dengan Buku Persediaan per tanggal dilakukannya opname fisik (minimal pada
tiap akhir semester).
Penginputan hanya terhadap barang persediaan yang selisih (tidak perlu input semua
barang). Apabila kuantitas hasil opname fisik dengan Buku Persediaan sudah sama
maka tidak perlu dicatat lagi.
Hasil Opname Fisik (Kode Transaksi PO1 atau P02)
Jenis Transaksi Opname Fisik Pada Aplikasi Persediaan:
a. Kode Jenis Transaksi PO1.
Apabila kuantitas persediaan yang tercatat lebih banyak dibandingkan kuantitas
berdasarkan hasil pemeriksaan fisik. Jenis transaksi POl akan mengurangi
kuantitas persediaan yang tercatat mengikuti jumlah kuantitas yang terdapat pada
data opname fisik. Atas kelebihan pencatatan pada buku persediaan tersebut harus
ditelusuri lebih lanjut. Kelebihan tersebut pada umumnya disebabkan oleh adanya
kelebihan pencatatan perolehan persediaan (pembelian dll), adanya persediaan
usang/rusak, kekurangan pencatatan pengeluaran barang, atau kehilangan.
llustrasi:
Pada 30 Juni pada Buku Persediaan tercatat persediaan 7 rim Kertas HVS A4 80
gr @ Rp35.000.00 = Rp245.000.00.
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Setelah dilakukan inventarisasi fisik, ternyata jumlah kertas Kertas HVS A4 80gr

adalah sebanyak 4 rim. Atas data tersebut, operator menginput pada menu Hasil

Opname Fisik.
Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah:
Aloan Uraian Debet Kredit
203111 Beban Persediaan Konsumsi 105.000
117111 Barang Konsumsi 105.000

. Kode Jenis Transaksi P02

apabila kuantitas persediaan yang tercatat lebih sedikit dibandingkan kuantitas
berdasarkanhasil pemeriksaan fisik. Transaksi P02 akan menambah kuantitas
persediaan yang tercatat mengikuti jumlah kuantitas yang terdapat pada data
opname fisik. Atas terjadinya kurang catat pada buku persediaan tersebut perlu
ditelusuri lebih lanjut.

Kurang catat pada buku persediaan pada umumnya disebabkan oleh adanya
pembelian yang belum dicatat, kesalahan saldo awal, persediaan kelebihan
pencatatan pengeluaran barang, atau pengembalian persediaan yang telah dicatat
pengeluarannya pada buku persediaan.

llustrasi:

Pada 30 Juni pada Buku Persediaan tercatat persediaan:

7 rim Kertas HVS A4 80 gr @ Rp35.000.00 = Rp245.000.00. Setelah dilakukan
inventarisasi fisik, ternyata jumlah kertas Kertas HVS A4 80gr adalah sebanyak 9
rim. Atas data tersebut, operator menginput pada menu Hasil Opname Fisik.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah:

Akun Uraian Debet Kredit
117111 Barang Konsumsi 70.000
093111 Beban Persediaan Konsumsi 70.000
Catatan:

Apabila ditemukan perbedaan antara Hasil Opname Fisik dengan Pembukuan,

lakukan penelusuran penyebab perbedaannya dan menindaklanjuti penyebab

perbedaan tersebut. Misalnya perbedaan disebabkan:

1. Terdapat pembelian yang belum diinput, maka yang dilakukan adalah menginput
pembelian tersebut, sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dengan Hasil

Opname Fisik;
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2. Terdapat pemakaian yang belum diinput, maka yang dilakukan adalah menginput

pemakaian tersebut, sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dengan Hasil

Opname Fisik;

3. Terdapat persediaan yang hilang, maka lakukan proses pengelolaan BMN atas

persediaan hilang, misalnya dengan memproses TP/TGR - dalam hal ini tetap

terdapat perbedaan;

4. Terdapat persediaan yang rusak/usang, maka input dalam menu persediaan

usang/rusak, sehingga tidak terdapat perbedaan dengan hasil opname fisik.

Sesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S2318/PB.6/2016 tentang Pedoman Pencatatan Sisa Barang yang Tidak Habis
Terpakai kedalam Aplikasi Persediaan barang-barang yang direncanakan untuk
dihabiskan dalam suatu kegiatan tertentu tidak dikategorikan persediaan, namun
dalam hal terdapat sisa maka barang-barang tersebut diinput ke Aplikasi

Persediaan menggunakan menu Pembelian atau Opname Fisik.

e. llustrasi Penginputan Barang Persediaan Pada Transaksi Penghapusan

Usang/Rusak.

1) Transaksi Hapus Usang (Kode Transaksi HO1)

2)

Menu ini digunakan untuk menghapus aset yang tidak digunakan lagi karena usang
setelah melewati 1 (satu) periode laporan tahunan berdasarkan keputusan
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang (sesuai dengan pendelegasian
kewenangan yang berlaku).

llustrasi:

Pada Satker xxx terdapat amplop coklat besar dinas dengan nomenklatur satker
lama dan amplop tersebut telah berada di gudang sejak Tahun Anggaran
sebelumnya dan telah diinput di menu usang, serta telah masuk dalam laporan
persediaan usang sejak tahun anggaran sebelumnya. Oleh Kuasa Pengguna
Barang diputuskan amplop dimaksud dihapuskan.

Keterangan:

Inputan ini hanya bersifat menghapus daftar persediaan yang usang dan tidak
mempengaruhi neraca, maka tidak terbentuk jurnal

Transaksi Hapus Rusak (Kode Transaksi H02)

Menu ini digunakan untuk menghapus aset yang tidak digunakan lagi karena rusak

setelah melewati 1 (satu) periode laporan tahunan berdasarkan keputusan
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f.

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan pendelegasian
kewenangan yang berlaku.

llustrasi:

Pada Satker xxx terdapat Toner yang telah mengering dan tidak bisa digunakan
lagi serta sudah dinyatakan kondisinya rusak berat. Toner tersebut telah berada
digudang sejak Tahun Anggaran sebelumnya dan telah diinput di menu rusak serta
masuk catatan laporan persediaan rusak sejak tahun anggaran sebelumnya. Oleh
Kuasa Pengguna Barang diputuskan Toner dimaksud dihapuskan.

Keterangan:

Inputan ini hanya bersifat menghapus daftar persediaan yang rusak dan tidak

mempengaruhi neraca, maka tidak terbentuk jurnal.

llustrasi Transaksi Persediaan Perolehan Tahun 2019.
Satker XYZ dengan kode satker 013.01.0199.555555 KD memiliki barang persediaan
dengan saldo awal setelah dilakukan opname phisik (per 31 Desember 2019) sbb:

Kode Barang Lama

LUraian

Saldo Barang Setelah Opname Fisik

1010104001000001

Bahan Bakar Minyak

Rp2.500.000

1010104001000001

Obat Cair

Rp1.000.000

Atas sisa barang tersebut, pada awal tahun 2020, Satker XYZ menetapkan akan

membedakan Bahan Bakar Minyak menjadi dua, yaitu Bahan Bakar Minyak sebagai

bahan baku (dengan kodefikasi lama dan uraian baru) dan Bahan Bakar Minyak

sebagai barang konsumsi (dengan kodefikasi baru), serta Obat Cair sebagai

Persediaan Lainnya (dengan kodefikasi lama dan uraian baru) dan Obat Cair sebagai

barang konsumsi dengan kodefikasi baru). Satker XYZ kemudian melakukan

reklasifikasi keluar (K10) barang yang masih menggunakan kodefikasi lama dan

melakukan reklasifikasi masuk (M0O7) ke kodefikasi baru.

Jurnal yang terbentuk kodefikasi lama dan kodefikasi baru:

KMLE Barang Uraian Lamsa S{Els::' I‘Cn::-dEES'?Jrsng UE::;TJH Saldo (Rp) Keteramngan
1.01.01.04.001 Bshan Bakar 3.500.000 Bshan Bakar Mimyak 2.500.000 [Tidak periu relds-
Minyak [Bahan Baku) [Sifikasi keluar
foarensa Kodefikasi
fietap
1.01.03.13.001 Bahan Bakar Mimyak 1.000.000 Rekasifikasi
[Barang Konsumsi) fozluar imasuk
paarens Kodefikasi
oberubsh
1.01.04.01.001 Cat Cair 1.000.000 Oeat Cair 400,000 [Tidak perlu
[Persedisan r=klasifikasi
Lainnysa) fozluar karena
Hodefikasi tetap
1.01.03.14.001 COhat Cair G00.000 R =ldasifikasi
[Baramg fozluar karena
Konsumsi} foodefikasi
[Eerubah
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Jurnal yang terbentuk sewaktu dilakukan reklasifikasi keluar adalah sebagai berikut:

i 5 &
391117 Penyesuaian nilai Persediaan *) 1.600.000
117131 Bahan Baku 1.000.000
117199 Persediaan Lainnya 600 000

Jurnal yang terbentuk sewaktu dilakukan reklasifikasi masuk adalah sebagai berikut:

Kode Urai Debet Kredit

Akun ratan (Rp) (Rp)
117111 Barang Konsumsi 1.600.000
39117 Penyesuaian nilai Persediaan ) 1.600.000

.llustrasi Persediaan Perolehan Baru yang Terlanjur Direkam Menggunakan

Kodefikasi Lama.

Satker XYZ dengan kode satker 013.01.0199.555555 KD, atas perolehan pada 1

Februari 2019 telah merekam barang persediaan ke kodefikasi lama sebagai berikut:

kKode Barang Lama

Uraian

ISaldo Barang

1010104001000001

Bahan Bakar Minyak (BEahan Baku)

Rp2.000.000

1010104001000001

Obat Cair (Persediaan Lainnya)

Rp1.000.000

Pada tanggal 15 Februari 2019, terjadi pemakaian Bahan Bakar Minyak sebesar

Rp.1.500.000. Jurnal yang tercatat sewaktu pemakaian ini sebagai berikut:

Kode Barang . Debet Kredit
Akun Uraian (Rp) (Rp)
593131 Beban Persediaan Bahan Baku 1.500.000
117131 Bahan Baku 1.500.000

Karena bahan bakar minyak dan obat cair tersebut dimaksudkan sebagai barang

konsumsi, perlu dilakukan rekasifikasi keluar (K10) barang yang masih menggunakan

kodefikasi lama dan melakukan reklasifikasi masuk (M07) ke kodefikasi baru:

Jurnal yang tercatat dari kodefikasi lama ke kodefikasi baru:

Kode Barang ) Saldo K.ode Barang . Saldo
Lama Uraian (Rp) Baru Uraian Baru (Rp)
1.01.01.04.001 [Bahan Bakar Minyak S500.000 1.01.03.13.001 |Bahan Bakar Minyak 500.000
([BEahan Baku) (Barang Konsumsi}
1.01.04.01.001 |Obat Cair {Persedia- 1.000. 000 1.01.03.14 001 |Obat Cair (Barang 1.000.000

lan Lainnya) Foonsumsi)

Jurnal yang terbentuk sewaktu dilakukan reklasifikasi keluar adalah sebagai berikut:

Kode Barang Uraian Debet Kredit
Akun (Rp) (Rp)
391117 Penyesuaian nilai Persediaan *) 1.500.000
117131 Bahan Baku 500.000
117199 Persediaan Lainnya 1.000.000
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Jurnal yang terbentuk sewaktu dilakukan reklasifikasi masuk adalah sebagai beriku:

Kode Barang Uraian Debet Kredit

Alun (Rp) (Rp)
117111 Barang Konsumsi 1.500.000
391117 Fenyesuaian nilai Persediaan *) 1.500.000

Atas pemakaian Bahan Bakar Minyak sebesar Rp1.500.000.00 yang telah membentuk
akun Beban Persediaan Bahan Baku ketika masih dicatat menggunakan kodefikasi
lama dilakukan koreksi pada Aplikasi SAKTI Modul GLP dengan jurnal yang tercatat

sebagai berikut:

Kode Barang Uraian Debet Kredit

Akun (Rp) (Rp)
593111 Beban Persediaan Konsumsi 1.500.000
593131 Beban Persediaan Bahan Baku 1.500.000

.llustrasi Penyesuaian Jurnal terkait Pemakaian Persediaan Berupa Pita Cukai,
Materai, Leges.

Dalam rangka menata kembali penggunaan kode barang Pita Cukai, Materai, dan
Leges, dilakukan penambahan referensi kode barang sebagaimana diatur dalam
Lampiran KMK Nomor 231/KMK.06/2018, di mana meterai dikelompokkan menjadi
dua, yaitu meterai untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan meterai yang
digunakan sebagai barang konsumsi. Perubahan ini dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:

Kode Barang Lama Uraian Kode Barang Baru Uraian

101050100100 | Pita Cukai, Materai, 1010501001 so0ooe Pita Cukai, Materai,
Leges Leges
010309001 o000 Meterai

Dengan demikian, sejak tahun 2019:

1. Kode barang 1.01.05.01.001 (Pita Cukai, Meterai, dan Leges) yang merupakan
persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat digunakan oleh satker-
satker lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai. Pengeluaran persediaan
dimaksud dilakukan melalui menu Penyerahan/Penjualan kepada Masyarakat, dan
akan membentuk Beban Barang untuk Diserahkan, yang disajikan sebagai bagian
dari Pos Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat dalam LO.

2. Kode barang 1.01.03.09.001 (Meterai) yang merupakan barang untuk konsumsi

digunakan oleh seluruh satker. Pengeluaran persediaan ini dilakukan melalui menu
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Pemakaian, dan akan membentuk Beban Barang Konsumsi, yang disajikan sebagai

bagian dari Pos Beban Persediaan dalam LO.

. Bagi satker di luar Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai yang masih memiliki

saldo persediaan terkait meterai dengan kodefikasi lama agar melakukan

reklasifikasi ke kodefikasi baru pada awal tahun 2019.
Contoh llustrasi Merubah Meterai sebagai Barang Konsumsi.

Satker XYZ, dengan kode satker 013.01.0199.555555KD menggunakan meterai
sebagai barang konsumsi. Meterai ini dicatat pada Aplikasi di Modul Persediaan
dengan kode dan saldo setelah opname fisik pada 31 Desember 2019 sebagai
berikut:

Saldo Barang Setelah

Uraian Opname Fisik

Kode Barang Lama

1010501001000001 Pita Cukai, Materai dan Leges

Rp1.200.000

Satker XYZ kemudian melakukan reklasifikasi keluar (K10) barang yang masih
menggunakan kodefikasi lama dan melakukan reklasifikasi masuk (MO7) ke
kodefikasi baru:

Kode Barang ) Saldo Kode Barang ) Saldo
Lama Uraian (Rp) Baru Uraian (Rp)
Fita, Cukai, Materai -
1010501001000001 Dan Leges 1.200.000 1010305001000001 Materai | 1.200.000

Jurnal yang terbentuk sewaktu dilakukan reklasifikasi keluar adalah sebagai berikut:

Kode Uraian Debet Kredit

Akun (Rp) (Rp}
391117 Penyesuaian nilai Persediaan *) 1.200.000
117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 1.200.000

Jurnal yang terbentuk sewaktu dilakukan reklasifikasi masuk adalah sebagai berikut:

Kode Uraian Debet Kredit
Akun (Rp) (Rp)
117111 Barang Konsumsi 1.200.000
391117 Penyesuaian nilai Persediaan *) 1.200.000

llustrasi Peralatan dan Mesin sebagai Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada

Masyarakat.

Satker ABC, dengan kode satker 015.05.0199.555555KD menggunakan materai

sebagai barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Materai ini dicatat pada

Aplikasi Persediaan dengan kode dan saldo setelah opname fisik pada tanggal 31

Desember 2019 sebagai berikut:

Kode Barang Lama

Uraian

Dpname Fisik

Saldo Barang Setelah

4010501999

000001

Persediaan Lainnya Untuk Dijualf

Diserahkan Kepada Masyarakat

Rp6.000.000
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Satker ABC kemudian melakukan reklasifikasi keluar (K10) barang yang masih

menggunakan kodefikasi lama dan melakukan reklasifikasi masuk (M07) ke kodefikasi

baru.
K.ode Barang . Saldo . Saldo
Lama Uraian Rp) Kode Barang Baru Uraian (Rp)
) . Persediaan
Persedlg_an La!nnya Peralatan dan Mesin
40105019990001 E"hﬁc Dgudah'[hserah 6.000.000 | 1010501004000001 | yntuk Dijual 6.000.000
an Kepada ;
Dizerahkan
Masyarakat ke Masyarakat

Jurnal yang terbentuk sewaktu dilakukan reklasifikasi keluar adalah sebagai berikut:

- Debet Kredit
L
Kode Akun _ | r'F:iIIé?l; _ (Rp) (Rp)
enyesuaian nilai Persediaan
391117 Peralatan dan Mesin *) 6.000.000
Persediaan Peralatan dan
117128 Mesin untuk Dijual’ Diserahkan 6.000.000
ke Masyarakat

Jurnal yang terbentuk sewaktu dilakukan reklasifikasi masuk adalah sebagai berikut:

- Debet Kredit
Uraian
Kode Akun (Rp) (Rp)

Persediaan Peralatan dan

117121 Mesin 5.000.000
Penyesuaian nilai

391117 Persediaan Peralatan dan &.000.000
Mes *)

D. Tata Cara Mengatasi Penginputan Persediaan Yang Menimbulkan Nilai Desimal
(Terdapat Koma) dan Penentuan Satuan Unit.
1. Mengatasi Penginputan Persediaan Yang Menimbulkan Nilai Desimal (Terdapat
Koma).
Bila Satker menemui hal umum didalam melakukan penginputan persediaan yang
menimbulkan nilai desimal (terdapat koma) terhadap nilai perolehan barang
persediaan.
a) Harga Satuan Dalam Rupiah Penuh (Menimbulkan nilai desimal/koma).
Dalam hal harga pembelian setelah dibagi dengan jumlah unit menghasilkan
bilangan desimal/terdapat koma, maka beberapa unit diinput dengan harga
pembulatan ke atas dan beberapa unit diinput dengan harga pembulatan ke
bawabh.
Misalnya:
« 3unit barang total seharga Rp.10.000.00, maka barang tersebut diinput dengan
2unit seharga @ Rp.3.333.00 dan lunit seharga Rp.3.334.00.
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« 700unit barang total seharga Rp 1.000.000.00, maka barang tersebut diinput
dengan 400unit seharga @ Rp.1.429.00 dan 300unit seharga Rp.1.428.00.

« 2unit kendaraan dinas dibelikan BBM jenis Pertamax senilai Rp.1000.000.00
maka barang tersebut diinput 2 kali inputan. Inputan pertama 77liter dengan total
harga @ Rp.997.150.00 dan lliter seharga Rp.2.850.00 untuk inputan kedua.
Harga satuan yang diinput tidak boleh merupakan bilangan desimal (terdapat
koma) dari Rp.1.000.000.00 : Rp.12.950.000.00/liter = 77,22 liter (akibatnya
tidak bisa diinput dan nilainya kurang sebesar Rp.1).

2. Tata Cara Penentuan Satuan Unit Pada Aplikasi Persediaan, sebagai berikut:
Nilai satuan unit persediaan dapat berupa biji, buah, liter, cc, gram, kilogram, meter,
cm, dll. Satuan unit direkam pada tabel referensi barang masing-masing satker.
Penentuan satuan unit mengikuti satuan pada saat persediaan tersebut digunakan.
Misalnya:

« Suatu persediaan pada umumnya digunakan per gram. Maka satuan unit yang
digunakan adalah gram, walaupun pada saat pembelian (kuitansi/BAST) dinyatakan
dalam satuan kilogram.

Pada kasus ini apabila pembelian pada kuitansi sebanyak 10 kg dengan harga
Rp.10.000/kg (Total Rp.100.000), pada aplikasi Persediaan diinput harga/gram
Rp.10.000 sebanyak 10/kg (Total Rp.100.000).

2. ASET TETAP
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum. Aset Tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan/pembuatan. Aset tetap
dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
Aset tetap terdiri dari:
1) Tanah;
2) Peralatan dan Mesin;
3) Gedung dan Bangunan;
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
5) Aset Tetap Lainnya;
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), serta

7) Aset Lain — lain (aset yang dihentikan dari penggunaan dan Aset Tak Berwujud)
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Untuk memudahkan pemahaman tentang aset tetap berikut ini diuraikan berdasarkan jenis
nama asetnya:
1. ASET TETAP TANAH (131111)

Tanah diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah
dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi
pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia
di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian
penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat
Perwakilan Republik Indonesia berada dan bersifat permanen.
Tanah Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah, Meliputi:
1) Pengakuan.
Kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi
perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat
tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka
tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah
berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah
atas nama pemilik sebelumnya.
2) Pengukuran.
Dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau
biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak,
biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan
sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang
terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk
dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat
perolehan.
3) Pengungkapan.
Disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB)
harus diungkapkan pula:
» Dasar penilaian yang digunakan.
» Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang
menunjukkan:
(1) Penambahan;
(2) Pelepasan;
(3) Mutasi tanah lainnya.
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Tindak Lanjut Permasalahan Tanah (UU No.51/Prp/Tahun 1960).
1) Tanah Yang Tidak Ditemukan.
a) Ada Bukti Kepemilikan:

(1) PB/KPB membentuk Tim Internal untuk mencari aset tanah dan berkoordinasi
dengan instansi terkait.

(2) Apabila aset Tanah tidak ditemukan, Tim Internal melakukan verifikasi atas
aset Tanah yang tidak ditemukan, serta meneliti ada tidaknya kesalahan
PB/KPB dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ada indikasi kesalahan harus dilakukan proses TGR

b. Tidak ada indikasi kesalahan, maka PB/KPB mengajukan permohonan

persetujuan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dengan
melampirkan BA-04 dan BAOS.

(3) Apabila aset tanah yang ditemukan ada permasalahan Hukum, maka
penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan dalam KMK:

—-Dalam hal aset tanah tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dapat
dihapuskan setelah 30 tahun terhitung sejak tanggal pencatatan pada daftar
barang pengguna/kuasa pengguna barang.

-Tim internal harus melibatkan aparat pengawas fungsional pada

kementerian/Lembaga.

b) Tidak Mempunyai Bukti Kepemilikan, berlaku seperti berikut:
(1) BMN dengan nilai s/d Rp.50.000.000/unit untuk perolehan s/d tanggal 31 Des
2004 dan BMN dengan nilai s/d Rp.25.000.000/unit untuk perolehan setelah
tanggal 1 Jan 2005, PB mengajukan permohonan persetujuan penghapusan

BMN kepada Pengelola Barang dengan melampirkan BA-04 dan BA-05.

(2) BMN dengan nilai > Rp.50.000.000/unit untuk perolehan s/d tanggal 31 Des
2004 dan BMN dengan nilai > Rp.25.000.000/unit untuk perolehan setelah
tanggal 1 Jan 2005, PB / KPB membentuk Tim Internal untuk melakukan
veryfikasi atas BMN yang tidak ditemukan, serta meneliti ada tidaknya
kesalahan PB/KPB dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ada indikasi kesalahan harus dilakukan proses TGR

- Tidak ada indikasi kesalahan, maka PB/KPB mengajukan permohonan
persetujuan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dengan
melampirkan BA-04 dan BA-05.
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Jenis — Jenis Surat Tanah.

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, sertifikat tanah yang

sah di mata hukum adalah Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan

(SHGB), dan Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS).

Namun ternyata, ada lagi jenis surat-surat yang kerap digunakan masyarakat Indonesia

sebagai bukti penguasaan akan sebuah tanah. Bentuk penguasaan ini diakui oleh

peraturan pertanahan Indonesia, adapun bentuk kepemilikan tersebut adalah Sbb:

1. Tanah Eigendom Verponding:
Eigendom Verponding adalah salah satu produk hukum terkait pembuktian
kepemilikan tanah yang dibuat sejak era Hindia Belanda. Usai Indonesia merdeka,
sistem hukum agraria warisan Belanda masih dipertahankan sebagai pengakuan
kepemilikan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

2. Tanah Letter C:
Letter C merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah oleh seseorang yang berada
di kantor desa/kelurahan. Letter C yang berbentuk buku ini sendiri fungsinya adalah
sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan mengenai identitas tanah pada
zaman kolonial. Kepemilikan atas tanah di Indonesia biasanya diberikan secara
turun-temurun, karena pada zaman dulu pengaturan atas kepemilikan properti belum
terlalu ketat pengaturannya, maka muncul berbagai surat-surat tanah, salah satunya
surat Letter C.

3. Tanah Hak Ulayat:
Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat
hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya tinggal,
dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat
dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan
hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara
lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat
tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

4. Tanah Surat Segel:
Surat segel atau alas hak yang belum didaftarkan permohonan haknya ke kantor
pertanahan, harus dimohonkan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). IMTN inilah
yang menjadi salah satu syarat untuk mendaftarkan hak lama berupa segel tanah ke
Badan Pertanahan Nasional untuk ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat hak milik

atas tanah, bila tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional.
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5. Tanah Girik:
Girik bukanlah sebuah sertifikat melainkan tanda kepemilikan tanah berdasarkan
hukum adat. Surat girik juga merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut
pada era kolonial. Surat Girik ini tidak diakui sebagai bukti kepemilikan yang sah di
mata hukum.

% Dalam hal permohonan penghapusan BMN berupa tanah, yang diajukan oleh PB
mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, maka PB/KPB menindaklanjuti
persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

% Koreksi pada Laporan PB/KPB dilakukan terhadap hasil inventarisasi dan penilaian
berupa barang hilang/tidak diketemukan melalui penggunaan data dari dokumen
sumber (khususnya Ba-04) dengan cara sebagai berikut:

- Menggunakan menu transaksi “Penghapusan (301)” pada aplikasi SAKTI Modul
Aset Tetap;

- Koreksi ini hanya merupakan koreksi akuntansi dan tidak menghilangkan proses
administrasi dan hukum sesuai ketentuannya.

- BMN yang dihapuskan dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap dipindahkan kedalam
pencatatan/pembukuan manual dan diungkapkan dalam CALK dan CALBMN untuk
kemudian segera diproses sesuai ketentuan.

% Tanah yang akan diserahkan ke Satker/Pihak Lain harus dibuatkan BAST terlebih
dahulu (dibuat 2 rangkap) dan copian BAST diberikan ke Bagian Umum (untuk laporan
BMN).

2. ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN (132111)
Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris
kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta
dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan Mesin Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah, Meliputi:
1) Pengakuan.

1. Peralatan dan Mesin Yang Diperoleh Bukan Dari Donasi.
Diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan
jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.
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2)

2. Peralatan dan Mesin Yang Diperoleh Dari Donasi.
Diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya
berpindah.

Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi:

(1) Penambahan:
Adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru,
diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan
pada harga perolehan Peralatan dan Mesin tersebut.

(2) Pengembangan:
Adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena peningkatan manfaat yang
berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensiensi dan penurunan
biaya pengoperasian, contohnya dilakukan servis.

(3) Pengurangan:
Adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas
aset tersebut contohnya dilakukan penghapusan.

Pengukuran.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah

dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.

Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi:

(1) Harga pembelian,

(2) Biaya pengangkutan,

(3) Biaya instalasi, serta

(4) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan
dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi:

(1) Nilai kontrak,

(2) Biaya perencanaan dan pengawasan,

(3) Biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

1. Biaya langsung untuk tenaga kerja,

2. Bahan baku, dan

3. Biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,
tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan

dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.
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3)

Pengungkapan.

Peralatan dan Mesin disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan
Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

» Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.

» Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
(1) Penambahan
(2) Pengembangan, dan
(3) Penghapusan.
» Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

Wujud Fisik Peralatan dan Mesin, meliputi:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7
8)
9)

Alat Besar (3.01) 11) Alat Eksplorasi (3.11)

Alat Angkutan (3.02) 12) Alat Pemboran (3.12)

Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03) 13) Alat Produksi, Pengolahan dan
Pemurnian (3.13)

Alat Pertanian (3.04) 14) Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) 15) Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Alat Studio Komunikasi & Pemancar (3.06) 16) Alat Peraga (3.16)

Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) 17) Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Alat Laboratorium (3.08) 18) Rambu-rambu (3.18)

Alat Persenjataan (3.09) 19) Peralatan Olah Raga (3.19)

10) Komputer (3.10)

Catatan:

» Self Suporting Tower dikelompokan sebagai Bangunan Menara Radio (perubahannya

dilakukan dengan reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk).

» Untuk Pegawai yang membawa pulang Kendaraan Dinas, Laptop, dll harus dibuatkan

Surat ljin Penggunaan Barang Milik Negara (SIP-BMN), (KMK No0.21/KMK.01/2012).

» Peralatan dan Mesin yang diserahkan ke Satker/Pihak Lain harus dibuatkan BAST

>

(dibuat 2 rangkap) dan copian BAST diberikan ke Bagian Umum (untuk laporan BMN).

Perangkat Siaran RRI:
1. Tower RRI, terdiri dari:
(1) Bangunan Menara Radio (4030103002)
(2) Guy tower (Three Angle) (3060320002)
2. Pemancar RRI, terdiri dari:
(1) (3060303003) Unit Pemancar VHF/FM Stationary sebagai Pemancar FM
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(2) (3060301003) Unit Pemancar MF/MW Stationary sebagai Pemancar MW
(3) (3060302003) Unit Pemancar HF/SW Stationary sebagai Pemancar SW
(4) (3060304003) Unit Pemancar UHF Stationary sebagai Pemancar STL

3. Guy tower yang berfungsi sebagai antene, terdiri dari:
(1) (3060308003) Antene VHF/FM Stationary (sebagai Antena FM)
(2) (3060307003) Antene HF/SW Stationary (sebagai Antena SW)
(3) (3060309003) Antene UHF Stationary (sebagai Antena STL)
(4) (3060306003) Antene MF/MW Stationary (sebagai Antena MW)

4. Alat Penghubung Pemancar ke Antena, meliputi:
(1) (3060321002) Coaxial Feeder (sebagai Alat Penghubung ke Antena)
(2) (3060305004) Satellite Link (Up/Down Link) (sebagai Transmitter/Receiver)
(3) (3060323012) Audio Processor Am (sebagai Alat Pemroses AM/FM)
(4) (3060101001) Audio Mixing Console (sebagai Peralatan Studio Siaran)
(5) (3060346005) Conecctor (sebagai Terminal Penghubung Kabel Coaxial)

Catatan Khusus:

Setiap pengadaan peralatan tower/pemancar/antene, isi kwitansi/faktur tersebut harus
menguraikan semua item barang yang dibelinya, tidak dibenarkan hanya
mencantumkan 1 paket/ 1 unit/ 1 set, bila yang dibeli lebih dari 1 item barang, karena
akan menyulitkan operator dalam penginputan laporan barang dan uang.

Contoh Penulisan Item Barang Dalam Kwitansi/Faktur Yang Benar:

Satker A ada Pengadaan Peralatan Pemancar, maka isi kwitansi/faktur antara lain:

1) 1 Buah/Unit Pemancar AM-MF/ MW (Medium Wave) Rp.1000.000.000

2) 3 Buah/Unit Antena Tunning Unit (ATU) @Rp.350.000.000

3) 5 Buah Audio Mixer @Rp.20.000.000

4) 1 Roll Kabel Coaxial Rp.10.000.000

5) 10 buahTube/ Tabung @Rp.30.000.000

6) 2 Buah PC Unit @Rp,25.000.000
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3. ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN (133111)

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau

dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan

dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN

yang

berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rumah Negara, Guy

Tower, Rambu - rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

Gedung Dan Bangunan Dalam Sistim Akutansi Pemerintah, Meliputi:
a. Pengakuan.

(1)

(2)

Pe

Gedung dan Bangunan Diperoleh Bukan Dari Donasi:

Diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan
jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Gedung dan Bangunan Yang Diperoleh Dari Donasi:

Diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya
berpindah.

ngakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya, terdiri dari:

(1)

(2)

®3)

b. Pe

Penambahan:

Adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan
baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan
ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.
Pengembangan:

Adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena diperluas / diperbesar /
dipelihara sehingga adanya peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi
masa manfaat, peningkatan efisiensiensi dan penurunan biaya pengoperasian.
Pengurangan:

Adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya
kuantitas aset tersebut/dihapus.

ngukuran Gedung dan Bangunan.

Dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan

pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

K/
A X4

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi:

» Biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan bakui;
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» Biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan
» Semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap.
% Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui kontrak, meliputi :
» Biaya perolehan meliputi nilai kontrak,

» Biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, serta jasa konsultan.

. Pengungkapan Gedung dan Bangunan.

Disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB)
diungkapkan pula:
» Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.

» Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
(1) Penambahan;
(2) Pengembangan; dan
(3) Penghapusan;
» Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan

Bangunan.

Klasifikasi Bangunan Kantor Pemerintah:

a.

Bangunan Gedung:

Yang dimaksud dengan bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan

keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

. Bangunan Gedung Negara:

Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang
menjadi / akan menjadi kekayaan milik Negara dan diadakan dengan sumber
pembiayaan yang berasal dari dana APBN/APBD dan/atau perolehan lainnya yang sah,
antara lain seperti: gedung kantor, Gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang,

rumah Negara, dan lain-lain.

Klasifikasi Bangunan Gedung Negara Berdasarkan Tingkat Kompleksitas, meliputi:

1.

Bangunan Sederhana.

Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung Negara dengan karakter
sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan
kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi bangunan sederhana, antara lain:
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v' Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor
dengan jumlah lantai s.d 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m2;

v/ Bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak atau bertingkat sd 2 lantai;

v' Gedung pelayanan kesehatan, puskesmas dengan jumlah s.d 2 lantai;

v' Gedung pendidikan tingkat dasar dan /atau lanjutan dengan jumlah s.d 2 lantai.

. Bangunan Tidak Sederhana.

Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung Negara dengan

karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak

sederhana masa penjamin kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10

(sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi bangunan Tidak Sederhana, antara lain:

v' Gedung kantor yang belum ada disain prototipenya atau gedung kantor dengan luas
diatas dari 500 m2, atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai;

v/ Bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan E yang bertingkat
lebih dari 2 lantai, rumah Negara yang berbentuk rumah susun;

v' Gedung Rumah Sakit Klas A, B, C, dan D;

v  Gedung pendidikan tinggi universitas / akademi atau gedung pendidikan

dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai.

. Bangunan Khusus.

Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung Negara yang memiliki

penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan sederhana serta

memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.

Masa penjamin kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh)

tahun.

Yang termasuk klasifikasi bangunan Khusus, antara lain:

v’ Istana negara dan rumah jabatan presiden dan wakil presiden;

v" Wisma Negara;

v' Gedung instalasi nuklir;

v Gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI dengan penggunaan persyaratan
khusus;

v' Gedung laboratorium;

v' Gedung terminal udara/laut/darat;

v’ Stasiun kereta api;
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v’ Stadion olah raga;

v Rumah tahanan;

v' Gudang benda berbahaya;

v Gedung bersifat monumental; dan

v' Gedung perwakilan negara R.I di luar negeri.

. Bangunan Rumah Negara.

Rumah negara adalah bangunan yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan
tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri. Rumah Negara merupakan Barang Milik
Negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, sehingga merupakan bagian dari
keuangan Negara. Sebagai aset Negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintahan maka
sudah sewajarnya diatur hal-hal mengenai pengadaan, penghunian, pengelolaan dan
pengalihan status hak atas Rumah Negara tersebut, dalam peraturan perundang-
undangan.

a. Peruntukan Rumah Negara.

Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri dengan

hak serta kewajiban yang melekat didalamnya. Rumah negara tersebut memiliki

status golongan rumah negara yang diatur dalam PP No. 40 Tahun 1994 Jo. PP No.

31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara, yaitu:

a. Rumah Negara Golongan |, adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi
pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal
di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang
bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. Rumah Negara yang
memiliki fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu
instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan, dan laboratorium
otomatis ditetapkan sebagai rumah golongan ini. Rumah negara golongan ini juga
dapat disebut sebagai rumah Jabatan.

b. Rumah Negara Golongan II, adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan
yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk
didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah
dikembalikan kepada Negara. Rumah Negara golongan ini juga dapat disebut

sebagai rumah instansi.
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c. Rumah Negara Golongan Ill, adalah Rumah Negara yang tidak termasuk

Golongan | dan Golongan Il yang dapat dijual kepada penghuninya.

Pejabat atau Pegawai Negeri yang ingin menghuni Rumah Negara tersebut harus

terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang memiliki hak dan kewajiban yang melekat
didalamnya; (diluar itu diatur dalam kebijakan instansi);

b. Harus memiliki Surat 1zin Penghunian dan Surat Pernyataan Kesanggupan
Menempati Rumah Dinas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada
instansi yang bersangkutan. (PP No. 31 Th. 2005);

c. Suami dan istri yang masing berstatus Pegawai Negeri, hanya dapat menghuni
satu Rumah Negara, kecuali apabila suami istri tersebut bertugas dan bertempat
tinggal di daerah yang berlainan.

. Standar Tipe Dan Klas Rumah Negara Bagi Pejabat Dan Pegawai Negeri,
ditetapkan sebagai berikut:

Untuk bangunan Rumah Negara, disamping klasifikasinya sebagai bangunan

gedung Negara, juga digolongkan berdasarkan tipe yang didasarkan pada tingkat

jabatan penghuninya dan golongan kepangkatannya. Untuk jabatan tertentu
program ruang dan luasan Rumah Negara dapat disesuaikan mengacu pada pada

tuntutan operasional jabatan.
Standar tipe dan klas rumah negara, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Tipe Rumah Negara Berdasarkan Kelas Jabatan

Luas .
No. | Tipe Untuk keperluan Pejabat/Golongan
Tanah | Bangunan

1) Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen,
1 | Knhusus | 1000 400 Kepala Lembaga Tinggi/Tertinggi Ne_gara .
2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan Menteri.

1) Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Deputi;
2. A 600 250 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan eselon |.
3) Pegawai negeri sipil yang golongannya IVe/d s.d 1V/d

1) Direktur, KepalaBiro, Inspektur, Kepala Dinas, Kakanwil,
Asisten Deputi Sekjen, Sekretaris Badan

2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan eselon |l

3) Pegawai negeri sipil yang golongannya IvVd/d s.d IV/e

3. B 350 120

1) Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang;
4. c 200 70 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan lll;
3) Pegawai negeri sipil yang golongannya IV/a s.d IV/c.

1) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang;
5. D 120 50 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan eselon IV
3) Pegawai negeri sipil yang golongannya lll/a s.d llI/b.

1) Kepala Sub Seksi;
6. E 100 36 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat;
3) Pegawai negeri sipil yang golongannya Il/d kebawabh.
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c. Kewajiban Dan Larangan Penghuni Rumah Negara:
a. Kewajiban Penghuni Rumah Negara:

1) Menempati Rumah Negara selambat-lambatnya dalamjangka waktu 60 (enam
puluh) hari sejak Surat Izin Penghunian diterima;

2) Membayar sewa Rumah Negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

3) Memelihara dan memanfaatkan Rumah Negara sesuai dengan fungsinya;

4) Membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan
penghunian Rumah Negara,;

5) Membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas;

6) Mengosongkan dan menyerahkan rumah beserta kuncinya kepada Pejabat
yang berwenang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak
diterima pencabutan Surat Izin Penghunian; dan

7) Mengajukan permohonan pengalihan hak paling lambat 1 (satu) tahun sejak
ditetapkan menjadi Rumah Negara Golongan Il
% Apabila penghuni Rumah Negara tidak lagi memegang jabatan, berhenti

karena pensiun, diberhentikan dengan atau tidak dengan hormat tanpa
menerima hak pensiun, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau instansi,
berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian Rumah
Negara, wajib mengosongkan Rumah Negara yang dihuninya selambat-
lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tidak lagi memegang jabatan
tersebut atau sejak Surat I1zin Penghunian dicabut.

b. Larangan Bagi Penghuni Rumah Negara:

1) Mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari instansi
yang bersangkutan;

2) Menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain;

3) Menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;

4) Menghuni Rumah Negara dalam satu kota/daerah yang sama bagi masing-
masing suami/isteri yang berstatus pegawai negeri; dan

5) Dihuni oleh / bukan PNS dan tidak memiliki Surat Izin Penghunian yang

dikeluarkan atas nama Direktur Utama LPP RRI.

d. Mekanisme Pengadaan, Pengalihan Status dan Hak atas Rumah Negara
(Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 dan PUPR No.22/PRT/M/2008).
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1. Pengadaan Rumah Negara.
Pengadaan Rumah Negara dapat dilakukan dengan cara pembangunan,
pembelian, tukar menukar tukar bangun atau hibah dari Pemda/Pemkot,
masyarakat atau badan usaha.

2) Pengalihan Status.

Rumah Negara yang dapat dialihkan statusnya hanya Rumah Negara
Golongan Il menjadi Rumah Negara Golongan Ill. Rumah Negara Golongan I
dapat ditetapkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan | untuk memenuhi
kebutuhan Rumah Jabatan. Rumah Negara Golongan Il yang berfungsi sebagai
mess/asrama sipil dan ABRI tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah
Negara Golongan Il

Rumah Negara Golongan | yang golongannya tidak sesuai lagi karena
adanya perubahan organisasi atau sudah tidak memenuhi fungsi yang ditetapkan
semula, dapat diubah status golongannya menjadi Rumah Negara Golongan I
setelah mendapat pertimbangan Menteri; Rumah Negara Golongan Il yang akan
dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan Ill yang berdiri di atas tanah
pihak lain, hanya dapat dialihkan status golongannya dari golongan Il menjadi
golongan Il setelah mendapat izin dari pemegang hak atas tanah.

Pengalihan status rumah negara yang berbentuk rumah susun dari
golongan Il menjadi golongan Ill dilakukan untuk satu blok rumah susun yang

status tanahnya sudah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Pengalihan Hak atas Rumah Dinas.

Rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara
Golongan Ill. Rumah Negara Golongan Il sebagaimana dimaksud beserta atau
tidak beserta tanahnya hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas
permohonan penghuni. Rumah Negara Golongan Ill sebagaimana dimaksud yang
berada dalam sengketa tidak dapat dialihkan haknya.

Untuk suami dan isteri yang masing-masing mendapat izin untuk menghuni
Rumah Negara, hanya dapat diberikan kewenangna pengalihan hak kepada salah
satu dari suami dan isteri yang bersangkutan. Pegawai negeri dan/atau pejabat
negara yang telah memperoleh rumah dan/atau tanah dari Negara, tidak dapat

lagi mengajukan permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara;
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e. Pengelolaan Rumah Negara.

Pengelolaan Rumah Negara merupakan kegiatan yang meliputi pendaftaran,

penetapan status dan penghapusan.

1. Pendaftaran Rumah Negara.

Setelah melakukan kegiatan pengadaan, semua Rumah Negara ini wajib

didaftarkan dengan tujuan:

a.
b.

Untuk mengetahui status dan penggunaan Rumah Negara;
Mengetahui jumlah secara tepat dan rinci jumlah aset yang berupa Rumah

Negara,

c. Menyusun program kebutuhan pembangunan Rumah Negara;

e.

. Mengetahui besarnya pemasukan keuangan kepada Negara dari hasil sewa

dan pengalihan hak Rumah Negara; dan
Menyusun rencana biaya pemeliharaan dan perawatan.

Dalam mendartarkan Rumah Negara, harus ditempuh prosedur pendaftaran

sebagai berikut:

1.

Pimpinan Instansi yang bersangkutan mendaftar dengan membawa

kelengkapan:

a) Surat permohonan pendaftaran,

b) Daftar inventarisasi,

c) Kartu legger,

d) Gambar legger/gambar arsip rumah;

e) Gambar situasi;

f) Fotokopi keputusan otorisasi pembangunan rumah/surat keterangan
perolehan dari instansi yang bersangkutan;

g) Fotokopi tanda bukti hak atas tanah atau surat keterangan tentang
penguasaaan tanah; dan

h) Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan

membangun dari instansi yang bersangkutan.

. Pendaftaran diajukan kepada Menteri Pekerjaan Umum (dhi. Dirjen Cipta

Karya) melalui:
a) Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, apabila Rumah Negara
terletak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; atau
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b) Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi
rumah negara, apabila rumah negara terletak di luar DKI Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang dan Bekasi.

3. Setelah pendaftaran, maka:

a) Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan memberikan Surat
Keterangan Bukti Pendaftaran Rumah Negara (SKBPRN) dengan penetapan
Huruf Daftar Nomor (HDNo.) yang digunakan dalam penetapan status rumah
negara dan sebagai dasar perencanaan anggaran pemeliharaan dan
perawatan rumah negara,;

b) Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi
rumah negara menyampaikan laporan pelaksanaan pendaftaran rumah
negara kepada Dirjen Cipta Karya melalui Direktur Penataan Bangunan dan
Lingkungan secara periodik dengan tembusan kepada Menkeu (dhi. Dirjen

Kekayaan Negara).

2. Penetapan Status.

Untuk menentukan golongan Rumah Negara dilakukan penetapan status
Rumah Negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan I,
dan Rumah Negara Golongan lIl.

Penetapan status Rumah Negara sebagai Rumah Negara Golongan | dan
Rumah Negara Golongan Il dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
Sementara penetapan Rumah Negara Golongan Il dilakukan oleh Menteri
Pekerjaan Umum.

Penetapan status Rumah Negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah
Negara Golongan Il dilakukan bersamaan dengan kegiatan mendaftarkan Rumah
Negara, oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan, berdasarkan usulan dari
Pejabat Eselon | atau Pejabat yang ditunjuk yang menjadi bagian dari keseluruhan
kegiatan pengelolaan terhadap rumah negara. Paling lambat 1 (satu) tahun sejak
dimiliki oleh Negara. Pimpinan Instansi mengeluarkan keputusan penetapan yang
ditembuskan kepada Menteri Pekerjaan Umum selaku pembina Rumah Negara
dan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara.

Status-status Rumah Negara ini dapat berubah apabila dikemudian hari
terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan pengalihan status Rumah Negara
maupun pengalihan hak atas Rumah Negara. Perubahan status maupun

pengalihan hak ini yang kerap kali menimbulkan sengketa atau permasalahan
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sehingga dalam setiap tahapannya harus memperhatikan dan memenuhi

prosedur sebagaimana dipersyaratkan peraturan yang ada.

3. Penghapusan Rumah Negara.
Penghapusan Rumah Negara dapat dilakukan antara lain karena:
a. Rumah Negara sudah tidak layak huni;
b. Terkena rencana tata ruang;
c. Terkena bencana;
d. Rumah Negara dialihkan haknya kepada penghuni.
Penghapusan Rumah Negara sebagaimana tersebut dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Tambahan:

» Pembayaran sewa Rumah Negara dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan
sesuai dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara, yang
dilakukan melalui pemotongan langsung dari gaji atau dengan menyetor langsung
ke KPKN melalui Bank Pemerintah.

» Tindakan tegas bagi pegawai yang sudah tidak berhak menghuni Rumah Negara,
baik berupa penerbitan surat teguran, pemberian kompensasi, maupun
pengusiran.

» Penambahan jumlah Rumah Negara. Jika lahannya tidak mencukupi, maka dapat
dibuatkan rumah susun dinas. Yang perlu dikaji lebih dalam adalah lebih baik
mana antara pengadaan Rumah Negara atau pemberian tunjangan rumah
singgah bagi pegawai negeri.

» Bangunan yang akan diserahkan ke Satker/Pihak Lain harus dibuatkan BAST
(dibuat 2 rangkap) dan copian BAST diberikan ke Bagian Umum (untuk laporan
BMN).

4. ASET TETAP JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN (134xxXx).
Mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah:
a. Jalan dan Jembatan,
b. Bangunan Air, Kewenangan Kementerian PUPR/Kementerian Pertanian,

c. Instalasi, dan Jaringan.
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Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah, Meliputi:
a. Pengakuan.
a) Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Diperoleh Bukan Dari Donasi:
Diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan
jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.
b) Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Diperoleh Dari Donasi:
Diakui pada saat Jalan, lIrigasi dan Jaringan tersebut diterima dan hak
kepemilikannya berpindah.
Pengakuan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi:

(1) Penambahan:
Adalah peningkatan nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disebabkan pengadaan
baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan
jalan, irigasi dan jaringan tersebut.

(2) Pengembangan:
Adalah peningkatan nilai jalan, irigasi dan jaringan karena diperluas atau
diperbesar sehingga adanya peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi
masa manfaat, peningkatan efisiensiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.

(3) Pengurangan:
Adalah penurunan nilai jalan, irigasi dan jaringan dikarenakan berkurangnya
kuantitas asset tersebut.

b. Pengukuran.

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai.

Biaya ini meliputi:

1) Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan

2) Biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap
pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak
meliputi:
a. Biaya perencanaan dan pengawasan,

b. Biaya perizinan, jasa konsultan,

c. Biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola
meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari:

1. Biaya bahan baku,
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Biaya tenaga kerja,

Biaya sewa peralatan,

Biaya perencanaan dan pengawasan,
Biaya perizinan,

Biaya pengosongan dan

N o g M D

Biaya pembongkaran bangunan lama.
c. Pengungkapan.
Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam
Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:
» Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
» Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
(1) Penambahan
(2) Pengembangan, dan
(3) Penghapusan
> Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan
Jaringan.
» Pemasangan paving bloc dan/atau pengaspalan untuk jalan kantor/rumah dinas

dicatat sebagai pengembangan bangunan kantor/rumah dinas tersebut.

5. ASET TETAP LAINNYA (135xxXx):
Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah;
Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah:
1) Koleksi Perpustakaan/Buku,
2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga,
3) Hewan, Ikan dan Tanaman.
Aset Tetap Lainnya Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah, Meliputi:
a. Pengakuan.
1) Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi.
Diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan
jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

2) Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi.
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Diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya
berpindah.
Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi:

(1) Penambahan:
Adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru.
Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset
Tetap Lainnya tersebut.
(2) Pengurangan:
Adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas
aset tersebut.
b. Pengukuran.
Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi:
1) Pengeluaran nilai kontrak,
2) Biaya perencanaan dan pengawasan, dan
3) Biaya perizinan.
Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya
langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari:
(1) Biaya bahan baku,
(2) Biaya tenaga kerja,
(3) Biaya sewa peralatan,
(4) Biaya perencanaan dan pengawasan,
(5) Biaya perizinan, dan
(6) Biaya jasa konsultan.
c. Pengungkapan.
Aset Tetap Lainnya disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan
Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:
» Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
» Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan
Penambahan dan Penghapusan,;

» Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.
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6. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP) ((136111)
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset yang sedang dalam proses pembangunan pada
tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang
proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu
tertentu dan belum selesai.
KDP Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah, Meliputi:
a. Pengakuan KDP.

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan

dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka

panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu aset berwujud
harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat
diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam

Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi

tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

b. Pengukuran KDP.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

(1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup
biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana
peralatan dan bahan-bahan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan
serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan
kegiatan konstruksi.

(2) Biaya yang dapat di distribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat
dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan
bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu
dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang
bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

(1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat
penyelesaian pekerjaan.

(2) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan
pelaksanaan kontrak konstruksi.
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(3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan
pelaksanaan kontrak konstruksi.
c. Pengungkapan KDP.
Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam
Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:
(1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan
jangka waktu penyelesaiannya;
(2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya,
(3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
(4) Uang muka kerja yang diberikan;
(5) Retensi.

Ruang Lingkup KDP:
1. Cakupan KDP Dalam Pengadaan BMN, dapat berupa:
1) Tanah
2) Peralatan dan Mesin
3) Gedung dan Bangunan
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
5) Aset Tetap Lainnya
2. Biaya-biaya yang dapat dikapitalisasikan untuk KDP, antara lain:
a. Pembangunan melalui kontrak:
1. Nilai kontrak
2. Biaya perencanaan dan pengawasan
3. Biaya perijinan
4. Jasa konsultan
5. Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
b. Pembangunan secara swakelola:
. Biaya bahan baku
. Upah tenaga kerja
. Sewa peralatan
. Biaya perencanaan dan pengawasan
. Biaya perijinan

o 01 B~ W DN PP

. Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
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3. Dokumen sumber penatausahaan KDP:

1) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM)

dan dokumen pendukung lainnya (Kuitansi, Faktur, Berita Acara serah Terima,

Kontrak, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)
2) Lembar Analisis SPM (LA-SPM/SP2D)

Output Penatausahaan KDP.
1. Lembar Analisis-SPM/SP2D (LA-SPM/SP2D);
2. Kartu Konstruksi Dalam Pengerjaan (K-KDP);

3. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (L-KDP)

(contoh form Kartu KDP dan Laporan terlampir).
Form Lembar Analisis-SPM/SP2D, Kartu KDP dan Laporan KDP dapat dilihat pada

tabel ini:
Tabel 9. Kartu Lembar Analisis-SPM/SP2D
Haaman - (1)
LEMBAR ANALISIS - SPNISP2D (LA-SPMISP2D)
Kemenberian Negara/Lembaga - (2)
Eselon | ]
Wilayah 1)
FISFiProgramKegiatam {5)
Sabuan Kega {6}
Mo Mo Tel No. Tel Jemis Rupiah Per | MAK Rupiah SPM | Jumlah K-KDP No.Unut No. K-EDF Rupiah per
Urut SPM SPM | SP2D | SP2D | Biaya | Jenis Baaya yanyg Dibisyai K-HDP yang Dibiayai K-KDP
7} 8 (9] (100 {11} (12 (13 [14) (15 [16) [mn (18) (149)
Tabel 10. Kartu Konstruksi Dalam Pengerjaan
Halaman (1]
HARTU KONSTRUHS! DALAM PENGERJAAN (K-KDF)
Kememerian Nagarallembaga - [2) Momor Kartu KDP (5) 905903 S80S
Eselon | (7] Jumiah konsinaksi 46}
‘Wilzreah 4 Hode lokasi Asst {7} (kode LAKPE)
FrsfProgramitiegiatan 1-1] Cara P
Satuan Kera =0 (Kode dan Uraian) (10 Konirak Sebegian Konbak
Homor Kortrak (1) Tanggal Mulai kontrak - (14)
Mara Konfrakior (] Tanggal Akhir Kontrak - (15)
Mlarnat Konfrakdor [ 1] Milai FKonirak (16) & Rp
b. Vakdta Asing
Mo 'ﬂ\:l_'w SP'L!—‘_S.'—"I' Tanggal SPMSP2D Jumiah Rupeakh Jumish Ruptah “etarangan
Urut Panyesusian Fanyesusian par SPMISP2D ang telah dibayarkan
[m (18] {1 200 (211 28
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Tabel 11. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan

LAPORAN KOMSTRUKS! DALAM PENGERJAAN (L-KDE)

Kemenderian Negarallembaga
Essdon |

Wilangah

FISFiProgramieg

Sabuan Kera

Namaor
Tanggal
Periode

el

| =

TE
[

Mo Momor Jumish sampa Pensambahan KDP yg sudah menjadi Jumiah sampai dengan HKeterangan
Linat K- KDP dengan Bulan Lalu Badan Ine aset dednitil Bulan Ini
Butan ini

= (10 {11) (12 (13 (14 (15}

Kepala Sabusn Herja
(16)

Penyusunan Laporan KDP Tingkat UAKPB.
1. UAKPB menerima Dokumen Sumber yang berkaitan dengan Perolehan Aset Tetap
dan melakukan analisis untuk menentukan Nilai Aset Tetap KDP;
2. UAKPB menyusun Lap. KDP berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen sumber;
3. UAKPB menyampaikan laporan KDP setiap semester kepada UAKPA/UAPPB-
W/UAPPB-E1;
4. Penyajian KDP dalam Neraca;
KDP dilaporkan dan disajikan di neraca secara periodik yaitu semesteran/tahunan
sebagai akun terpisah dari masing-masing aset tetap;
5. Penyusunan CALK;
6. Setiap satuan kerja mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan
dalam CALK per jenis KDP sesuai laporan KDP, termasuk:
a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan
jangka waktu penyelesaiaanya;
b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya,
c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
d. Uang muka kerja yang diberikan;

e. Retensi.

. ASET TAK BERWUJUD (162xxXx)
Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasikan dan tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau

jasa atau digunakan untuk tujuannya lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
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Aset tak berwujud meliputi Software Komputer / berbentuk aplikasi (8010101001), lisensi
dan franchise, hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian
yang memberikan manfaat jangka panjang.
Aset Tak Berwujud Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah, Meliputi:
a. Pengakuan.
Pengakuan atas Aset Tak Berwujud ditentukan jenis transaksinya meliputi
(1) Penambahan:
Adalah peningkatan nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan pengadaan baru.
Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tak
berwujud tersebut.
(2) Pengembangan:
Adalah peningkatan nilai Aset Tak Berwujud karena peningkatan manfaat
ekonomis dan/atau sosial.
(3) Pengurangan:
Adalah penurunan nilai Aset Tak Berwujud dikarenakan berkurangnya kuantitas
aset tersebut. Untuk hasil kajian yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak
memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi
sebagai aset tak berwujud.
b. Pengukuran Aset tak berwujud.
Dinilai sebesar pengeluaran yang terjadi dengan SPM belanja modal non fisik yang
melekat pada aset tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat
dikapitalisir.
c. Pengungkapan Aset tak berwujud.
Disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB)
diungkapkan pula:
» Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
» Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan
Penambahan, Pengembangan dan Pengurangan;
» Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tak berwujud.

8. ASET LAIN = LAIN (166xxXx)
Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan

ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan
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aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset
lain-lain.
Aset Lain-lain Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah, Meliputi:
a. Pengakuan.
Aset tetap diakui sebagai aset lain-lain pada saat dinilai kondisi aset tetap tersebut
adalah rusak berat, tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan.
Pengakuan atas Aset Lain-lain ditentukan jenis transaksinya meliputi:
(1) Penambahan:
Adalah peningkatan nilai Aset Lain-lain yang disebabkan perpindahan dari pos aset
tetap.
(2) Pengurangan:
Adalah penurunan nilai Aset Lain-lain dikarenakan telah dikeluarkannya Surat
Keputusan Penghapusan dan harus dieliminasi dari Neraca.
b. Pengukuran.
Aset lain-lain dinilai sebesar biaya perolehannya atau nilai yang tercatat sebelumnya
pada pos aset tetap.
c. Pengungkapan.
Aset lain-lain disajikan Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan
Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:
» Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
» Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan
Penambahan dan Pengurangan;
» Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Aset Lain-lain.
» Perolehan secara gabungan biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang
diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan
tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang

bersangkutan.

9. ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSET)
Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan
sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat

purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).
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Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset

bersejarah:

a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh
dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;

b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat
pelepasannya untuk dijual;

c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan
walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;

d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat
mencapai ratusan tahun.
Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak
terbatas. Aset bersejarah diperoleh dengan cara beragam perolehannya seperti dari
pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah dibuktikan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak aset bersejarah yang
diperoleh selama bertahun-tahun. Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa

nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan
sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk
seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam
kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Beberapa aset bersejarah juga
memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya.
Sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk
kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap
lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntansi BMN disesuaikan dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang

disusun dan ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

D. MAPPING KODE BARANG KE KODE BUKU BESAR.
Mapping kode barang ke kode buku besar diperlukan karena pencatatan BMN
menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berbeda
dengan perkiraan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian BMN sebagai aset tetap
dan persediaan di neraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barang ke kode
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perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar.

Tujuan kebijakan di bidang kapitalisasi:

1) Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN

2) Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMN yang dikapitalisir

3) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN

Pengeluaran yang dikapitalisasi:

1) Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian
peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan,
pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian

Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.

2) Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam butir di atas dirinci
sebagai berikut:
a) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya
pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan.
b) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos
angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
c) Pembuatan peralatan, mesin, dan bangunan meliputi:

» Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui
kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

» Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara
swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi
biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan
pengawasan, dan biaya perizinan.

d) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi:

» Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa
pengeluran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa
konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

» Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan
tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja,
sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya
pengosongan dan bongkar bangunan lama.
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e) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:

» Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai
kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya
pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang
diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

» Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa
biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku,
upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya
perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah
yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

f) Pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos
angkut, dan biaya asuransi.
g) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya:

» Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak
berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

» Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara swakelola
berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan
baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan,
biaya perizinan, dan jasa konsultan.

» Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi
hadiah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.

» Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam
keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh
ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan
meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

» Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah
biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.

» Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan
pematangan.

» Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk mengingkatkan

kualitas dan/atau kapasitas.
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3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap:

a) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan
penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan
restorasi.

b) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Pada Aset Tetap:

» Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama
dengan atau lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan

» Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.
25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

c¢) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana 3.b) dikecualikan terhadap
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi

perpustakaan dan barang bercorak kesenian, (kapitalisasi intrakomptabel).

4) Jenis Pencatatan BMN

a) Pencatatan BMN dilakukan dalam buku barang.

b) Pencatatan dalam buku barang terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan
(intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ektrakomptabel).

c) BMN yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam
buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).

d) BMN yang mempunyai nilai dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dan
hewan, ikan dan tanaman dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan
(ekstrakomptabel).

e) Penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi dicatat
dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel)

f) Pencatatan penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain dilakukan berdasarkan
nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g) Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk yang tidak dikalitalisasi
dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).

h) Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk dilakukan

berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.

5) Penaksiran Nilai dan Kondisi Aset Tetap.
a) Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.

b) Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.
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c) Kriteria kondisi aset tetap yang dimaksud pada butir b dilakukan berdasarkan kriteria
sebagai berikut:
1. Barang Bergerak
Adalah barang yang bersifat tidak tetap dan masa penggunaan/pemakainnya
memiliki jangka waktu:
1.1. Baik (B):
Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi
dengan baik.
1.2. Rusak Ringan (RR):
Apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi
dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan
tidak memerlukan penggantian bagian utama/ komponen pokok.
1.3. Rusak Berat (RB):
Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau
memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok,

sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.

2. Barang Tidak Bergerak:

2.1. Tanah

2.1.1 Baik (B):
Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan
sesuai dengan peruntukannya.

2.1.2 Rusak Ringan (RR):
Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat
dipergunakan  dan/atau  dimanfaatkan dan masih  memerlukan
pengolahan/perlakuan (misalnya pengeringan, pengurugan, perataan, dan
pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

2.1.3 Rusak Berat (RB):
Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau
dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam,
erosi dan sebagainya.

2.2. Bangunan

2.2.1 Baik (B):
Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti

kecuali pemeliharaan rutin.
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2.2.2 Rusak Ringan (RR):
Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan
perbaikan ringan pada komponenkomponen bukan konstruksi utama.

2.2.3 Rusak Berat (RB):
Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.

2.3. Jalan dan jembatan

2.3.1 Baik (B):
Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi
dengan baik.

2.3.2 Rusak Ringan (RR):
Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memelukan
perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.

2.3.3 Rusak Berat (RB):
Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi
dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.

6) Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

Pengertian Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

» Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis mengenai BMN
kedalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok.

» Kodefikasi adalah pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan masing-masing
BMN.
Kodefikasi Barang terdiri dari 10 (sepuluh) angka/digit yang terbagi dalam lima
kelompok kode dengan susunan sebagai berikut:

XXX XX XX XXX

Satu angka/digit pertama : menunjukkan kode Golongan Barang
Dua angka/digit kedua : menunjukkan kode Bidang Barang
Dua angka/digit ketiga : menunjukkan kode Kelompok Barang
Dua angka/digit keempat : menunjukkan kode Sub Kelompok Barang

Tiga angka/digit kelima  : menunjukkan kode Sub-sub Kelompok Barang
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BAB V
PEMBINAAN / PENGAWASAN / PENGENDALIAN

Dalam pembinaan, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelola BMN, kebijakan
teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan BMN kepada seluruh Kementerian
Negara/Lembaga. Selanjutnya dalam hal pengawasan dan pengendalian, PB/KPB melakukan
pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,
penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN. KPB/PB dapat meminta aparat
pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut pemantauan dan penertiban.
Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan

penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN.

Berikut adalah gambar yang menunjukkan penjelasan pembinaan BMN (untuk tertib
administrasi):

Gambar 31. Pembinaan Barang Milik Negara

UAPB LPP RRI KEPALA SATUAN KERJA

Direktur Utama dibantu Kepala Satuan Kerja dibantu
Direktur SDM dan Umum, KBTU dan Kasubag/Kaur Umum
Kabag. Umum & Pengadaan
dan PPBJ

Berikut adalah gambar yang menunjukkan penjelasan pengawasan BMN:

Gambar 32. Pengawasan Barang Milik Negara

e Ka. Satker selaku Kuasa Pengguna Barang
e Pejabat yang ditunjuk

e Aparat Pengawasan Fungsional sesuai
dengan peraturan perundang — undangan

Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh PB/KPB dalam upaya penertiban BMN dilingkungan
LPP RRI dan apa-apa saja yang memerlukan keseragaman persepsi, langkah, dan optimalisasi
tindak lanjut hasil dari penertiban ini, antara lain.
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1)

2)

3)

4)

BMN Dalam Kondisi Rusak Berat Namun Masih Tercatat Dalam Daftar BMN.
PB/KPB mengajukan usulan penghapusan BMN yang berada dalam kondisi rusak berat
namun masih tercatat dalam daftar BMN kepada Pengelola Barang berdasarkan BA Hasil
Penertiban BMN dan data barang dengan di sertai Surat Pernyataan dari PB/KPB bahwa
BMN dalam kondisi RB dan tidak dapat dilakukan pemindahtanganan/pemanfaatan.
Koreksi pada laporan Barang PB/KPB terhadap hasil inventarisasi berupa perubahan
kondisi barang dilakukan dengan menggunakan data dari dokumen sumber (khusus BA-
01) dengan cara sebagai berikut:
a. Menggunakan menu transaksi “Perubahan Kondisi (203) di aplikasi pada modul aset
tetap;
b. BMN yang RB dilakukan pemindahan ke Aset Lain — lain dengan menggunakan menu
transaksi Penghentian BMN dari Penggunaan (401) di aplikasi pada modul aset tetap.
BMN Berupa Tanah Yang Berada Dalam Penguasaan Kementerian/Lembaga, Namun
Belum Bersertifikat Semua Atas Nama Pemerintah Rl Cq. LPP RRI.
Hal ini berarti ada bukti: letter C/D, sertifikat atas nama pihak lain, akta jual beli, akte hibah,
dan dokumen lainnya. PB/KPB segera memproses sertifikat BMN kepada BPN sesuai
dengan ketentuannya. PB/KPB bertanggungjawab menjaga dan mengamankan BMN dari
pengunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak lain yaitu dengan pasang plank, pemagaran,
menitipkan BMN kepada aparat pemerintah (camat/kepala desa/lurah). BMN tersebut
dicatat dan dilaporkan dalam laporan barang PB/KPB, serta diungkapkan dalam CALK dan
CALBMN.
BMN Berupa Tanah Yang Berada Dalam Penguasaan Kementerian/Lembaga, Namun
Tidak Didukung Semuanya Dengan Dokumen Kepemilikan.
PB/KPB mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal guna pengurusan bukti
kepemilikan (riwayat tanah, kordinasi dengan pejabat pemerintahan, dan lain-lain). PB/KPB
mendaftarkan BMN ke BPN untuk pemrosesan sertifikat. Pengguna barang segara
memproses sertifikat BMN kepada BPN sesuai dengan ketentuan. PB/KPB
melaporkan/mencatat dalam laporan barang PB/KPB, serta diungkapkan dalam CALK dan
CALBMN.
BMN Dikuasai Oleh Pihak Lain, PB/KPB Wajib Melakukan Upaya Untuk Dapat
Menguasai BMN Tersebut Dengan Cara Sebagai Berikut:
a. Lakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah dengan pihak yang
menguasai.

b. Apabila tidak berhasil, upayakan dengan cara sebagai berikut:
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e Ajukan pemblokiran hak atas tanah tersebut kepada BPN/Camat/Kelurahan untuk
menghindari pengalihan hak;

e Untuk Tanah dan/atau Bangunan mengajukan permohonan penetapan pengosongan
dari pengadilan.

e Melakukan upaya hukum perdata ke Pengadilan dengan mengajukan
gugatan/intervensi

e Menyampaikan pelaporan kepada pihak kepolisian /kejaksaan/KPK.
Setelah dikuasai kembali BMN tersebut, PB/KPB bertanggungjawab untuk menjaga
dan mengamankan BMN. Selanjutnya BMN tersebut dicatat dan dilaporkan dalam
laporan barang PB/KPB, serta diungkapkan dalam CALK dan CALBMN.

5) BMN Dalam Sengketa.

PB/KPB melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah, baik dilakukan sendiri atau

mediasi dengan aparat pemerintah yang terkait. Bila gagal, PB/KPB melakukan upaya

hukum dengan melibatkan pengelola barang untuk mengajukan gugatan perdata ke
pengadilan setempat. Arbitrase yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan terhadap

BMN yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata sebagai berikut:

a. Dalam hal PB/KPB menjadi pihak TERGUGAT, lakukan upaya hukum s/d PK.

b. Dalam hal PB/KPB tidak menjadi pihak TERGUGAT, agar PB/KPB melakukan intervensi
atas perkara yang ada.

c. Apabila PB/KPB kalah dalam berperkara, PB/KPB agar menyampaikan permohonan
kepada Pengelola Barang agar mengajukan gugatan perlawanan.

d. Apabila PB/KPB dan Pengelola Barang kalah dalam berperkara dan sudah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, maka segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan
Penghapusan BMN.

BMN yang menjadi obyek sengketa dalam perkara pidana berlaku hal berikut:

a. PB/KPB mempersiapkan bukti dan saksi yang kuat serta melakukan kerja sama dengan
aparat penegak hukum terkait;

b. Monitor dengan cermat sampai dengan adanya putusan Pengadilan dan tidak ada
upaya hukum lainnya.

PB/KPB melapor kepada kepolisian apabila ada indikasi tindak pidana yang dilakukan pihak

lainnya. BMN yang telah dikuasai kembali secara fisik, PB bertanggung jawab untuk

menjaga dan mengamankan BMN tersebut. Selanjutnya BMN tersebut dicatat dan
dilaporkan dalam laporan barang PB/KPB, serta diungkapkan dalam CALK dan CALBMN.

Kepada BMN yang telah mempunyai putusan pengadilan yang kuat dan tidak ada upaya
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6)

7)

8)

9)

hukum lainnya, segara ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penghapusan BMN sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

BMN Dimanfaatkan Pihak Lain Dengan Kompensasi Tetapi Tidak Sesuai Ketentuan.
Aparat pengawas fungsional melakukan review/audit terhadap pelaksanaan yang telah
terjadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seluruh penerimaan negara yang
diperoleh dari pemanfaatan BMN disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).
Terhadap sisa waktu perjanjian dengan pihak lain, wajib disesuaikan dengan ketentuan
yang berlaku dalam waktu maksimal 1 tahun. Jika hak negara masih terutang oleh pihak
lain, wayjib disetorkan oleh pihak lain ke RKUN. Selanjutnya BMN tersebut dicatat dan
dilaporkan dalam laporan barang PB/KPB, serta diungkapkan dalam CALK dan CALBMN.
BMN Dimanfaatkan Pihak Lain Tanpa Kompensasi Pemanfaatan BMN.

PB/KPB harus ditinjau ulang dan dilakukan audit oleh pengawas fungsional. Rekomendasi
pengawas fungsional dari hasil audit tersebut wajib ditindaklanjuti oleh satker. Pemanfaatan
BMN oleh pemda dan pihak lain dalam rangka pelayanan umum tidak perlu membayar
kompensasi, harus dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan. Terhadap BMN yang lebih
optimal dimanfaatkan oleh pihak lain, maka pemanfaatan tersebut harus diproses dan
dilaksanakan sesuai ketentuan. Selanjutnya BMN tersebut dicatat dan dilaporkan dalam
laporan barang PB/KPB serta diungkapkan dalam CALK dan CALBMN.

Gedung Berdiri Diatas Tanah Pihak Lain Atas Dasar Kontrak Dan Masa Kontrak Telah
Habis.

Dalam hal kontrak tidak dapat diperpanjang lagi, maka diusulkan penghapusan perjanjian
kontrak gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya BMN tersebut dicatat
dan dilaporkan dalam laporan barang PB/KPB, serta diungkapkan dalam CALK dan
CALBMN.

Gedung Sudah Dibongkar Tanpa Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan Menteri
Keuangan.

Aparat pengawas fungsional melakukan review/audit atas gedung yang telah terlanjur
dibongkar yang belum mendapat izin penghapusan/penjualan dari Menteri keuangan.
Rekomendasi pengawas fungsional dari hasil audit tersebut wajib ditindaklanjuti oleh
satker. Dalam hal terdapat sisa bongkaran, maka dilakukan penilaian atas bongkaran yang
tersisa. Diusulkan penghapusan/penjualan atas gedung sesuai peraturan perundangan
yang berlaku. Dilakukan penyesuaian terhadap pencatatan dan pelaporan gedung yang
bersangkutan.
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Maksud dan Tujuan Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian:
1. Menetapkan Manajemen Risiko.
Prinsip manajemen risiko meliputi:
a) Menghindari hilangnya aset;
b) Pemerintah harus memperoleh keuntungan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan
c) Adanya contoh:
Pada KSP =» Terdapat kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang disetorkan ke
Kas Umum Negara.

Pada Sewa =» Pembayaran uang sewa di muka ke Kas Umum Negara.

2. Mempertahankan Opini WTP
Kebijakan dan strategi mempertahankan opini BPK RI, WTP murni terdiri atas:
. Menuntaskan temuan BPK;
. Penyelesaian penajaman IP;
. Peningkatan kepatuhan Satker;
. Peningkatan kualitas SDM, bidang keuangan dan BMN;

. Peningkatan kualitas laporan keuangan/BMN;

-~ DO O O T

Penyelesaian pemindahtanganan;

. Perkuatan hak dan sertifikasi;

o «Q

. Pengamanan fisik;

Optimalisasi pemanfaatan BMN;
j. Perbaikan penatausahaan Rumah Negara; dan

k. Percepatan penetapan status penggunaan BMN.

Bentuk Pengawasan dan pengendalian BMN, meliputi:
a. Pemantauan,
Pemantauan dilakukan terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,
penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan secara periodik dan insidentil.
- Pemantauan secara periodik dilakukan setiap semester dan tahunan;
- Pemantauan secara insidentil dilakukan sewaktu-waktu, dalam hal:
a. Terdapat informasi tertulis;
b. Adanya inisiatif Pengelola Barang.
b. Penertiban (pengamanan BMN); dan

c. Investigasi (mengumpulkan barang bukti/informasi).
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BAB VI
PENUTUP
A.KESIMPULAN
LPP RRI merupakan pengguna Barang yang memiliki kewajiban untuk melakukan
pengelolaan BMN yang berada di dalam kewenangannya. Laporan pengelolaan BMN, baik
semester ataupun tahunan merupakan bentuk pertanggung jawaban LPP RRI atas belanja
APBN, yang dituangkan dalam laporan keuangan LPP RRI. Dalam melakukan pengelolaan
BMN LPP RRI, Direktur LPP RRI dibantu oleh Kuasa pengguna barang (kepala satker di
masing — masing provinsi). Tertib pengelolaan BMN menjadi faktor penentu dalam
mewujudkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI yang dilakukan setiap akhir tahun
anggaran, sejak dari tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan dan pemanfaatan yang meliputi:
1) Sewa,;
2) Pinjam pakai;
3) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
4) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG);
5) Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI);
6) Kerjasama Terbatas Untuk Pembiayaan infrastruktur (KETUPI)
Selain itu, terdapat pengamanan aset (meliputi administrasi, fisik, hukum dan asuransi) dan
pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan (meliputi penjualan, tukar
menukar, hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah), penatausahaan (meliputi pembukuan,

inventarisasi, dan pelaporan), pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

B. TINDAK LANJUT
Kebijakan dan peraturan pelaksanaan dalam pengelolaan BMN telah banyak dikeluarkan
baik dari peraturan pemerintah maupun dari kementerian keuangan sebagai pengelola
barang dalam rangka memberikan petunjuk dalam melakukan tertib pengelolaan BMN baik
di tingkat kementerian negara/lembaga maupun di tingkat Satuan kerja (Satker). Namun
demikian, dari hasil audit/temuan BPK RI terhadap laporan keuangan LPP RRI masih
banyak ditemukan tidak tertibnya pengelolaan BMN baik di tingkat Satker maupun di tingkat
UAPPB-E1 baik yang mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
maupun ketidaksesuaian terhadap ketentuan pengelolaan dan penatausahaan BMN. Dalam
rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan penatausahaan BMN, maka satker/petugas
BMN perlu melakukan perubahan sikap dan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian dalam

pengelolaan dan penatausahaan BMN dan penyelesaian atas temuan BPK RI.
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C. SINGKATAN:

BAST Berita Acara Serah Terima

NPHD Naskah Perjanjian Hibah Daerah

SPHL Surat Pengesahan Hibah Langsung

SP2HL Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung

SP3HL Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
SP4HL Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
MPHL-BJS Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga
SPTMHL Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung

SPTJM Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SPPHL-BJ Surat Perintah Pencairan Hibah Langsung-Barang Jasa

BUN Bendahara Umum Negara

KUN Kas Umum Negara

DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

PA | KPA Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

PP-SPM Pejabat Penguiji/Penerbit Surat Perintah Membayar

DJPU Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

DJPPR Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara/Lembaga

. DAFTAR PUSTAKA:

1. Undang — Undang Nomor 51 Tahun 1960, Nomor 32Tahun 2002, Nomor 17 Tahun
2003, Nomor 1 Tahun 2004, Nomor 9 Tahun 2018.

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, Nomor 11 tahun 2005, Nomor 11 Tahun
2008, Nomor 11 Tahun 2010, Nomor 71 Tahun 2010, Nomor 38 Tahun 2016, Nomor 28
Tahun 2020, Nomor 68 Tahun 2020, Nomor 20 Tahun 2022.

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009, Nomor 29/PMK.06/2010,
Nomor 138/PMK.06/2010, Nomor 230/PMK.05/2011, Nomor 01/PMK.06/2013, Nomor

246/PMK.06/2014, Nomor 04/PMK.06/2015, Nomor 218/PMK.06/2015, Nomor
14/PMK.06/2016, Nomor 69/PMK.06/2016, Nomor 71 /PMK.06/2016, Nomor
83/PMK.06/2016, Nomor  181/PMK.06/2016, N0.99/PMK.05/2017, Nomor
97/PMK.06/2019, Nomor 280/PMK.06/2019, Nomor 115/PMK.06/2020, Nomor

172/PMK.06/2020, Nomor 153/PMK.06/2021, Nomor 165 /PMK.06/2021, Nomor
207/PMK.06/2021. Nomor 232/PMK.05/2022.

. Peraturan Dirjen. Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006, Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 620/KM.6/2015, Nomor 231/KM.6/2018, Nomor 118/KM.06/2020,
Nomor 213/KM.6/2021, Nomor 105/KM.6/2022, Nomor 128/KM.6/2022, Nomor
331/PB/2021, Nomor 2054 Tahun 2019.

. Buku Modul Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR.
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LAMPIRAN BUKU PEDOMAN:

1.
2
3
4
5.
6
7
8
9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mekanisme Sewa Aset LPP RRI

SOP Sewa BMN

SOP Penatausahaan Barang Persediaan

Lembar Opname Phisik Barang

Format Buku Masuk Barang

Format Buku Keluar Barang

Format Buku Stock Barang

Format BA Pemeriksaan Barang Persediaan / Inventaris
Format Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Persediaan

Dan Barang Inventaris

Format Surat ljin Penggunaan Inventaris Kantor

SOP Penghunian Rumah Negara Dilingkungan LPP RRI
Format Surat Permohonan dan ljin Penghunian Rumah Negara
Format Surat 1zin Kepala LPP RRI Penghunian Rumah Negara
Format SK Penetapan Status Golongan Rumah Negara
Format Surat Pernyataan Penggunaan Kendaraan Dinas
Format Surat ljin Penggunaan Kendaraan Dinas

Format BAST Kendaraan Dinas

Format Surat Pencabutan ljin Penggunaan Kendaraan Dinas
Format Surat Perjanjian Kerjasama (MOU)

Format Permohonan Register Hibah Barang atau Uang

KEP DIRUT NO.2054 TH 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan

Panduan Perangkat Teknik
SOP Solar Genset

Penjelasan Kode Akun Standar Pemerintah

Hal

179-180
181
182-183
184
185
186
187
188

189
190
191-193
194
195-197
198-204
205
206
207
208
209-221
222-228
229-234
235-241
242-245
246-255
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MEKANISME SEWA ASET LPP RRI

ASET LPP RRI

PNBP FUNGSIONAL PNBP UMUM PNBP UMUM PNBP UMUM REGULASI

SEWA MENARA SEWA RUANG SEWA LAHAN SEWA PERALATAN

Sewa Menara: Jenis Ruang: Jenis Lahan: Jenis Sewa: PP Nomor 68 Tahun
Menempelkan alat pada 2020 dan Perdir
menara, guna mendapatkan | Auditorium Lahan Pertanian Sewa Peralatan Studio | Nomor 02 Tahun

daya pancar/gelombang

untuk saluran berkomunikasi,
untuk siaran radio, televisi, dll
(terkait teknologi informatika)

Gedung Serbaguna
Ruang Kantor
Ruang Kantin

Aula

Lahan Parkir
Lahan ATM
Lahan Toko/Cafe

Sewa Diesel
Sewa Kursi

2021, penyewaan

Menara RRI masuk

dalam PNBP
Fungsional.

Pelaksanaan/pros

es

penyewaan, terkait 4
Direktorat RRI yaitu

LPU, SDM dan
Umum, Keuangan
dan TMB.

MEKANISME PENYEWAAN

SEWA RUANG

SEWA LAHAN

SEWA PERALATAN

Penyewa mengajukan surat
permohonan sewa ke Satker.
Satker melayangkan surat
pemberitahuan kepada
Direktur LPU dilampirkan
surat permohonan dari klien,
surat ditembuskan ke Dit.
SDM dan Umum, Dit.
Keuangan dan Dit. TMB

Penyewa mengajukan
surat permohonan sewa
ke Satker. Satker
melayangkan surat
pemberitahuan kepada
Direktur LPU
dilampirkan surat
permohonan dari klien,
surat ditembuskan ke
Dit. SDM dan Umum,
Dit.Keuangan

Satker melayangkan
surat pemberitahuan
kepada Direktur LPU
dilampirkan surat
permohonan dari
klien, surat ditembus -
kan ke Dit. SDM dan
Umum dan
Dit.Keuangan

Satker melayangkan
surat pemberitahuan
kepada Direktur LPU
dilampirkan surat
permohonan dari klien,
surat ditembuskan ke
Dit. SDM dan Umum
dan Dit.Keuangan

Melakukan koordinasi
dengan klien (secara lisan
dan tulisan (bersurat)

Melakukan koordinasi
dengan klien (secara
lisan dan tulisan
(bersurat)

Melakukan koordinasi
dengan klien (secara
lisan dan tulisan
(bersurat)

Melakukan koordinasi
dengan klien (secara
lisan dan tulisan
(bersurat)
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Melakukan koordinasi
dengan Konsultan atau

Dit. TMB untuk mengeluarkan
Rekomendasi Kelayakan
Menara

.| Sewa Menara baru / pertama
kali koordinasi dengan
KPKNL setempat, untuk
mengetahui pasaran harga
yang akan dijadikan acuan
oleh kasatker dim menentu -
kan nilai/harga sewa (apabila
Satker tidak dapat melaku -
kan sendiri besaran nilai
sewa tower).

Melakukan koordinasi /
bersurat dengan KPKNL
setempat. KPKNL yang
menentukan nilai sewa

Melakukan koordinasi
/ bersurat dengan
KPKNL setempat.
KPKNL yang
menentukan nilai
sewa

Melakukan koordinasi /
bersurat dengan
KPKNL setempat.
KPKNL yang
menentukan nilai sewa

Membuat Perjanjian
Kerjasama (PKS) sesuai
standart PKS (dalam Buku
Pedoman LPU)

Membuat Perjanjian
Kerjasama (PKS) sesuai
standart PKS (dalam
Buku Pedoman LPU).

Membuat Perjanjian
Kerjasama (PKS)
sesuai standart PKS
(dalam Buku
Pedoman LPU

Membuat Perjanjian
Kerjasama (PKS)
sesuai standart PKS
(dalam Buku Pedoman
LPU

.| Selama berlangsungnya
proses melakukan koordinasi
dengan Direktorat LPU.

Selama berlangsungnya
proses melakukan
koordinasi dengan
Direktorat LPU.

Selama berlangsung -
nya proses melakukan
koordinasi dengan
Direktorat LPU.

Selama berlangsung -
nya proses melakukan
koordinasi dengan
Direktorat LPU.

.| Jika prose penyewaan sudah
selesai, dan penyetoran ke
Negara sudah dilakukan
Satker mengirimkan bukti
setor berupa copy / PDF
dokumen sewa Menara
(termasuk bukti setor)
kepada Dit.LPU

Jika prose penyewaan
sudah selesai, dan
penyetoran ke Negara
sudah dilakukan Satker
mengirimkan bukti setor
berupa copy / PDF
dokumen sewa Menara
(termasuk bukti setor)
kepada Dit.LPU

Jika prose penyewaan
sudah selesai, dan
penyetoran ke Negara
sudah dilakukan
Satker mengirimkan
bukti setor copy / PDF
dokumen

sewa (termasuk bukti
setor) ke Dit.LPU

Jika proses sewa
sudah selesai, dan
penyetoran ke Negara
sudah dilakukan Satker
mengirim bukti setor
copy / PDF dokumen
sewa (termasuk bukti
setor) ke Dit.LPU

Melakukan Penginputan data
ke PNBP Online

Melakukan Penginputan
data ke PNBP Online

Melakukan
Penginputan data ke
PNBP Online

Melakukan
Penginputan data ke
PNBP Online
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SOP SEWA BARANG MILIK NEGARA

NO

AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BUKU

Pemoho | Kabid/Kasi LPU | Kasi LPUITU | Kasatker

Persyaratan

Waktu

Output

KETERANGAN

Pemohon mengajukan surat sewa asset
kepada Kasatker, diterima Kabid/Kasi
LPU

Kabid LPU dan Kasi PU/TU mencatat
surat pemohon dan menugaskan Kasi
LPU/TU membuat konsep surat
balasan pemohon

Kasi LPU/TU membuat konsep surat
Jawaban dan menyerahkannya kepada
Kabid/Kasi LPU untuk diperiksa

Kabid/Kasi LPU memeriksa konsep
surat jawaban, jika disetuhui Kabid
Kasi LPU melakukan paraf dan
selanjutnya diserahkan ke Kasatker.
Jika tidak setuju dikembalikan ke Kasi
LPU/TU untuk diperbaiki.

Kasatker memeriksa lagi surat yang
telah diparaf Kabid/Kasi LPU, jika
setuju

maka ditandatangani, Jika tidak setuju
dikembalikan ke Kabid/Kasi LPU untuk
diperbaiki (dengan keterangan
menyampaikan juga surat tersebut
kepada Kabag/Kasubag TU untuk
diproses.

Kabid/Kasi LPU memerintahkan Kasi
LPU/TU untuk mengirim surat jawaban
kepada pemohon dan
mendokumentasikannya

Pemohon menerima surat jawaban untu
ditindaklanjuti proses kerjasamanya

C

Pemohon

1 hari

Memanfaatkan
aset Satker

Tidak

Mencatat
keinginan
pemohon

10 menit

Konsep surat
jawaban

Tidak

Ya

Konsep surat
jawabao

1jam

Konsep surat
jawabao

Surat jawaban

10 menit

Paraf

Surat jawaban
diperiksa

10 menit

Ditandatangani

Kabid/Kasi LPU menyampaikan juga surat
tersebut kepada Kabag TU/Kasubag TU

Pengiriman surat

1 hari

Dokumen surat

Proses kerjasama

1 hari

Kerjasama
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Typewritten text
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Nama Petugas

Tanggal Pelaksanaan : ...........cccccoeiieienienn.

LEMBAR OPNAME PHISIK BARANG ......cccccceeueeeee

Kodefikasi

Barang

Nama Barang

NUP

Jumlah

Merk/Type

Tahun
Perolehan

Kondisi

RR

RB

Terdapat
di Ruangan

Keterangan

2

3

5

6

7

9

10

11

12

Petunjuk Pengisin :

Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

1 = Di isi nomor urut
2 = Di isi Kodefikasi Barang
3 = Di isi Nama Barang

4 = Di isi Nomor Urut Pendaftaran yang ada di SIMAK BMN

5 = Di isi Jumlah Barang

6 = Di isi Merek dan Tipe Barang
7 = Di isi Tahun Perolehan Barang

8 = Di isi Kondisi Barang
9 = Di isi Kondisi Barang
10 = Di isi Kondisi Barang

11 = Di isi Nama Ruangan Khusus Barang - barang Inventaris Kantor

12 = Di isi penjelasan yang memadai atas Barang Inventaris Kantor/Persediaan
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LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
(nama satker)

BUKU PENERIMAAN BARANG

TANGGAL DOKUMEN FAKTUR
NO. DARI NAMA BARANG BANYAKNYA| HARGA SATUAN | JUMLAH TOTAL KETERANGAN
PENERIMAAN NOMOR TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 10
........... P2 O i

Pengurus/Petugas Penyimpan Barang : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa :

NIP/NRP. .....ocoviiiiiiiiinnne NIP. e

Mengetahui :

KBTU/Pejabat yg ditunjuk :
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LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA

..................................... (nama satker)
SURAT PERMOHONAN JUMLAH SATUAN JUMLAH SATUAN
NO. UNIT KERIA PERMOHONAN BARANG TANGGAL NAMA BARANG KETERANGAN
PEMOHON NOMOR TANGGAL BANYAKNYA SATUAN PENYERAHAN BANYAKNYA | SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bon Barang
........... s errrreennreeenneeeenns 20,

Pengurus/Petugas Penyimpan Barang : KBTU/Pejabat yg ditunjuk :

NIP/NRP. ...

Mengetahui :
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa :
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LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
(nama satker)

BARANG MASUK KELUAR
NO. | KODEBARANG NAMA BARANG STOCK AWAL STOCK AKHIR KETERANGAN

MASUK KELUAR

1 2 3 4 5 6 7 9
........... 24 ) B
Pengurus/Petugas Penyimpan Barang : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
NIP/NRP. ... NIP. e
Mengetahui :

KBTU/Pejabat yg ditunjuk :

187




KOP SURAT
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG ........oovviiiiii.
Nomor: ...... [...0....0...120....

Pada hari ....tanggal .... Bulan .... Tahun Dua Ribu Dua Puluh ...., kami yang bertanda
tangan dibawah ini:

Nama Petugas Pemeriksa e
Jabatan TP
Melakukan pemeriksaan barang ................... *) pada:
Nama Pengurus/Petugas Barang : ...................
Jabatan e

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: ............. Tanggal ............ 202... ditugaskan
melaksanakan pemeriksaan atas pengadaan dan/atau penyimpanan barang ................
Dan berdasarkan hasil pemeriksaan serta bukti - bukti yang ada dalam pengadaan dan/atau
penyimpanan barang itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut:

NO. NAMA BARANG VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN JUMLAH
Jumlah Total 0 - -
Nama Petugas Pemeriksa Nama Pengurus/Petugas Barang :
NIP/NRP. ................ NIP/NRP. ................
Mengetahui :

Kepala LPP RRI/Pejabat yang ditunjuk:

NIP. ..o

*) Ditulis nama asetnya, Persediaan/Inventaris Kantor
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LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN/INVENTARIS *)

BULAN ............... 20.....
PADA LPP RRI .....ccooiiiiiien.
No IDENTIFIKASI BARANG MENURUT ADMINISTRASI | MENURUT PEMERIKSAAN | SELISIH (Jumlah/Volume) KET
' Nama Barang Harga Per Unit Satuan Jumlah Nilai Jumlah Nilai Lebih Kurang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
........... s eree rrereeenennnn 20
Pengurus/Petugas Penyimpan Barang : Petugas Pemeriksa
1.Nama : ...
NIP
2. Nama
...................................... NIP
NIP/NRP. .....cccoeiennn. 3. Nama
NIP
Mengetahui :

*) Dipilih sesuai barang yg di periksa

KABAG/KTU/Pejabat yang ditunjuk
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KOP SURAT
SURAT IJIN PENGGUNAAN BARANG INVENTARIS KANTOR
NOMOR: ......... lo.....].....120....
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:
Nama
NIP/NRP
Pangkat/Gol.
Jabatan
Unit Kerja

Alamat Rumah :

Menyatakan bahwa benar sebagai pengguna barang inventaris kantor, dengan spesifikasi
sebagai berikut :

Jenis Barang : Laptop*)
Merk

Model/Tipe

Nomor Seri

Tahun Pembuatan

Nilai Perolehan

NUP

Ketentuan ljin Penggunaan :

1. Menggunakan, menjaga dan memelihara barang tersebut dengan baik.

2. Sanggup mengembalikan segera tanpa syarat, apabila dinas memerlukan/menentukan
lain.

3. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang akibat keteledoran dan kecerobohan
diluar tugas kedinasan sehingga menimbulkan kerugian negara, akan bertanggungjawab
mutlak dan tunduk pada peraturan yang berlaku.

4. Apabila pindah tugas/pensiun, akan mengembalikan/menyerahkan barang inventaris
kantor kepada LPP RRI.

Demikian Surat ljin Penggunaan Barang Inventaris Kantor ini dibuat untuk dipatuhi
sebagaimana mestinya

............. R ~{ ) B
Pejabat LPPRRI .....................
Materai
(Nama Pengguna Inventaris Kantor) (Nama Kasatker/Pejabat yg ditunjuk)
NIP/NRP. ... NIP. ............

*) Disesuaikan nama barangnya
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AV

SOP PENGHUNIAN
RUMAH NEGARA

i

Nomor SOP : 10709/DIR.SDM-UM/12/2022
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA | No. Revisi/ 071
Terbitan
Tanggal : 27 Desember 2022
Pengesahan
Halaman :ldari 3

Disahkan Oleh

?__Dél.‘h Euaamwnlr

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2.

3.

. Nomor

. Peraturan

Undang-undang No. 32 Tahun 2002
Penyiaran;

Undang-undang No. 11 Tahun
Penyelenggaraan Penyiaran LPP RRI;
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang

Lembaga Penyiaran LPP RRI;

tentang

2005 tentang

. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 40 Tahun 1994

tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI
Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara;

. Surat keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana

Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli
2001 tentang Sewa Rumah Negara

. Permen PU Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman

Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status,
Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak
Atas Rumah Negara,

138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara

Menteri Keuangan Nomor
181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang
Milik Negara;

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.

+ Mampu melaksanakan penertiban rumah negara
+ Memahami Sistem Akuntansi Instansi (SAl)

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

» SOP Penatausahaan BMN
» SOP Penghuni Rumah Negara

» Komputer / Laptop
» Buku Referensi

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

+ Ketepatan waktu
* Kebenaran data
» Kecukupan pengungkapan

+ Data Pegawai

+ Data Rumah Dinas

+ Surat Permohonan

+ Surat ljin Penghunian
» Surat Pernyataan
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PELAKSANA Calon MUTU BAKU
No Aktifitas Petugas | KBU/KTU | Petugas |Kasatker | Penghuni Persyaratan/ Wakt Output
Daerah | /Kaur K. Pusat |/Dirut Rmh Negara | Kelengkapan aktu utpu
Menghimpun data Data referensi, 1jam Data-data
BMN berupa rumah data pegawai, sumber
1 negara karena NJOP, data
adanya calon rumah negara,
penghuni rumah SIP yang lama
negara jika ada
Menghitung besaran Data-data 20 Besaran uang
uang sewa rumah sumber menit sewa per bulan
2 | negara per/bulan
Membuat Surat Izin Data-data 30 Konsep surat
Penghunian (SIP) sumber menit izin & ketentu-
dan Surat Pernyataan an penghunian
3 | mematuhi ketentuan rumah negara
penghunian rumah
negara
Menyerahkan Surat Konsep Surat 10 Konsep surat
1zin Penghunian (SIP) v Izin dan menit izin dan
dan Surat Pernyataan ketentuan ketentuan
4 | mematuhi ketentuan - penghunian penghunian
penghunian rumah rumah negara rumah negara
negara untuk di telah dikoreksi
koreksi
Memperbaiki Surat Tidak Konsep Surat 30 Surat ljin dan
Pernyataan mematuhi Izin dan ketentu | menit ketentuan
5 ketentuan < -an Penghunian Penghunian
penghunian rumah ya rumah negara rumah negara
negara yg telah direvisi
Meneruskan Surat SIP rumah 30 SIP rumah
I1zin Penghunian (SIP) negara dan menit negara telah
rumah negara yang A4 Surat Pernyata- digandakan
telah diparaf untuk m an kesanggup- sampai kepada
ditandatangani an mematuhi yang bersang-
6 Kasatker LPP RRI ketentuan dari kutan beserta
dan calon penghuni calon penghuni Ketentuan yg
rumah negara rumah negara telah disang-
yang telah gupi calon
diparaf dan penghuni
ditandatangani-
nya
Mengirim SIP rumah SIP rumah 5 hari SIP rumah
negara dan Surat negara dan negara dan
Pernyataan yg telah Surat Pernyata - Surat Pernyata -
ditandatangani calon an yang telah an
7 penghuni rumah ditandatangani
negara ke K.Pusat Kasatker dan
untuk dikeluarkan SK calon penghuni
Penunjukan rumah negara
Penghunian Rumah
Negara dari Dirut
Melakukan verifikasi SIP rumah 30 Dasar untuk
Surat Izin Penghuni- negara dan menit dibuatkan SK
an (SIP) rumah - Surat Pernyata - Penunjukan
8 negara dan Surat an yang telah Penghunian
Pernyataan yg ada diverifikasi Rumah Negara
tandatangan calon yang ditanda -
penghuni rumah ' tangani Dirut
negara LPP RRI
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Membuat SK SK Penunjukan | 30 SK Penunjukan
Penunjukan Penghu- Penghunian menit Penghunian
nian rumah negara Rumah Negara Rumah Negara
dengan dilampiri dan Surat dan Surat
Surat Pernyataan Pernyataan Pernyataan

9 | kesanggupan calon calon penghuni yang telah
penghuni mematuhi rumah negara ditandatangani
ketentuan penghuni- Dirut LPP RRI
an rumah negara
untuk ditandatangani
Dirut LPP RRI
Mengirim SK Penunju SK Penunjukan | 5 hari SK Penunjukan
-kan Penghunian Penghunian Penghunian
rumah negara dan Rumah Negara Rumah Negara
Surat Pernyataa dan Surat dan Surat

10 | calon penghuni Pernyataan Pernyataan
rumah negara yg yang telah untuk diberikan
telah ditandatangani ditandatangani kpd calon
Dirut LPP RRI Dirut LPP RRI penghuni rumah

negara

Menyerahkan SK SK Penunjukan | 15 SK Penunjukan
Penunjukan Penghu- Penghunian menit Penghunian
nian Rumah Negara Rumah Negara Rumah Negara,
dan Surat Pernyataan dan Surat Surat Pernya —

11 | Y9 telah > Pernyataan taan dan kunci
ditandatangani Dirut yang telah rumah telah
LPP RRI kepada ditandatangani diterima oleh yg
yang bersangkutan Dirut LPP RRI bersangkutan
beserta kunci rumah
negara
Menyerahkan SK Penunjukan | 5 menit | SK Penunjukan
fotocopy SK Penghunian Penghunian
Penunjukan Penghu- Rumah Negara Rumah Negara
nian Rumah Negara dan Surat dan Surat
dan Surat Pernyataan Pernyataan Pernyataan

12 | kepada Pembuat calon penghuni telah diserah —
Daftar Gaji (PDG) rumah negara kan kepada
untuk dilakukan Pembuat Daftar
pemotongan gaji atas Gaji (PDG)
sewa rumah negara
sebagai PNBP
Mengarsipkan SK SK Penunjukan | 10 SK Penunjukan
Penunjukan Penghu- Penghunian menit Penghunian
nian Rumah Negara Rumah Negara Rumah Negara

13 | dan Surat Pernyataan dan Surat dan Surat

Pernyataan Pernyataan

terarsipkan
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Contoh Surat Permohonan

Nomor e [...... [....[120....... ) eeeeeens 20....
Lampiran D
Hal : Permohonan Menempati Rumah Negara

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

Pangkat/Golongan

Jabatan

Unit Organisasi

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menempati salah satu rumah negara milik LPP
RRI ......... yang terletak di .........................Ll sebagai tempat tinggal saya sampai
dengan masa penugasan saya/TMT/pensiun saya*).

Dengan permohonan ini saya bersedia mentaati semua ketentuan penghunian rumah negara
yang berlaku. Apabila sampai dengan tanggal berakhirnya masa penugasan
saya/TMT/pensiun saya*) saya tidak menyerahkan rumah negara, saya bersedia rumah

negara yang saya huni dikosongkan secara paksa.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Meterai

*) Coret yang tidak perlu.
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KOP SURAT

SURAT IZIN KEPALALPP RRI .............
NOMOR: ....[....[....120...
TENTANG
IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Berdasarkan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
(Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3573);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah.

MENGIZINKAN KEPADA :
Nama
NIP.

Jabatan

Untuk Menempati Rumah Negara milik LPP RRI ......... yang terletak di jalan

............. Desal/Kel. ......Kec. ........Kota.........., dengan ketentuan :

1. Pemberiaan izin pada rumah tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2. Penghuni diwajibkan untuk membayar biaya pemakaian Air dan Listrik serta memenuhi
kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan segala biaya perawatan atas
Rumah tersebut ditanggung oleh penghuni.

3. Penghuni tidak dibenarkan mengalihtangankan Rumah dimasksud kepada pihak lain.

4. Bangunan fisik rumah tersebut tidak boleh ditambah dan dikurangi atau merubah bentuk
kecuali telah mendapat izin secara tertulis dari Ka.Satker LPP RRI...... dan harus di rawat
dengan sebaik-baiknya.

5. Melunasi sewa rumah setiap bulannya sebagaimana ketentuan yang berlaku terhadap
penggunaan rumah negara milik LPP RRI .........

6. Apabila dalam surat izin ini terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana

mestinya. Demikian surat izin ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : ............
Pada tanggal : ............
Kepala LPP RRI............
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Lampiran

Surat ljin Penghunian Rumah Dinas
Kepala LPPRRI ...,
Nomor @ ......cooeceiinnee

Tanggal : cccccveveeeenns

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I*) ini hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak)
menduduki jabatan di LPP RRI ............

2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan Rumah tersebut dan
menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk dalam
waktu 2 (dua) bulan setelah tidak menduduki jabatan.

3. Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/mengontrakan
sebagian atau seluruh bangunan Rumah.

4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari Pimpinan instansi atau pejabat yang

ditunjuk).

Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.

Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.

Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.

© N o O

Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan

membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.

9. Pemegang Surat 1zin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki
kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya.

10.Setelah dikeluarkan Surat I1zin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati
oleh yang berhak.

11.Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Surat Izin
Penghunian Rumah Negara.

12.Surat 1zin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian

hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana

mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati
Ketentuan-ketentuan termaksud diatas

Pemegang Surat Izin Penghunian Kepala LPP RRI ................
Pas foto
Materai ukuran
. 3X4
(Nama Penghuni) Penghuni (Nama Ka.Satker)
NIP feee e NIP i,

*) Dirubah sesuai dengan Gol. Rumah Negara yang dihuni.
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IDENTITAS RUMAH NEGARA

1. Letak Rumah P
2. NUP Rumah Negara @ ...................
3. Luas Rumah TP
4. Tipe Rumah e
5. Uang sewa bulanan "Rp. e

PENGHUNI LAMA

1. Nama s
2. NIP e
3. Pangkat e
4. Jabatan e
5. Pindah ke/pensiun*) e
6. Nomor Keputusan e
7. Tanggal pengosongan = ...................

PENGHUNI BARU

1. Nama e
2. NIP e
3. Pangkat/Gol. e,
4. Jabatan e
3. Pindahan dari e
4. Tanggal penghunian e
5. Gaji pokok e
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Menimbang

Mengingat

Mambaca

Menetopkan

FERTAMA

Larrpircn N1

KEPUTUSAN KEMENTRIAM/LEMBAGA . oooiiiirmmnin
ORI F L i v o

TEMTANG

PEMETAPFAMN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAM |

YANG ADA DALAM LINGEUNGAN......[SATMINKAL ESELOMN 1)

KEMENTERIAN/LEMBAGA . ...........

MENTERLPIMPIMAN LEMBAGA ........

2. bohwa daolam rangka penartibon rumab-rumoh milk negono
vang oda dalom Engkungan.........  [Satminkal Esalon 1)
Kemenfrion/Lembaga......... diongoop peiu uafuk  secam
berichap diodokon pendaiforan dan penefapan stafusnya;

b. bobwa rwmah-rumah fersebut yong  tercontum. dalom
caftor lompiran Keputusan ini dionggop feloh memenuhi syarat-
syarat untuk ditefopkan stotusrvo ke dolom Rumaoh Nagara
Gobongan |

1. Peroturon Pemerntal Bl Namor 40 Tahun 1994 tentang Rumak
Megara jo. Peroturon Pemerintoh B Momor 31 tentang
Perubahan Atos Peroturon Pemedntab B Momor 40 Tabon 1594
tentang Rumah Negars;

2. Peraturan Presiden R Momeor 11 Tahun 2008 tenfang Tata Cara
Pengadaan, Penetapan  Sfatus, Pengakhon  Stotis,  dan
Pengalihon Hak Afas Rumah Hegara;

3. Keputusan Presiden Rl Nomor @ Tahun 2005 tentang Kedudukon,
Tugos. Susunan Crganisosi don Toto Kerja Kemeantrian/Lembaoga;

4. kepufuzan Fresiden Rl MNomor 18/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kobinat Persatuan indoresio:

o Peratuean Menfed Pekefaan Urmuem MNomor  22/PRT/M/2008
rentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaffaran, Penaetapan
Status, Penghunion, Pangalihan Status, dan Pangalihan Hok Afas
Rurmak Negaro;

4. Kepulusan Menter/Fimpinon Lembaga..... Homor ... tanggal ...

tentang SLSLINAaN Cirganksos| chain Tata Kero
Eementrion/Lembaga.......;
sral ....(Pejobat Eselon |} Momor ... fonggal ... tentang
Permohonan penetapan status Rumah Negoro Golongan | di
ingkungan ....... {Sotminkal Esalon () Kementdan/Llambaga.....
MEMUTUSK A MN:
KEPUTUSAN MENTERI [/ PIMPINAN LEMBAGA ... TEMTARNG

PEMETAPAM STATUS RUMAH NEGARA GOLOMGAN | DILIMGKUNGAMN
serevennniens [SATMINEAL ESELOM 1) KEMENTRIAN/ LEMBAGA ...

Rurnah-rumaoh negara yang ada dalam lingkungan ... [Satminka!
Esalon 1) ... Kementian / Lemboga ... sebogaimana
Ien;_:mmrn dofom  doftar lompirorn Keputusan  inl ditetopkon
statusnyo ke dolam umah Negora Golongan |
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KEDUA v Eepulusan inl mulal berdoky poda fanggal ditefopkon  dengon
kefenfuon bahwa seqala sesvofu okon dubab dan diperboki
sebagaimana mestingd, apabiia kemoedian han termyvote ferdopat
kekefnuon dolom penefapan inl.

SALINAN:  Keputusan inl disomooian kepoda T,

1. Eefua Bodon Permerksg Keuangan o Jokara;

2. Menterl Kevangan di Jakarka;

B (Pejobat Bselon |) KementanAembogo ....di Jakarta:

4, Direktur Jerderal Cipta kKarea di lakarta;

5. Gubernur Provies ...l o

4. Direkfur Penatoon Bangunan don Lingkungan Ditjen. Cipta Karva  di Jokaria;
7. Kepala Biny Umum, Kementdan/lemboga ... di Jakara:

8. kepolaKantor ... Kernanirion/Lembaoga ....di

DITETAPEAM DI PIARKARTA
PADA TANGGAL: ..o ceerer remeaes

MENTER! / PIMPINAN LEMBAGA
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KEPUTUSAMN MENTERI / FIMPIMAM LEMBAGA ....... i

TEMTAMG

PEMETAPAMN STATUS RUMAH NEGARA GOLOMGAM I

YANG ADA DALAM LINGKUNGAN ......... (SATMINKAL ESELON 1)

Menimbang :

Menglngal

Membaca

Menetaplkan :

FERTAMA

KEMENTRIAN / LEMBAGA ... ..o

MEMTERI / PIMPIMAN LEMBAGA, ........
a. bahwa dalom  rongko  penerdiban  rumah-remab milik
regara yang ada dalom ingkungan ... [Setminkgs Belon 1)
Kementdanflemboga..... dianggap  pedy untuk secarg

bartahop diodokan pendaftaron don penetapan stofusra;

b. bahws momaob-umal o terssbut yong fercontumn dotam
daffar lampiran Kepuiusan inl dionggap telah memenuhi syarot-
syaral uniuk ditetopkan statusnya ke daolom Rumah Negarg
Golongan .

Paeraturan Pemarntah Rl Nomor 40 Tahun 1974 tenfang Bumah
Hegara jo. Pergfuron Pemerdntah Bl Momor 31 fantang
Feratzahan Atas Pedaturan Pemerintoh Bl Mormor 40 Tohun 1994
tentong Bumah Megoro;

Z. Paroturan Presiden Bl Momor 11 Taobun 2008 tentang Tota Cang
Pengadaan, Peneftapan  Stotus,  Pengalihan  Stafus,  dan
Pengalihan Mok Atas Rumah Megara;

3. Keputuzon Presden Rl Nomor % Tahun 2005 tentong Kedudukan,
Tugas, susunan Organisasi don Tata Kerjao Kementdan/Lembaga;

4. keputusan Fresiden R Nomor 18/M Tohun 2004 fentang
Pembrentukan Kabinet Persatuan Indonesia;

5. Paraturaon Menfer Pekerodn Umum  Nomor  22/PRT/M/2008
tentang Pedoman Taknis Pengadaan, Pendaftaran, Penatapan
status. Pengnunian, Pengaiihan Status, dan Pengaolihon Hak Afas
Rumah Magara;

4. Repulusan Mented, Pimpinon Lembaga..... Namar .. fanggal ..,
tantang SusLnNan Crganisasi dan lota Ko
kemantian/lembago......C

surat ..........[Pejobat Eselon |]) Momor ... tanggal ..... tentang
Permohonon pensetopan sfabis Bumah Magaro Golongan B i
lingkungan ....... (satminkal Esalon |) KemenfrionLembaga ...

MEMUTUSKAN:

REPUTUSAN MENTER| / PIMPINAN LEMBAGA ............. TENTANG
PEMETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN |l DILNGKUNGAN
o esta (SATMINIAL ESELOM |) KEMENTRIANS LEMBAGA. ...,

Rumah-uman negaora yang ada dalam lingkungaon ........ [Satminkal
Eselon 1) ... Kemenfrian / Llemboga ... sebogolmono
tercanfum  dalam  doftor lampiron Keputusan inl ditetapkan
statusnya ke dalam rumah Negara Golongaon Il
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KEDUA r Keputusan i muloi beroky podo fanggal ditetapkan Sergan
ketanfuan bahwa sagala sesuafu okan divbah don diperboiki
sebagaimana mestinyg, apabile kemudion har femyaia lerdapat
keksiirvan dalam penstapan ini,

SALINANG  Reputusan ini disampaikan kepada Ythe:

1. Ketua Bocon Pemerlksa Kevangan ¢ Jokarta;

2. Menten Kerangaon di lakarfo;

3. ... [Pejobot Belon I) Kemention/Lembaga . di Jakarla;

4 Direktur lenderal Cipta Kaneo di Jokorto;

3. Gubemur Frovirsl .. di .

&. Direktur Fenafoon Bongunan don Lingkungan Difjen. Cipla KEarya di Jakarta:
7. Kepala Bina Umum, Kemention/Lembago ..., dl Jokorto:

8. Kepoks Konitor ... Kementian/Lemboga odi

DITETAPKAM DI D JAKARTA
PADA TANGGAE £ oL i

MENTER! / FIMPINAN LEMBAGA

T Y -}
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KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
Nomor: ..../...[...[120..

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :

NIP

Pangkat/ Golongan

Jabatan

Alamat

Menyatakan bahwa benar menggunakan “Kendaraan Dinas Roda ... (huruf) untuk
keperluan dinas/operasional .......... LPP RRI...... dengan spesifikasi sebagai berikut :
Jenis Kendaraan :

Merk Kendaraan
Type Kendaraan
Nomor Mesin
Nomor Rangka
Bahan Bakar/Isi Silinder
Warna Kendaraan
Nomor Polisi
Tahun Pembuatan
Nomor BPKB
Nilai/Harga Barang
NUP.

Saya berjanji untuk menggunakan dan memelihara barang tersebut dengan baik serta
sanggup untuk mengembalikan segera tanpa syarat, apabila dinas memerlukan/
menentukan lain.

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang akibat ketelodoran/kecelakaan,
sehingga menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab dan tunduk pada
peraturan yang berlaku seperti yang telah diatur dalam undang-undang RI nomor 1 tahun
2004 tanggal 14 januri 2004.

Menyetujui :
............. Y24 0 N
Pengguna Kendaraan Kepala LPP RRI.......
Materai
NIP/NRP ........ NIP........o..e.
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KOP SURAT

SURAT IZIN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS

LPP RRI ...

Nomor : ...l
Yang bertanda tangan di bawah ini ............. LPP RRI.......... , menunjuk dan memberikan izin
penggunaan/pemakaian/penanggungjawab kendaraan dinas kepada :
Nama :
NIP
Pangkat, Gol/ruang
Jabatan/Pekerjaan

Sebagai pemegang dan penanggung jawab 1 (satu) unit kendaraan dinas roda .... (huruf) dengan
spesifikasi sebagai berikut :
Jenis Kendaraan

Merk Kendaraan

Type Kendaraan

Nomor Mesin

Nomor Rangka

Bahan Bakatr/lsi Silinder
Warna Kendaraan

Nomor Polisi

Tahun Pembuatan

Nomor BPKB

Nilai/Harga Barang

NUP.

Dengan ketentuan:

1.

Bahwa penyerahan barang (kendaraan dinas roda ....) dilakukan setelah ada surat pernyataan
penggunaan (pemegang/pemakai) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat 1zin
Penggunaan/Pemakaian Sementara Kendaraan ini.

. Bahwa penyerahan barang kepada pemakai kendaraan dilengkapi dengan Berita Acara Serah

Terima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin penggunaan/pemakaian
sementara kendaraan ini.

. Dalam hal pemegang sementara kendaraan dinas mutasi atau purna bakti, kendaraan harus

diserahkan ke KBTU/Kasubag. Umum meskipun masa izin penggunaan/pemakaiannya belum
habis.

Surat izin penggunaan/pemakaian ini berlaku selama yang bersangkutan bekerja di LPP RRI
....... , terhitung sejak ditanda tanganinya surat ini.

. Bila kendaraan dinas hilang/kecelakaan diluar kedinasan akan dikenakan TGR (Tuntutan Ganti

Rugi) setelah mendapatkan Surat Rekomendasi dari SPI.

Demikian Surat Izin Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Dinas ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pengguna Kendaraan Kepala LPP RRI.......

Tembusan:

1.
2.
3.

Direktur Utama
Direktur SDM dan Umum
Direktur Keuangan

4. Kepala Satuan Pengawasan Intern
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Kop Surat
BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN

Pada hari ini......... tanggal....... Bulan....... Tahun....... , kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

NIP

Pangkat/Gol

Jabatan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
Nama

NIP/NRP

Pangkat/Gol

Jabatan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan kepada pihak kedua
kendaraan.......... untuk kepentingan ...... di RRI ...... berupa kendaraan dinas roda ... (huruf),
dengan spesifikasi sebagai berikut :

Jenis Kendaraan

Merk Kendaraan

Type Kendaraan

Nomor Mesin

Nomor Rangka

Bahan Bakar/ Isi Silinder

Warna Kendaraan

Nomor Polisi

Tahun Pembuatan

Nomor BPKB

Nilai/Harga Barang

NUP.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua Pihak Pertama
Materai
NIP/NRP................ NIP. .o,
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{(Contoh Surat Pencabutan S$IP Kendaraan Dinas)

KOP SURAT
Mamor 5 LR Cfemaygesif saveanasuii 20X
Lamgiran .
Hal - Pencabutan SIP Kendaraan Dinas Mo Pol. .. Tahun 2000
Kepads .

{Nama pengguna kendaraan dinas})
{Jabatan pengguna kendaraan dinas)
(Nama Satker)

Di -

Dalam rangka melaksanaken peraturan Direktur Utama LPP BRI Momor 02 Tahun 2022 dan
Peraturan Menteri Keuangan Momor 181/PMK.06/2016 (Pasal. 2 nomor (2), yvang mana kedua Feraturan
ini bertujuan untuk teraujudnya tedib administrasi BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel. Amas
dasar 2 Paeraturan dimaksud, dengan ini kami manarik kembali kendaraan dinas yang saudara gunakan
sehubungan telah berakhirnya ftugas/pekerjaan Saudara sebagai ")Pengemudi yang membutibkan
sarana kendaraan dinas berupa “*)Sepeda Molor untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya

Dengan telah dikembalikannya kendaraan dinas sebagaimana sural terampr, maka Surat Ipn
Penggunaan {5IP) Penggunaan Kendaraan Dinas Sermentara No. Pol. ... gsudah tidak berlaky
lagi,

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kol . ccosmnsmsinsnnnnarnnsnnnsnnnn 3 Pemegang SIP Kendaraan Dinas :

o

Tembusan .
- Diraktur Utama LPP RRI (untuk diketahui)

*) ditulis sesuai jabatan pengguna kendaraan dinas
** pditulis sesuai jenis kendarnan yang digunakan
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I1l. FORMAT PERIKATAN PNBP FUNGSIONAL DAN UMUM

Empat Format Naskan Perikatan yang telah diperbaharui yaitu:

PwbdE

Memorandum of Understanding (MoU)
Perjanjian Kerjasama Siaran (PKS)
Perikatan Penyewaan BMN

Perjanjian Dana Hibah

[11.1 Memorandum of Understanding (MoU):

A B® 4 RADIO LOGO
l l |FNESSEEE.A MITRA

NOTA KESEPAHAMAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN

Pada hariini................. tanggal........... bulan................ tahun ......... yang bertanda tangan

di bawah ini:
1. M. ROHANUDIN, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik

Indonesia, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 4-5 Jakarta Pusat, bertindak
untuk dan atas nama LPP RRI yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
(kewenangan menandatangani dapat dilakukan oleh direktur yang membidangi
layanan dan pengembangan usaha dan/atau Kepala Satuan Kerja)

...................................... , rrerereeiriiaiiiiiieney bertindak  untuk  dan atas

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.
Para pihak sepakat untuk menjalin kerja sama dalam .................. , yang dituangkan
dalam bentuk Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:
209



PASAL 1
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kerja sama ini meliputi ...........cccccceeeeeennnnn..
PASAL 2
PELAKSANAAN
(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan menghormati peraturan dan
ketentuan yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK
(2) Para pihak sepakat menindaklajuti Nota Kesepahaman ini melalui Perjanjian
Kerjasama (subjek, objek, jangka waktu, biaya, tata cara pembayaran, hak dan
kewajiban, denda, dan hal hal teknis lainnya)
PASAL 3
PENUTUP
Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, mempunyai
kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

(RRI) (MITRA)
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[11.2. Perjanjian Kerjasama Siaran

. RADIO
I‘ I.l REPUBLIK
INDONESIA

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN

Pada hari .............. tanggal .............. bulan ........... tahun ............. bertempat di

Nama e,
Jabatan TP

Alamat TP

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI ........................ dalam perjanjian
ini disebut sebagai
PIHAK PERTAMA, dan :

Nama e

Jabatan e

Alamat R
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .................. dalam perjanjian ini disebut
sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam
kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam
kerjasama yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama PNBP
berupa:

a. Jasa Penyiaran; atau

b. Jasa Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penyiaran; atau
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c. Jasa Sertifkasi Kompetensi Wartawan radio; atau
d. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Siaran Sesuai dengan Tugas dan
Fungsi; atau
e. Jasa Digitalisasi Penyiaran; atau
f. Jasa Produksi Program; atau
g. Royalti atas kekayaan Intelektual Produksi Penyiaran.
Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran Kerjasama penyiaran PNBP
sebagaimana diatur Pasal 1 diatas.

(2) PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi Siap Siar

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, membuat
surat Penagihan dengan melampirkan Bukti Siar dan Invoice dan menggantikan
waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan
adanya peristiwa kenegaraan, keagamaan, pertahanan dan keamanan, budaya dan
sosial serta acara khusus RRI yang bersifat mendesak.

(4) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan alokasi waktu penyiaran, Invoice, Billing
Simponi, dan bukti penyiaran paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa siar.

(5) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya penyiaran, menyediakan materi
siaran yang proses produksinya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

(6) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar
........... sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat
penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara,

melalui Billing Simponi,atau melalui rekening PNBP LPP RRI ke Rek. 0427406075 BNI

Atas nama BPN 018 Kantor Pusat RRI.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku mulai .................. dan berakhir pada tanggal ...................

(2) PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari
kalender setelah masa jatuh tempo
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Pasal 5
TARIF
Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada revisi PP nomor 5
tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama Nomor ........ tahun .......... tentang ........
Pasal 6
DENDA

(1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh
tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan
jatuh tempo dikenai sanksi administratif.berupa denda sebesar 2% (dua persen) per
bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

(3) Sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

(1) Keadaan Kahar (force majure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran,
gemba Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara,
Perang, Makar, kerusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter,
yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

(2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban
berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda
pelaksanaan nya oleh keadaan Kahar (force majure).

Pasal 8
PENUTUP

(1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan
kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kerjasama ini.

(2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah
dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan
setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup,

masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum

yang sama.
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
(MITRA)
(RRI)
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[11.3. Perikatan Penyewaan BMN
- RADIO
I‘ I.. REPUBLIK
INDOMNESIA

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN

Pada hari .............. tanggal .............. bulan ........... tahun .............. bertempat di

Nama L e,
Jabatan L

Alamat e

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI ...........ccccceee... dalam perjanjian
ini disebut sebagai
PIHAK PERTAMA, dan :

Nama PPN

Jabatan e e e e e e e e —————

Alamat et
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .................. dalam perjanjian ini disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam
kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam
kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara, yang diatur sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

(1) Bahwa PIHAK PERTAMA menguasai Barang Milik Negara, berupa :

a. tanah dan/atau bangunan; dan

b. selain tanah dan/atau bangunan, (Tower atau Sarana dan Prasarana);
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(2) Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud menyewa barang Milik Negara berupa:
................................ , yang akan dipergunakan untuk kegiatan ................ccccceunenn.

(3) Objek sewa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah ............................
(keterangan lengkap dan jelas)

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berhak atas pembayaran harga sewa Barang Milik Negara
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini.

(2) PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan serta menggunakan Barang Milik Negara

(3) Sebagaimana Pasal 1 ayat (1)

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar
........... sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat
penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

(5) PIHAK PERTAMA berhak menerima Barang Milik Negara berupa dalam keadaan
baik, bersih, indah, rapi dan aman dari PIHAK KEDUA setelah selesai masa sewa.

(6) PIHAK PERTAMA berhak menghentikan perjanjian sebelum berakhirnya sewa,
apabila PIHAK KEDUA melanggar salah satu kesepakatan.

(7) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengijinkan PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan
dengan ketentuan hanya pada karyawan PIHAK KEDUA yang diberi wewenang oleh
PIHAK KEDUA.

(8) PIHAK PERTAMA wajib memberitahu PIHAK KEDUA bilamana ada penghentian
perjanjian sebelum berakhir karena diperlukan Negara.

(9) PIHAK KEDUA berhak menggunakan Barang Milik Negara berupa........ sesuai dengan
peruntukannya sebagaimana diatur didalam perjanjian ini.

(10) PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran harga sewa ..................

sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini.

(11) PIHAK KEDUA wajib memelihara ................ dan lingkungan sekitarnya dalam

keadaan baik, bersih, indah, rapih dan aman.

(12) PIHAK KEDUA wajib memasang sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk

keberlangsungan sewa.

(13) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan barang milik negara yang disewa apabila

dibutuhkan Negara sampai batas waktu yang ditentukan.

(14) PIHAK KEDUA wajib menerima penghentian sebelum berakhirnya sewa, apabila

PIHAK KEDUA melanggar salah satu kesepakatan dari PIHAK PERTAMA.
(15) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan selama
penggunaan Barang Milik Negara sebagai Objek Sewa.
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Pasal 3
CARA PEMBAYARAN
(1) Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Umum
Negara,melalui rekening LPP RRI nomor 0427406075 BNI Atasnama BPN 018
Kantor Pusat RRI.
(2) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua)
hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Negara/Daerah.
Pasal 4
JANGKA WAKTU
(1) Perjanjian ini berlaku mulai .................... dan berakhir pada tanggal .....................
(2) Dalam hal adanya perpanjangan masa sewa, PIHAK KEDUA mengajukan

permohonan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 5
HARGA SEWA

Harga sewa Barang Milik Negara berupa .......... diletapkan sebesar Rp.............
G rupiah) pertahun/ bulan/ minggu/ hari/ jam. sesuai Surat Ketetapan
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ..., nomor
................... tanggal......bulan.......tahun........

Pasal 6

DENDA

(1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KEDUAyang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan
jatuh tempo dikenai sanksi administratif.

(3) Denda yang dikenakan pada keterlambatan pembayaran sewa Barang Mili Negara
sebesar ....% dari uang sewayang terhutang untuk setiap bulan keterlambatan.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

(1) Keadaan Kahar (force majeur) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gemba
Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar,
kerusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh
langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

(2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban
berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertuda

pelaksanaan nya oleh keadaan Kahar (force majeur).
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Pasal 8
PENUTUP
(1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan
kesepakatan parapihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kerjasama ini.
(2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan
mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan

setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup,
masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum

yang sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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[11.4. Format Dana Hibah :

4 .. RADIO LOGO
o TS MITRA

NASKAH PERJANJIAN DANA HIBAH (NPDH)

Pada hari ini ........ccccoennnne tanggal .......ccccoeens bulan ................... tahun

....................... yang bertanda tangan di bahwa ini:

R = T 0 - PP PSPPI
NIP PP PPPPRRPR
Pangkat et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssaieeeeeeeeeteeeeeteeettentnnn—.———aatataaeteerrrrnnne
Jabatan PSPPI
Unit Kerja PSP PRSP RRPPPPPPRPPPPPPPPN

Yang Dbertindak untuk dan atas nama  Gubernur/Bupati/Walikota  di

Provinsi/Kabupten/Kota ................ selaku Pemberi Hibah selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA.

I Nama PP
No.KTP/NI S PPPPPPPPPRPPR
Jabatan e e e e e e e e ——————— ( Pihak Penerima Hibah )

Alamat PO Kecamatan .................. Kabupaten/Kota .............
Kegiatan e (Kegiatan Penerima Hibah)
Yang bertindak untuk dan atas nama ...
Berkedudukan di (alamat) ...................ll Kabupaten/Kota ..........................

selaku Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Berdasarkan :
1. Undang undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
2. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang LPP RRI
Peraturan Direktur Utama Nomor .......... tentang Organisasi dan Tata laksana

Nota Kesepahaman NOMOr : ..........cccoeevvvviiiiiiniiinnnen, tahun .......cccceeeeees

N o o bk~ w

Surat Keputusan Nomor : ........... tanggal......... Tentang penetapan Penerima
Hibah dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota

8. Dl
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam
kedudukannya, bersepakat membuat Naskah Perjanjian Dana Hibah, yang diatur sebagai
berikut :
Pasal 1
PENGGUNAAN HIBAH
(1) Dana Hibah sebagaimana digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
............ mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
(2) Penggunaan Dana Hibah dilaksanakan sesuai TOR dan RAB yang ditetapkan
PIHAK PERTAMA.
Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
(1) PIHAK KEDUA berhak untuk menggunakan Dana Hibah sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban menandatangani Pakta Integritas, yang menyatakan
Bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPDH
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Penatausahaan, pertanggung

jawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang

berlaku.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan ke Kas Umum Daerah/Provinsi
......... , dengan nomor rekening ............ dan menyerahkan bukti setorannya kepada
Biro Keuangan, Sekretaris Daerah ............. apabila terdapat sisa dana Hibah

(5) PIHAK PERTAMA berkewajiban mencairkan dan mentransfer dana hibah yang
disampaikan atau diusulkan PIHAK KEDUA.

(6) PIHAK PERTAMA berkewajiban mencairkan dana Hibah, apabila seluruh
persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana Hibah telah dipenuhi oleh
PIHAK KEDUA

(7) PIHAK PERTAMA berhak monitoring dan Evaluasi penggunaan dana Hibah serta
mendapatkan Laporan pelaksanaan Dana Hibah.

Pasal 3
JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN

(1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah uang Kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK
KEDUA menerima Hibah Uang dari PIHAK PERTAMA sebesar ........cc.ccc...cooo..
(e, rupiah), UNtuk Kegiatan ...........ccccuuviiiiiiiiieiiiiee e

(2) Pemberian Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari

anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)......



Pasal 4

PENCAIRAN DANA HIBAH

(1) Untuk pencairan Dana HibahKegiatan ............. , PIHAK KEDUA menngajukan
permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
a. Naskah Perjanjian Dana Hibah;

Proposal, TOR dan RAB;
Bukti Pembukaan Rekening dan Registrasi NPDH;
Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak;

Berkas-berkas pelaksanaan kegiatan ...........

-~ ® oo T

Salinan/foto copi KTP (penerima hibah)

Dan berkas berkas lain yang diperlukan.

Q@

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) PERJANJIAN Hibah Ini berlaku terhitung sejak ditandatangani Naskah Perjanjian
Dana Hibah NPDH sampai dengan selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan
kegiatan dalam tahun berjalan.

(2) Pihak yang berniat untuk mengubah perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis
kepada PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Naskah
Perjanjian Dana Hibah.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan
perdapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan
perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabilatidak tercapai penyelesaian secara mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1),
PARA PIHAK menyelesaikan nya melalui pengadilan setempat.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

(1) Keadaan Kahar (force majeur) dalam Naskah Pernajian Dana Hibah ini adalah
Kebakaran, gemba Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru
Hara, Perang, Makar, kerusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan
Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

(2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban
berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda
pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeur).
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(3) Dalam jangka waktu 7 hari sejak terjadinya keadaan Kahar, PARA PIHAK yang
terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis dengan menerangkan
keadaan Kahar yang terjadi.

Pasal 8
PENUTUP

(1) Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPDH) ini, dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama
dan kedua masing-masing bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang
sama.

(2) Hal yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPDH) ini diatur

dalam amandemen yang disepakati bersama dan merupakan satu kesatuan yang

tidak dapat dipisahkan.
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
(Penerima Hibah) (Pemberi Hibah)
Pangkat/Gol.
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FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN NOMOR REGISTER HIBAH BARANG/UANG

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG
[SPTMHL)

PETUNJUEK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG [SPTMHL)

=HOP SURAT SATUAN KERJ A=

SURAT FERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SFTMHL)

NOMOR:............. [1) TANGGAL: ... 2]
Menyataken bahwe seya atas nams:
Kementerian Negaraf Lembaga . (3)
Feelon | E . O (4]
Batuan Kerja s T [5)

PemberiHibash oL . P |
Milai HibahfKomitmen Hibeh @ (8) I
Digunaksn delam rangks ... L tanpe melalul
KPPV dengan rincian sebagal beribut:
| No Pendapatan Belanja |
| e ] (1) e | e (12) e | i (13) e | e (14) ..

Bukti-bukt [ BAST % terkait hal tersebut di ates disimpan sesual ketentuan
yang berlaku pads Satusn Kerja (15) unmk kelmghapan
administrasl dan keperluan pemerikessn aparat pengewas fungdonal.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

(16]
Pengguna Anggaran
Kuasa Penpgpuna Angearan

(17
(18

| dilampirkan pada sest pengesahan Hibah barang

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN NOMOR REGISTER HIBAH

Mo | URALAN IS1AN
(1) | Dilsi nomor SPTMHL di KfL
(2) | Diisi tanggal SPTMHL di KL
(3 | Diisi kode dan wraisn KfL
(4] Diisl kode dan uraian Eselon [
=) Disl kode dan uraian Satwen Kerja |
[L5)] Diisi vuraisn bentok hibah, antara lain: Hibah bentuk wsng/barang)
jmsa g surat berbargs
™ Diisl nama enttas Pemberi Hibah
[£=3] Driiei nilai hibah
©) |Diisi vraien tujuan penggunasn Hibah, syarat dan ketentuan
(10) | Diei nomorurat
{11) | Diisi kode Aloan Pendapatan sesual Bagan Akun Standar
{12) | Diisi wraian Akun sesuai Bagan Akun Standar
Hode Akun Uralan
431131 Fendapatan Hibeh Dalam Negeri Langsung Benouk Usng
— Perorangan
431132 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Usng
—Lembagsa/Badan Ussha
431133 Fendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Usng
—Pemerintah Daerah
431139 Pendapatan Hibeh Dalam Negeri Langsung Bentuk Usng
— Lainnya
431231 Pendapatan Hibah Lusr Negeri Lan geung Bentuk Uang —
Pergrangan
431232 Fendapatan Hibah Lusr Negeri Langsung Bentuk Uang —
Lembags fBadan Usaha
431233 Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang —
Pemerintah Dacrah
43123 Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang —
Lainnya
431121 Pendapatan Hibah Dalam Negeri — Langsung Bentulk
Barang |
431221 Pendapatan Hibah Lusr MNegeri — Langsung Bentuk
Barang |
431122 Pendapatan Hibah Dalem Negeri — Langsung Bentuk Jasa
431222 Fendapatan Hibeh Luer Negeri — Lan gmung Bentuk Jasa
431123 Pendapatan Hibah Dalam Negeri — Langsung Bentuk
| Surat Berharga
421223 Pendapatan Hibah Luar Negeri — Langsung Bentuk Surat
Berharga
(13) | Diisi kode Alun Belanja sesuai Bagan Alon Standar |
(14) | Diisl wraian Akun Belan ja sesusi Bagan Akun Standar |
15 | Diiei wraisn Mams Sstaen Herja penerima Hibah
(16) | Diisi kota tempat PA JKPA dan tanggal penerbitan SPFTMHL
(171 | Diisi Nama PASKPA

|(13] Dilsl NIE/NRP PA fKPA

FETUNJUK FENCGISIAN PERMOHONAN FENERBITAN

=HOP SURAT SATUAN KERJA> NUMDH HEL'I'.STEH HIBAH
Moenar KO | L RALAN [SLAN
Sifat
Lampiran : ... P . . .
Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah (1) | Diiel Direktur Evalussi, Akontansl dan Setelmen untuk Hibah langsung
hogr negeri atau Kepels Kantor Wilaysh Direkforat  Jenderal
0 AR (£ Ferbendaharasn Provinel....... Untuk Hibah lngaung dalsm negerl
Berdasarken ketentaan dalam Peratran Menteri Keuangan MNomor: I (2] |Diiei nama proyek fkegiatan Hibzh sl Perjanjian  Hibah stz |
......... tentang Administresi Pengelolsan Hibah, dengan ini kemi dokumen vang dipersamalkan
mengajukan  permohonan  penerbiten  nomor  peglster hibah  untuk

provek keglatan vang berassl dari ...

Diisl nama Negara/Lembaga Pemberi Hibah

3

Schagal syarat permintasn nomor register terlampir kel sampailan: | (4) | Dilsl nams dan slsmat instand beserts nomor telepon/fax Pemohon |

1. dokumen perjanjisn Hibah /dobmen lain yeng dipersamakean ; namar I'C'gi.!-ll':t' Hibksh

2. ringkassn Hibah;

3. surat/Berits Acars Haell Rapat Konsultssi; dan (3 | Dilsl lokasi Femohon nomor register Hibah

4. dokumen pendelegasian kewesmnangan untuk menandatangani perjanjian

Hibah. 18] |Dild tanggal surat permohonan nomar reglster Hbah

Unbsk memudshkan delam penyampaian persefijuan nomor register, (M |Diig jabatan penandatangsn surat permohonan nemor register Hibah,

| persenyjuan tersebut dapat disampaikean kepada depat disi Selretaris Jenderslf Selvetarls Utama/Selretarisf pejabat

Demikisn dissmpeiken untuk dapat ditindaklenjuti schagaimans mestinya.

setinghet pada KL steu Kepels Satusn Kerja Penerima Hibeh selaku
PA JKPA

Atzs kerjasemanya yang balk divcapkan terims kasih.

8

Dilel nemsa dan MP pejabat penandstengsn surat permohonan nomer
| register Hibeh |

[ TS ;

Diisi plhak-plhak yang mendapat tembusan surst permohonan rwmar.
| register Hibah, termasuk kepada unit pada KL yang memilki wgas dan
| fungsi menyusun Leporan Kenangan K/L

B
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C. FORMAT RINCKASAN HIBAH : PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN HIBAH
(K0P SURAT) NO URAIAN [31AN
KEMENTERIAN NECARA/LEMBAGA
~ B / - o {1) |Dilsd dengen nama proyek sesual yang tertulis dalam perjanjisn Hbah
[2) | Diid dengan jumlah hibah sesual yang terfulls dalam perjanjlen Hibsh
RINGKASAN HIBAH {3 Diid dengen mats vang sesual yang tertulis dalam perjenjian Hibah
) {4) | Dilsd dengan nomer referens darl Pemberi Hibah
1. Mama Hibah il N — —
2 Nilai Hibsh {3) | Diisi dengan nomor referens lainnya (jlka ads)
3. Mata Uang {65 | Diiei dengan tenggal penendatanganan Hibah
4, Momoe Hibah {7 | Diisi dengan nama KfL penerima Hibah
5. Momor Referensl lain (8 | Dilsi dengen nama Eselon 1/8atuan Kerja penerima dan pengelols Hibeh
6. Tanggal Penandatangsnan : @) [ Jelas
7. Kementerian Lembags SR | Koade Satnan Herja: [10) | Jes
Penerima | Exeeciting Agency T ia _ == — T T
8. Inplementing Agency / Beneficiary dan Kode Satuan Ketja (bisa lebihdari | () | DUl dengen jenls peruntukdan pembizyaan derl Hbah, misal bentuan
gaM) program, bantuan proyek, fechriml assisionce
& Nama  J— L] [— (12} | Jelas
b Alapmat :
¢ Kode Satuan Kerja - (13) | Jeles
d Nomor Telepon/Faks - / (14) | & Jelas
e Emai : b Dilampirkan dengan rencang pensrikanfdishursement sehedule deri
9, Femberl Hibah execufing agency, termasuk elokad per jenis kategorl den per tahun
E ma : 2| NE—— ¢. Diid nams Lembags/Pemerintsh Daerahy/Badan Useha Millk Negara
at : . .
penerima penerusen Hibeh
N T Faks . .
:i:, Eﬁf eipon/Paks : / {15] | Diisi dengan sektor yang dibiayal dalam Hibeh, misal Infrastrokbor,
10. Sumber Permbi | 0 Lembaga Multilateral 0 Lembaga Biateral prodidhan, keseharan, 0
-sumber emblaysan - . NURSCeTR [16) | Dalam hal proyek di berbagal lokasi, disebukan lokssl dan slokes| dana
0 Lembega Swasts 0 Petorangsn o
0 la . pet provinel dan kabupsien kota
nnya: ... [10]........ 17 [ i denean taneel elektil Fibeh oracbur
11. Jenis Fembiayasn [ (15} [ (17] | Diis dengan tanggel e e
12. Jenis Hibeh ‘0 Terencana 0 Langsung (18] | Jeles
13. Bentuk Hibeh :0 Usng 0 BarangfJasa/Surat (1) | Jelas
Berharga {20) | Diisi dengan tenggel penetapen penutupen rekening sesual dengan
14, Penarikan Hibeh ......... (1480 ketentuan Pember] Hibeh
&, Tata cara Penarikan o PPOL/COPLO Reksus OHibsh Langsung  [97) (1. Diii dengan jenisjenis blaya
b. Rencana Penarken /Dishursement Plan. - ........ (14b.cov. 2. Dilsi dengan besarnys rafe yeng ditetepkan dalam perjanjisn Hibah
No | Fenarikan Tanggal/Bulan Tahun Nilai | 3. Dilsl dengan seat jatuh tempo yeitu sset pembayarannys sesigl yang
L 1 teleh disepakeati dalem perjenjian Hibeh (jike ads]
2 11 {27 [ Diisl penjelasan bshwa dalam perjanjian Hibeh telah distur/belum
3. 11 tentang ketentuan pencantuman ketentuan pengiriman  NeD oleh
4, v Pemberi Hbzh
5. vV j23) | Diisi dmgan heterangan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi
| 6. dan untuk pengefektifan Hibah tersebut (jla ada)
el rusnyd _— SE— {24] | Jebatan darl pejabat yang berwenang
. Diterushibahlean ... [T —
i [v] Kepada DMilai
L.
T A
15. Sektor Pembisyaan T (15,
16. Lokssif Alokasi Proyek & .o (1= —
M, Lokas Alokasl
1. |
2
17. Tanggal Efektilf Effective Date .. [17].... : Tanggal Bulan Tehun
18. Tanggal Bates Waki Pengefektifan /
Dvite Effective Limit ... [18) s ¢ Tangeal Bulan Tahun

19. Tanggal Batas Penarkanf Closing Date [19).. : Tanggal Bulan Tahun
20, Tanggal Fenutupan Rekening

Dete of Closing Acvount ... (200 ¢ Tanggal Bulsn Tahun
21. Biaya: ... [21 s
Mo [ Uralan 1 I 11 v v

1. [.Jenis biaya
2. |Besar biaya
3. |Jamh tempo

22, Hetentuan pengiriman NaD ... 22 : DAda O Tidak ada
23, Fereyaratan Pengefekiifen f Condifions

Nama
NIP/NEF
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. FORMAT GSURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH
LANGSUNG BENTUE  BARANG/JASA [SURAT BERHARCGA (SP3HL-BJS)

(KOP SURAT|
KEMENTERIAN NEGARA [LEMBAGA ... (1)

FETUNJUK PENGIZSIAN SURAT FERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN
HIBAH LANGEUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA (3PIHL-BJS)

NO URAIAN ISIAN

SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG
BENTUK BARANG [JASA[SURAT BERHARGA
TAMGOAL. ... NOMOR...............

Bersama inl disempailten Surat Perintah Pengesshan Pendapatan

[1) | Diisi Kop Surat K /L yang mengajulzan pengesahan

(2] |DHisi nama KFFN Mitra

|4 |Diisi Kode dan Uraian Bagian Anggaran dan Es=lon |

[4) |Diis Kode dan Uraian Satuan Kerja penerima Hibah

Hibeh Langsung Bentk BarangfJasa/Surat Berharga sebagal daser untuk
i mengesshkban  dan  membubuksn  hibsh  yang  diterima  berupe
barang [ jese/surat berherga dengan rinclen sebagal berilut

i {ena Hi

(5 |Diisi Negara Pemberi Hibah
Dalam hal Pember Hibah merupakan:
4. Lembaga miermasional dan

int=masional,

luar mnegen diisi  kembaga

b. L{‘ml]ﬁ,ﬂﬁ nasioral dari dalbm peges| dis Irmlmga nasional

D nama Pemberi Hibah

D rama proyek (kegiatan yang dibiaya hibah

D& nomor dan tanggal perjanjian Hitah

Disi niai komitmeny nilai pmyek yang diperjanjkan s=suai perjanjian
Hitah

{10y | Dii namor regster dan D.JFFR

Bagian AnggaranEselon | ER— < J—

Kode dan Nama Satker 1 ... ) J—

Pemberi Hbah

Negara Pemberi Hibsh @ . 3 .......

Nama Pemberi Hibash =~ 1 L. 1 —

Nama Proyek ER— I J—

| Momeor & Tgl Ferjanjian Hibsh : ...... (8 ......

Milsi Hibeh ¢ o (] J—

Rindan Pend i

Nomar register L)

NMilai realisasl Hibah : {11} ehruivalen Rp [12)

Benmuk Hibah : [0 Barang []Jasa[ ] Surat Berharga (13)

Akn L 14 .......
R | ] [ (16
Fa (KPA
................................ {17
NIF/NEP ... oo (18]

[11) | Dt nilai realisasi hitnh dalam vals (hils ada) sesuai BAST

[12) D nilai realisasi hibah dalamrupish sesuai BAST

Diberi tanda siling pada salah satu kotak sesmiai bentuk kibah yang

diterima

13

[14] | Dii kode alum pendapatan Hibah yang diterima [dapat diihat pada

Modul /Bagan Akun Standan

Diii kotn penertit Surat Perintah Pengesahem Pendapatan Hibah
Langsing dalam bentuk Barang/ Jasa/ Surat Berharga

(13

(16) | Disi tanggal penerbitan Sumt Permiah Pengesshan Perdapatan Hikah

Langsing dalam bentuk Barang/ Jasa ] Surat Berharga

D rama PA/KPA

Diizi NIP/NRP PA/KPA

224


DELL
Typewritten text
   224


[KOP SURAT)

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA .....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Momar. ..........

1. Kode Satuan Kefa
2. Uralan Satuan Keria
3. Keglatan/Output

4. Mo, GraniRegster

¥uasa Pengquna Anggaran menyatakan berianggungawat temadan - %)
1. Penerimaan ......" dengan nomor reqister oo gapgar 1 S

2. Belanja terkal Nbah Sebagaimana butr 1, SEDSEAr AD... ..o

bedan DIPA NomoY ................. " dengan akum ...........

iy}

3. Pengemoalian £53 hibah beniuk uang kepada Donor s2besar RD............

U atag

Hingga ditandatanganl SPTIM Inl selurun penerimaan hioah fiah dlaiukan pengesahannya

dan seluruh kewallban yang berkaltan dengan perpalakan teiah kam penuil.

Apaaliz dlkemudian har temagat keneglan negars atas belana ssbagaimana angkal, kami

nersed|a unfuk menystor kerugian negara tersabut ke Rekening Kas Negara.

Surat Pemyataan Tanggung Jawad Mullal inl Ssimgan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
untuK KEi2ngkapan aoministas! 4an Kepariuan pemerlkeaan aparat pangawasan nngsional

Demlklan pemyataan Inl dbuat dengan segenamya.

Pangguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran

KeEeEngen;
") SPTJM untuk penerbitan SP2HL dan MPHL menggunakan Uraian pada nomar (1) dan (2)

53)a. SPTJM unfuk pensrtitan SP4HL menggunakan Walan pans namor (3) 532

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
[5PTIN)

HOMOR

UREIAN PENGISIAN

(1

Dilsl beniuk hioah yaltu: Hibah Langstng Bentuk Uang/Earangiasa/Saham

2

Dilsl Nomor Regisier

(3l

Dilsl jumiah rupiah hibah langsung yang diierima. Untuk hiah langsung
dalam benfuk barangasaisurat bemanga disl sebesar nilal feriera dalam
dokumen atau niial wajamya.

4

D ! Jumiah betanja Seskatthiah langsung. Untuk hibah Iangsung daiam
bentuk barangasalsurat bemarga disl sebasar nikal fenera dalam
dokumen atau niial wajamya.

(8

D Isi Nomor DIPA atas belanja yang bersumber dar hibah langsung bentuk
Wang. Uniuk hibah langsung dalam bentuk barang/asaisurat berarga
uraian tentang Nomor DIPA tidak diulls.

[6)

Dl 5l kode akun belan|a sesual Bagan Akun Standar

7

Dl jumiah ruplah yang dkembalkan kepada Danor

(8

D15l tempat dan tanggal pembuatan SPTIM

&

Dl lsl nama PA/Kuasa P4 penandatangan SPTM

(1)

Dl il NP PA/Kuasa PA penandatangan SPTJM
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FORMAT SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LENGSUNG
(3P2HL)

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA. |1

Ta@: ...  Nomar...... )
i3 Benctar Limum Negara, Kanior Pelayanan Perendsharan Megara ... 4)
A mngEsakan pendagatan dan/atay beanja terkat hban sebumian:

PETURJUE PENGISIAN
SURAT PERINTAH PENGESEHEN HIBAH LANGEUNG [SP2HL)

HOMOR

LURAIAN IS1AN

i)

Dlis! uralan Kementarian Megara/Lembaga

Sakoawd B (3]
PN L AL ()
SRR (1)
saoanT R B
Ul Pefode Thvan [ Tawn Aggaan. .. (1)
Dasar Pengesanan Sk Kewetangan  Nama Satier
weed 11] 0o p Hoo0aee.12)
Funge, Subfings, BA, Uk Ession  Progam
o (13
Kegitan, Oupu, Lokas, Jenis Beana
LN (14)
mber DanaCara Penatian i (15
Mormar Register - oo |15)
BELANJA PENDAPATEN
BNt Eseion |
Aun i I Aumiah ang
- . 120 -
SO | S| | L0 L el
B | 18] i Pendapan | ... (2)
Vepat - Bentaara Umum Negara ik dbuukan szperiunya
3.1.Ku33a Pangguna Anggaran

Pajabat Penandatangan 5PN

-{25)

10036 112300063-7....027)

(2) | i) tanggal ditertitkan SR2HL
(3) | Disinomor3P2HL
{4) | Dlisluralan KPAN yang melakukan pengesanan, dikul kods KRPY
(5) | Dlislsaido awal hiban langsung
(6) | Dlisl jumlah pendapatan hlbah langsung yang telah dierma,
(7) | o jumiah belanja terkalt Hibah.
(B) | Dlis! jumiah saklo awal dengan sallshh antara pendagatan hioah dengan beiana
{erkalt hiban
(9) | Dis! perioge twuian
(10) | CHesl Tahun Anggaran
[11] | Diisl dasar dieroitiannya SPZHL, misalya: Nomar UU AREN, nomor dan tanggal
DIP4, 33U dokumen penenmaan dan pengeluarsn lainnya
[12) | Dl kode Satker (€ Giglt), kode kawenangan (2 diglt), sera nama Satker penenma
nigah
(13) | DI sl Kode Fungs, Sub Fungs), B, Unlt Eszlon |, Program
[14) | Diislj=nls Keglatan, Ouput, Lokas!, Jenls Belana
[15) | Dol sumber dana dan cara penanian dengan ketentuan sebagal berfkut
1. Kode (10) Hibah Langsung Dialam Megen (HLO: unuk higah langsmg bentuk
ang yang berasal darl dalam negar dan kiode cara panarkan [-|.
2. Ko (1) Hioah Langstmg Luar Neger {HLL): unfuk hibah langsung bentuk
ang yang berasal darl uar negen dan kode cara penarkan ()
16) | Diisl nomor regster
[17) | Dol akun belan]a sestal akun-akun blanja yang telah ada pada revisl DIRA
[18) | Coisljumiah ruplah maging-masing akim belanja
[19) | Dl total ruglan jumiah belanja terkalt hlbah
{20 | 1. Dliel kode Baglan Anggaran dan Eseion I 39,02, kode lokask: 01.51; koge
akun pendagatan Kode AL yang Khusus digunakan dalam 5R2HL; dan kode
Satker: 960186
2. Ko Akun yang khusus digunakan dalam Surat Perntah Pengesanan Hioah
Langsung (SP2HL), sedagal erkut
Kode Akun Uraian
431131 | Pendapatan Hioah Dalam Nager Langsung Baniuk Lang -
Parorangan
431132 | Pendapatan Hioah Dalam Nager Langsung Baniuk Lang -
LembagaBadan Lisaha
431133 Pendapatan Hinah Dalam Negen Langsung Bantuk Uang -
Pemerintah Daerah
431139 Pendapatan Hioah Diakam Meger Langsung Bentuk Uang -
Lalnnya
431231 Pendapatan Hinah LUar Negar - Langsung Bentuk Uang
Pamrangan
431232 Pendapatan Hinah Luar Negarl - Langsung Beniuk Uang Bllateral
431233 Pendapatan Hinah Luar Negarl - Langsung Beniuk Uang
Mutthatera
431239 Pendapatan Hisah Luar Meger - Langsung Bentuk Uang Lalnya
[21) | Diis! jumiah ruplah masing-masing akiun pendapatan hisah
[22) | Diisl fotal ruplah jumiah pendapatan hibah
[23) | Disluralan kepenuan pangesahan
[24) | Diisi nama kota dan tanggal diterbitkan SPIHL (sama sapertl pada pain 2)
[25) | Dis! tanda tangan Pejabat Penandatangan SFM
(25) | Diislnama dan MIPINRP Pejabat Panandatangan SPM
(27) DHigl par code hasl enkrigsl aplkasl SPM
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FORMAT SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN HIBAH
LANGSUNG [3P4HL)

KEMENTERIAN LEMBAGA ...........co.. i1

=l AL I

Tanggal : —. () Namor —. [3]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENGEMBALIAN
PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG [SP4HL]

HOMOR URALAN 152N

{1} |Diislwralan Kementedan NegaralLembaga

(2} | Dligltanggal dierbitkan SP4HL

Kiasa Bendahara Umum Negana, Kantor Pelayanan Perbendaharian Negara .. |4

(3) | Dlisl nomar 3P4HL

Agar mngesahban pengembalian pendapatan hibah s&jurmlah :

{4) | il uralan KPPH yang melakukan pengesahan, diliut kodz KPPN

{5) | illslsa uang dan hban yang akan dkembalkan ke donar

(8] | Diisljumian pengemaalian pendapatan higah

{7} | il sellsh antara sisa hibah dengan pengembaiian hibah

(8] | DiisiTahun Anggaran

L SisaHibah T — ]
I Pengembalian Pendagatan Hibah  Rp. N
3. Saldo Akhir T — ) |
Tahiuf ...— [8)
Dt P sea i - Sather  Eewenangan Mama Satker
] EEEV T e [ 10

Fungsi, Subfungsl, BA, Unit Eselon |, Program
w e a [11)

Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja

[12)
Summibier Dana/Cara Penarikan ¢ who [13)
Momor Register s W (1d]

LELEEE R LR u

(9] | Dlisl dagar diterbifannya SP4HL, misainya: Nomor UL APEM, nomor dan tanggal
DIPA, atau dokumen pansrimaan dan pengaiuaran lannya

(10) | Dilsl Koie Satker (6 diglt, koo kewsnangan (2 digit, serta nama Satker penerima
ibah

{11) | DIl Kode Fungsl, Suafungs, BA, Unlt Eslon 1, dan Program

(12) | Dils jenls Keqiatan, Outpdt, Lokasl, Jenis Belanja

|:1 3 Dills| sumib=r dana dan cara FEI'IGI'IIEI'I fPEI'QGI'I keteniuan SEDIQN bestkut

1. Kode {10} Hibah Langsung Dalam Megen (HLD): unhuk hidah langsng Beniuk
uang yang berasal darl dalam negarl dan kode cara penarkan [-)

2. Kode (1) Hibah Langsung Luar Meged (HLL): uniuk hibah langsung beniuk
uang yang berasal darl luar neger dan kode cara penarkan (.

PENGEMBALIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG
BA/Unlt Eslon | Jumlah Usig
bl fA ks fSatker
T 15w, o O WA B e [ 18]
Jumilah Piengemball an SRR . |
Kepada Bendahara Umiim Negara entuk ditububan seperunya
Yaltu

el 18]

.. K Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPH

—[20}

SO0RRTL23000R3-7,__(22)

{14) | Dilsl namar register
{15} | Dlisl kode Baglan Anggaran, Unit Eselon 1, kode Lokasl, Akun dan kode Satker,
dangan ketantuan:
1. Unuk  pengemdalan  thun  angparen  bedalan s
900.02.01.51.43 1 960136
Kpde Akun menggunakan kode akun yang sama dengan kode akun yang
digunaiian pada saat menerima hiban langsung.
2. Untuk pengemballan tahun anggaran lal: kode BA, Eselon |, kode Lokas),
dan kode Satier menujuk pada kode Sather penerolt SP4HL dengan akun
311911
{16) | Dilsljumiah rupiah masng-masing akun pengembailan pandapatan
{17) | il otal rupiah umiah pengembalan pendapatan
(18] | Dilsl uralan kepariuan pengesanan, yaku: Pengemoallan Hibah Langsung bentuk
Uang kepada Pember Hinah se5ual bukt] setor tanggal. ... Nomor._.. .
{19) | Dlisl nama kota dan tanggal derbitkan SP4HL (sama seper pada poin 2)
{20) | Dilsltanda tangan Pejabat Penandatangan SAM
{21)  [DlisInama dan NIPMRP Pejabat Penandatangan SPM

22) | Dkl bar code hash enkrips] apikas SV
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FORMAT MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG
BENTUK BARANGIJASAISURAT BERHARGA [MPHL-BJ3)

KEMENTERIAH HEGARAILEMBAGA. {1)

Kissa Bendanar Limum Negara, Kantor Pelayanan Pemendahasan Negar ... 4)
agar melakukan pencatatan as penaimiaan hibah langsung bentuk barangjas'surat bemarga:

PETUNJUK PENGISIAN

MEMO PENCATATAN HIEAH LANGSUNG EENTUK BARANGIJASAJSURAT

BERHARGA [MPHL-BJS)

HOMOR

URAIAN IS1AN

Dilsl uralan Kemenbarian Negaraflembaga

Diis! tanggal ditartétkan MPHL-B.S

Diisl nomar MPHL-BJS

DHisl uralan KPPM yang melakukan pengesanan, dikul kode KPPN

Diisl Tahun Anggaran

Tanun Anggaran ... [3)

Casar Pencataan : Salker KEwenangan

prieiad e

Fungsl, Subungs, BA, Uit Eselon |, Program
N0 (§)

Kegiatan, Cuiput, Lokas!, Jenis Belanja
fied WX (9]

Sumber DanalCara Penariian

Momor Register

“ou 10)
- 00000t {1

Wama Satier

EOO0N0000aE. [T}

1)

Diisl dasar dresoltkannya MPHL-BJS, yaliu: PP No.10i2011, dan Tanggal serta
Nomar SP3HL-8J5.

Dils! kode Satker (6 diglt), kede kewenangan (2 diglt), serta nama Satker penerma
nican

(&)

DM Il Fungs!, Sub Fungsl, BA, Unit Eselon |, Program.

9

izl Kode Keglatan, Dutput, Lokasl, Jenls Belanja. Untuk Keglatan dan Cutput disl
k0de Kegiatan dan output yang a3 pada Satuan Kerja berkenaan yang paling
sesual dengan maksud dan fujuan penerimaan hibah barang/|asa/swrat berharga.

BELAMJA PENDAPATAN

BA/Unit Eseion |

Al HLokaslkunSaer

Juizh Uang Jumiah Uang

(15)

oo . (12) SR 0L 00 LI00L00000

(16}

Jmizh B S 7 Jumiah Pendapatan

Kepada

: Bendahara Unmum Negara untuk dbuiukan sspeiunya

Kuasa Pengguna Anggaran

..420)

100%E912301 ..(22)

0b3-7

NIPMRP....c..oo.ooeeoe e [21]

(1

DHis! SUMDET dana dan cara penankan dengan ketentuan sebagal berkut:

1. Kode (12} Hibah Langsung Barang Dalam Meger (HLBD|: uniuk hibah langsung
meniuk barang yang berasal darl dalam negerl dan kode cara penarkan [-).

2. Kode {13} Hioah Langsung Barang Luar Meger (HLBL): untuk hibah langsung
meniuk barang yang berasal darl luar negen dan kode cara penankan j-).

3. Kode {14) Hibah Langsung Jasa Dalam Meger (HLJD): untuk hibah langsung
mentuk |asa yang berasal dar dalam neger dan kode cara penarkan (-).

4. Koda {15) Hibah Langsung Jasa Luar Meger (HLJL): umtuk hibah langsung
meniuk |asa yang berasal dar luar neger dan kode cara penarlkan |-).

5. Kode (16) Hibah Langsung Surat Berharga Dalam Meger (HLSD): unfuk hibah

angsung bentuk surat bermarga yang berasal darl dalam negerl dan kode cara

penarikan [-).

Kpde [17) Hibah Langsung Surat Bemarga Luar Megerl (HLSLY untukl mibah

angsung beniuk surat berharga yang berasal dan luar negeri dan kode cara

penarikan [-).

]

(11}

DHisl nomiar register

(12)

Diisl akun belanja sepertl dl bawah Ink

1. Untuk Eedanja dalam bentuk Sarang:

Kode Akun
S21E611
S31211
F3zzn

Uralan
Baian|a Eararg untuk Pencataian Persediaan dar Hioah
Balan|a Modal Tanah wmtuk Pencatatan Tanah dar Hikah
Belan|a Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan
dan Mesin darl Hibah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan

F33211

Gedung dan Bangunan dad Hibah

Balanja Modal Jalan, Irgas! dan Jarngan uniuk Pencatstan
-Jalan, Irigas! dan Jarngan dar Hibah

Balan|a Modal Lalnnya uniuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya
dan/atau Aset Lainnya dar Hibah

53411

S3E211

2. Untuk Eelanja dalam bentuk Jasa:

[ kode s | Uratan |
| 522311 [ Belan|a Jasa untuk Pencatatan Jasa dar Hinah |

3. Untuk Belanja dalam bentuk Surat Bemarga:

Kode Akun
724411

Uralan

Panyeriaan Modal Negara unfuk Pencatatan Surat Barharga
darl Hibah

(13

Dils! jumiah rupiah masing-masing akun belanja

[14)

Dilsl total ruplan jumiah belan|a terkalt hibah

[15)

Dilsl Kode BAMLRI Eselon UVLpkask/AluniZatker 999.02.01.51.43 100 960186

Kode Akun Pendapatan yang khusus digunakan dalam Memo Pencatatan Hibah
Langsung—Barang/Jasa’surat Bemanga [MPHL—BJS]:
1. Untuk Pendapatan dalam bentuk Barang:

Kiode Akun Uralan
231121 Pengapatan Hibah Dalam Neger — Langsung Bentuk Barang
23131 Pendapaian Hibah Luar Negsrl — Langsung Bentuk Barang

2. Untuk Pendapatan dalam bentuk Jasa

Kiode Akun Uralan
231122 Pendapaian Hibah Dalam Neger — Langsung Bantuk Jasa
231322 Pengapatan Hibah Luar Neger - Langsung Benwk Jasa

3. Untuk Pendapatan dalam bentuk Sural Berhanga:

Kiode Akun Uralan
431123 | Pendapatan Hibah Dalam Meger — Langsung Beruk Surat
Berharga
431223 | Pendapatan Hioah Luar Neger - Langsung Bentuk Surat
Berharga

(18}

Diisl jumiah rupiah masing-masing akun pendapatan hibah

(17

Dilsl total ruplah jumlah pendapaian hibah

(18]

Dils) uralan keperiuan pancataian hibah langsunyg bantuk barangasa'surat berharga

(13}

Diis! tanggal ditarnitkan MPHL-BJS (s3ma s2pedt pada pain 2)

[20) | Disl tanda tangankuasa Pengquna Anggaran
[21) | Ol nama dan NIP/NRPYUas3 Pengguna Anggaran
22) | sl bar code hasll enkrips! apilkas! SPM
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Sekali Di Udara Tetap Di Udara

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR <204 TAHUN 2019

Tentang

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DIREKTUR UTAMA KEPADA
DIREKTUR SDM DAN UMUM DAN KEPALA SATUAN KERJA

DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Menimbang . a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan
tugas Direktur Utama selaku Pengguna Barang di
lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia, dipandang perlu melimpahkan sebagian
wewenang Direktur Utama kepada Direktur SDM dan
Umum dan Kepala Satuan Kerja,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Utama tentang pelimpahkan sebagian wewenang
Direktur Utama kepada Direktur SDM dan Umum dan
Kepala Satuan Kerja dilingkungan LPP RRI.

Mengingat . 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42806);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga
Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 28, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4485);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4486);

LPP RRI KANTOR PUSAT JI. Merdeka Barat 4-5 Jakarta Pusat Telp. 3849091, 3511084, 3511086 Fax. 34835183, 3511084
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Menetapkan

PERTAMA

10.

11,

12.

13.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
757);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
540);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);

Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 019 TAHUN
2016 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI
Periode 2016-2021;

Peraturan Dewan Direksi Nomor 001/PER/DIREKSI/2006
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Direktur Utama LPP RRI Nomor 04 TAHUN 2013.

Peraturan Dewan Direksi Nomor 002/PER/DIREKSI/2006
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun
Penyiaran Radio Republik Indonesia sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direktur
Utama LPP RRI Nomor 02 TAHUN 2014.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DIREKTUR UTAMA
KEPADA DIREKTUR SDM DAN UMUM DAN KEPALA SATUAN
KERJA DI LINGKUNGAN LPP RRI.

Melimpahkan sebagian wewenang Direktur Utama kepada
Direktur SDM dan Umum dan Kepala Satuan Kerja di
lingkungan LPP RRI untuk mengajukan permohonan/usulan
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum
PERTAMA diajukan kepada Pengelola Barang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Direktur SDM dan Umum dan Kepala Satuan Kerja
sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA harus
bertanggungjawab secara subtansi atas pelaksanaan
pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang
bersangkutan.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA, Pejabat yang ditunjuk wajib
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai administrasi pemerintahan dan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).

Pada saat Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku,
surat usulan atas Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN
yang telah di usulkan berdasarkan Keputusan Direktur
Utama Nomor 223 TAHUN 2017 dinyatakan tetap berlaku.

Pelimpahan kewenangan Direktur Utama ini sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat dilimpahkan
kepada pejabat lain.

Pada saat Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku,
Keputusan Direktur Utama Nomor 223 TAHUN 2017 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila ternyata kemudian terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan Direktur Utama LPP RRI disampaikan
kepada:

1. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;

2. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI;

3. Para Kepala Satuan Kerja dilingkungan LPP RRI;

4. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara,;

S. Direktur PKNSI, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

6. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang, Kementerian Keuangan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal /# November 2019

Direktur Utama LPP RRI

‘e M. Rohianudin
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LAMPIRAN I

NOMOR 2054 TAHUN 2019
TANGGAL /¢ November 2019

DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN DIREKTUR UTAMA KEPADA
DIREKTUR SDM DAN UMUM

NO MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

1. | Permohonan penggunaan Barang Milik Negara, dalam bentuk Penetapan status
penggunaan Barang Milik Negara, berupa:

a. tanah dan/atau bangunan;

b. selain tanah dan/atau bangunan; dan

c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan
dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

Untuk permohonan pada Satuan Kerja Kantor Pusat LPP RRI.

2. | Usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya, dalam bentuk
Sewa untuk Barang Milik Negara berupa:

a. tanah dan/atau bangunan; dan

b. selain tanah dan/atau bangunan.

Untuk usulan pada Satuan Kerja Kantor Pusat LPP RRI.

3. | Usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya, dalam bentuk
Pinjam Pakai untuk Barang Milik Negara berupa:

a. tanah dan/atau bangunan; dan

b. selain tanah dan/atau bangunan.

Untuk usulan pada Satuan Kerja Kantor Pusat LPP RRI.

4. | Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan, berupa:

a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit
sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan
dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan
dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Untuk usulan pada Satuan Kerja Kantor Pusat LPP RRI.

S. | Usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab
yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan,
berupa:

a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit
sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan
dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan
dengan nilai perolehan BMN per unit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Untuk usulan pada Satuan Kerja Kantor Pusat LPP RRI.

6. | Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan, berupa:

a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan
dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan
dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).
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Usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab
yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan,
berupa:

a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit
di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan
dengan nilai perolehan BMN per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah);

c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan
dengan nilai perolehan BMN per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah);

DIREKTUR UTAMA LPP RRI

—

€ MR DIN/y/
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LAMPIRAN II

NOMOR 059  TAHUN 2019
TANGGAL & November 2019

DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN DIREKTUR UTAMA KEPADA KEPALA SATKER

NO MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1. | Permohonan penggunaan Barang Milik Negara, dalam bentuk Penetapan status
penggunaan Barang Milik Negara, berupa:

a. tanah dan/atau bangunan;

b. selain tanah dan/atau bangunan; dan

c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan
dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

2. | Usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya, dalam bentuk

Sewa untuk Barang Milik Negara berupa:

a. tanah dan/atau bangunan; dan

b. selain tanah dan/atau bangunan.

3. | Usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya, dalam bentuk

Pinjam Pakai untuk Barang Milik Negara berupa:

a. tanah dan/atau bangunan; dan

b. selain tanah dan/atau bangunan.

4. | Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan, berupa:

a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit
sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan
dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan
dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

5. | Usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab

yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan,
berupa:

a.

b.

tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit
sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan
dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan

dengan nilai perolehan BMN per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

DIREKTUR UTAMA LPP RRI

—

-Q M. RO INp
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Panduan Perangkat Teknik

DIAGRAM FLOW SIARAN RADIO

MONITOR SPEAKER

HEADPHONE

KABEL COAXIAL

> Pemancar

RANGKAIAN PERANGKAT PEMANCAR FM 10 KW TIPE TUBE/ TABUNG

Output 3-10 KW ke
Antenna

Power Amplifier
Power Amplifier

Tube
Excitter Excitter
Driver Driver
Tampak Depan Tampak Belakang
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No. Nama Perangkat Contoh Gambar
1 | Exciter
2 | Power Supply
3 | Power Amplifier
]l L A e
) ] f |
4 | Driver
5 | Audio Processor
6 | Rak Pemancar
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7 | Tube/ Tabung
8 | Mosfet
» Antena
No. Nama Perangkat Contoh Gambar
1 | Antena Directional Tipe Yagi »
2 | Antena Omni Directional Tipe
Double Ring
Ant Omni Directional Ti |
3 ntena Omni Directional Tipe _J
Jumpro
4 Antena Omni Directional Tipe
Panel
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Antena untuk Pemancar AM-
5 | MF/ MW (Medium Wave) +
Antena Tunning Unit (ATU)

Antena untuk Pemancar AM-HF/
6 | SW (Short Wave) + Antena
Tunning Unit (ATU)

> Sarana Prasarana

No. Nama Perangkat Contoh Gambar

: \\ |
\ ﬁ Kabel Sling
. \\\
AN

Guyed Tower (Guy Wire/
GW)

/
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4 LEGS JLEGS

& 41EGS SIKU & 3LEGS SIKU
#) 41EGS TURBULAR 2 3LEGS TURBULAR
1 J I
{ ﬁ Bordes
'..
H

2 | Tower Self Supporting (SS)

ﬂ

Pondasi

> Distribusi

No. Nama Perangkat Contoh Gambar

1 | STL+ Antena
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2 | Codec

PHOENIX
o/ T ¥ MERG Ry

MEMXO0r

2, PYAEQ

3 | Audio Distribusi

TE R B R ORCORRCR R R R OR R

LELLLLGLLeLeeEE

Parabola

DVB Receiver
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> Studio

No. Nama Perangkat Contoh Gambar
1 | Audio Mixer
2 | Microphone
3 | Headphone
4 | Speaker
5 | PC (Personal Computer)
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PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN PENJELASAN
EELANJA BARANG
B21 BELANJA BEARANG

5211 Belanja Barang Dperasional
52111 Balanja Barang Operasional
21111 lanja K.eperiuan Perkanioran
Pengeluaran untuk membisyai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang
ke-glaian operasional Kementerian negara' lembaga terdiri dari
Satuan bizya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis
dipakai antara lain pembelian alat-alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan)
surat kabar/berita/majalah, biaya minumimakanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu.
Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya
satpamipengaman kantor, cleaning service, sopir, ienaga lepas (yang dipekerjakan secara
kontraktual), telex, internet, komunikssi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat
tanah yang hilang, pembayaran PEB.
Pengeluaran umtuk membiayai pengadaan’penggantian inventaris yang berhubungan
dengan penyelenggaraan administrasi kantor’satker di bawah nilai kapitalisasi.
Pembelian buku cek/buku giro bilyet.

- Pembelian meterai.
521112 [Belanja Pengadaan Bahan Makanan
Pengeluaran untuk pengadaan bahan makanan.

E21113 _ Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

Pengeluaran untuk membiayai pengadaan bahan makanan / minuman / obat-obatan yang diperukan
dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai.
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
Pangeluaran untuk membisyai Pengiriman surat menyurat dalam rangks kedinasan yang dibayarkan
oleh Kementarian Megaraflembaga.
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
Honor tidak ietap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan
f.erja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pajabat pembuat komitmen, hanaor
pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pameagang Llang
uka, Homor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PMEP (honor atasam langsung, bendahara
n sekretariat), honor pengelola satuan kerja (yang mengelola gaji pada Kementerian Periahanan),
nor Tim SAl (Pengelola SAK dan SIMAKBMM). Honor Operasicnal Satuan Kerja merupakan honor
ang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honormya dilakukan
secara ierus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.
521119 [Balanja Barang Operasional Lainnya
Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran
521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional. Belanja Barang
Cperasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam kota, dalam rangka
fegiatan operasional satker.
EEE Elan'a Elarang Mon t:iperaik:lnal
2121 |anja Barang Non Operasional
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E}HEH Eania Bahan
ngeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahen pendukung kegiatan (yang habes

ipakai) seperti

- Alat tulis karior (ATE);

- Konsumsd'bshan makanan;

- Bahan cetakan:

- [Dokumentasi;

- Spanduk;

- Biaya fotokopi;
pyang diperiukan dalam pelek=anasn kagistan non operasional seperti dies natalis, pameran, semingr
[posialisasi, rapat, diseminasi dan lein lain yang terkait langsung dengan cutput suaby kegistan.

lanja Barang Transio

igunakan untuk pengeluaran pembiayaan belanya barang pada satuan kerja-sabtuan Kena yang baru
bentuk/UPT tarmasuk di lingkungan Kemanterian Megara’l embaga yang dilikuidesi atau satker
ang tdak melekst pada Bagian Angoaran [ Kemanterian Megara [ Lembaga serta bisa digunakan
e sather lein yang telah diberikan persebupuan oleh Manksauw.

lanja Honor Output igian

onor hdak tetap yang dibeyarkan kepada pegawal yang melak=anakan keqatan dan terkest dengan
tput sepearts @ honor unuk Pelaksana Kegistan Peneliian, honor penyulub non PNS, Honor Tim
akszna Kegiatan (pengarah, penanggung jewab, koordinator, ketua, sakretaris, anggota dan staf
akratariat). Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadsan Barang/lasa, Honor
anifia Pemeriksa Penerima Barangllasa. untuk pengedaan yang tidak menghasilkan Asat
atap/Aset Lainnys.

onor Cutput Kegiatan dapat digunakan unbuk biaya honor yang timbul sehubungan denganfdalam
anghka penyerahan barang kepada masyaraked.

onor Cutput Kegiatan marupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insident
n dapal dibayarkan fidak terus menerus delam satu ahun.

21214 lanja Marena Rugi Selisth Kurs Uang Persedisan Sather Perwakilan Bl Atese Teknis
igunakan untuk mencata gian salisin kurs Uang Persediaan pada Sa erwakalan i Luar
Meger dan Atase Teknis.
EZ121%  Eslanja Barang Mon Oparasional Lannya
igunakan unbuk pangeluaran yang bdak dapat dtampung dalam akwn 521277, 221272, 321274,
dan 521214,
Belanja Barang Mon Oparasional Leinnya dapat digunakan untuk biays-biaya Crash Program.
2 BELAMNJA JASA
22 lanja Jasa

lanja Lengganan Daya dan Jasa

%

1

lanja Langganan Lest

lanja langganan lisirk, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran
ihan langganan Esirik.
ianja Lengganan |elepon

lanja lanpganan telepon, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keierlambatan pembayaran
ihan langoanan ielepaon.
lanja Langganan A

ianja lanpganan air, iermasuk belanja apabila teradi denda stas keterlambatan pembayaran
ihan langoanan air.
ianja Lengganan Daya dan Jasa Lennya

lanja langganan daya dan jgsa lainnya, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterdambatan
han lanoganan deya dan jasa kainnya.

lanja Jasa Pos dan Giro

igunakan unbuk pambayaran jesa perbendaharaan yang telah dilaksanakan olsh kantor pos
sselurnuh Indonesia.

n=EuLan

lanja Jasa Konsulian

n untuk pembeayaran jgsa konsultan secare kontrakitual termasuk |esa pengacara yang
tpuinya Bdak menghasilkan Aset Lainnya.

lanja Sewa

anga EE"HEI

Diqunakan unbuk pembayaran sewa (misalnye sewa kaniorigedung/muangan. alau sews leinnya).

lanja Jasa Profesi
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lanja Jasa Profesi
anja uniuk pembayaran honoranum narasumber yang diDerkan kepada pegawal Negerinon-
awai negeri sebagail narasumbear, pembicara, prakiisi, pakar yang memberikan
riformasilpengeiabuan kepada pegawsl negern lBinmyamasyarakat.
onorarium narasumber pegawsail negeri dapat diberikan dengan ketentuan:
- barasal dari luar lingkup unit eselon | penyelenggara;
- berasal dari lingkup unit eselon | penyelenggara sepanjang paesarta yang mengadi sasaran
utema kegiatan barasal dan luar linghup unit eselon | berkenaan/masyarakat.

EEE 2] lanja Jasa Leinmya
Bnja Jasa Lamnya

igunakan unbuk pambayaran jesa yang tidak bisa ditampung pada kelompok alun 52211, 52212,
213, 52214, dan 32215,
lanja Jasa uniuk Pencatatan Jasa dar Heoah

Ean&as& uniuk Pencatatan Jasa dari Hibah
lan|a Jasa unilk Pencatatan Jasa dan Heoan

L ukup jelas.

ELANJA PEMELIHARAAN
anja Pemelnaraan

lanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
anja Elaya Pemelnaraan Sed ung dan Eang.man

memenuhi syarat kapiaksasi aset tetap gedung dan bangunan).
EXin E-Eama Elaya F'E-r'lEl haraan (Sed ung dan Eang.man Ealm:,'a

- Pengeluaran pemiharaand perbaikan yang dilak=sanakan sesuai dengan Standar Biaya Lmum.
[alam rangks mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari
Eiau =ampai dengan 2%;

dan

- pemaliharaan/perawatan halamanftaman gedungkantor agar berada dalam kondisi normal (Bdak

Fengeluaran untuk membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat keitannya
dengan pelaksanaan tuges para pejabat seperti siana negara, rumah Jabatan
enteriiGubsmuriBupati®Valikota/Mahkamah AgungKetua Pengedilan MegeriPangadilan
ingoiKejaksaan AgungKejaksaan Tinggi'Kejaksaan Negen/Pimpinanetua Lembaga Mon
ementenian/THI'Polrilesrama yang terdapat di semua Kementenan/Lembaga Mon Kementerian,
asuk THI, PolritAula yang pisah dengan Gedung Kentor/Gedung Kesanian, Art Cemer/Gedung
ussum besarta isinya termasuk taman, r sgar barada dalam kondisi normal.

ngeluaran untuk pemesnaraan perbaikan untuk mempertanankan peralatan dan mesan agar
ada dalam kondisi normal yang tidek memenuhi syarat kriteria kapilelsasi aset tetap peralatan
I mEsin.

lanja Bigya Pemelharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

ngeluaran lainmya uniuk pemesnaraan perbaikan uniuk memperiahankan peralatan dan mesan
ar berada dalam kondisi normal yang tidak memenubi syarat kriteria kapitalsasi aset tetap
alatan dan mesan.

E.EH |

lanja Bisva Pemeliaraan Jalan, Irigesi dan Jaringan
anja Biaya Pemebharaan Jalan dan Jembatan

ngeluaran untuk pemefharaan/perbaikan unbuk mempertahankan jalan dan permbatan agar barada
lam kondisi normal yang nilasinya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jalan dan embatan.
ianja Biaya Pemelharaan Ingasi

ngeluaran untuk pemelharaan/perbaikan untuk mempertahenkan irigasi agar berada dalam
ondisi normal wang nilainye tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Emgelua'an untuk pemelharaan'perbaikan untuk memperiahankan jaringan ager berada dalam
ondisi normal wang tdak meamenuhi kriteria kapitalisasi jgangan.

231N

ianja Biaya Femeliharaan Lesnnya

i F )]

anja Biaya Femebharaan Lesnnya

ngeluaran untuk pemelharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin sarta
glan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi mormal termasuk pemeliharaan tempat ibadah,
angunan bersejarah seperti candi. tlan&.man peringgalan Belanda, Jepang yang belum diubah
osisinya, kondisi bangunanBangunan Keraion/Pun bekas kerajaan. bangunan cagar walam, cegar
daya. makam yang memilki rilai sejarah.

ELAMJA PEHIALAMNAM

lanja Perjalanan Dalam Megear

E‘1

ania FE'T-H'-HI'IEII'I EE'EH I ExE
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enalanan dnas sepert perjalanan dings dalam rangks pembinaankonsuias,
jalanan dinas dalam rangka pengewasan/pemeriksaan, mulasi pegawai, muiasi pensaun,
ngiriman jenssah.
nja Penalanari TEEE
ngeluaran untuk peralanan dnas tetap yang dshitung dengan mamperhatikan jumlah pegabat yang]
aleksanakan perjalanan dinas. Pengefuaran oleh Kementeran Megara/Lembaga untuk kegiatan
yanan masyaraksi. Conioh - perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian. juru penerang,
nyuluh agema dan lainmya.
24113 njs Perjalanan Dinas Dalam Kols
ngeluaran unbuk penalanan Gnas yang dilaksanakan di dalam kols ses0al dengan peraburan

antari kauangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negen bagi pejabat negara.

wai negeri, dan pegewai tidak letap

E241 14 %n? Perjalanan Dinas Paket Meslting Dalam Hots
ngeluaran unbuk penalanan Gnas dEaim rangia Regislan rapat, Seminar, 0an Se[enisnya yang

idaksanaken di dalam kota satker pEﬂ:,'elengdgara dan di biayai seluruhnya oleh satker
penyelengpera. serta yang di laksanakan di dalam koia =atker peserta dengan biaya perjalanan
dinas yang ditanggung oleh =satker paserta. meliputi:
a) Baaya transporiasi peserta, pantis’moderaior, danfatau narasumber baik yang berasal dari
dalam kotEa maupun luar kota;
b} Bisya paket mesing [halfday'fulldayfullboard];
cj Uang saku peserta, panstis’moderaior, danfatau narasumber baik yang berasal dari dalam kota
maupun luar kota ermasuk uang saku rapat dalam kamtor di luar jam kesja
d} Uang haran danfatau biaya penginapan peserta. panitis’moderator, dan'atau narasumber yang
mengalami kesulitan ransportasa.
Hasaran nilai biaya cakst mesting, vang transpor, wang saku, dan wang harian mengkuti ketentuan
an mengzﬂur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
lanan Dinas Paket Meseting Luar Koia
nig penalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan se{enisnya yang
daksanakan di luar kota satker penyelenggara dan di biayai seluhnya oleh satker panyelenggara.
rta yang dilaksenakan di luar kota satker peserta di bigysi perjalanan dinas yang di isnggung oleh
ther peseria meliputi:
a) Biaya transporiasi peserta. panitia'moderaior, dan/atau narasumber baik yang berasal dari
dalam kota meaupun luar kota;
b) Basya paket mesing (fullboard)
cj Uang saku peserta, panstis'moderator, danfatau narasumber baik yang berasal dari dalam kot
maupun luar kots;
d} Uang haran danfatau biaya penginapan pasarta. panitis’moderator, dan'atau narasumber yang
mengalami kesulitan ransportasa.
Hasaran nilai biaya pakst masting, vang transpor, uang saku, dan wang harian mengikuti ketentuan
ang mengaiur mengenai Etanl:laf biayvs tahun berkenaan.
nja Feralanan Luar

%I‘IE Perjalanan |uar NEE"I
nja Fenalanan Biasa ar Meger
ngeluaran untuk peralanan dmnas seperh perjalanan dings dalam rangka pembinaan/konsuias.

lanan dinas dalam rangka pengewasan/pameriksaan, mutasi pegawai, muiasi pensiun,
iriman jenssah uniuk k an dinas di / ke luar negeri.

ngeluaran untuk perjalanan dmas tetap yang dhitung dengan memperhatikan jumlah pegabat yang]|
aleksanakan perjalanan dinas. Pengefuaran oleh kementerian Megarafembaga untuk kegistan

yanan warga di [ ke luar negeri Contoh perjalanan dinas olah tenaga ahli di kedutaan besar atau
LD

nge [ enalanan lesnnya dalam rangka pendukung kegisian kemenkenan

rallambaga g.rang I:-:Iak tertampunyg di dalam pos belanja perjalanan basa dan tetap antara Lain
ya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi keduiaan besar atau atase di luar negeri.
ELAMJA BADAMN LAYAMAMN LINUNM (BLLIY

nja Barang

%I‘IE Earaalg dan Jasa BLU
nja Eap dan | unjangan

| Pangeluaran untuk pembayaran gaji dan bunjangen pegawai BLLL
njs Barang
Fengeluaran untuk pembeian barsng unbulk igtan operssional dan non operesional BLL.
hﬂ ] nja Jasa —
| ngeluaran untuk memperckeh jasa uniuk keqatan operasional dan non operasional L.
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25114 lanjs Pemelharaan
| E‘Eﬂgdua'an UNtuk pemesnaraan BN BU0.
25115  PBelanja Perjalanan
I FPengeluaran untuk pembayaran perjalanan dines pegewai BILLI.
Pelanja alas F'Eﬂgell:-aan Enal:-wmenl Fund
Digunakan unbuk mencakat biaya-beaya yang digunakan wniuk pengelolaan Endowment Fund dan
Dana Cadangan Pendidikan odsh BLL Bidang Pendidikan atau yang ditunpuk pada Kemenbernian

KE-JEII'IE-%ﬂ sesuai maksud pembentukeannga.

E=110 ianja Pemnyediaan Barang dan Jasa BLL Lainmya

Fengeluaran untuk keperhean diluar akun 525111. 525112, 525113, 525114, 525115 dan 525116
niuk menunjang kegaisn BLU yang bersangkuian.

MUA MODAL TAMAH
a Modal Tanah

g Modal Tanah
a hodal Tana
uruh pengeluaran yang dilakukan uniuk pengadaan’ pembelian’ pembebasan penyelessian, bhalik
Mma, pengosongan, penimbunan, peraigan. pematangan @anah, pembusian sariifikat tanah serta
ngeluaran - pengeluaran lain yang bersifet administratif sehubungan dengan perolehan hak dan
ewdjiban aias tanah pada saai pembebasan'pembayaran ganti rugi sampai ienah iersebut siap
unakan’ pakai (swakelolakontrakiuel).

ianja Miodal Pembebasan | anah

uruh pengeluaran yang dilakukan uniuk pembebesan, balik nama, pengosongan, serta
ngeluaran-pengaiusran kain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehian hak dan
awdjiban stas tanah pada saai pembebasan'pembayaran ganti rugi secara swakelola sampai tanah
resbut siep digunakan pakai (swakelola).
ianja Modal Pembayaran Honor Tim Tansh

ngeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan homor pengelola teknis pada saat
ngadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah iersebut siap
unakan/dipeks (swekebola).
ianja Modal Pembuaian ihkat Tanah

ngeluaran yang dilakukan untuk pembusian serthkal ianah pada saal pengadaan pembekan
nah secara swekelola sampai dengan {anah fersebut _siap digunakan/dipakai (swakedola).
anja Modal Pengurukan dan Pemaiangan | anah

ngeluaran yang dilakukan uniuk pengurukan/penimbunan, perataan dan pematangan tanah pada

al pengadaan/pembelian tansh secara swakelola sampal dengan tanah iersebut siap

unakandipsks (swakelola).

ianja Modal Biaya Pengukuran 1anah

ngeluaran yang dilakulan untuk penguluran tanah pada sasl pengadaan'pembekan anah secaral
E:ahe-:lla sampai dengan tanah tersebut siap digunaken/dipakai (swakelola).

31117 lanja Modal Pemialanan Pengadaan Tanah

ilakukan unbu pentngan per@lanan dnas dalam rangka

ngadaan'ipembslian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap

qunakandipakai (swekedola).

& Modal Tanah uniuk Pencatsian Tanah dan Hibah

& Modal Tanah uniuk Pencatsian 1anah dan Hibah

a Modal Tanah uniuk Pencatalan Tanah dan Hibah

hLJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
& lModal Peralatan gan Mesin
a Modal Perelatan dan Mesin
& MModal I eralatan dan Mesin
ngeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesan yang dgunakan dalam pelaksanaan kegatan
ntara lean biaya pembelian, biaya pengangkuian, biaya nstalasi, seria biaya langsung lainnya untuk

meam iah dan mempersiapkan sampai peralaian dan mesin iersebut siap digunakan.
| sk E-_E.ama ﬁuaeﬂ Eahan Daku %&ﬂal&ln dan Mesn

ngeluaran unbuk pengadsan bahan baku peralatan dan mesin pada saal pengadaan peralatan dan)

niasin secara swakelols.
EXi13 Pelania Modal Upah |e1aEa Kena dan Honor Pengelola [ eknis Peralatan dan Mesin

ngeluaran untuk pembayaran upah enaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan

alaian dan mesin secara swakebola sampal dengan peralaian dan mesin siap digunakan. I
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lanjs Modal Sewa Peralatan dan Mesin

ngeluaran uniuk pembayaran sews ruangan,sewa mobil dan biays sewa lainnya pada =aat
ngadsan peralatan dan mesin secara swakedola sampal dengan peralatan dan mesin terssbut sisp
spunakan.

32115

lanjs Modal Perencanaan den Pengawasan Peraletan dan Measin
ngeluaran untuk pembayaran biaya perencansan dan pengewssan pada saal pengadaan
alatan dan mesan secars swakelola sampal dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

22110 ianja Modal FPernpnan Feralatan dan Mesin
Fengeluaran untuk pembayaran biaya perijinzn y’andg diperlukan pada saat pengadaan peralaian dan
mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin lersebul sisp digunakan.
| FEEE ianjs Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin

Pengeluaran uniuk pesmbayaran biaya pemasangan dan instalasi pada saat pengadaan peralatan
N mesin secara swakalola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut sisn digunakan.
ianja Modal Peqalanan Peralatan dan Mesan

ngeluaran uniuk peembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan peralatan dan mesin
ecara swakelola sampal dengan peralatan den mesin ersebut siap digunakan

anja Penambahan Nilai Perslaten dan Mesin
ianja Modal setelah perolehan peralsian dan mesin yang mempserpanjang masa mantaat/umur
onomis, aiau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang
.am bentuk peringkatan kapasitas, produksi atsu peningkatan standar kinerjac dan mamenuhi
imsan manimun kapitalisasi sesuai dengan peraturan meniten kewangan yang mengatur batasan
inimun kapitalisasi.

(322 Belanja Modal Perslatan dan Mesin uniuk Pencatatan Peralatan dan Mesan dan Hibah

g Helanja Modal Peralatan dan Mesin uniuk Pencatatan Peralatan dan Mesan dan Hibah

532211 Belanjs Modal Peralatan dan Mesin uniuk Prencataten Peralatan dan Mesin dari Hibah

ukup jeles.

533 BEELAMNJA MODAL GEDLMNG DAN BANGLINAM

ik Helanja Modal Gedung dan Bangunan

skk] Eedania Modal eoung dan Bangunan

F33111 Belanjs Modal Gedung dan EEIE unan
Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan Secara konrakiual sampal dengan gedung
dan bangunan siap digunakan melputi biéaya pembelian atau biaya kontruksi. termasuk bisys
pengurusan IMB. notaris dan pajak (konirekiual).

Bedanjs Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunian
Hengeluaran unbuk pengadaan bahan baku Gedung dan Hangunan pada =aat pengadaan edung
dan Bangunan secars swakelola.

533113 ~

elanja Modal Uipah Tenags Kena dan Honor Pengedola Teknis Gedung dan Bangunan
Engeluaran unbuk pembayaran upah tenaga kena dan honor pengeloia teknis paaa saal pengadaan]
pdung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan.

=
st
=

§ [na]i=

elanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan

engeluaran unbuk pembayaran sewa ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saal
pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampal dengan gedung dan bangunan tersebut
siap digunakan.

B33115

Helanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
FPengeluaran untuk pembayaran biaya perencansan dan pengewesan pada saal pengadaan gedung
dan bangunan secara swakebla sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan

B33116

Belanja Modal Penzinan Gedung dan Bangunan
Hengeluaran unbuk pembayaran aya pen)inan yang diperlukan pada saat pengadaan gedung dan
hangunan sacara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunaken.

sxxhbi

Bedanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bengunan Lema, Gadung dan Bangunan
Fengaluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pade saat
pembangunan gedung dan bangunan secara swakekda.

B33118

Belanja Modal Pemalanan Gedung dan Bangunan
Fengeluaran untuk pembayaran Maya peralanan dalam rangka pengadaan gedung dan bangunan
secars swakelola sampai dengan gedung dan bangunan fersebut siap digunaksn.

ixkfi

33121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

slanja Penambahan Milal Gedung dan Hangunan

slanja Miodal setelah perolehan gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manftaat/umur
elonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang
dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atsu peningkatan standar kinesjac dan mameanuhi
batesan minimun kapitalisasi sesuai dengan peraturan menten kewangan yang mengatur batasan

minimuri kaEilaliE.aE .
lanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatetan (Gedung dan Bangunan dan Hibah
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3321 lanja Modal Gedung dan Bangunan uniuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
lanja Modal (Sedung dan Bangunan Uniuk Pencataian Lsedung dan Bangunan dan Hibah

Cukup jelas

ELANJA MODAL JALAN, IRIGAS] MM JARIMGAN
& Modal Jalan, |nga'5| dan ]anngEﬂ —
a Modal Jalan dan Jembatan
a Modal Jalan dan Jembatan

ngaluaran untuk mempercieh jalan dan jembaian =ampai siap paks meliputi biaya perclshan atau
aya koniruksi dan biaye-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai

anja Modal Bahan Haku Jalan dan Jembatan
ngaluaran untuk pengadsan bahan baku Jelan dan Jembatan pada seat pengadaan jalan dan
embatsn secara swekelola
] anja Modal Upah Tenaga Kena dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan permbatan
ngeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan]
glan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jelan dan jemibatan fersebut siap digunakan.
anja Modal Sewa Perslatan Jalan dan Jembatan

ngaluaran untuk pembayaran sews ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat

ngadaan jalana dan jembeian secara swakelola sampai dengan jalan dan jembaian tersebut siap

unakan.

lania Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan

ngeluaran uniuk pembayaran biaya perencansan dan pengewasan pada sast pengadaan jalan
jermnbatan secara swakelola seampal dengan jalen dan jembaien tersebul siep digunakan.

ianja Modal Fengnan Jalan dan Jembakan

engeluaran untuk pembayaran biaya perjinan yang diperiukan pada saat pengadaan jalan dan

emhbatan secara swekelola sampai dengan @lan dan jembatan tersebut siap digunakan.

gosongan dan Pembongkaran Bangunan Leme Jalan dan Jembatan

engeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan. pembongkaran bangunan lama pada saat

bangunan jalan dan jembatan secara swakelola.

slanja Modal Penalanan Jalan dan Jembatan

snigeluaran untuk pesmbayearan aya peralanan dalam rangka pengadaan |alan dan jesmbaken

secara swakelola sampai dengan @alan dan jembatan tersebut siap digunakan.

& Modal ngas
& Modal Ingas
ngeluaran untuk memperokeh Ingasi sampal siap pakai meliputi biaya perolehan atsu bisya
oniruksi dan ks ng dikeluarkan s=amgai gasi tersebut siap pakai

I Pengeluaran uniuk pengadaan bahan baku rigasi pads saat pengadasn Fkgasi secara swekelols
w_ jpelania Modal Umﬁ |e'1='|ga FEna dan Honor I’engeaa T Ehnis |r|g.5|5|
FPengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan]
rigasi secara swahkalola sampal dengan irngesi iersebut siap digunakan
| L] ﬁama Modal Sewa Peraatan Ingas
nigaluaran untuk pesmbayaran sews ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat
ngadaan Migasi secara swakedola sampal dengan irgesi lersebut siap digunakan
(34125 Helania Modal Perencanaan den Pengawasan Irigas:
- Fengeluaran untuk pembayaran aya perencanaan dan pengawesan pada sasl pengadaan Ingasi
sacara swakelola sampel dengan irigesi tersebut sisp digunakan.
Belanija Modal Permnan ngas:
Fengeluaran untuk pembayaran iaya penjinan yang diperlukan pada saat pengadsan mngasi secara
Ewakelola samipai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
34127 Balanja Modal Pengosongan den Pembongkaran Bangunan Lams bgssi
Hengeluaran untuk pembaysaran Maya pengosongan. pembongkaran bangunan lama pada saat
bangunan imgasi sacara swakelola

E34128 Helania Modal Penalanan Ingasi
Fengeluaran untuk pembayaran aya perjalanan dalam rangka pengadaan ingas| secara swakslola
Eampai dengan ngasi iersebui siap digunakan.
53413 Balanja Modal Jaringan
1.3 Felanja Modal Janngan

ngeluaran untuk mempercish jaringan sampal siap pakai meliputs biaya perclehan siau biaya
ontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jaringan tersebut siap pakei.
i lanja Modal Bahan Halu Jarimgan
Eﬂgelua'an untuk pengadaan bahan baku @ringan pada =aat pengadasn jaringan secara
wakelols.
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lania Modal Ugah Temnaga K lola Teknés Jaringan
n@psluaran wnbuk EEmbayaran upah Enaga kerja dan honor peEngsicla teknis Eada sast pengadaan
ringan sacara swakelola sampal dengan |afngan iersebul siap o lgen e o,

lanka Modal Sewas Paralatan Jaringan
n@psluaran unbuk EEMbIyaran SSWwa ruangan, sewa mobill dan Haya sewa labnnya pada saat
rgadasan |aringan secara swaskslols samipal dengan jaringan bErsebut siap dhgunakan.

PEd1 3 lanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jasringan
Eenmluman wnbuk pembayaran blaya perencanaan dan pengawasan rada saad pengadaan jaringan
soara swakelola sasamipal dengan jJaringan bersebut siap digunalkan.
Pa4138  [Belanka Modal Perjnan Jasngan
Eenmluman wnbuk pembayaran blaya perinman yang diperiukan pada saai pengadaan jarimgan
sCcara swakelola sasmipal dengan jJaringan tersebut siap digunalkan.
lanja Modal Pengosongan dan Fesnibongkaran Bangunan Jaringan
npeluaran unbuk pembayaran biaya penposongan, pembonpkaran bangunan lama pada saak
mbangunan jaringan secara swakslola.
lanja Modal Per A
npeluaran unbuk pembayaran biaya perialanan dalam ranpgka penpadaan @Arilkgan sscara
wakslola sampal dengan |aringan lersebod siap dipunaécmn
Padid lanja Penambaham Milal Jalan dan Jembatan
PaEd149 h:l:ﬂ..: Fenambahan Hikal Jalam dan Jembatan
lanja Modal seielah perolefhan jalan dan jembaian yang memperpanjang masa manfaadiumor
cancemiks, atau yang kemuengkinan besar mesmiberi mandsat ekcmomis di masa yang akan dakamng
larm benbuk peningkalan kapasias, produksd atau peningkatan slandar kineha.
E3415 h-el:ﬂ..‘.'l Fenambahan BNilal irigasi
4131 lama Fenmambahan RHMikal irigasi
lanja Modal seielah perolefhan irigasl yanp memperpanjang masa marmnaatumur eonomils, akau
ang kemunpkinan besar memberd manTfaatl ekonomis O masa yang akan datang dalam beniui
peningkatan kapasias, produks! atag peninpkatan standar kineria.

wE LR lamja Fenambahan Bilal Jasringan
4181 lama Fenmambahan BHMikal Jaringan
lanja Modal seielah perolehan |arngan yang mesnpsrpaniang masa mandsab/umos skoncemes, akau

ang kemungkinan besar meember manTfasl skonomis o maEsa yang akan datang dadam Deniuk
p=ningkatan kapasiss, produks] aiau peningkatan standar kinesja.

, imigasl dan Jaringan darl Hibah

EL&M LS BACHDAL LSRN &
lank Modal Lalmnya
lanja Modal Lainnya
EaEt 11 lamja Modal Lalmnya
np=iuaran unbuk Mempercéehn Aset Tetap Lannya dan Asst Lalnmya yang tidak dapat
kilasifikasiicn dalarm bslanja modal isnah, peralatan dan mesin, gedung dan bansgunan, jalan,
rigasl dan faricgan. Pengsuaran uniuk memperclen Asst Telap Lainnyas dan asest Lainnya samps
r@an siap digun s
lunja Modal Laimnya dapat digunakan uniuk pengedasn sofbwars, pengesmibangan websibs,
ripadzan lisens yang memberikan manfast s darl satu tBahen balk secora swakshola maupun
monirakkan kepada Pihak Keliga
lainga Modal Laimnnya dapat digunakan uniuk pemiangunan asst Sap renoves] yang ain
serahikan kepada anlitas lin dan massh di Iinpkengasn pemerintah pesat. Unbuk Ssed Telap
Enovas yang nanbnya akan diserahican kepada entitas lain besupa Geadung dan Bangunan
sngikutl keterbuan batasan minimal kagitalisasi.
mrm@asuk dalam belanga modal lainmys @ pengadaanipemibeslian barang-barang kessndan, dan kolesos|
rpusiassan.
E3n12 h-el:lﬂ.-.‘.‘l Fenambahan MNilal Asst Teldap Lalmnya dan'astao Acsel Lalnnys
lanja Penambahan kil Aset Tetap Lalnnya dan/ataw Asst Lalnnga
lanja Modal seieiah perolenan Ased Tetap Lasnnya dandatau Asst Lalmnya yang mesmips=srpanang
srsa manfaatumor skonomis, atao yang kemungkinan besar member manfast skonomis o moaess
ang akan datmng dalam bantuk peningkaisn kapasiias, produkes] atau peningkaban standor kKirsrja.
niuk penambahan rdlal Asel Tetap Renoeas! yang nantinya akan dissrankan kepada entias 1a3in
rugsa Sedung dan Bangunan mengikull ksbsniuan batasan minimal kagpitalisasi.
lamja RModal Lalmnnya -JI'IIEI-: Pemcalalan Asst Telsg Lalmnya dan'aiawn Sset L:Hnﬂ:l mar] Hibaih
m laiey | lank Modal Lalmnya uniuk Pencalaian Asst Telap Lainnya dan'aiau Ass=t Lalnnys darl Hibah
Eanz 11 h-el:lﬂ.-.‘.‘l Modal Lalmnya urmbuk Pencatatan Aset Tedap Laimnya dan'atowe Ssst Lalnmys darl Hibah

ELI"ILI:I IEl:IE.
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=iy BELANJA MODAL BADAN LAYARAN UMUK [(BLLY
i Eelanja Modal BLL
BT Eelanja Modal BLL
B3r111 Belanja Modal Tanah - BLLU
i anja viodal Tanah BLLI.
B3ri112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLL
Hedanja Modal Peralatan dan Mesin BLU.
B3r113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU
Hedanja Modal GGedung danm Bangunan BLLL
37114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
Helania Modal Jalan, Ingasi, dan Jamngan BLL.
EIT115 Balanja Modal Lainnya - BLL

slana Modal Lainnya BLL.

i ELANIA BARTUAN SOSIAL
5T ELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITAS| SOSIAL
& anja Bantusn 25 DI'I[JE HEI;E:HII'E‘EI ED’EIEI

Br111

Belanjs Bantuan Sosial Untuk Riehebilitasi Sosial
Helania Bantuan Sosial Untuk Rehabditas) Sosial Dalam Benbuk Uang

melsksanakan fungsi sosialnye secara Weiar.
Eriiiz  Peana Danuan %Iﬂ UntuE Fehaniitas! Sosial Lalam Deniuk Barann Jass

Digunakan unbuk Belang Banbuan Sosial dalam bentuk wang yang dimaksudkan unituk mesmuEhkan
dan mengembangkan kemampuan sesecrang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat

Cligunakan unbuk Beleng Bantuan Sosial dalam bantuk barangfjasa yang dimaksudkan untuk
mamulihkan dan mengembangkan kemampuan S-E-E-E!:H'EII'IQ yang mengalami disfungsi sosial agar
at melaksanakan fungsi sosial

igunakan unbuk B dalam beniuk wang yang dimaksudkan uniuk skema yang
alembaga unbuk rr'enJaTun seluruh rakyat egar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang
ayak .Jaminan sosial diberikan dalam bentuk funjangan beskelanjutan. Asuransi kessjahteraan sosia
diselenggarakan untuk melindungs warga negara yang tidak mamgu membayar premd agar merm pu
emalihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Aswansi kesejahieraan sosial ini
diberikan dalam bentuk iuran oleh peamerintah.

lanja Bantuan Sosial Uniuk Jaminan Sosial Dalam Bantuk Barano/.)asa

n unktuk Belanga Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudsan untuk skema
ang malembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebuiuhan dasar hiduprya
ang leyak. Jamanan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanputan. Asuransi kesegahteraan
osial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar
ampu memelihara dan memperiahankan teraf kesejahieraan sosialnya. Asuransi kesegahteraan
o5l i diberikan dalam bentuk uran oleh pemeriniah.

ELAMJA BANTLIAN SOSIAL UNTUK FEMBERDAYAAN SOSIAL

lanja Blantusn eyaan =osial Dalam Bentuk Uang

Eraiiz  Pelana Baniuan Sos@l Uniuk Pemoerdayaan sosiE Lalam Deniuk Earang'Jasa

Digunakan unbuk Belenja Bantuan Sosial dalam bentuk wang yang diarahkan untuk mengadikan
jwarga negara yang mengalami masealah sosial mempunys daya, sehingga mampu memenuhi
hebutuhan dasamnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalu anara lsn

1. Peningkatan kemauan dan kemamguarn;

2.  Pengpgalan potensi dan sumber days;

3. Penpgpalian nilai-rilai dasar;

4. Pemberian skses; dan/atau

5. Pembearian banbuan usaha.

Cigunakan unbuk Beleng Bantuan Sosial dalam bentuk barangfasa yang diarahkan wuniuk
meanjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyal daya, sehingga mampu
mamanuhi kebutuhan dasamya

FPamberdeyaan Sosial diberikan melalui antara lain:

Peningkaian kemauan dan kemampuarn;

Penggalian potensi dan sumbser days;

Pengpgalian nilai-ndai dasar:

Pemberian akses; dan/atau

Pembearian baniwan usaha.

i LR =
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T4 BELAMNJA BANTUAN SOSIAL UNTUK FERLINDUMGARN SOSLAL
741 Belanja Bantbuan Sosial Untuk Pedindungan Sosial
7411 Belanja Banbuan Sosial Untuk Perdindungan Sosial
4111 Belanja Banbuan Sosial Lintuk Perlinds n Sosial Dhalam Bentulk Llang _
Digunakan uniuk Belanja Barmbean Sosial dalam bentuk uang yang dimakswdkan unbuk mencaegah
jdan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang. keluarga, kelompok,
jdan/atau masyarakat sagar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal . Perindwungan sosial diberikan melalui antara lain:
- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:
1.  bantuan langsung;
2.  penyediaan aksesibilitas; dan/atau
3. penguatan kelembagaan.
- Adwokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajban . pembealaan,
dan pemenuhan hak.
Bantuan hukum diserikan dalam bentuk pembelaan dan konswlitasi hokum,
Erxi1z EI-Elan B8 Bantuan Sosial Lintuk P erlindws n Sosial Daelam Benbuk Barangl.dasa
Digunakan urnuk Belanja Banbean Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk
mencegah dan menangand risiko dar guncangan dan kerentanan sosial seseorang. keluanga,
kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi seswsl demsgan
kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melashs antara lain:
- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:
1.  bantuan langsung;
2. penyediaan akesesibilitas; dan/atau
3.  penguatan kelembagaan.
- Adwokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewagiban . pembealaan,
dan pemenuhan hak.
Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsullasi hakum.

= EI-ELAN..I.F. BAMTUAMN SOSIAL UMNTUK PEMNANGGULAMGAMN KEMISKIMAMN
751 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penangguilangan Kemiskinan
7511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan

ra111 Helanja Bantuan Sosial Untuk Penangguiangan hemsskinan Dalam Beniuk Llang

Digunakan urnuk Belanja Banbean Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan. program,
jdan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/ataus masyarakat yang Gdak
mempunyal atau mempunyai sumber mata pencaharan dan tdak dapat memenuhi kebutuhan yamg
layak bag kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- Penyuluhan dan bimbingan sosial

- Pelayanan sosial:

- Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;

- Penyediaan akses pelayanan kessehatan dasar;

- Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;

- Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman: danfatau

- Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Eraiiz2 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penangguilangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jlasa
Digunakan urnuk Belanja Banbean Sosial dalam bentuk barang/jasa yang memupakan kebijakan,
program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap ocrang, keluarga. kelompok dan/ataus masyarakat
vang tidak mempunyai atau mempunyai susmber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam benbuk
|antara lain:

- Penyuluhan dan bimbingan sosial

- Pelayanan sosial:

- Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;

- Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;

- Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;

- Penyediaan akses pelayanan pearumahan dan permukiman: danfatau

Penyediaan akses palatinan. modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

TE EI-ELANJ.P. BAMNTLAN SOSIAL LIMTLUK PEMNANGGLLAMGAM BEMNCANS
TE1 Belanja Bantuan Sosial Untuk Fenanggulangan Bencana
TE11 |Belanja Banbuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana

L6111 Belanja Barmuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang

Digunakan untuk belanja Banbean Sosial dalam bentuk uang yang merupakan serangkaian upaysa

lyvang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana. kegiatan

pencegahanmitpasi bencana, tangggap darurat dan rehabiifasifrekonstnuksi. Penanggulangan

[envcana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;

- Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi banbean penyadiaan kebubuhan air bersih dan
sanitasi. pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan
seaerta temmpat hamnian;

- Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan:

- Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan saramna;

- Pemberan bantuan perbaikan memah mas yarakat;

- Santunan duka cita;

Santunan kecacatan.

Eroiia Elelan]El Banbuan Sosial Untuk Penangguiangan Bencana Dialam Benluk Harang/.lasa

Digunakan untuk belanja Banbean Sosial dalam bantuk barang/jasa yang memspakan serangkaian

jupaya yang meliputi peneiapan kebijakan pembangunan yang berisiko imbulnya bencana, kegiatan

pencegahan’mitgasi bencana, tangggap darurat dan rehabiditasirekonstnuksi. Penanggulangan
jrencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;

- Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantean penyediaan kebubuhan air bersih dan
sanitasi. pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan
serta empat hamnian;

- Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan:

- Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;

- Peambearan bantuan perbaikan nemah masyarakat;

- Santunan duka cita;

- Santunan kecacatan.
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